




PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA 
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN 
 
LEGAL PROTECTION FOR DOMESTIC WORKERS ARE VIEWED 







































PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA 
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN 
 
LEGAL PROTECTION FOR DOMESTIC WORKERS ARE VIEWED 



























Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H 
 Ko – Promotor Ko – Promotor 
 
Mengetahui : 









SAKKA PATI. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari 
Perspektif Keadilan (dibimbing oleh Syamsul Bachrie, Nurhayati Abbas dan Anwar 
Borahima). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan substansi 
perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ditinjau dari persfektif keadilan, bentuk 
perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari persfektif 
keadilan, serta model hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dan 
majikan yang berkeadilan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, 
dengan mengumpulkan data primer langsung dari sumber pada tiga lokasi 
penelitian yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Makassar Sulawesi 
Selatan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 
penalaran induktif untuk mengetahui aspek perlindungan hokum bagi pekerja 
rumah tangga dari persfektif keadialn. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum substansi 
pengaturan hukum terhadap pelindungan pekerja rumah tangga khususnya dalam 
perundang-undangan tenaga kerja, pada dasarnya belum dapat menjamin 
keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga, oleh karena 
tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansi hukum yang ada. 
Paradigm harmonisasi dan  prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan belum menjamin keadilan dan kepastian 
hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Hal ini disebabkan oleh Pandangan terhadap 
profesi Pekerja Rumah Tangga yang diposisikan sebagai pekerja informal 
sehingga selain tidak terakomodasi sebagai unsur yang dilindungi oleh peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan, juga terkait dengan perlindungan hak-hak 
dasar, hak-hak kodrat dan Jaminan sosial tenaga kerja tidak mencakup eksistensi 
Pekerja Rumah Tangga. Model hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga 
dan majikan yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum 
serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga adalah 
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan model Perjanjian Tertulis, 
sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai : hak dan kewajiban 
masing-masing terutama terkait dengan mulai dan berakhirnya pekerjaan; Jam 
Kerja; Upah; Beban kerja; Jaminan sosial; tambahan penghasilan; cuti; THR dan 
Pesangon; serta mekanisme penyelesaian sengketa. 
Kata kunci  :  Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Keadilan, 








Sakka Pati. Legal Protection for Domestic Workers Seen From the Perspective of 
Justice (guided by Syamsul Bachrie, nurhayati Abbas and Anwar Borahima). 
This study aims to identify and formulate the substance of legal protection 
against Domestic Workers in Employment Laws and Regulations in terms of the 
perspective of justice, form the legal protection of domestic workers in terms of the 
perspective of justice, as well as models of the legal relationship between domestic 
workers and employers are fair. 
This research was conducted by using the method of empirical research, to 
collect primary data directly from the source at the three study sites, namely 
Jakarta, Yogyakarta and Makassar, South Sulawesi. Furthermore, the data 
obtained were analyzed using inductive reasoning to determine aspects of legal 
protection for domestic workers from the perspective of justice. 
The results of this study concluded that the general substance of the legal 
arrangements for the protection of domestic workers, especially in labor legislation, 
basically not able to guarantee the fairness and legal certainty for domestic 
workers, and therefore the responsibility of the State has not been implemented in 
the existing legal substance. Paradigm harmonization and the principles of the 
agreement in substance labor legislation does not guarantee fairness and legal 
certainty for Domestic Workers. This is caused by the views of the profession 
Domestic Workers are positioned as informal workers so that in addition to not be 
accommodated as an element that is protected by labor legislation, also related to 
the protection of fundamental rights, the rights of nature and labor social Warranty 
does not cover existence of Domestic Workers. Models legal relationship between 
domestic workers and employers are considered to provide a sense of justice and 
the rule of law and to provide legal protection for domestic workers is the 
Employment Agreement Specific Time (PKWT) with a model of the Written 
Agreement, so as to provide legal certainty regarding: the rights and obligations of 
each primarily associated with the start and the end of the work; Hours; wages; 
Workload; Social security; additional income; leave; THR and Severance; as well 
as dispute settlement mechanisms. 
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ABSTRAK 
SAKKA PATI. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari 
Perspektif Keadilan. (dibimbing oleh Syamsul Bachri, Nurhayati Abbas dan Anwar 
Borahima). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan substansi 
perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-
Undangan Ketenagakerjaan ditinjau dari persfektif keadilan, bentuk perlindungan hukum 
terhadap Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari persfektif keadilan, serta model hubungan 
hukum antara Pekerja Rumah Tangga dan majikan yang berkeadilan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, dengan 
mengumpulkan data primer langsung dari sumber pada tiga lokasi penelitian yaitu DKI 
Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Makassar Sulawesi Selatan. Selanjutnya data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif untuk mengetahui 
aspek perlindungan hokum bagi pekerja rumah tangga dari persfektif keadialn. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum substansi pengaturan 
hukum terhadap pelindungan pekerja rumah tangga khususnya dalam perundang-
undangan tenaga kerja, pada dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian 
hukum bagi pekerja rumah tangga, oleh karena tanggungjawab Negara belum 
terimplementasi dalam substansi hukum yang ada. Paradigm harmonisasi dan  prinsip-
prinsip perjanjian dalam substansi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 
belum menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Pekerja Rumah Tangga. Hal ini 
disebabkan oleh Pandangan terhadap profesi Pekerja Rumah Tangga yang diposisikan 
sebagai pekerja informal sehingga selain tidak terakomodasi sebagai unsur yang 
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, juga terkait dengan 
perlindungan hak-hak dasar, hak-hak kodrat dan Jaminan sosial tenaga kerja tidak 
mencakup eksistensi Pekerja Rumah Tangga. Model hubungan hukum antara Pekerja 
Rumah Tangga dan majikan yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan dan 
kepastian hukum serta dapat memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah 
Tangga adalah dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan model 
Perjanjian Tertulis, sehingga dapat memberikan kepastian hukum mengenai : hak dan 
kewajiban masing-masing terutama terkait dengan mulai dan berakhirnya pekerjaan; 
Jam Kerja; Upah; Beban kerja; Jaminan sosial; tambahan penghasilan; cuti; THR dan 
Pesangon; serta mekanisme penyelesaian sengketa. 
Kata kunci  :  Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan Hukum, Keadilan, Jaminan 








Sakka Pati. Legal Protection for Domestic Workers Seen From the Perspective of 
Justice. (guided by Syamsul Bachri, Nurhayati Abbas and Anwar Borahima). 
This study aims to identify and formulate the substance of legal protection against 
Domestic Workers in Employment Laws and Regulations in terms of the perspective of 
justice, form the legal protection of domestic workers in terms of the perspective of justice, 
as well as models of the legal relationship between domestic workers and employers are 
fair. 
This research was conducted by using the method of empirical research, to collect 
primary data directly from the source at the three study sites, namely Jakarta, Yogyakarta 
and Makassar, South Sulawesi. Furthermore, the data obtained were analyzed using 
inductive reasoning to determine aspects of legal protection for domestic workers from the 
perspective of justice. 
The results of this study concluded that the general substance of the legal 
arrangements for the protection of domestic workers, especially in labor legislation, 
basically not able to guarantee the fairness and legal certainty for domestic workers, and 
therefore the responsibility of the State has not been implemented in the existing legal 
substance. Paradigm harmonization and the principles of the agreement in substance 
labor legislation does not guarantee fairness and legal certainty for Domestic Workers. 
This is caused by the views of the profession Domestic Workers are positioned as 
informal workers so that in addition to not be accommodated as an element that is 
protected by labor legislation, also related to the protection of fundamental rights, the 
rights of nature and labor social Warranty does not cover existence of Domestic Workers. 
Models legal relationship between domestic workers and employers are considered to 
provide a sense of justice and the rule of law and to provide legal protection for domestic 
workers is the Employment Agreement Specific Time (PKWT) with a model of the Written 
Agreement, so as to provide legal certainty regarding: the rights and obligations of each 
primarily associated with the start and the end of the work; Hours; wages; Workload; 
Social security; additional income; leave; THR and Severance; as well as dispute 
settlement mechanisms. 
 




BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A.  Latar Belakang Masalah 
Keadilan adalah harapan yang menjadi cita-cita dan keinginan setiap 
orang. Keadilan adalah salah satu nilai kemanusiaan yang asasi, sehingga 
memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam 
mengakui dan menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan 
melindungi  kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya 
dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. 
Tegaknya kebenaran dan keadilan dalam suatu masyarakat memberikan 
ketenangan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari serta kepercayaan 
yang timbal balik antara pemerintah dan rakyat, di samping menumbuhkan 
kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam suasana aman, tertib dan tenang 
masing-masing pihak dapat bekerja sepenuh tenaga, pikiran dan hati, 
mengabdikan diri bagi kepentingan negara dan penduduknya tanpa kuatir 
dihalangi usahanya atau dirintangi aktivitasnya.1  
 Allah SWT dalam Al-Qur’an, memerintahkan manusia berlaku 
adil, termasuk dalam memutuskan suatu perkara dan memberikan 
kesaksian. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang dapat mewujudkan 
ketenteraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat. 
                                                 
1 Sayyid Sabiq, 1980, Sumber Kekuatan Islam, terjemah Salim Bahreisy dan Said 
Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya: hlm. 198. 
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Keadilan dalam hukum dapat dilihat secara nyata dalam praktik, antara lain 
apabila keputusan hakim yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum telah 
mampu memberikan rasa ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan bagi 
masyarakat dan mampu menumbuhkan opini masyarakat bahwa putusan 
hakim yang dijatuhkan sudah adil dan wajar. Hal ini akan memberikan 
kepercayaan pada masyarakat akan adanya lembaga  pengadilan yang 
membela hak dan menghukum yang melanggar. Apabila kondisi demikian 
ini telah tercapai, hal itu akan membantu mencegah timbulnya praktik main 
hakim sendiri yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak puas akan 
keputusan hakim.2  
 Setiap mukmin diseru untuk menjadi penegak keadilan yang 
sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi karena Allah, yakni selalu  
merasakan kehadiran Ilahi, memperhitungkan segala langkah dan 
menjadikannya demi karena Allah. Persaksian yang ditunaikan juga 
hendaknya demi karena Allah, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang tidak 
sejalan dengan nilai- nilai Ilahi. Didahulukannuya perintah penegakan 
keadilan atas kesaksian karena Allah, karena tidak sedikit orang yang hanya 
pandai memerintahkan yang ma’ruf, tetapi ketika tiba gilirannya untuk 
melaksanakan makruf yang diperintahkannya itu ia lalai. Setiap mukmin 
                                                 
2  Baharuddin Lopa, 1996, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia, Dana Bhakti 
Prima Yasa, Yogyakarta: hlm.121.  
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niscaya melaksanakan keadilan atas dirinya baru menjadi saksi yang 
mendukung atau memberatkan orang lain.3  
 Allah SWT memerintahkan kepada kaum Muslim yang beriman, untuk 
menjadi orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena 
Allah biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatnya tanpa 
pandang bulu Kaya ataupun miskin. Berlaku adil berarti tidak mengikuti 
hawa nafsu yang menyimpang dari kebenaran, tidak memutar balikkan 
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Manusia diperintahkan berlaku adil 
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.4 
Manusia dalam menetapkan hukum harus diputuskan dengan adil, 
sesuai dengan apa yang diajarkan Allah swt., tidak  memihak kecuali 
kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang 
melanggar, tidak menganiaya walau terhadap lawan, dan tidak pula 
memihak walau kepada teman. Tetapi menetapkan hukum bukanlah 
wewenang setiap orang. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tampil 
melaksanakannya, antara lain pengetahuan tentang hukum dan tatacara 
menetapkannya serta kasus yang dihadapi. Bagi yang memenuhi syarat-
                                                 
3 Lihat ayat Al-Qur’an Surah An-Nisaa (4) ayat 135, dan surah An-Nahl (16) ayat 
90. 
4 M. Quraish Shihab, 2000, Tafsir Al-Mishbah, Volume 2, Lentera Hati, Jakarta: hlm. 
591-593. 
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syaratnya dan bermaksud tampil menetapkan hukum, kepadanyalah 
ditujukan perintah untuk menetapkan dengan adil.5 
Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara alamiah memiliki 
kebutuhan dalam kehidupannya, baik kebutuhan yang bersifat primer 
maupun kebutuhan yang bersifat sekunder. Berbagai upaya dilakukan 
manusia untuk memenuhi kebutuhan itu. Salah satunya adalah bekerja pada 
orang lain, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Hal ini 
akan melahirkan hubungan hukum antara pemberi kerja dan penerima kerja 
yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak agar tercapai tujuan yang 
diharapkan. Hubungan ini idealnya merupakan suatu hubungan yang 
harmonis dan terjalin dengan baik untuk tercapainya tujuan dan kehendak 
yang diinginkan dan kepuasaan yang maksimal. Awalnya orang yang 
melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga untuk memenuhi permintaan 
orang lain disebut pembantu rumah tangga, namun dalam 
perkembangannya istilah pembantu rumah tangga berubah menjadi pekerja 
rumah tangga.  
Di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39), dijelaskan beberapa pengertian ketenagakerjaan antara 
lain adalah : “tenaga kerja, adalah setiap orang guna menghasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat; 
pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 
                                                 
5  Ibid, hlm. 456-457. 
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atau imbalan dalam bentuk lain; sedangkan pemberi kerja adalah orang 
perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang 
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 
bentuk lainnya. Berdasarkan definisi tersebut istilah pembantu rumah tangga 
bisa dipakai istilah pekerja rumah tangga, yaitu tenaga kerja yang bekerja 
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sedangkan orang 
yang mempekerjakan adalah pemberi kerja yang sehari-hari juga dikenal 
dengan istilah majikan.6  
Sejalan dengan perkembangan reformasi saat ini, setiap upaya yang 
menempatkan kaum pekerja pada posisi yang tidak menguntungkan berarti 
akan menciptakan hubungan yang tidak selaras. Oleh karena itu, idealnya 
antara pemberi kerja/pengusaha dan penerima kerja/pekerja rumah tangga 
mengarahkan hubungannya pada hubungan kemitraan, sehingga para pihak 
dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan mandiri.  
Pekerja Rumah Tangga7 merupakan sektor yang penting dan 
memegang peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi 
Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian, maka lapangan kerja 
                                                 
6 Secara Normatif istilah ketenagakerjaan bisa bermakna tempat kerja, pekerja/buruh, 
sedangkan pemberi kerja dapat bermakna perorangan, pengusaha, badan hukum atau 
dalam penulisan ini disebut Majikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan istilah 
“Pekerja Rumah Tangga” yang merupakan istilah bagi tenaga kerja yang bekerja dalam 
ruang lingkup rumah tangga. Penggunaan istilah ini mengacu pada istilah yang digunakan 
dalam Peraturan Gubernur Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga. 
Istilah ini juga merupakan terjemahan dari istilah Pramuwisma, Domestic Workers yang 
digunakan oleh ILO. Istilah Pekerja Rumah Tangga menurut peneliti lebih manusiawi dari 
istilah Pembantu atau Babu yang sering digunakan oleh masyarakat awam. Istilah 
Pembantu atau Babu berkonotasi negatif karena mengandung image budak, atau jenis 
pekerjaan yang tidak terhormat. 
7  Ibid, hlm. 456-457. 
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semakin terbuka. Semakin terbukanya lapangan kerja, maka meningkat pula 
kebutuhan akan orang yang membantu dalam melakukan pekerjaan-
pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, 
merapikan perabot rumah, mencuci pakaian, seterika pakaian, merawat 
anak dan orang tua, dan lain-lain.  
Pola hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan 
perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah, karena biasanya 
hubungan ini tidak ekslusif seperti Pekerja pada umumnya. Sikap Pekerja 
rumah tangga maupun majikan menganggap hubungan seperti keluarga 
sendiri. Sedangkan pekerjaan rumah tangga ini seringkali dianggap 
murahan atau gensi disebut sebagai pembantu. 
Sebagian besar pekerja rumah tangga tinggal di dalam rumah orang 
yang mempekerjakan (majikan), yang berarti mereka bekerja dan hidup 
tertutup dari pandangan publik. Oleh karena mereka tinggal dan hidup di 
rumah majikan, ini bisa menguntungkan pekerja rumah tangga apabila 
segala keperluan hidupnya ditanggung oleh sang majikan, namun terkadang 
juga sangat merugikan pekerja tersebut apabila mereka bekerja dengan 
tanpa batas waktu karena selama duapuluh empat jam hidup bersama 
majikan, bahkan terkadang upah mereka tidak dibayarkan.        
Salah satu kewajiban pemberi kerja/majikan adalah memberikan upah 
dan kesejahteraan yang layak bagi yang dipekerjakan/pekerja rumah 
tangga. Sementara yang dipekerjakan wajib bekerja secara optimal guna 
kepuasan pemberi kerja/majikan. Terciptanya hubungan yang harmonis 
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antara pekerja dan pemberi kerja pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 
tujuan para pihak dalam melakukan hubungan kerja tersebut, yang tentunya 
akan saling menguntungkan baik pekerja rumah tangga, pemberi 
kerja/majikan maupun keluarganya. Dengan demikian untuk menciptakan 
hubungan yang baik maka kedua belah  pihak  harus memiliki rasa 
tanggung jawab dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan hak dan 
kewajibannya. 
Pekerja rumah tangga terkadang mengalami permasalahan akibat 
hidup dan tinggal bersama majikan, karena pekerja rumah tangga dianggap 
sebagai pekerjaan informal. Sementara undang-undang ketenagakerjaan 
nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur perlindungan pekerja 
hanya mengatur pekerja formal. Akibatnya pekerja rumah tangga tidak 
hanya mendapatkan gaji rendah, dan beban kerja yang berat, tapi sangat 
rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan di tempat kerja mereka, karena 
ketiadaan aturan yang jelas tentang pekerja rumah tangga.   
Sebagai langkah penting untuk melindungi upah pekerja rumah tangga, 
sejumlah negara telah menetapkan persyaratan kontrak kerja tertulis atau 
pernyataan keterangan tertulis, meliputi jam kerja normal, persyaratan 
lembur; pengupahan, termasuk pembayaran dengan barang, jika ada; 
pemotongan yang disepakati; dan jangka waktu upah dan metode 
pembayaran (lihat, misalnya, Ketentuan Sektoral 7 Afrika Selatan). Membuat 
model kontrak yang tersedia untuk pengusaha dan pekerja merupakan salah 
satu metode untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan semacam 
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itu (misalnya, model kontrak yang dilekatkan pada kesepakatan bersama 
mengenai pekerjaan rumah tangga di Prancis). Formalisasi hubungan kerja 
sedemikian rupa membantu dalam memperjelas kewajiban majikan, 
menginformasikan kepada pekerja hak-haknya berkenaan dengan upah, 
dan dapat berfungsi sebagai bukti dalam kasus perselisihan. 
Hubungan hukum yang terjadi antara pekerja rumah tangga dengan 
pemberi kerja sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, sehingga 
jika tidak ada kejelasan bentuk hubungan hukum ketenagakerjaan antara 
pekerja rumah tangga dan tidak adanya aturan yang jelas tentang pekerja 
rumah tangga, maka rawan untuk terjadi perselisihan antara Pekerja Rumah 
Tangga dan Majikan yang berada dalam satu atap. 
Penelitian yang dilakukan oleh Rumpun Gema Perempuan (RGP), dan 
Rumpun Tjoet Njak Dien (RTND) yang bekerjasama dengan International 
Labour Organisation (ILO), pada tahun 2008 menunjukkan bahwa pekerja 
rumah tangga didominasi oleh perempuan, dengan alasan melakukan 
pekerjaan rumah tangga adalah; membantu ekonomi orangtua dan 
membiayai adik atau anak sekolah, dorongan teman-teman, ikut-ikutan, dan 
memang karena tidak ada pekerja.8 Secara internasional standar 
ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga cukup mendapatkan 
perhatian, ILO pada tahun 2008 merekomendasikan konvensi 
ketenagakerjaan internasional dengan dasar pemikiran :9 
                                                 
8  Jurnal ILO, 2008 
9  Hasil Rekomendasi  ILO 2008 
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1. Pekerja rumah tangga tidak terlindungi, dikecualikan dari undang-undang 
ketenagakerjaan, seringkali ditolak hak-hak dasarnya, pekerja anak dan 
kerja paksa. 
2. Pekerja rumah tangga mempunyai kontribusi dalam meningkatkan 
standar hidup rumah tangga majikannya. 
3. Kebijakan sosial tidak mencakup kebutuhan Pekerja Rumah Tangga dan 
keluarganya akan perawatan, sehingga memungkinkan kaum 
perempuan di dalam rumah tangga menjadi terus aktif secara ekonomi. 
4. Pekerjaan dirumah-rumah pribadi tidak dianggap sebagai tempat kerja 
dan hubungan kerja tidak tercakup di dalam undang-undang 
ketenagakerjaan atau dalam undang-undang lainnya, sehingga Pekerja 
Rumah Tangga tidak diakui sebagai pekerja yang berhak atas 
perlindungan pekerja. 
5. Sebagian besar Pekerja Rumah Tangga merupakan perempuan dari 
keluarga miskin dengan upah yang sangat rendah dan secara total 
bergantung pada majikan/sponsor, yang dikecualikan dari hak-hak 
ketenagakerjaan nasional. 
Di beberapa negara, pekerjaan rumah tangga dianggap bentuk pekerja 
anak yang paling berbahaya, karena tingginya kecenderungan terjadinya 
pelecehan, eksploitasi, dan di banyak negara anak-anak bekerja sepanjang 
hari di dalam rumah tangga, tanpa kesempatan untuk belajar, bermain dan 
berkembang.  
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Sejalan dengan hal tersebut di atas beberapa fakta dalam kehidupan 
sehari-hari tidak terlindunginya pekerja rumah tangga antara lain : hubungan 
hukum antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja pada umumnya 
tidak didasari suatu perjanjian kerja: Pekerja rumah tangga seringkali 
dikecualikan dari cakupan upah minimum;  Upah seringkali digunakan 
sebagai alat pengendalian oleh Majikan; Pembayaran upah terkadang 
terlambat, bahkan sering tidak terbayarkan; Kamar dan tempat tinggal serta 
makanan biasanya dianggap sebagai suatu pembayaran; Adanya 
perbedaan yang signifikan antara standar kerja yang berlaku secara umum 
dengan pekerja rumah tangga; Seringkali pekerja rumah tangga harus 
tunduk pada ketentuan jam kerja yang bisa mengancam kesehatan sindiri, 
misalnya bersedia untuk bekerja dengan jam kerja panjang atau bahkan 
tanpa istirahat dan senantiasa harus melaksanakan tugas-tuigas atas 
perintah majikan.10 
Jaminan dan harapan pekerja rumah tangga untuk memperoleh 
perlindungan Hukum dengan diadopsinya Konvensi ILO No. 189 pada 
tanggal 16 Juni 2011 mengenai kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga. 
Dalam konvensi ini ditetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar bagi 
pekerja dan mengharuskan negara mengambil serangkaian langkah dengan 
tujuan untuk menjadikan kerja layak sebagai sebuah realitas bagi pekerja 
Rumah Tangga. 
                                                 
10  Hasil observasi atau pengamatan penulis dalam tahun 2013. 
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Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pasal 27 Ayat (2), mengatur tentang : “Tiap-tiap warganegara berhak atas 
pekerjaan yang dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 
28 D Ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan 
dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan 
Konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga sebagai 
warga negara berhak uintuk memperoleh perlindungan dalam melakukan 
pekerjaan guna mencapai kesejahteraan hidupnya. 
Berbagai upaya untuk perlindungan terhadap pekerja rumah tangga 
baik secara internasional maupun nasional sudah dilakukan,  namun dalam 
kenyataannya usaha ini belum memberikan hasil yang optimal. Hampir 
sepuluh tahun Pekerja Rumah Tangga memperjuangkan haknya untuk 
memperoleh perlindungan dalam suatu Undang-undang yang secara khusus 
mengatur tentang Pekerja Rumah Tangga. Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Selanjutnya disingkat RUU PPRT) 
telah diajukan sejak tahun 2004 silam, namun hingga saat ini RUU tersebut 
belum jelas kelanjutannya. Setelah mendapat desakan dari berbagai pihak 
barulah pada tahun 2010, RUU ditetapkan dalam Prioritas Prolegnas DPR, 
kemudian pada tahun 2011, 2012, dan terakhir 2013. Komisi IX DPR sudah 
melakukan pembahasan PPRT sepanjang tahun 2012 dan tahun 2013 
termasuk melakukan kunjungan kerja untuk studi banding RUU PPRT ke 
Afrika Selatan dan Argentina pada tanggal 27-31 Agustus 2012 dan uji 
publik ke daerah pada tanggal 27-28 Februari 2013, kemudian tanggal 25 
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Maret 2013 melakukan finalisasi RUU PPRT untuk diserahkan ke Baleg 
DPR untuk diharmonisasi,dan secara resmi diserahkan dengan Surat Nomor 
87/Kom IX/DPRRI/IV?2013 tertanggal 2 April 2013, namun hingga masa 
Sidang ke 4 DPR berakhir pada tanggal 12 juli 2013 dan masuk masa 
Sidang ke 1 DPR sejak 16 Agustus 2013 hingga saat ini belum  dibahas, 
sekalipun sementara sisa waktu sidang akan berakhir Juli 2014.11 Lamanya 
proses dan kajian untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi 
pekerja rumah tangga yang belum tuntas, semakin mengukuhkan untuk 
melakukan  suatu kajian lebih dalam guna menemukan bentuk perlindungan 
yang ideal dalam hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dan 
pemberi kerja. 
Pekerja Rumah Tangga berada dalam kondisi yang lebih buruk 
daripada buruh pada umumnya. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan 
hukum yang memuat standar kerja para Pekerja Rumah Tangga. Akibatnya 
Pekerja Rumah Tangga bekerja tanpa batasan deskripsi kerja, tanpa 
batasan jam kerja, tanpa standar upah yang jelas, tidak ada hari libur dan 
tidak ada perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga yang mengalami 
kekerasan maupun kecelakaan kerja. Padahal keberadaan Pekerja Rumah 
Tangga menopang perekonomian keluarga dan negara.12 
Pekerja Rumah Tangga adalah para perempuan miskin yang tidak 
memiliki akses untuk bekerja di sektor lain. Penghambat utama adanya 
                                                 
11 www.tempo.co/read/news/2013/09/02/173509315/DPR -Didesak Rampungkan 
RUU-Perlindungan Pekerja, diakses  10 September 2013 
12  ELSAM, 2011, Buruh TIdak Untuk Dijual, Litbang LBH Jakarta, Pusat 
Dokumentasi Elsam, hlm. 2 
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perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga justru muncul dari Pemerintah 
dan DPR sendiri. Pada Maret 2011, pembahasan RUU PRT dihentikan oleh 
DPR RI karena beberapa fraksi di DPR RI tidak menyetujui adanya RUU 
PRT. Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Menakertrans pun 
menolak bahwa hubungan antara PRT dan Majikan dianggap sebagai 
hubungan kerja.13 
Upaya yang dilakukan dalam taraf lokal pun pernah dilakukan 
khususnya di  Sulawesi Selatan. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
berinisiatif membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembantu 
Rumah Tangga.14 Tim yang mengajukan pentingnya untuk segera 
mengeluarkan rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hukum 
Pekerja Rumah Tangga sebanyak 19 (Sembilan belas) orang di Komisi E 
(Bidang Kesejahteraan rakyat)15  Pembahasan rancangan peraturan daerah 
yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sudah 
mendesak untuk segera diadakan karena ini akan memberikan kepastian 
dan perlindungan kepada pekerja, terkhusus mengenai upah, jam kerja 
                                                 
13  Ibid, hlm. 2 
14  Pertimbangan yang mendasari Perda Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
tersebut antara lain : banyaknya kasus-kasus yang menimpa pekerja rumah tangga 
terutama kasus kekerasan yang berakhir pada kematian; perlunya mengatur secara jelas 
sistem kerja Pekerja Rumah Tangga (PRT); minimnya perlindungan terhadap pekerja 
Pekerja Rumah Tangga terutama mengenai hak dan kewajiban; selama ini pekerja rumah 
tangga kurang mendapat perlindungan hak hak asasi; keberadaan Pekerja Rumah Tangga 
harus diakomodasi dalam Undang Undang agar fropesi Pekerja Rumah Tangga mendapat 
kepastian hukum; Bahwa selama ini Pekerja Rumah Tangga belum dikategorikan sebagai 
salah satu tenaga kerja formal; belum ada undang undang yang secara tehnis mengatur 
sistem kerja Pekerja Rumah Tangga. 
15  www.dprdsulsel.go.id/contentn/dprd-srgra bahas  ranperda/14 juni 2011,diakses 
15 juni 2013 
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serta perlindungan dari sisi hak asasi manusia, demikian yang dikatakan 
salah satu penggagas ranperda PRT.16  
Proses pembahasan di DPRD Sulawesi Selatan berlangsung cukup 
lama, namun setelah berjalan beberapa tahap Ranperda tidak diteruskan 
pembahasannya sampai pengesahan. Muchtar Tompo selaku ketua pansus 
mengatakan belum ada UU yang secara teknis mengatur sistem kerja 
Pembantu Rumah Tangga, sehingga disimpulkan sebaiknya menghentikan 
pembahasan ranperda.17  
Penasihat teknis Nasional Promote Organisasi Ketenagakerjaan Dunia 
(ILO) Arum Ratnawati menyatakan, ketiadaan regulasi yang jelas bagi 
pekerja rumah tangga menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan, 
pelanggaran hukum dan pelecehan, padahal sekitar 10,7 juta jiwa penduduk 
Indonesia bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Buruknya situasi pekerja 
rumah tangga karena sebagian besar tidak memiliki kontrak tertulis dengan 
majikan membuat mereka bekerja tanpa aturan dan jam kerja yang jelas. 
Data ILO menunjukkan 45 persen pekerja rumah tangga tidak memiliki hari 
libur yang cukup, dan sebanyak 50 persen tidak memiliki jam kerja yang 
normal. Pekerja rumah tangga juga belum terorganisir dalam suatu wadah 
seperti sarekat sehingga sulit mendapat akses perlindungan hukum.18 
                                                 
16  Sepatah kata dari ketua Pansus Ranperda Muchtar Tompo saat Rapat Dengar 
Pendapat pembahasan ranperda Perlindungan pekerja rumah tangga. 
17  www.dprd sulsel.go.id/content/belum ada UU mengatur teknis PRT/18/7/2013 
diakses 14 Agustus 2013 
18 http://.tempo.co/read/news/2013/09/02/17/10,7juta-PRT bekerja tanpa 
perlindungan, diakses 11 November 2013 
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Secara sosial dan politis berimplikasi pada hubungan kerja dan 
perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga itu sendiri.19 Sekitar 
10.744.887 orang Pekerja Rumah Tangga berada dalam posisi rentan 
terhadap eksplotasi, kekerasan fisik, psikis dan seksual, yang dilakukan oleh 
majikan maupun agen penyalur.20 Oleh karena itu, memposisikan PRT 
secara jelas dan tegas sebagai pekerja dalam hubungan kerja antara 
Pekerja Rumah Tangga dan majikan akan membawa implikasi yang jelas 
pula tentang perlindungan hukum sebagai Pekerja Rumah Tangga.  
Penelitian pendahuluan yang penulis lakukan  ditemukan data bahwa 
jumlah PRT sebanyak 10.744.887 orang tersebut, 90% adalah PRT 
perempuan, dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) yang berumur di 
bawah 18 tahun sebanyak 202.235 orang (11,79%). Berdasarkan data 
tersebut menunjukkan  bahwa keberadaan PRT yang secara kuantitas yang 
cukup besar merupakan salah satu komponen bangsa yang perlu 
mendapatkan perhatian khusus dari pihak pemerintah melalui berbagai 
bentuk pengaturan, sebagai warga negara yang memiliki kedudukan hukum 
yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang layak. 
Praktik hubungan Kerja Pekerja Rumah Tangga denga majikan dalam 
realitasnya memang berbeda dengan hubungan kerja pada umumnya. 
                                                 
19 Triana Sofiani, Rita Rahmawati dan Shinta Dewi Rismawati, Membangun Konsep 
Ideal Hubungan Kerja Antara Pekerja Rumah Tangga Dan Majikan Berbasis Hak-Hak 
Buruh Dalam Islam, Conference Procedings, Annual International conference on Islamic 
Studies (AICIS XII) hal : 2381  
20 Ibid, hal : 2381 . Okky Asokawati, “Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak PRT 
Dalam RUU Tentang Perlindungan PRT”, makalah Disampaikan dalam Diskusi Media 
“Kerja Layak Bagi PRT” -Komnas Perempuan ,2011 
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Hubungan kerja Pekerja Rumah Tangga-majikan bersifat semi-formal, 
artinya disamping berorientasi pada tugas, juga bersifat kekeluargaan, 
sehingga dalam menentukan lingkup pekerjaan, pelaksanaan perintah 
maupun penentuan Upah jarang dituangkan dalam Perjanjian Kerja (tertulis) 
layaknya hubungan hukum yang bercirikan hubungan kerja yang zakelijk. 
Dalam ilmu hukum, hubungan demikian disebut sebagai hubungan hibridis21 
karena hubungan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hubungan 
hukum, yang mempunyai akibat hukum melainkan lebih mengedepankan 
hubungan yang bersifat kekeluargaan. Mekanisme kontrol yang menonjol 
dalam hubungan demikian adalah norma-norma sosial dan norma hukum  
kurang diprioritaskan oleh para pihak, karena bagi kedua belah pihak yang 
terpenting adalah hubungan kerja berjalan sebagaimana mestinya.22 Prinsip 
no work no pay dalam hubungan ini, tidak secara ketat diberlakukan 
manakala Pekerja Rumah Tangga tidak mengerjakan pekerjaan karena 
berbagai alasan seperti pamit pulang kampung melampaui waktu yang telah 
disepakati dan bahkan sering tanpa kabar. Sebaliknya, Pekerja Rumah 
Tangga juga harus bekerja tanpa mengenal batas waktu kerja dengan 
imbalan yang tidak sepadan. Kedua pihak, juga menanggung berbagai 
kemungkinan resiko yang seringkali tidak ada ketentuan hukumnya, seperti 
                                                 
21 Ibid,. Lihat juga Hasil Penelitian Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 
2002, yang dimuat dalam Endriana Noerdin, “Situasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, 
dalam Bunga Rampai Potret Kemiskinan Perempuan, Jakarta: Women Research Institute:, 
2006 hlm. 151, Lihat juga dalam Rumpun Tjoet Njak Dien, Draft Naskah Akademik 
Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga , tahun 2002. Lihat juga 
dalam Naskah Akademik RUU Pekerja Rumah Tangga yang telah diproses oleh Pusat 
Studi Hukum & Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di www.parlemen.net . Diakses 
tanggal 12 April 2012, Pukul 19. 20 WIB  
22 Ibid, 
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ketika Pekerja Rumah Tangga merusak barang milik majikan, 
pertanggungjawaban hukum seringkali tidak diminta atau seringkali majikan 
justru melepaskan haknya untuk menuntut pertanggungjawaban. Sebaliknya 
ketika Pekerja Rumah Tangga mendapat perlakuan yang tidak manusiawi 
seperti kekerasan, ketidakadilan dan eksploitasi, juga tidak melakukan 
tindakan apapun, kecuali diam, ikhlas, menceritakan kepada teman, 
keluarga di kampung atau jalan terakhir yang dilakukan kebanyakan keluar 
dari pekerjaannya, pulang kampung. Meskipun pola hubungan kerja Pekerja 
Rumah Tangga -majikan dalam realitasnya demikian, namun secara teoretik 
dapat dijelaskan bahwa, hubungan Pekerja Rumah Tangga-majikan 
hakekatnya dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja dan Pekerja 
Rumah Tangga secara jelas dapat dikategorisasikan sebagai pekerja.23  
Hubungan hukum yang ideal dalam hubungan kerja antara Pekerja 
Rumah Tangga  dengan Majikan seharusnya merupakan model hubungan 
kemitraan, sehingga hubungan tersebut merupakan hubungan yang non 
diskriminasi, non eksploitasi dan non kekerasan. Hak-hak sebagaimana 
tersebut di atas, akan berjalan dengan seimbang (adil dan setara), apabila 
diringi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pekerja Rumah 
Tangga dalam hubungan kerja. 
Pekerja rumah tangga dan Majikan dalam melakukan hubungan hukum 
harus memiliki kejelasan dan keteraturan serta hubungan yang baik apabila 
diatur dalam suatu aturan hukum yang jelas. Jika hubungan yang mengikat 
                                                 
23 Ibid,  
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para pihak dapat dilaksanakan dengan baik maka para pihak akan merasa 
memperoleh ketenangan dan keadilan dalam hubungan tersebut.  
Hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan 
dibentuk oleh adanya kesepakatan antara keduanya baik secara langsung 
maupun tidak langsung (melalui Penyedia Jasa Pekerja Rumah Tangga), 
mengenai jenis pekerjaan, perintah dan upah yang akan diterima oleh 
Pekerja Rumah Tangga, yang dituangkan dalam kontrak tertulis yang 
ditanda-tangani oleh kedua pihak. Tiga unsur utama dalam hubungan kerja 
yaitu, pekerjaan, upah dan perintah, harus dirumuskan dengan jelas dan 
tegas dalam surat kontrak, sehingga dapat menjadi dasar hukum untuk 
menuntut hak-hak yang dirugikan di kemudian hari jika terjadi perselisihan.  
Belum terakomodirnya hak-hak Pekerja Rumah Tangga dalam 
Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan seperti Pekerja Lain pada 
umumnya, serta hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan 
Majikan yang secara umum masih bersifat kekeluargaan, sehingga muncul 
kesenjangan antara harapan terpenuhinya perlindungan hukum bagi pekerja 
rumah tangga dan kondisi kerja yang layak bagi pekerja dalam masyarakat 
Indonesia. 
Mencermati fenomena di atas, maka isu penelitian adalah belum 
adanya ketentuan hukum yang secara khusus dalam suatu unifikasi 
mengatur tentang jaminan perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah 
Tangga. 
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B.  Rumusan Masalah   
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah  di atas maka 
dirumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah substansi pelindungan hukum terhadap Pekerja Rumah 
Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ditinjau 
dari persfektif keadilan? 
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah 
Tangga ditinjau dari persfektif keadilan? 
3. Bagaimanakah model hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga 
dan majikan yang berkeadilan?  
 
C.   Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan merumuskan substansi pelindungan hukum 
terhadap Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Perundang-
Undangan Ketenagakerjaan ditinjau dari persfektif keadilan. 
2. Untuk mengetahui dan merumuskan bentuk perlindungan hukum 
terhadap Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari persfektif keadilan. 
3. Untuk mengetahui dan merumuskan model hubungan hukum antara 
Pekerja Rumah Tangga dan majikan yang berkeadilan. 
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D.  Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber 
kepustakaan dalam bentuk sumbangan pemilkiran penulis dalam rangka 
pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mereka yang berminat 
meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap 
pekerja rumah tangga 
2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan 
masukan bagi eksekutif dan legislatif dalam rangka perlindungan hukum 
terhadap pekerja rumah tangga. 
 
E.  Orisinalitas Penelitian 
Berdasarkan penelusuran kepustakaan ditemukan karya ilmiah yang 
topiknya memiliki kersamaaan dengan naskah disertasi ini, namun 
aksentuannya  terhadap substansi yang diteliti itu berbeda dengan yang 
dilakukan oleh penulis yang fokus pada Perlindungan hukum Pekerja 
Rumah Tanggah dengan pihak Majikan dari perspektif keadilan. Adapun 
karya ilmiah yang pernah diteliti oleh peneliti yang lain adalah sebagai 
berikut:  
1. ELMI FRIDA PURBA : Tesis dengan judul : “Proses Keterlibatan Anak 
Menjadi Pekerja Rumah Tangga (studi Pada Pekerja Rumah Tangga 
Anak Di Kota Bandung, Jawa Barat)” tesis S2 Pembangunan Sosial dan 
Kesejahteraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Tahun 2014. 
   
21
Dalam Tesis ini, fokus kajian pada Pekerja anak dalam rumah tangga 
dan lokasi penelitiannya di Kota Bandung Jawa Barat, sedangkan fokus 
kajian dalam tulisan ini adalah pada Pekerja Rumah Tangga pada 
Umumnya bukan hanya pekerja anak, dan lokasi penelitian di Makassar, 
Yogyakarta dan Jakarta.  
2. ARLINA MUGININGSIH, Tesis dengan judul : “Donations Income 
Domestic Workers To The Economy Resilience Of The Family (case 
Study On West Pejaten Village Subdistrict In South Jakarta Sunday 
Market), Tesis S2 Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, tahun  2014. Tesis ini membahas tentang Penghasilan 
Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari aspek Ekonomi dalam rangka 
Ketahanan Keluarga, dan lokasi penelitian di Kecamatan Pejaten Barat 
Dalam Pasar Minggu Jakarta Selatan, sedangkan fokus kajian dalam 
tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang 
ditinjau dari aspek keadilan hukum, dan lokasi penelitian di Makassar, 
Yogyakarta dan Jakarta. 
3. NURHADI, Tesis dengan judul : “Determinan Minat Pekerja Rumah 
Tangga (PRT) Untuk Membayar Premi Asuransi Kesehatan”, Tesis S2 
Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 
2010. Tesis ini membahas tentang mekanisme asuransi bagi Pekerja 
Rumah tangga, sedangkan fokus kajian dalam tulisan ini adalah 
perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang ditinjau dari 
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aspek keadilan hukum, dan lokasi penelitian di Makassar, Yogyakarta 
dan Jakarta. 
4. YANTI, Tesis dengan judul : “Dinamika Posisi Tawar Pekerja Rumah 
Tangga (PRT) Di Yogyakarta : Studi Komparatif Terhadap PRT 
Perempuan Yang Bekerja Melalui Jalur Personal Jasa Penyalur PRT 
Dan Organisasi Sosial Di Kota Yogyakarta” Tesis S2 Sosiologi, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009. Tesis ini mengkaji posisi 
tawar Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari aspek sosiologi, dan lokasi 
penelitian di Yogyakarta, sedangkan fokus kajian dalam tulisan ini adalah 
perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang ditinjau dari 
aspek keadilan hukum, dan lokasi penelitian di Makassar, Yogyakarta 
dan Jakarta. 
 
BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A.   Landasan Teoretis 
1. Teori Sistem sosial 
 Talcott parson24 mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut:  sistem 
sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang saling berinteraksi 
dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan 
atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai 
kecendrungan untuk mengoptimalkan kepuasan yang hubungannya 
dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term system 
simbol bersama yang terstruktur secara kultural.25  
 Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan 
bagi semua sistem sosial, meliputi :26 adaptasi (A), pencapaian tujuan atau 
goal attainment (G), integrasi (I), dan Latensi (L). Empat fungsi tersebut 
                                               
24Talcott Parsons adalah sosiolog modern yang lahir di Colorado Springs, 
Amerika Serikat. Ia belajar di Amherst College (1920-1924),  London School of 
Economics (1924), Universitas Heidelberg (1925-1926). Mulai tahun 1927ia menjadi 
dosen di Harvard University, mula-mula di fakultas ekonomi,kemudian pada tahun 1931 
di fakultas sosial, di mana ia menjadi ketuanya pada tahun 1944. Parsons telah 
menghasilkan karya karangan dan buku,seperti : The Structure of Social Action (1983), 
The Social System (1951),  Economy and Society (1956), dan lain sebagainya. Sejak 
permulaan karirnya sebagai sosiolog, Parsons dikesankan oleh keadaan teratur yang kita 
sebut “masyarakat”. Perpaduan masyarakat disebabkan oleh : adanya nilai-nilai budaya 
yang dibagi bersama, yang melembagakan menjadi norma-normasosial, dan dibatinkan 
oleh individu-individu menjadi motivasi-motivasi. 
25  Sarip Hasan, “Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons,” Website Internet : 
https://saripuddin.wordpress.com/fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/, diakses 
tanggal 17 Januari 2015 
26  ibid. 
 24 
wajib dimiliki oleh semua sistem agar tetap bertahan (survive), 
penjelasannya sebagai berikut :27 
a. Adaptation : fungsi yang amat penting disini sistem harus dapat 
beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang 
gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan 
juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannnya. 
b. Goal attainment ; pencapainan tujuan sangat penting, dimana sistem 
harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. 
c. Integrastion : artinya sebuah sistem harus mampu mengatur dan 
menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi 
komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi 
(AGL). 
d. Latency : laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai 
pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki 
motivasi pola-pola individu dan kultural. 
 Kunci masalah yang dibahas pada sistem sosial ini meliputi aktor, 
interaksi, lingkungan, optimalisasi, kepuasan, dan cultural. 28 Hal yang 
paling penting pada sistem sosial yang dibahasnya Parsons mengajukan 
persyaratan fungsional dari sistem sosial diantaranya : 29 
                                               
27  Ibid . 
28  Ibid . 
29  Ibid . 
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a. Sistem sosial harus terstuktur (tertata) sehingga dapat beroperasi 
dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lain. 
b. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya sistem sosial harus 
mendapatkan dukungan dari sistem lain. 
c. Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktornya dalam 
proporsi yang signifikan. 
d. Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai 
dari para anggotanya. 
e. Sistem sosial harus mampu mengendalikan prilaku yang berpotensi 
menggangu. 
f. Bila konflik akan menuimbulkan kekacauan maka harus bisa 
dikendalikan. 
g. Sistem sosial memerlukan bahasa. 
 Parsons sebelumnya memiliki konsep eksistensial yaitu satu-satunya 
realitas dalam kehidupan sosial adalah perilaku sosial individu, yang 
member motivasi dan memberi arti tertentu kepada kelakuannya, telah 
ditinggalkan. Sekarang situasi sosial si pelaku, yaitu variabel-variabel tak 
tergantung, seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kelas 
sosial, penghasilan, agama, nilai-nilai, dan sebagainya menjadi objek 
analisis, di mana “peranan sosial” (social role) menjadi satuannya paling 
kecil.30 
                                               
30  K.J. Veeger. 1985. Realitas Sosial-refleksi filsafat sosial atas hubungan 
individu-masyarakat dalam cakrawala sejarah sosiologi, Gramedia, Jakarta, hlm. 201 
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 Konsep relasional, yaitu sistem sosial, mengganti konsep 
eksistensial, yaitu perilaku sosial. Sekarang si pelaku ditinjau dari segi 
struktur-struktur sosial yang merumuskan bagi siapa dia, dan mengenakan 
kepadanya hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat atau kelompok dari 
padanya. Parsons sebelumnya memakai konsep “struktur sosial” hanya 
demi kepentingan analisis abstrak. Sekarang konsep itu mewakili realitas 
sosial sendiri. Struktur-struktur sosial menentukan peranan dan pola-pola 
perilaku yang tetap. Ketunggalan individu melenyap di balik peranan-
peranan yang telah dilembagakan oleh masyarakat. Pelembagaan itu 
diadakan demi suatu kesatupaduan (integrasi) dan orde masyarakat. 
Peranan-peranan resmi itu dipakai sebagai mekanisme yang 
mengintegrasikan orang ke dalam kesatuan sosial. 31 
 Kalau satuan realitas sosial yang paling kecil terdiri dari peranan-
peranan sosial, yang untuk sebagian dilembagakan, maka masyarakat 
dan tiap-tiap kehidupan bersama akan dipikirkan sebagai jaringan relasi-
relasi atau sistem sosial. Sistem cenderung untuk mempertahankan 
keseimbangannya ke dalam maupun ke luar. Keseimbangan dijaga 
dengan menetralisir setiap gangguan dengan mengerahkan daya-daya 
lawan. Sosiologi Parsons memiliki dua cirri khas yaitu : konsep fungsi 
yang dimengerti sebagai sumbangan kepada keselamatan dan ketahanan 
sistem social; dan konsep pemeliharaan keseimbangan, adalah ciri utama 
dari tiap-tiap sistem sosial. Bagian-bagian yang membentuk satu sistem 
                                               
31  Ibid, hlm. 201 
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saling bergantungan. Interdependensi menciri-khaskan tiap-tiap sistem. Di 
dalamnya tidak ada unsur yang sama sekali terpisah satu dari yang lain. 
Semua unsur saling mengandaikan dan saling membutuhkan, dan 
bersama-sama membangun suatu keseluruhan. Interdependensi 
mengarah kepada keseimbangan sebagai tujuannya, sedangkan 
keseimbangan itu cenderung untuk mempertahankan dirinya.32 
 Ciri-ciri struktural sistem sosial oleh Parsons diistilahkan dalam 
bentuk lima pasang yang masing-masing terdiri dari dua alternatif yang 
saling bertentangan. Individu yang berinteraksi tidak perlu memutuskan 
alternatif mana yang akan dipakai. Masyarakatlah atau kebudayaan 
setempat telah memilih untuk dia dan telah melembagakan salah satu 
alternatif yang menentukan corak interaksi. Kelima pasang itu dinamakan 
oleh Parsons :33 
a. Perasaan (affectivity) atau netral perasaan (affective neutrality). 
 Setiap pelaku dalam proses interaksi harus menentukan 
apakah harus bertindak atas cara yang impulsif yang langsung 
menyenangkan, atau atas cara menahan diri dan menuntut prinsip 
dengan tidak mengindahkan soal senang tidaknya, gampang 
tidaknya, dan sebagainya. Tiap situasi memberi kesempatan kepada 
orang untuk  berkompromi dengan kewajibannya agar dapat 
menambah kenikmatan dan mengurangi bebannya. Namun, sistem 
                                               
32  Ibid, hlm. 202 
33  Ibid, hlm. 203-206 
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sosial menentukan kapandan dalam situasi manakah orang 
diperbolehkan mengikuti perasaan spontan mereka, dan kapan serta 
dalam situasi manakah perasaan itu perlu ditekan.  
b. Arah diri (self-orientation) atau arah kolektivitas (collectivity-
orientation) 
 Si pelaku harus memilih antara bertindak demi kepentingan 
pribadi atau demi kepentingan umum. Kedua alternatif tidak sama 
dengan altruisme atau egoisme, yang bersifat psikologis. Dalam 
konteks sosiologi situasi sosial menentukan apakah seseorang dapat 
diandaikan bertindak demi kepentingannya sendiri atau demi 
kepentingan orang-orang lain. 
c. Partikularisme atau universalisme  
 Menyangkut soal apakah sesorang harus bertindak atas 
dasar  prinsip-prinsip umum yang selalu berlaku tanpa pilih kasih, 
atau atas dasar relasi-relasi khusus (partikuler) dengan beberapa 
orang tertentu. Kedua variabel ini mempertentangkan dua macam 
kesusilaan (moral), yaitu kesusilaan yang berpegang pada prinsip 
moral dan kesusilaan yang berpegang pada kesetiakawanan. 
d. Status bawaan (ascription) atau status perolehan sendiri 
(achievement)  
 Kedua variabel tersebut penting dan perlu juga dalam 
menentukan corak relasi antara A dan B. Kebudayaan setempat 
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menetapkan aspek-aspek manakah dalam diri orang lain, yang harus 
dipertimbangkan oleh si A sebelum bertindak. Apakah sikapnya 
harus ditentukan oleh ciri-ciri kualitas yang merupakan bawaan 
orang lain dan diakui resmi oleh masyarakat, ataukah oleh jasa-jasa, 
bakat, prestasi, pelayanan, dan sebagainya yang dapat diberi orang 
lain itu? Apakah orang lain dihormati, ditaati, dilayani karena 
statusnya, senioritasnya, jabatannya, ataukah karena dia orang 
berbakat? Orang mengatakan “saya tidak memperdulikan siapa dia 
(ascribed status), tetapi saya pentingkan apayang dapat dibuat 
olehnya untuk saya (achieved status). 
e. Campur-baur (diffuseness) atau tertentu (specificity). 
 Jika suatu relasi bersifat spesifik yang mengarah pada satu segi 
saja, maka hal-hal yang boleh diharapkan dari pihak lain telah 
dirumuskan dan diperinci oleh masyarakat. Misalnya, saya boleh 
mengharapkan dari pengantar pos bahwa ia akan mengantar surat 
kerumah saya, tetapi saya tidak boleh mengharapkan hal-hal lain, 
sepertiia akan berbelanja untuk saya. Kewajibannya adalah terbatas 
dan terperinci. Ada situasi-situasi interaksi lain di mana orang 
yang berinteraksi mengarahkan diri satu kepada yang lain dengan 
tidak mempersempit atau membatasi arah relasi mereka. 
Kepribadian orang, bukan peranannya, merupakan sasaran yang 
didahulukan dan diutamakan. Misalnya, di antara sahabat-sahabat, 
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orang yang terlibatakan dapat diminta apapun dan diharapkan 
berbuat apa pun. 
 Hubungan hukum yang terjadi antara Pekerja Rumah Tangga 
dengan Majikan merupakan hubungan kerja yang menurut  Imam 
Soepomo secara rinci menjelaskan pengertian dan unsur-unsur  
hubungan kerja sebagai berikut : 34   
”Pada dasarnya hubungan kerja, yaitu hubungan antara buruh dan 
majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian, dimana buruh 
menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan 
menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya 
untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.    
 Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja. Istilah 
perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni 
dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk 
bekerja, jadi berlainan dengan Peraturan ketenagakertaan  yang tidak 
menimbulkan hak atas dan kewajiban  untuk melakukan pekerjaan, tetapi 
memuat tentang syarat-syarat ketenagakerjaan.   
 Sistem sosial masyarakat sangat mempengaruhi sistem hubungan 
hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan. Stratifikasi sosial 
dan nilai-nilai kultural masyarakat membentuk hubungan psikologis dan 
hubungan sosial dalam sistem ketenagakerjaan secara umum dan Pekerja 
Rumah Tangga khususnya. Bentuk hubungan hukum dan Model 
                                               
34  Pahrozi, 15 Maret 2012, Unsur-unsur Hubungan kerja, Website Internet : 
http://hukumketenagakerjaanindonesia. blogspot.com/2012/03/unsur-unsur-hubungan-
kerja. html, diakses tanggal 17 Januari 2014. 
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penjanjian antara Pekerja Rumah Tangga juga sangat dipengaruhi oleh 
dinamika sistem sosial pada masyarakat tersebut. 
 
2. Teori hak dan kewajiban 
 Teori hak dibentuk dari teori deontologi, karena kewajiban adalah 
sebuah pengorbanan si pelaku untuk mendapatkan “hak”nya dalam 
proses bisnis atau ekonomi tertentu. Misalnya : Perjanjian kerja ; 
perjanjian bisnis atau dagang. Dalam perjanjian, ada 2 unsur penting, 
yaitu Unsur kewajiban yang harus dijalankan oleh pelaku bisnis dan 
akibatnya adalah hak apakah yang terkandung dalam kewajiban tersebut 
Seperti keuntungan materiil dari : gaji, keuntungan, selisdih harga beli dan 
jual, dan sebagainya.35 
 Teori hak didasarkan bahwa kedua pihak sama kedudukannya 
bukan karena alasan lain seperti kaya-miskin, orang biasa-berkuasa, 
orang pintar-bodoh. Jika ada pihak yang wan-prestasi, maka dia berlaku 
tidak bermoral.  Teori hak melahirkan sistem politik demokrasi, sistem 
penghargaan individu (bonus atas prestasi, dan sebagainya), hak 
konsumen-produsen, hak atas gaji/honorarium, dan tidak boleh merampas 
hak pribadi demi tujuan ekonomis (manusia tidak boleh menjadi hamba 
ekonomi).36 
                                               
35  Noovia’s Blog, Teori Hak dan Teori Kewajiban, Website Internet : 
https://n2cs.wordpress.com/2012/11/07/teori-hak-teori-kewajiban/, diakses tanggal 17 
Januari 2014. 
36  Ibid. 
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 Teori Keutamaan adalah bantuan ilmu psikologi dalam etika bisnis. 
Teori keutamaan (virtual theory) memberi penilaian khusus atas sifat dan 
akhlak utama manusia, seperti kejujuran, kebenaran suatu kelakuan. 
Orang seperti apakah seharusnya pelaku ekonomi tersebut? Teori ini 
membantu agar orang dapat terhindar dari penipuan tampilan fisik saja. 
Totalitas manusia (fisik dan psikis) menjadi penilaian normatif etika bisnis 
seorang pebisnis, maka disebut teori keutamaan. 37  
 Kata hak berasal dari bahasa Arab “haqq‟ yang memiliki beberapa 
makna. Di antaranya, hak bermakna “ketetapan‟ atau “kewajiban‟ hal ini 
bisa dipahami dari firman Allah dalam surat Yasin ayat 7. Begitu juga 
dalam firman Allah QS. Al-Anfal ayat 8. atau juga dalam QS. Yunus ayat 
35.  
 Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang 
semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak 
dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut 
secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu 
yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak 
dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara 
paksa oleh yang berkepentingan.  Kewajiban adalah sesuatu yang harus 
dilakukan.38 
                                               
37  Ibid. 
38  Wahyudi Eko, Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesoa, Website 
Internet : http://wahyudieko92.blog.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/, 
diakses tanggal 17 Januari 2014. 
 33 
 Hak dan kewajiban warga negara Indonesia memilik pengertian 
sikap, tekad, tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu 
dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan seseorang pada tanah air 
dan memiliki kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. 
 Dengan hak dan kewajiban yang sama dalam hal ini, rakyat 
Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi dan dituntut agar memiliki 
peran aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai 
keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui 
posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan 
kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak 
dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan 
aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan 
terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. 
 Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. 
Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para 
pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak 
menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana 
mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih 
banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita 
sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita 
yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa 
melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia 
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 Dalam UUD 1945, pasal tentang warga negara telah diamanatkan 
pada pasal 26, 27, 28, dan 30, sebagai berikut : 
a. Pasal  26 Ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 
dengan Undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), 
syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 
undang-undang. 
b. Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan dengan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 
ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
c. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang. 
d. Pasal 30, ayat (1) Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk ikut serta 
dalam pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih 
lanjut diatur dengan undang-undang. 
 Douglas Elwood dalam bukunya human rights : A Christian 
Perspective menjelaskan bahwa : 
“Ketika hak dipahami hanya sebagai klaim atas orang lain, dan tidak 
juga sebagai tanggung jawab moral di pihak kita, maka perjuangan 
Hak Asasi Manusia telah disalahtafsirkan sebagai tidak lebih dari 
sebuah pergulatan kekuasaan, dan dengan demikian istilah “hak 
asasi manusia” lalu menjadi sebuah slogan yang indah untuk suatu 
perang ideology atau suatu eufemisme untuk “perjuangan 
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bersenjata”. Ia menjadi agitasi yang menyulut permusuhan 
ketimbang sebuah advokasi yang positif dan konstruktif … Hak Asasi 
Manusia adalah nilai-nilai moral universal yang melampaui klaim-
klaim particular atau parochial; ia adalah hak-hak moral yang dimiliki 
oleh setiap orang semata-mata oleh karena ia dalah manusia, dan ia 
hanya terwujud di dalam saling keterkaitan dengan tanggung jawab 
moral. Hak Asasi Manusia sebagai nilai-nilai moral universal tidak 
pernah berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan hak-hak yang 
sah dari orang lain dan kewajiban kita untuk menghormati hak-hak 
orang lain itu.” 
Douglas Elwood, menjelaskan sebagai berikut : 
“Kekuasaan yang dipakai Allah untuk menegakkan Hak Asasi 
Manusia di dalam sejarah mesti dipahami secara hakiki sebagai 
timbal-balik dan persuasif. Kedaulatan Allah di dalam sejarah adalah 
kuasa kasih yang penuh kesabaran, penuh kemurahan hati dan 
persuasif, (kuasa) yang memampukannya. Allah menjalankan 
kedaulatanNya atas kita secara persuasif lebih dari koersif, secara 
timbal-balik daripada secara sepihak, secara rekonsiliatif daripada 
melalui konfrontasi yang menimbulkan pertentangan, dengan kuasa 
cinta bukan cinta kuasa”. 
 Jadi, pemanfaatan kuasa yang ada pada manusia harus 
mencerminkan pemanfaatan kuasa oleh Allah sendiri, dan di sinilah 
kekuasaan yang ada pada manusia itu memperoleh legitimasinya. Salah 
satu hak yang paling asasi yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada 
manusia, sesuai dengan hakikatnya sebagai Citra Allah, adalah 
kebebasan. Tanpa kebebasan, manusia menjadi tidak lebih dari batu, 
hewan atau tanaman. Bukan manusia lagi. untuk menghindarkan 
kemungkinan yang destruktif, maka kebebasan itu harus dibatasi, atau 
paling sedikit di atur. Secara teologis, bahwa kebebasan memang harus 
dibarengi dan diimbangi oleh ketaatan untuk membentuk tanggungjawab. 
Kebebasan di dalam ketaatan, dan ketaatan dalam kebebasan. 
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 Dalam konteks hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga 
dengan Majikan didasarkan pada kebebasan berkontrak, akan tetapi 
kebebasan berkontrak tersebut ditungkan dalam surat kontrak yang justru 
merupakan Undang-Undang bagi para pihak (asas pacta sun servanda). 
Untuk memenuhi kepentingan masing-masing antara Pekerja Rumah 
Tangga dan juga Majikan, maka masing-masing diberikan hak dan 
kewajiban yang disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian 
bersama. Dengan demikian, perjanjian bersama itu akan menjadi legalitas 
untuk menuntut hak masing-masing jika dikemudian hari terjadi 
perselisihan di antara pihak. 
 
3. Teori Keadilan 
 Keadilan berasal dari kata bahasa Arab ‘adil” yang artinya tengah, 
keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat 
sebelah, dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan (sifat perbuatan, 
perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam 
pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang harusnya 
diterima pihak lain. 
 Jika pengertian keadilan seperti di atas maka dapat dicermati dalam 
kehidupan sehari-hari bahwa keadilan itu belum dapat diwujudkan secara 
utuh dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tetapi 
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banyaknya variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas 
ap yang dituntut dari keadilan dari realita ketidakadilan.  
 Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan 
kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dari dahulu 
sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia 
tidak beraktifitas lagi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri 
atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya 
merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk 
mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai 
moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan 
baik dan buruk adalah rasa.39  
 Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana 
mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk 
itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat 
memberikan gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat 
beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat oleh pakar yang 
memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai keadilan.40 
Beberapa definisi keadilan dari Curzon yang dikutip pleh Achmad Ali:41 
                                               
39  M.Rasjidi dan H. Cawidu, 1988, Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat, Bulan 
Bintang. Jakarta. hlm. 17 
40 http://jamaluddinmahasari.Wordpress.com/2012/04/22/pengertian keadilan 
dari-pendapat para ahli, diakses 5 Juni 2013 
41  Achmad Ali, 2009, Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legal Prudence). Volume 1 
hlm. 217 
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a. Aristoteles : “justice is a political virtue, by the rules of it, the state is 
regulated and these rules the criterion of what is right.” 
b. Justinianus : “the virtue which results in each person receiving his 
due.” 
c. Oliver Wendell Holmes : “of relative justice law may know something 
of expediency it know much; with absolute justice it does not concern 
itself.” 
 Dalam menggambarkan hubungan keadilan dan hukum Aristoteles 
menjelaskan perlunya diselidiki perbuatan-perbuatan mana keadilan itu 
berhubungan dan ditengah perbuatan mana keadilan itu berada. Keadilan 
adalah sikap pikiran ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang 
melanggar undang-undang yang tidak sepantasnya menghendaki lebih 
banyak keuntungan dari orang lain, dan pada dasarnya tidak 
menginginkan sama rata sama rasa. Aristoteles menggolongkan keadilan 
distributive dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal 
pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang 
sesuai dengan tempatnya pada masyarakat, sedangkan keadilan korektif 
memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari, harus ada 
standar yang umum untuk memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan 
yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.42 
 Pendapat lain tentang keadilan dikemukakan oleh Hans Kellsen yang 
menegaskan secara jernih yang bebas nilai. Pandangan ini mengambil 
                                               
42  J.J Von Schmid, 1980. Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum. 
P.T. Pembangunan, Jakarta, hlm. 27-28 
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jarak dari penafsiran keadilan yang menggunakan aneka macam 
legitimasi, baik politik maupun etika, yang tidak dapat melepaskan diri dari 
muatan teologis. Hans Kellsen hanya mengakui satu macam keadilan, 
yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia 
berdasarkan norma dasar berlakunya hukum positif.43 
 Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap 
mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam 
mengutamakan “the search for justice”.44 Terdapat macam-macam teori 
mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut 
hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. 
 Kesan umum yang barangkali muncul setelah membaca teori-teori 
keadilan Barat mulai dari Utilitarianisme, Persamaan Liberal, 
Libertarianisme, Marxisme, Komunitarianisme hingga Kritik Feminisme 
adalah bahwa teori-teori itu bersifat universal, yaitu mewakili pengalaman 
seluruh umat manusia terlepas dari ruang dan waktu, meskipun jelas 
bahwa sebagian besar, jika tidak seluruhnya, teori-teori itu dikembangkan 
oleh para penulis barat dan dipengaruhi oleh latar belakang nilai-nilai 
kebudayaan barat. Kecenderungan untuk menjadi universal ini tentu saja 
dapat dianggap sebagai salah satu kelebihan dari tradisi keilmuan barat.45 
                                               
43  B. Kusumohamidjojo, 1999 Ketertiban yang Adil,Problematika Filsafat 
Hukum. Grasindo, Jakarta, hlm. 129 
44 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, 
Yogyakarta, hlm. 196. 
45 Agus Wahyudi, “Filsafat Politik Barat Dan Masalah Keadilan Catatan Kritis 
Atas Pemikiran Will Kymlicka”, http://jurnal.filsafat.ugm.ac.id/index.php/jf/ article/viewFile/ 
43/39 diakses pada 2 Juni 2011.   
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 Evolusi filsafat hukum, yang melekat dalam evolusi filsafat secara 
keseluruhan, berputar di sekitar problema tertentu yang muncul berulang-
ulang. Di antara problema ini, yang paling menonjol adalah tentang 
kedilan dalam kaitannya dengan hukum. Karena jelas bahwa hukum, atau 
aturan perundangan, harusnya adil, tapi nyatanya seringkali tidak. Hukum 
terkait dengan keadilan tanpa sepenuhnya menyadarinya. Tidaklah 
mungkin memungkiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, 
sebagaimana dilakukan oleh Cicero dan pemikir jaman pertengahan. 
Namun mustahil pula mengidentikkan hukum dengan keadilan, 
sebagaimana yang dikehendaki Hobbes dan kalangan positivis agar kita 
melakukannya.46 
a. Keadilan menurut Aristoteles  
 Aristoteles sebagai salah seorang filsuf Yunani, menyatakan bahwa 
keadilan itu ada bilamana hukum memberi kesempatan yang sama antara 
pribadi-pribadi dalam mengembangkan kapasitasnya dalam masyarakat. 
Undang-undang hanya dapat ditetapkan jika ada hubungannya dengan 
kebenaran.47 Sangat penting bagi sudut pandangnya adalah pendapat 
bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan.48 Namun 
Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan 
kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan tiap 
                                               
46 Carl Joachim Friedrich, 2010, Filsafat Hukum Persfektif Historis, terjemahan 
Ujung berung, Bandung: hlm. 139.  
47 Sapri Abdullah, 2008, Dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif, 
Refleksi, Makassar, hlm. 32-33. 
48 Carl Joachim Friedrich, …op.cit. h. 24. 
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manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang 
kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua 
warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi 
tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, 
prestasinya, dan sebagainya.49  
 Lebih lanjut, Aristotles membedakan keadilan menjadi dua jenis yaitu 
keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku 
dalam hukum publik, keadilan yang kedua dalam hukum perdata. Keadilan 
distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan 
atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.50 Dalam 
wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang 
sama-rata diberikan kepada setiap orang. Pada keadilan yang kedua, 
yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan 
stratifikasi fungsi sosial atau status sosial misalnya, pelanggaran 
kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. 
 Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan 
barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan oleh pekerja rumah 
tangga. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah 
bahwa apa yang dipikirkan oleh Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 
barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. 
Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan 
                                               
49  Ibid. hlm.  24. 
50  Ibid... hlm. .24-25. 
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nilai hasil kinerja, yakni nilai dari tanggung jawab kewajibannya, yakni 
nilainya oleh majikan yang memberi upah.51 
 Sedangkan keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu 
yang salah. Jika suatu perjanjian dilanggar atau kesalahan dilakukan, 
maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai 
bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka 
hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku.52  
 Pembagian yang dilakukan oleh Aristoteles antara keadilan korektif 
menjadi sengaja dan tak sengaja terkait dengan klasifikasi modern 
tentang kesepakatan dan pelanggaran.53 Ketidakadilan akan 
mengakibatkan terganggunya kesetaraan yang sudah mapan dan telah 
terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan, 
atau meminjam ungkapan modern, keseimbangan. Hukum hanya 
meninjau peda perbedaan yang diciptakan oleh pelanggaran, dan 
memperlakukan manusia sebagai makhluk yang setara dari sananya, 
dimana yang satu menciptakan kerugian dan yang lain menderita 
kerugian. Atau seseorang berbuat dan orang lain menerima akibat dari 
perbuatan orang itu. Nyatalah bahwa keadilan korektif merupakan wilayah 
peradilan yang tepat, sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya 
pemerintah.54 
                                               
51  Ibid... hlm. .25. 
52  Ibid... hlm. 25. 
53  Ibid., hlm. 25. 
54  Ibid., hlm. 25-26. 
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 Di dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan 
perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan 
pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum 
dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari 
komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan 
dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-
undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, 
dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang 
hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa 
yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap 
merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia. 
b. Keadilan Menurut John Stuart Mill 
 John Stuart Mill mengadopsi konsep dasar Hume bahwa keadilan 
tidak muncul dari sekadar insting asali yang sederhana di dada manusia, 
melainkan dari kebutuhan akan dukungan masyarakat.55 Keadilan menurut 
Mill, adalah nama bagi persyaratan moral tertentu yang secara kolektif 
berdiri lebih tinggi di dalam skala kemanfaatan sosial karenanya menjadi 
kewajiban yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral lainnya.56  
Kemudian  Mill menemukan enam kondisi umum yang umumnya 
disepakati sebagai hal yang tidak adil adalah: (1) memisahkan manusia 
dari hal-hal yang atasnya mereka yang memiliki hak legal; (2) memisahkan 
                                               
55  Ibid., hlm. 25-26. 
56  Ibid., hlm. 25-26. 
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manusia dari hal-hal yang diatasnya mereka memiliki hak moral; (3) 
manusia tidak memperoleh apa yang layak diterimanya , kebaikan bagi 
yang bertindak  keliru; (4) perselisihan iman di antara orang-perorang; (5) 
bersikap setengah-setengah, contohnya menunjukkan dukungan hanya 
sebagai pemanis bibir; (6) mengancam atau menekan orang lain yang 
tidak setara dengannya.57 
Dari berbagai konsep tersebut kemudian Mill menyimpulkan bahwa 
keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang 
menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan 
karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup 
apapun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi dimana kita 
menemukan salah satu esensinya- yaitu hak yang diberikan kepada 
seorang individu-mengimplikasikan dan memberi kesaksian mengenai 
kewajiban yang lebih mengikat.58 
c. Keadilan Menurut John Rawls. 
 John Rawls mengemukakan bahwa setiap orang memiliki 
kehormatan yang berdasar ada keadilan sehigga seluruh masyarakat 
sekalipun tidak bisa membatalkannya.59 Atas dasar ini keadilan menolak 
jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal 
lebih besar yang didapatkan orang lain. Keadilan tidak membiarkan 
                                               
57  Ibid., hlm. 20. 
58 Ibid., hlm. 21. 
59 John Rawls, 2006, Teori Keadilan, (terjemahan), Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta, hlm. 3-4 
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pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh 
sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Karena itu, 
dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; 
hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawr 
politik atau kalkulasi kepentingan social. Satu-satunya hal yang 
mengizinkan kita untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak 
adanya suatu teori yang lebih baik; secara analogis, ketidakadilan bisa 
dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih 
besar. Sebagai kebajikan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan 
tidak bisa diganggu gugat.60 
 John Rawls mengajukan dua prinsip keadilan yang dijabarkan dari 
sebuah prinsip keadilan umum yang dirumuskan sebagai berikut: Prinsip 
Pertama, tiap-tiap orang memiliki hak yang sama atas keseluruhan sistem 
yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama sesuai dengan system 
kebebasan serupa bagi semua orang. Prinsip Kedua, ketimpangan sosial 
dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: a). 
memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan; b). 
membuka posisi dan jabatan bagi semua di bawah kondisi persamaan 
kesempatan yang fair.61 
 Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama 
sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, 
                                               
60 Ibid., hlm. 3-4. 
61 John Rawls, 2003, Justice as Fairness: a Restatement, President and 
Fellows of Harvard College, United States of America, hlm. 42-43. 
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Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang 
diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan 
harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan 
lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras 
dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi 
diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat 
dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-
orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. 
 Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang 
sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat 
yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, 
situasi ketidaksamaan menjamin maximum bagi golongan orang yang 
paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga 
dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi 
golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-
jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada 
semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. 
Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan 
ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus 
ditolak. 
 Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan 
keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip 
keadilan, yaitu: Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas 
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kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi 
setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial 
ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat 
timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang 
berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.  
 Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur 
dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek 
mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas 
diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 
beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal : 
Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan 
yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, 
ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus 
memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-
kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. 
 John Rawls membagi konsep keadilan menjadi dua yaitu :  
1) penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang 
bisa dipilih. 
2) suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang bisa 
digunakan 
 Rawls menyajikan konsep keadilan yang menggeneralisasikan dan 
mengangkat teori kontrak sosial. Sudut pandang ini yang melahirkan 
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prinsip keadilan sebagai fairness, yaitu posisi kesetaraan asli berkaitan 
dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial.62 
 Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah 
situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip 
keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat 
yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara 
mengembalikan (call for redress) masyarakat pada posisi asli (people on 
original position). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan 
asli antar anggota (original agreement) masyarakat secara sederajat. 
 Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, 
yaitu:63 
1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang diraih 
seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui 
manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, 
kekayaannya, dan aspek sosial yang lain. 
2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara 
konsisten untuk memegang pilihannya tersebut. 
3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan 
individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah 
                                               
62 John Rawis. 1995. A Theory of justice. Harvard University Press. Cambridge. 
Massachusetts. hlm. 12 yang diterjemahkan oleh Uzair Fausan dan Heru Prasetyo, 2011 
dengan judul Teori Keadilan, Dasar-dasar filsafat Politik untuk mewujudkan 
kesejahteraan Sosial dalam Negara. Pustaka Fajar, Yogyakarta 
63  Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa 
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kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam 
menemukan prinsip-prinsip keadilan. 
 Penekanan Rawis melihat pentingnya keadilan sebagai kebajikan 
utama yang harus dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar 
dari pelbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat. Memperlakukan 
keadilan sebagai suatu kebajikan utama, berarti memberikan kesempatan 
secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta 
menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Sebagai suatu 
masyarakat yang baik seharusnya mampu memperlihatkan diri sebagai 
sebuah lembaga kerjasama sosial dimana masing-masing pihak berusaha 
saling menyumbang dan memajukan. Singkatnya keadilan yang memadai 
adalah yang mampu mengakomodasi sebuah kerjasama sosial yang pada 
saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan 
teratur.64 
 Secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai fairness, 
yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan 
rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-
kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama 
pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental 
bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.65 
                                               
64  Andre Ata Ujan. 2001. Keadilan dan Demokrasi, Telaah terhadap Filsafat 
Politik John Rawis. Kanisius. Yogyakarta hlm.  22-23 
65  Fernando M.Manullang, F. 2007. Menggapai Hukum. Jakarta. Kompas hlm. 
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d. Keadilan Menurut Robert Nosick 
 Keadilan bukan perhatian utama Nozick. Nozick lebih tertarik untuk 
memperdebatkan pembatasan peran negara. Nozick ingin menunjukkan 
bahwa negara minimal (minimal state) dan hanya negara minimal adalah 
satu-satunya yang bisa djustifikasi.66 Pertanyaan mengenai keadilan 
kemudian muncul karena keadilan distributif seperti dibayangkan Rawls 
sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi negara yang lebih dari minimal. 
Dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak 
menyediakan rsionalisasi yang kuat bagi negara lebih dari minimal ini.  
 Nozick menawarkan sebuah pendekatan yang lebih rumit dan 
berbeda terhadap keadilan. Nozick menyebut pandangannya dengan teori 
hak. Untuk melihat bagaimana teori ini dibangun dia mulai dari 
pelegitimasian negara minimal. Nozick mengadopsi pandangan Kantian 
bahwa individu adalah tujuan akhir, bukan sekadar alat.67 Individu adalah 
akhir dalam dirinya sendiri, memiliki hak-hak alamiah tertentu. Artinya, 
terdapat batasan-batasan (efek samping) bagi suatu tindakan, tidak ada 
tindakan yang diperbolehkan mengganggu hak-hak manusia yang 
fundamental. Diantara hak-hak fundamental ini adalah hak untuk tidak 
disakiti. Tidak seorangpun yang boleh dikorbankan untuk orang lain. 
                                               
66 Karen Labacqz, 2011, Teori-Teori Keadilan (terjemahan), Nusa Media, 
Bandung: hlm. 89. 
67 Ibid., hlm. 90. 
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Pembatasan tidakan lantaran tidak bolehnya hak-hak manusia diganggu, 
menjadi penyebab larangan untuk mengagresi orang lain.68  
 Lebih lanjut Nozick berpendapat bahwa negara-minimal tidak bersifat 
redestributif. Tindakan-tindakannya dijustifikasi bukan oleh prinsip-prinsip 
redistributisi barang-barang, melainkan oleh prinsip kompensasi (yang 
berpasangan dengan proses invisible hand). Karena itu tidak ada dasar 
legitimasi bagi negara untuk mengambil sesuatu dari beberapa orang 
dalam rangka membantu yang lain. Namun pintu ini masih belum terbuka 
bagi pertimbangan mengenai redistribusi produk-produk berbasis 
keadilan.69 
 Nozick membentuk salah satu prinsip dasarnya yaitu : apapun yang 
dimunculkan dari situasi yang adil lewat cara-cara yang adil adalah adil.70 
Keadilan di dalam kepemilikan, kalau begitu, terdiri atas keadilan di dalam 
kepemilikan awal dan keadilan di dalam pemindahan kpemilikan. Sistem 
ini mungkin bisa disebut sebagai prinsip “dari setiap hal yang dipilih, bagi 
setiap hal yang sudah dipilih”. Dia juga mnyebutnya teori ‘historis’ 
keadilan, karena keadilan ditentukan oleh bagaimana distribusi yang 
sudah terjadi dan bukan oleh apa makna distribusi.dia juga menolak 
semua prinsip keadilan ‘terpolakan’ yang mendistribusikan barang-barang 
menurut ‘kondisi akhir’ tertentu yang dipilih-kesetaraan kepemilikan, posisi 
lebih baik dari mereka yang kurang beruntung-atau di sepanjang dimensi 
                                               
68 Ibid., hlm. 90. 
69 Ibid., hlm. 95. 
70 Ibid., hlm. 96. 
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yang disarankan oleh rumusan seperti ‘untuk masing-masing sesuai 
kebutuhan’, atau’ untuk masing-masing sesuai jasanya’. Prinsip-prinsip 
seperti ini melihat hanya kepada apakah distribusi final dan mengabaikan 
cara distribusi yang darinya muncul efek-efek tertentu. 
 Bertentangan dengan prinsip-prinsip terpolakan seperti ini, Nozick, 
prinsip hitoris keadilan meyakini bahwa kondisi atau tindakan masa lalu 
dapat menciptakan hak atau pengabaian krusial atas sesuatu. Karena 
itulah pandangannya ini lalu disebut teori hak. Keadilan bukan ditentukan 
oleh pola keluaran akhir distribusi, melaikan, oleh apakan ‘hak’ dihormati. 
c. Keadilan menurut Reinhold Niebuhr 
 Keadilan bagi Niebuhr adalah istilah multi aspek yang memiliki 
karakter paradoks.71 Bahkan dapat dikatakan Niebuhr menggunakan 
istilah ini dengan beragam makna untuk dapat memeluk bermacam 
fungsinya. Niebuhr menyebutnya roh keadilan, aturan, dan struktur’ 
keadilan, penghitungan hak-hak, dan yang paling sering, 
menyeimbangkan kekuatan-kekuatan atau kepentingan-kepentingan yang 
saling bertentangan. Ia mendeklarasikan bahwa keadilan adalah keadilan, 
tidak kurang dan tidak lebih.72 
 Keadilan yang sempurna adalah suatu kondisi persaudaraan yang 
didalamnya tidak terjadi konflik kepentingan. Namun kondisi seperti itu 
sama mustahilnya dengan kondisi kasih yang sempurna untuk dicapai di 
                                               
71 Ibid., hlm. 161. 
72 Ibid., hlm. 161. 
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dunia penuh dosa. Karena keadilan yang sempurna adalah kasih itu 
sendiri, sehingga jika kasih tidak bisa terealisasikan sepenuhnya, tidak 
akan pernah ada keadilan yang sempurna. Untuk menjadi realistik, 
keadilan harus mengasumsikan adanya kekuatan yang berkelanjutan dari 
kepentingan diri. Di dalam sejarah manusia selalu hidup di wilayah 
keadilan yang tidak sempurna atau relatif. Keadilan relatif melibatkan 
penghitungan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan, 
spesifikasi kewajiban dan hak, serta penyeimbangan daya-daya 
kehidupan.73  
 Keadilan relatiif ini memiliki hubungan dialektis dengan kasih. Di satu 
sisi, aturan keadilan memperluas kewajiban manusia untuk menghadapi 
kewajiban-kewajiban kompleks, berkelanjutan dan bersifat sosial, yang 
bergerak jauh melampaui batasan-batasan langsung dari apa yang secara 
alamiah kita rasakan terhadap orang lain. Namun karena keadilan selalu 
bersifat relatif, dia selalu terbuka untuk penyempurnaan. Setiap 
manifestasi historis atau aturan keadilan dapat selalu bergerak lebih dekat 
dengan ideal kasih. Karena hukum dan aturan keadilan akan selalu 
mencerminkan bias-bias persfektif manusia, menjadikan mereka bukan 
keadilan tanpa syarat.74 
 Karena setiap keadilan historis lebih rendah daripada kasih sehingga 
harus selalu disempurnakan, maka bagi Niebuhr menyatakan bahwa 
usaha apapun untuk mengkodifikasi keadilan-contohnya dengan mendata 
                                               
73 Ibid., hlm. 161. 
74 Ibid., hlm. 162. 
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hak-hak selalu berkembang menuju ketidakadilan karena “perspektif pihak 
yang kuat selalu mendikte konsep-konsep keadilan sehingga di atasnya 
seluruh komunitas beroperasi”.namun bukan berarti Niebuhr menganut 
relativisme dengan menganggap tidak ada standar keadilan sama 
sekali.dua prinsip terpenting adalah kebebasan dan kesetaraan.75 
 Kebebasan adalah esensi dari hakikat manusia dan karenanya 
selalu menjadi nilai yang krusial. Namun kebebasan yang tidak terkendali 
di ruang ekonomi juga sering berarti peminggiran orang miskin dari pasar. 
Sehingga kebebasan tidak dapat berdiri sendiri sebagai prinsip sosial. 
Orang selalu harus mengacu pada keadilan, komunitas dan kesetaraan. 
 Sedangkan kesetaran adalah prinsip regulatif, keadilan sebuah 
prinsip kritik yang diatasnya tiap rancangan keadilan berpijak.76 
Kesetaraan keadilan adalah kemungkinan yang paling rasional dari tujuan 
sosial. Aturan kesetaraan mencakup perhatian terhadap proses keadilan 
contohnya kebijakan dalam memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan 
sekaligus perhatian terhadap kesetaraan sebagai tujuan substantive 
keadilan contohnya kesetaraan hak-hak sipil. 
 Keadilan di dalam sejarah mensyaratkan bukan hanya aturan-aturan 
dan prinsip-prinsip namun juga penyeimbangan kekuatan-kekuatan yang 
saling bersaing, sebuah penjinakan dan pengaturan vitalitas-vitalitas 
manusia. Dengan kata lain, keadilan mensyaratkan pemakaian kekerasan 
                                               
75 Ibid., hlm. 163. 
76 Ibid., hlm. 163. 
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atau pemaksaan agar dapt menciptakan keteraturan; “keadilan bisa 
dicapai hanya sebagai sejenis ekuilibrium dekaden dari kekuasaan yang 
telah ditegakkan.77  
 Bagi Niebuhr, kekuasaan selalu berpotensi menciptakan 
ketidakadilan. Niebuhr seringkali membicarakan ketidakadilan kekuasaan 
dan dapat dianggap sebagi sebuah aksioma bahwa ketidak seimbangan 
yang akut dari kekuasaan mengarah pada ketidakadilan.78 Keadilan di 
dalam sistem sosial, bukan hanya sekadar masalah bagaimana barang-
barang didistribusikan, namun juga persoalan tentang pengaturan dan 
penyeimbangan kekuasaan secara tetap. Perjuangan menuju keadilan 
adalah perjuangan untuk meningkatkan pemberdayaan para korban 
ketidak-adilan. 
 Berbagai pandangan tentang keadilan sebagaimana diuraikan di 
atas, jika dikaitkan dengan eksistensi tenaga kerja khususnya pekerja 
rumah tangga, maka posisi pekerja rumah tangga berada pada posisi 
yang lemah jika dibandingkan dengan posisi majikan. Dengan demikian, 
keadilan bertujuan menyeimbangkan posisi keduanya. Keseimbangan 
posisi keduanya dapat diukur pada keadilan distribusi hak dan kewajiban 
masing-masing. Kewajiban pekerja rumah tangga untuk mengerjakan 
pekerjaan rumah sesuai dengan keinginan majikan, dan hak pekerja 
rumah tangga untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan jasanya atau 
kewajibannya tersebut. Sebaliknya hak majikan untuk mendapatkan hasil 
                                               
77 Ibid., hlm. 166. 
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kerja yang memuaskan dari pekerja rumah tangga, sedangkan 
kewajibannya adalah membayar upah atau hak pekerja rumah tangga 
sesuai dengan hasil kerjanya. 
 Khusus untuk teori keadilan menurut John Rowls tidak dapat 
dijadikan pedoman untuk mengukur keadilan dalam konteks hubungan 
Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan, oleh karena hubungan antara 
Majikan dengan Pekerja Rumah Tangga adalah hubungan yang tidak 
simetris dan tidak seimbang. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus 
diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan 
golongan masyarakat yang paling lemah. Akan tetapi, memperlakukan 
orang yang berbeda dalam situasi yang berbeda bisa saja menimbulkan 
ketidakadilan.  
 Teori keadilan yang tepat dalam konteks hubungan hukum tersebut 
adalah teori keadilan Aristoteles yaitu keadilan distribusi yaitu distribusi 
yang sesuai dengan nilai hasil kinerja, yakni nilai dari tanggung jawab 
kewajibannya, yakni nilainya oleh majikan yang memberi upah.  
 Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut merupakan 
kondisi tegaknya keadilan itu sendiri, sehingga ketidakadilan akan muncul 
jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memenuhi 




B.   Konsep dan Prinsip Pendukung 
1.  Pekerja Rumah Tangga dan Hukum Ketenagakerjaan  
a. Pengertian Pekerja Rumah Tangga 
 Pengakuan akan keberadaan dan pentingnya peranan pekerja 
rumah tangga secara internasional melalui proses perjuangan yang cukup 
panjang, sejak Resolusi mengenai aksi normatif kondisi pekerja rumah 
tangga diusulkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahkan resolusi 
itu diulang pada tahun 1948, tahun 1965, tahun 2002, barulah pada tahun 
2008, usulan resolusi Standar Setting Situasi Kerja Layak Kerja Pekerja 
Rumah Tangga diterima untuk dibahas di Internasional Labour 
Organisation (ILO) yang berakhir dengan lahirnya Konvensi ILO No. 189 
mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Syarat-syarat dan kondisi 
kerja yang layak bagi pekerja terkandung dalam pasal-pasalnya yaitu; 
definisi/cakupan, perlindungan hak asasi manusia pekerja rumah tangga, 
batasan usia minimum pekerja dan penghapusan pekerja anak, kontrak 
kerja dan muatan kontrak kerja,hak-hak dan situasi kerja, privasi dan hak 
dokumennya,jam kerja dan libur mingguan, upah minimum dan 
pembayaran, jaminan sosial termasuk jaminan melahirkan, akomodasi 
dan konsumsi,  pendidikan dan pelatihan, mekanisme pengaduan.79 
 Pekerja rumah tangga menurut konvensi ini berarti setiap orang yang 
bekerja dan terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu 
hubungan kerja, sementara seseorang yang melakukan pekerjaan rumah 
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tangga hanya secara kadang-kadang atau sewaktu-waktu dan bukan 
sebagai sarana untuk mencari nafkah, bukan merupakan pekerjaan rumah 
tangga. Sedangkan istilah pekerjaan rumah tangga berarti pekerjaan yang 
dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga.  
 Dalam sejarah ketenagaakerjaan di Indonesia, istilah pekerja 
merupakan istilah lain dari buruh, yang pada zaman penjajahan Belanda 
buruh diartikan sebagai orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, 
tukang dan lain-lain. Orang-orang ini oleh pemerintah Belanda disebut 
dengan blue collar (berkerah biru), sedangkan orang-orang yang 
mengerjakan pekerjaan “halus” seperti pegawai administrasi yang biasa 
duduk di meja disebut white collar (berkerah putih), sesungguhnya 
Belanda membedakan istilah ini untuk memecah belah bangsa Indonesia 
karena antara blue collar dan white collar diberikan kedudukan yang 
berbeda.80 Pada tahun 1974 diadakan seminar Hubungan Perburuhan 
istilah buruh direkomendasikan menjadi istilah pekerja, untuk menjadi 
motivasi dan mendorong tumbuh dan berkembangnya suasana 
kekeluargaan, kebersamaan dan kegotong-royongan dengan semangat 
Pancasila dan UUD 1945. Namun kemudian dengan diundangkannya 
Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan istilah 
pekerja digandengkan dengan istilah buruh menjadi  pekerja/buruh. 
Berdasarkan Undang-Undang 13 Tahun 2003, pekerja/buruh adalah 
“setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam 
                                               
80 Asri Wijayanti 2009, Hukum Ketenagakerjaan pasca reformasi, Sinar Grafika 
hlm. 23 
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bentuk lain” (Pasal 1 angka 3). Dalam hal-hal tertentu yang mencakup 
pengertian buruh/pekerja diperluas, misalnya dalam hal kecelakaan kerja, 
dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa; termasuk tenaga kerja dalam 
jaminan kecelakaan kerja adalah : 
1) Magang dan murid yang bekerja pada perusahaan, baik yang 
menerima upah maupun tidak 
2) Mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang mendorong 
adalah perusahaan 
3) Narapidana yang dipekerjakan di perusahaan 
 Meskipun Undang-undang tentang jaminan sosial tenaga kerja 
memberikan pengertian yang luas tentang pekerja/buruh, namun hal 
tersebut belum juga mencakup pekerja rumah tangga. 
b.  Hukum Ketenagakerjaan  
 Setelah kemerdekaan masalah perburuhan di Indonesia diatur 
dengan ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-
Pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997, undang-undang ini 
diganti dengan Undang-Undang No.25 Tahun 1997 tentang 
Ketenagakerjaan. Keberadaan UU No. 25 tahun 1997 ternyata 
menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan 
masalah menara jamsostek serta dugaan kolusi dan korupsi dana 
jamsostek. UU ini mengalami penangguhan sampai akhirnya diganti 
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dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran 
Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU No. 13 Tahun 2003). 
Istilah Ketenagakerjaan berasal dari kata dasar “tenaga kerja” yang 
artinya segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 
sebelum,selama, dan sesudah masa kerja (Pasal 1 huruf I UU No 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Sementara pengertian “tenaga 
kerja” adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau 
masyarakat (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan) 
 Pengertian ini sangat sesuai dengan perkembangan 
ketenagakerjaan saat ini yang sudah demikian pesat akibat intervensi 
pemerintah. Karena itulah substansi kajian hukum ketenagakerjaan tidak 
hanya meliputi hubungan antara buruh dan pekerja dalam hubungan kerja 
semata, tapi telah bergeser menjadi hubungan hukum antara pekerja, 
pengusaha dan pemerintah yang substansi kajian tidak hanya mengatur 
hubungan hukum dalam hubungan kerja saja) (during employment), tetapi 
mulai dari sebelum hubungan kerja (pra employment), sampai setelah 
hubungan kerja (post employment. Kondisi ketenagakerjaan inilah yang 
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dijadikan acuan untuk mengkaji perangkat hukum yang ada sekarang, 
apakah sudah meliputi bidang-bidang tersebut atau belum.81 
 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini pihak-pihak yang yang terkait 
dalam ketenagakerjaan adalah : 
1) Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima  upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian 
ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat 
mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik 
perorangan, persekutuan, badan hukum atau badan lainnya 
dengan menerima upah dalam bentuk apapun. Penegasan 
imbalan dalam bentuk apapun ini perlu karena upah selama ini 
diidentikkan dengan uang, padahal adapula buruh/pekerja yang 
menerima imbalan dalam bentuk barang. 
2) Pengusaha: orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum 
yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang 
perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; orang 
perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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3) Organisasi Pekerja/Buruh; organisasi buruh dimaksudkan 
sebagai sebagai wadah untuk memperjuangkan hak dan 
kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-
wenang oleh pengusaha, karena itulah kaum pekerja 
menghimpun dirinya dalam suatu wadah/organisasi. 
4) Organisasi Pengusaha; eksistensi organisasi pengusaha 
ditekankan sebagai wadah untuk mempersatukan para 
pengusaha dalam upaya turut serta memelihara ketenangan 
kerja dan berusaha, atau lebih pada hal-hal teknis menyangkut 
pekerjaan/kepentingannya.82 
5) Pemerintah/Penguasa; campur tangan pemerintah/penguasa 
dalam hukum perburuhan dimaksudkan untuk tercapainya 
hubungan perburuhan/ketenagakerjaan yang adil, karena jika 
hubungan antara pekerja dan pengusaha yang sangat berbeda 
secara sossial ekonomi diserahkan  sepenuhnya kepada para 
pihak, maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan 
ketenagakerjaan akan sulit tercapai, karena pihak yang kuat 
akan selalu ingin menguasai yang lemah. Atas dasar itulah 
pemerintah turut campur tangan melalui peraturan perundang-
undangan untuk memberikan jaminan kepastian hak dan 
kewajiban para pihak.  
                                               
82 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, edisi revisi, PT. 
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c. Perlindungan sosial 
 Asian Development Bank (ADB)83 menjelaskan bahwa perlindungan 
sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program 
yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui 
upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi 
diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan; tidak berarti bahwa 
perlindungan sosial merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan 
di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak termasuk upaya 
penurunan resiko (risk reduction). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah 
jaring pengaman sosial (social safety net) dan jaminan sosial (social 
security) seringkali digunakan sebagai alternatif istilah perlindungan sosial; 
akan tetapi istilah yang lebih sering digunakan di dunia internasional 
adalah perlindungan sosial. ADB membagi perlindungan sosial ke dalam 5 
(lima) elemen, yaitu: (i) pasar tenaga kerja (labor markets); (ii) asuransi 
sosial (social insurance); (iii) bantuan sosial (social assitance); (iv) skema 
mikro dan area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan 
(v) perlindungan anak (child protection).84 
 Menurut Bank Dunia dalam “World Bank Social Protection Strategy,85 
bahwa konsep yang digunakan oleh ADB dalam membagi perlindungan 
sosial tersebut masih tradisional. Bank Dunia mendefinisikan perlindungan 
                                               
83 Lihat Yohandarwati, et. al., 2003, Desain Sistem Perlindungan Sosial 
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sosial sebagai: (i) jejaring pengaman dan ‘spring board’; (ii) investasi pada 
sumberdaya manusia; (iii) upaya menanggulangi pemisahan sosial; (iv) 
berfokus pada penyebab, bukan pada gejala; dan (v) mempertimbangkan 
keadaan yang sebenarnya. Menanggapi konsep ADB dan Bank Dunia, 
menyejajarkan perlindungan sosial dengan jejaring pengaman bisa berarti 
menyempitkan makna perlindungan sosial itu sendiri.86 
 International Labour Organisation (ILO, 2002) dalam “Social Security 
and Coverage for All”,87 perlindungan sosial merupakan konsep yang luas 
yang juga mencerminkan perubahan-perubahan ekonomi dan sosial pada 
tingkat internasional. Konsep ini termasuk jaminan sosial (social security) 
dan skema-skema swasta. Lebih jauh, dijelaskan bahwa sistem 
perlindungan sosial bisa dibedakan dalam 3 (tiga) lapis (tier): Lapis (tier) 
Pertama merupakan jejaring pengaman sosial yang didanai penuh oleh 
pemerintah; Lapis Kedua merupakan skema asuransi sosial yang didanai 
dari kontribusi pemberi kerja (employer) dan pekerja; dan Lapis Ketiga 
merupakan provisi suplementari yang dikelola penuh oleh swasta. Dengan 
demikian bisa disimpulkan bahwa definisi tersebut berdasarkan kontributor 
dana dalam tiap skema.88 
 Interpretasi yang agak berbeda diberikan oleh Hans Gsager dari 
German Development Institute. Gsager berpendapat bahwa sistem-sistem 
perlindungan sosial dimaksudkan untuk mendukung penanggulangan 
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87 Ibid. hlm. 2. Lihat juga International Labor Organization. Social Security 
and Coverage for All. ILO. 2002 
88 Ibid. hlm. 2 
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situasi darurat ataupun kemungkinan terjadinya keadaan darurat. Dia 
memilah-milah jenis-jenis perlindungan sosial berdasarkan pelaksana 
pelayanan, yaitu pemerintah, pemerintah bersama-sama dengan lembaga 
non pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat.89 
 Menurut Barrientos dan Shepherd90 bahwa perlindungan sosial 
secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan 
sosial, lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring 
pengaman sosial. Saat ini perlindungan sosial didefinisikan sebagai 
kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan 
menanggulangi kerentanan, resiko dan kemiskinan yang sudah melebihi 
batas.91 
 Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE)92 melalui 
discussion report mengambil definisi perlindungan sosial yang digunakan 
oleh PBB dalam “United Nations General Assembly on Social Protection”, 
yaitu sebagai kumpulan kebijakan dan program pemerintah dan swasta 
yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai hal yang menyebabkan 
hilangnya ataupun berkurangnya secara substansial pendapatan/gaji yang 
diterima; memberikan bantuan bagi keluarga (dan anak) serta 
memberikan layanan kesehatan dan permukiman. Secara lebih detail 
                                               
89 Ibid. hlm. 2 
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dijelaskan bahwa perlindungan sosial memberikan akses pada upaya 
pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk 
akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan 
pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan sosial juga 
dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan 
kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin. 
Dengan demikian, perlindungan sosial menurut PBB dapat dibagi menjadi 
dua sub-kategori yaitu bantuan sosial (social assistance) dan asuransi 
sosial (social insurance). Bantuan sosial merupakan penyaluran 
sumberdaya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya; 
sedangkan asuransi sosial adalah bentuk jaminan sosial dengan 
pendanaan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi. Nampaknya 
definisi inilah yang kemudian diadopsi dalam penyusunan konsep Strategi 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN). 93 
d. Jaminan Sosial 
 Seperti halnya perlindungan sosial, terdapat pula berbagai macam 
interpretasi jaminan sosial (social security). International Labour 
Organization (ILO)94 menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan 
bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk 
masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi 
kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, 
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pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh 
dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan 
sosial, tunjangan keluarga, provident funds, dan skema yang 
diselenggarakan oleh employer seperti kompensasi dan program 
komplimenter lainnya.95 
 Michael von Hauff dalam “The Relevance of Social Security for 
Economic Development” mengutip kesepakatan dari the World Summit for 
Social Development di Kopenhagen tahun 1995, bahwa sistem jaminan 
sosial merupakan komponen esensial dari perluasan pembangunan sosial 
dan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Lebih rinci, deklarasi 
summit tersebut antara lain mencanangkan :  
“to develop and implement policies which ensure that all persons 
enjoy adequate economic and social protection in the event of 
unemployment, sickness, during motherhood and child-rearing, in the 
event of widowhood, disability and in old age.”96  
 Selain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial juga 
berfungsi sebagai perlindungan bagi individual dalam menghadapi kondisi 
kehidupan yang semakin memburuk yang tidak dapat ditanggulangi oleh 
mereka sendiri. 97 
 Barrietos dan Shepherd98 menjelaskan bahwa jaminan sosial lebih 
sempit dibandingkan perlindungan sosial. Jaminan sosial umumnya 
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97 Ibid. hlm. 3. 
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dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut kompensasi dan program 
kesejahteraan yang lebih bersifat ‘statutory schemes’. 
 Bentuk-bentuk jaminan sosial yang sudah diselenggarakan adalah 
asuransi sosial yang mencakup antara lain : 
1) Asuransi kesehatan (Askes dan Asabri),  
 Program kesejahteraan bagi anggota TNI diatur dalam beberapa 
Undang-undang, seperti: UU No. 2 Tahun 1959 tentang Pemberian 
Pensiun dan Onderstand Angkatan Perang RI; UU No. 6 Tahun 1966 
tentang Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan bagi Mantan 
prajurut TNI dan Anggota POLRI; UU No. 75 Tahun 1957 tentang Veteran 
Pejuang Kemerdekaan RI; dan UU No. 15 Tahun 1965 tentang Veteran 
RI. Dalam  penyelenggaraan program asuransi sosial bagi PNS telah 
diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 1981, dimana diantaranya diatur 
mengenai besarnya iuran bagi setiap PNS untuk program Tabungan Hari 
Tua (THT) dan Pensiun 
2) Tabungan pensiun (Taspen) 
 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun merupakan landasan 
hukum bagi penyelenggaraan program pensiun. Di samping itu, 
penyelenggaraan program jaminan kesejahteraan PNS diatur juga dalam 
UU No. 11 Tahun 1956 tentang Pembelanjaan Pensiun; selanjutnya UU 
No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda; 
UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; dan UU No. 43 
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Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian. 
 Berdasarkan Pasal 2 PP No. 26 Tahun 1981, PT. TASPEN (Persero) 
ditetapkan sebagai penyelenggara program asuransi sosial bagi PNS 
yang terdiri dari Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Disamping 
itu, pada saat ini PT. TASPEN juga membayarkan beberapa program 
lainnya seperti  Asuransi Kematian; Uang Duka Wafat; Bantuan untuk 
Veteran; dan Uang TAPERUM dari BAPERTARUM.   
3) Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek);  
 Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sebagaimana didasarkan 
pada UU No 3 Tahun 1992, pada prinsipnya merupakan sistem asuransi 
sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta 
keluarganya. Skema Jamsostek meliputi program-program yang terkait 
dengan risiko, antara lain : 
4). jaminan kecelakaan kerja,  
 Cakupan jaminan kecelakaan kerja (JKK) meliputi: biaya 
pengangkutan, biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, biaya 
rehabilitasi, serta santunan uang bagi pekerja yang tidak mampu bekerja, 
dan cacat. Apabila pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan 
kerja 
5) jaminan kematian;  
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 Jaminan kematian (JK) berupa biaya pemakaman dan santunan 
berupa uang. Apabila pekerja telah mencapai usia 55 tahun atau 
mengalami cacat total/seumur hidup, 
6) jaminan pemeliharaan kesehatan; 
 Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) bagi tenaga kerja termasuk 
keluarganya, meliputi: biaya rawat jalan, rawat inap, pemeriksaan 
kehamilan dan pertolongan persalinan, diagnostik, serta pelayanan gawat 
darurat. 
7) jaminan hari tua. 
 Jaminan hari tua (JHT) yang dibayar sekaligus atau secara berkala. 
Kebijakan ketenagakerjaan seperti cuti hamil, cuti haid, tunjangan 
sakit/kecelakaan yang dibayarkan oleh perusahaan, dan sebagainya. 
d. Paradigma Harmonis 
 Harmonisasi dapat diartikan sebagai kondisi yang dinamis dan 
mengarah pada progresivitas dan jauh dari unsur-unsur negatif seperti 
pertentangan, pertikaian ataupun perselisihan. 99 
 Istilah harmonisasi secara etimologis berasal dari kata dasar 
harmoni, menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk 
menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmoni juga diartikan 
keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang 
                                               
99 Anonim Pengertian Harmonisasi dalam Kehidupan beragama, website 
internet : http://www.bimbingan.org/pengertian-harmonisasi.htm, diakses tanggal 31 
November 2014. 
 71 
menyenangkan.100 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmonis diberi 
arti pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat; keselarasan; keserasian; 
harus ada antara irama dan gerak.101 Dalam The Oxford English Dictionary 
kata harmony diartikan the action or process of harmonizing.102 Dalam 
Black Law’s Dictionary kata harmony diartikan agreement or accord; 
conformity(the decision in Jones is in harmony with earlier Supreme Court 
precedent).103 Gandhi menarik unsur-unsur rumusan pengertian 
harmonisasi dari penjelasan dalam Collins Cobuild Dictionary dan Van 
Dale Groot Woordenboek, yaitu adanya hal-hal yang bertentangan secara 
proporsional agar membentuk satu keseluruhan yang menarik, sebagai 
bagian dari satu sistem itu, atau masyarakat; dan terciptanya suasana 
persahabatan dan damai.104  
 Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan istilah 
harmoni sebagai keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan. 
Unsur-unsur dari pengertian harmonisasi antara lain :105  
1) Adanya hal-hal ketegangan yang berlebihan; 
                                               
100 Kusnu Goesniadhie S. 2006. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif 
Perundangundangan (Lex Spesialis Suatu Masalah). Surabaya: JP Books.hlm : 59.  
101 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2007. Jakarta : Balai Pustaka 
102 J. A. Simpson dan E. S. C. Weiner. 1991. The Oxford English Dictionary 
Second Edition Volume VI. Oxford: Clarendon Press, hlm 1125.  
103 Bryan A. Garner. 2004. Black’s Law Dictionary Eight Edition. St. Paul, Minn: 
West Group, hlm 646 
104 L. M. Gandhi. 1995. Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif. 
http://www.google.co.id/search?q=harmonisasi+hukum+menuju+hukum+responsif&ie=utf
8&oe=utf8&aq=t&rls=com.yahoo:id:official&client=firefox > [4 fabruari 2010 pukul 15.00, 
diakses 31 November 2014. 
105 Kusnu Goesniadhie S. 2006. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif 
Perundangundangan (Lex Spesialis Suatu Masalah). Surabaya: JP Books.hlm : 61-62 
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2) Menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian 
masing-masing agar membentuk suatu sistem; 
3) Suatu proses atau suatu upaya untuk merealisasikan 
keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, dan 
keseimbangan; 
4) Kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga 
faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. 
 Berdasarkan unsur-unsur dalam perumusan di atas maka 
terkandung makna harmonisasi yaitu baik dalam artinya sebagai upaya 
maupun dalam artinya sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau 
proses yang hedak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang 
bertentangan dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan 
keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, 
antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut 
menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur 
sebagai bagian dari suatu system.106  
 Rudolf Stammler107 mengutarakan suatu konsep hukum bahwa 
tujuan dan fungsi hukum adalah harmonisasi berbagai maksud, tujuan dan 
kepentingan antar individu dengan individu dan antar individu dengan 
masyarakat. Prinsip-prinsip hukum yang adil, yang mencakup harmonisasi 
                                               
106 Ibid, hlm : 61-62 
107 Stone dalam L. M. Gandhi. 1995, Opcit, hlm : 61 
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antara maksud tujuan serta kepentingan perorangan dan maksud tujuan 
dengan kepentingan umum terdiri dari dua unsur yaitu :108 
1). saling menghormati maksud tujuan dan kepentingan 
masingmasing. 
2).  partisipasi semua pihak dalam usaha mencapai maksud dan 
tujuan bersama. 
 Prinsip-prinsip saling menghormati terdiri dari: 
1).  kehendak seseorang tidak boleh tergantung pada pemaksaan 
kehendak individual orang lain. 
2).  Tuntutan hukum berdasarkan hak seseorang, hanya dapat 
dipertahankan dengan cara-cara yang selalu memperlakukan 
orang yang dituntut sebagai sesama manusia. 
 Menurut L.M. Gandhi,109 konsep harmonisasi setelah Stammler 
jarang muncul dalam literatur hukum. Konsep harmoni justru dikenal 
dalam dokumen-dokumen resmi di Indonesia dengan istilah keselarasan, 
keserasian, kesepadanan yang digali dari budaya Indonesia. Namun 
selama ini, hampir tidak ada literature hukum di Indonesia yang mengupas 
mengenai konsep ini, apa hakekatnya dan bagaimana misalnya 
operasionalisasi konsep ini. 
 Kondisi harmonis dalam ilmu sosial diterjemahkan sebagai kondisi 
Tertib sosial. Sedangkan tertib sosial sendiri menggambarkan kondisi 
                                               
108 Ibid, hlm : 61-62 
109 Ibid, hlm : 61-62 
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kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil 
hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi 
sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan 
perannya masing-masing.110 
 Pemikiran harmonisasi bermula dari Rudolf Stamler111 yang 
mengemukakan bahwa konsep dan prinsip-prinsip hukum yang adil 
mencakup “harmonisasi” antara maksud, tujuan dan kepentingan individu 
dengan maksud, tujuan dan kepentingan masyarakat umum. Dengan kata 
lain, hukum akan tercipta baik apabila terdapat keselarasan antara 
maksud, tujuan dan kepentingan penguasa (pemerintah) dengan 
masyarakat. Menurut Badan Pembina Hukum Nasional Kementrian 
Hukum dan HAM (Kemenkumham), memberikan pengertian harmonisasi 
hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian 
(penyelar asan/ kesesuaian/ keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu 
pada nilai-nilai filosofos, sosiologis, ekonomis dan yuridis.112 
 Nilai filosofis dapat diartikan apabila kaedah hukum tersebut sesuai 
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Nilai yuridis 
yaitu apabila persyaratan formal terbentuknya peraturan perundang-
undangan telah terpenuhi. Nilai sosiologis yaitu efektivitas atau hasil guna 
                                               
110 Wikipedia, tertib sosial, website internet : http://id.wikipedia.org/wiki/ 
Tertib_sosial, diakses tanggal 31 November 2014. 
111 Anonim, website internet : http://www.legalitas.org/?q=node/216, diakses 
tanggal 31 November 2014. 
112 Moh. Hasan Wargakusumah dkk. 1996, Perumusan Harmonisasi Hukum 
tentang metodologi harmonisasi hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.. 
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peraturan perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat.113 Dan Nilai 
ekonomis yaitu substansi peraturan perundang-undangan hendaknya 
disusun dengan memperhatikan efisiensi dalam pelaksanaan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan.114 
 
2. Konsep Perlindungan Hukum 
 Menurut ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah 
Internasional (International Court of Justice/I.C.J), bahwa prinsip umum 
hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (general principles of law 
recognized by civilized nations) merupakan salah satu sumber hukum 
internasional. Tanggung jawab negara sebagai suatu prinsip umum 
hukum yang dikenal dan diakui dalam hukum internasional juga 
merupakan salah satu sumber hukum yang berlaku bagi setiap negara.  
 Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental 
dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan 
persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada 
pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu 
atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu 
perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.115  
                                               
113 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,Liberty, 
Yogyakarta 2005. 
114 ibid. 
115 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Clarendon Press, 
Oxford, 1979, hlm. 431 dalam Rhona K. M. Smith, at.al. 2008, Hukum Hak Asasi 
Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 80. 
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 F. Sugeng Istanto mengartikan tanggung jawab negara sebagai :116 
“...kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas 
suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas 
kerugian yang mungkin ditimbulkannya.”  
 Menurut Karl Zemanek,117 tanggung jawab negara memiliki 
pengertian yaitu : “Responsibility of States means that an internationally 
wrongful act, committed by one State against another, entails certain 
consequences for its author in the form of new obligations towards the 
victim.” 
 Yaitu bahwa tanggungjawab Negara adalah suatu tindakan salah 
secara internasional, yang dilakukan suatu negara terhadap negara lain, 
yang menimbulkan akibat tertentu bagi (negara) pelakunya dalam bentuk 
kewajiban-kewajiban baru terhadap korban. 
 Dalam Rancangan tentang Tangung Jawab Negara atas Tindakan-
tindakan Salah Secara Internasional (Draft Articles on Responsibility of 
States for Internationally Wrongful Acts) (selanjutnya ditulis Draft ILC ) 
yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (International Law 
Commission/ILC) tahun 2001, dinyatakan bahwa tanggung jawab negara 
timbul manakala terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindakan 
                                               
116 F. Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Atma Jaya Yogyakarta, 
Yogyakarta, hlm. 77. 
117 Lihat Karl Zemanek, Responsibility of States: General Principles, dalam 
Rudolf L. Bindshdler, et.al., Encyclopedia of Public International Law, 10, State 
Responsibility of States, International Law and Municipal Law, Jilid ke-10, Amsterdam: 
Elsevier Science Publisher B.V., 1987, hlm. 363. Dikutip oleh Rhona K. M. Smith, at.al. 
2008, opcit, hlm : 80 
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salah secara internasional dan timbul akibat dari satu atau beberapa 
tindakan (actions) atau pengabaian (omissions) atau kombinasi dari 
keduanya. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 1 sebagai berikut: “Every 
internationally wrongful act of a State entails the international responsibility 
of that State.”118  
 Tanggungjawab Negara dalam konsep perlindungan Hak Asasi 
Manusia, mengandung kewajiban Negara yang meliputi : menghormati (to 
respect) hak-hak asasi warga negaranya, melindungi (to protect) hak-hak 
asasi warga negaranya; dan memenuhi (to fulfil) kebutuhan asasi warga 
negaranya. 
 Menurut Safroeddin Bahar, perlindungan, pemajuan, pemenuhan 
serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, yang menjadi concern 
seluruh dunia dewasa ini, merupakan konsep dunia modern setelah 
Perang Dunia Kedua. 119  
 Lebih lanjut, menurutnya dengan mengutip pendapat James W. 
Nickel, bahwa keadaan tersebut di atas mendorong negara-negara untuk 
melakukan perlindungan dan sekaligus penegakannya. Secara 
konstitusional, tanggung jawab untuk melakukan perlindungan dan 
penegakan Hak Asasi Manusia berada pada Negara. Oleh karena itu, tiga 
aspek dari kewajiban Negara dalam menegakkan hak-hak asasi warga 
                                               
118 Lihat the United Nations, Report of the International Law Commission Fifty-
third Session (23 April-1 June and 2 July- 10 August 2001),New York, 2001, hlm. 63 
119 Lihat Saafroedin Bahar, 2002, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, 
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm : 4  dikutip juga oleh Istiqamah, 2011, Penegakan 
Hak Asasi manusia di Indonesia, Jurnal Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar Volume 11 Nomor 1 Mei 2011. Hlm : 22.  
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negaranya tersebut menjadi tanggungjawab Negara yang harus terealisasi 
baik dalam substansi peraturan perundang undangan dan konstitusi 
maupun implementasinya  dalam penyelenggaraan Negara. 
 Hak atas pekerjaan bagi warga negara dalam konteks internasional 
sudah muncul dalam sejarah penyusunan Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). 
Hak dan kewajiban tersebut diakui dalam hukum HAM internasional 
melalui kovenan internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan 
Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights ; 
ICESCR). Kedudukan hak atas pekerjaan sebagai bagian dari hak asasi 
manusia, menandai kaitannya dengan eksistensi manusia. ICESCR 
mengolaborasi hak atas pekerjaan dalam konteks kebebasan individu dan 
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, juga peran negara dalam 
merealisasi hak tersebut.120 
 Secara historis terdapat dua pandangan berbeda mengenai 
kewajiban negara ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa seperti 
halnya hak-hak lain, yaitu hak untuk hidup, kebebasan untuk 
mengungkapkan pikiran dan perasaan, melahirkan kewajiban negara 
untuk melindungi hak-hak itu. Serupa dengan hak atas pekerjaan, negara 
juga memiliki kewajiban untuk melindungi  warga negara dari 
pengangguran (case of unemployment). Pendapat  lain menegaskan 
                                               
120 Lihat, Wiwiek Dwi Marchyani, 2010, harmonisasi aturan buruh migrant 
antara International convention on the protection of the rights of all Migrant Workers and 
Member of their Families dan Undang-Undang Nasional, Skripsi Universitas Sebelas 
Maret Surabaya, hlm. 41. Dikutif dari (http://hpurwadie.blogspot.com) 
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bahwa hak atas perlindungan dari pengangguran merupakan hak yang 
berbeda dari hak atas pekerjaan, sehingga kewajiban negara tidak dapat 
dideduksi dari hak atas perlindungan pengangguran. Artinya, kewajiban 
negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan kepada warga negara yang 
memiliki hak atas pekerjaan harus dinyatakan secara tersendiri. Kedua 
pandangan berbeda itu dilakukan rekonsiliasi dan menghasilkan 
pandangan bahwa, setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan 
persyaratan kerja serta pengupahan yang adil dan baik, dan penikmatan 
terhadap hak-hak ini harus dijamin melalui langkah-angkah yang diambil 
oleh negara atau masyarakat, yang menciptakan kesempatan seluas 
mungkin atas pekerjaan yang berguna dan mencegah pengangguran.121  
 CESCR sebenarnya tidak menyebut kewajiban negara secara 
eksplisit, namun ketentuan Pasal 6 cukup memberi pengertian adanya 
kewajiban negara. Kewajiban negara ditegaskan dalam CESCR General 
Comment 3 mengenai the nature of states parties obligation. Kewajiban itu 
antara lain meliputi obligations of conduct dan obligations of result. 
Obligations of conduct, merupakan kewajiban negara untuk melakukan 
sesuatu, semua upaya dan segala tindakan untuk mempromosikan (to 
promote), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) termasuk 
memfasilitasi (to facilitate) dan menyediakan (to provide) penikmatan hak-
hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya hak atas pekerjaan. Setidak-
tidaknya negara melakukan langkah-langkah, dalam pengertian semua 
                                               
121 Ibid, hlm. 41-42 
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cara-cara yang tepat (by all appropriate means), di antaranya adopsi 
usaha-usaha legislasi. Sedangkan mengenai obligations of result, 
dimaksudkan negara mampu mencapai realisasi penuh secara progresif 
(progressively the full realization) atas hak-hak yang diakui Kovenan. 122 
 Pasca amandemen UUD 1945, tujuan negara yang termaktub dalam 
Pembukaan UUD 1945, tetap tidak mengalami pengubahan dalam 
amandemen I-IV yang dilakukan sejak tahun 1999-2002. Artinya, 
meskipun pasal-pasal atau dulu disebut batang tubuh UUD 1945 
mengalami banyak perubahan, bahwa konsepsi tujuan negara tersebut 
tetap dipergunakan sebagai landasan setiap penyelenggaran kehidupan 
negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, dalam pasal-pasalnya, pengaturan 
hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1945 pasca 
amandemen mengalami banyak sekali perubahan dan tambahan, yang 
nampak mencolok dan sangat berkeinginan untuk memasukkan segala 
hak-hak yang diakui secara universal dalam Universal Declaration of 
Human Rights 1948. 123  
 Di dalam UUD 1945 tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab 
negara dalam pemenuhan hak asasi manusia secara konstitusional (state 
responsibilities), sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat 
(5), yang menyatakan bahwa : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 
                                               
122 Ibid, hlm. 42 
123 Lihat R. Herlambang Perdana Wiratraman, 2005, Konstitusionalisme & Hak-
Hak Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan 
Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA Vol. 20, No. I Januari 2005 hlm. 9 
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pemerintah dan Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia 
sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan.”124 Keduanya, merupakan kunci dalam melihat 
tanggung jawab konstitutional yang harus dilakukan oleh negara, dalam 
hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi 
manusia.125  
 Kedua pasal tersebut juga memiliki konsepsi tersendiri sebagai 
elemen kewajiban negara. Konsepsi dalam Pasal 28I ayat (4), tersebut 
menurut R. Herlambang Perdana Wiratraman disebut sebagai konsep 
realisasi progresif (progressive realization), yang secara substansi 
menegaskan bahwa negara harus memajukan kondisi hak-hak asasi 
manusia secara berkelanjutan, maju (tiada kesengajaan/kelalaian untuk 
mundur), dan jelas ukuran atau tahapannya. Sedangkan Pasal 28I ayat 
(5), disebut sebagai konsepsi pendayagunaan kewenangan dan 
instrumentasi hukum. Artinya, negara dalam menjalankan kewajibannya, 
ia bisa menggunakan segala kewenangannya terutama untuk 
membangun instrumentasi hukum sebagai sarana yang melindungi hak-
hak masyarakat, baik dalam pembentukan sarana-sarana kelembagaan 
yang melindungi hak-hak asasi manusia maupun proses legislasi.126 
                                               
124 Lihat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 
Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia. 
125 Ibid, hlm. 9 
126 ibid hlm. 9 
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 Sehubungan dengan tanggungjawab kewajiban asasi Negara 
terhadap warga Negara sebagaimana diuraikan di atas, maka Pekerja 
Rumah Tangga sebagai bagian dari warga Negara tidak seharusnya 
ditempatkan pada posisi kelas dua atau sebagai pekerja informal. Jenis 
pekerjaan rumah tangga yang meskipun dipandang sebagai bentuk 
pekerjaan privat, akan tetapi sebagai tenaga kerja yang mengejar upah, 
maka harus memperoleh posisi yang sejajar dengan pekerja lain dalam 
bidang lainnya. 
 Perlakuan terhadap Pekerja pada umumnya semetinya berlaku juga 
terhadap Pekerja Rumah tangga sebagai bagian dari tenaga kerja tanpa 
memandang devisa yang dihasilkan. Negara memiliki tanggungjawab 
bukan hanya menghormati hak-hak Pekerja Rumah Tangga tetapi 
melindungi dan memenuhi kebutuhan hak-hak dasar Pekerja Rumah 
Tangga. 
a. Konsepsi Negara Hukum  
 Menurut Gerald Turkel bahwa di dalam masyarakat modern, hukum 
merupakan suatu perangkat norma atau aturan yang mengatur tingkah 
laku individu, maupun pranata-pranata yang ada, melalui pranata-pranata 
khusus hukum. Hukum senantiasa mencakupi baik norma-norma maupun 
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pranata-pranata khusus yang menyelenggarakan berbagai fungsi 
hukum.127 
 Hukum dijadikan petunjuk-petunjuk hidup, yang terdapat dalam 
peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum bisa bersumber dari 
Undang-Undang, kebiasaan, dari traktaat, dari putusan-putusan 
pengadilan, dari pendapat pakar, dari doktrin agama, dan sebagainya, 
yang penting negara sebagai otoritas tertinggi mengakui eksistensi dan 
pemberlakuannya dalam masyarakat.128 
 Secara yuridis, konsep negara hukum dapat dilihat dari konstitusi 
yang menjadi dasar negara Republik Indonesia terutama Pasal 2 ayat (1) 
UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” makna dari 
“kedaulatan berada di tangan rakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat 
memiliki kedaulatan, tangungjawab, hak dan kewajiban untuk secara 
demokratis memilih pimpinan yang akan membentuk pemerintahan guna 
mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-
wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.  
 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Amandemen 
UUD 1945 ini, jelas terlihat, bahwa hukum dan atau konstitusi adalah 
instrument yang utama dalam melaksanakan pemerintahan negara bagi 
                                               
127 Turkel, Gerald, 1996, Law and Society (Pendekatan Hukum dan 
Masyarakat) Terjemahan Bab I oleh Achmad Ali, A Simon & Schuster Company, Boston, 
hlm. 20 
128  Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis 
Toko Gunung Agung  
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bangsa Indonesia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal itu adalah 
kehidupan bersama diatur oleh sistem hukum yang merupakan sumber 
utama dalam mengatur berbagai hubungan di dalam masyarakat.129 Hal 
ini berarti hukum ditempatkan sebagai suatu yang supreme dalam 
kehidupan bersama. 
 Secara historis, gagasan tentang konsepsi negara hukum terus 
bergulir sejalan dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi 
negara hukum liberal (nachwachter staat/negara sebagai penjaga malam) 
ke negara hukum formal (formele rechtsstaat) kemudian menjadi negara 
hukum materiil (materiele rechtsstaat) hingga pada ide negara 
kemakmuran (welvarstaat) atau negara yang mengabdi kepada 
kepentingan umum (social service state atau sociale verzorgingsstaat).130  
 Konsep negara hukum mulai muncul kembali pada abad ke-17 yang 
berawal dari kehidupan bernegara yang mempunyai pemerintahan 
monarkhi (kerajaan) autokrasi yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh 
Raja/Ratu yang memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa 
harus bertanggung jawab kepada siapapun termasuk kepada rakyat. 
Bahkan kekuasaan seorang Raja/Ratu ini meliputi bidang pembuatan 
Undang-Undang (legislative), menjalankan Undang-Undang (eksekutif) 
dan juga bidang penegakan hukum (yudikatif). Dengan kata lain dalam 
                                               
129 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002, Mewujudkan 
Supremasi Hukum di Indonesia, Catatan dan Gagasan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, 
Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bersama 
Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, hal : 1. 
130 Padmo Wahjono, Membudayakan UUD 1945, (Jakarta: IND HILL-Co, 1991), 
h. 73. 
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suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang 
kedaulatan adalah raja “souvereignity of the king. 
 Penggunaan istilah negara hukum bagi kalangan ilmuwan sering 
dimaksudkan untuk menyamakan pengertian Negara hukum dengan 
konsep Rechtsstaat maupun the Rule of Law. Istilah Negara hukum dalam 
kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari Belanda 
disebut Rechtsstaat. Sedangkan Prancis mempergunakan istilah etat de 
droit, dan Jerman memperguna-kan istilah yang sama dengan Belanda. 
Istilah etat de droit atau Rechtsstaat yang digunakan di Eropa Kontinental 
adalah istilah-istilah yang tidak tepat dalam sistem hukum Inggris, 
meskipun ungkapan legal state atau state according to law atau the Rule 
of Law mencoba mengungkap suatu ide yang pada dasarnya sama. 
Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan the state according to 
law atau according to the Rule of Law.131  
 Sementara Djokosoetono menyebutnya dengan istilah negara hukum 
yang demokratis, namun sebagian kalangan menganggap bahwa 
sesungguhnya istilah ini adalah tidak tepat, sebab jika dikaitkan dengan 
istilah democratische rechtsstaat, maka yang dimaksud adalah 
Rechtsstaat.132 Muhammad Yamin menggunakan kata Negara hukum 
                                               
131 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-
Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara 
Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 88-89. 
132 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, 
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), h. 20. 
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sama pengertian dengan Rechtsstaat atau government of law133, dan juga 
Notohamidjojo menggunakan istilah Rechtsstaat dalam pengertian negara 
hukum.134 
 Kemudian Sunaryati Hartono, menggunakan istilah negara hukum 
sama dengan the Rule of Law, dalam kalimat ”Oleh sebab itu, agar 
supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi 
seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the Rule of Law itu harus 
dalam arti materil”.135 Di sisi lain, Sudargo Gautama menyatakan ”dan jika 
kita berbuat demikian, maka melihat bahwa dalam suatu Negara hukum, 
terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara 
tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan 
negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli 
hukum Inggris dikenal dengan Rule of Law.”136 Demikian juga Ismail 
Suny137 menggunakan istilah the Rule of Law dalam pengertian Negara 
hukum, sementara Kusnardi,138 mengatakan bahwa di Inggris sebutan 
bagi Negara hukum (Rechtsstaat) adalah the Rule of Law, sedangkan di 
Amerika Serikat diucapkan sebagai ”government of law, but not man”. 
                                               
133Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1982), h. 72.  
134 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan 
Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit 
Kristen, 1967), h. 27.  
135  Sunaryati Hartono, Apakah The Rule of Law,  (Bandung: Alumni, 1976), h. 
35.   
136 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, (Bandung: Alumni, 
1983), h. 3 
137 Ismail Suny, Mencari Keadilan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h. 123. 
138 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, 
(Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI, 1988), h. 150. 
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Sedangkan Mauro Capelletti.139 berpendapat, ”... it has since come to be 
consideret by many as assential to the Rule of Law (Rechtsstaat) 
anywhere ...” yang berarti bahwa Rechtsstaat sama dengan the Rule of 
Law. 
 Menurut M. Hadjon, penggunaan istilah Negara hukum dalam 
kepustakaan bahasa Indonesia sudah sangat populer, namun demikian 
masih belum ada kejelasan terhadap isi konsep Negara hukum yang 
dimaksud, dan sering atau bahkan kebanyakan menyamakan begitu saja 
dengan konsep Rechtsstaat, sehingga dalam mempermasalahkan apakah 
Indonesia Negara hukum sering mengkaitkan pada kreteria Rechtsstaat.140 
 Mencermati pandangan para ilmuwan di atas terhadap penggunaan 
ketiga istilah Negara hukum, Rechtsstaat maupun Rule of Law, meskipun 
terdapat persamaan dan perbedaan pandangan, namun dalam 
perkembangannya perbedaan historis tidak dipertentangkan lagi, oleh 
karena ketiga konsep atau paham ini pada hakikatnya mengarah pada 
tujuan yang sama yakni menetapkan pembatasan terhadap kewenangan 
dan kekuasaan negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang, dan 
sekaligus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia yang merupakan tujuan utama daripada negara hukum.  
                                               
139 Agussalim Andi Gadjong, Op.Cit, h. 21 
140 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah 
Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, (Surabaya: Peradaban, 
2007), h. 66. 
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 Pemikiran sesuatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam 
segala hal, sudah didambakan sejak Plato dengan konsepnya bahwa 
penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada 
pengaturan hukum yang baik yang disebutnya dengan istilah Nomoi. 
Kemudian ide tentang Negara hukum atau Rechtsstaat mulai populer 
pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang 
didominir oleh absolutisme.141   
 Ide Plato142 (429-347 SM) terhadap cita negara hukum dalam 
karyanya berjudul ”Politea” ajaran tentang negara dan hukum, memberi-
kan respon terhadap kondisi negara yang memprihatinkan karena saat itu 
dipimpin oleh orang-orang atas dasar kesewenang-wenangan. Menurut 
Plato, hakikat dari tujuan negara adalah untuk mengetahui atau mengenal 
idea yang sesungguhnya, dan untuk mencapai idea yang dimaksud hanya 
ada pada ahli-ahli filsafat. Oleh karena itu, pimpinan Negara ataupun 
pemerintahan yang ideal diserahkan kepada para filosof, dengan 
argumentasi didasarkan pada etimologinya bahwa seorang filosof adalah 
pencinta kebijaksanaan, dalam arti manusia yang bijaksana mampu 
menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi yang dalam 
                                               
141 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum:.. op.cit., h. 88-89. 
142 Plato adalah pencipta daripada ajaran alam cita (ideenleer), karena itu aliran 
filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajarannya, maka hakikat kebenaran itu terdapat di 
dalam idea manusia. Segala sesuatu yang ada diluar diri manusia itu sebetulnya 
hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia idea 
manusia. Dengan ajarannya inilah Plato menjadi ahli pemikir yang pertama yang 
menerima paham adanya alam tanpa benda dan/atau alam serba cita. Dan pikiran atau 
ajarannya timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum Sofist. Dengan demikian 
ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya melalui 
pancaindera itu sifatnya adalah sangat relatif, karena pengetahuan yang sempurna itu 
hanya dapat dilahirkan dari alam rohaniah. 
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menjalankan pemerintahan berpedoman pada keadilan. Namun, idea 
kepemimpinan seperti ini tidak dapat bertahan lama, karena sifat-sifat jiwa 
manusia yang selalu berubah dan lebih condong kepada keinginan untuk 
mencapai kepentingan pribadi dan kehormatan dari pada keadilan. 
Karena belum membuahkan hasil, maka Plato menulis karya berikutnya 
”Politicos” (ahli Negara) yang menyelidiki soal-soal pemerintahan. Salah 
satu penekanan pemikiran dalam buku ini adalah dalam bernegara 
dibutuhkan adanya suatu instrumen hukum untuk mengatur dan 
mengendalikan warga Negara termasuk juga penguasa. Kemudian, ide 
pemikiran tersebut dipertegas kembali dalam karyanya ”Nomoi” (undang-
undang), mengatakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik adalah 
yang didasarkan pada pengaturan hukum. Dan dalam karya terakhir, 
kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang Negara dan hukum 
telah berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari 
idealisme kepada realisme, meskipun realismenya itu tidak mampu 
mendesak seluruhnya kepada idealismenya.143  
 Pemikiran cita negara hukum dari Plato, kemudian dipertegas oleh 
muridnya Aritoteles (384-322 SM).144 Melalui karyanya ”politica” memuat 
ajaran asal mula dan perkembangan negara, menjelaskan bahwa adanya 
negara itu sudah menurut kodratnya, dan manusia sebagai makhluk sosial 
atau zoonpoliticon secara kodrati tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 
                                               
143 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosial 
Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 162. 
144 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, 
(Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 1. 
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atau negara untuk mencapai kebahagiaan. Dalam perimbangan antara 
manusia dengan negara, kepentingan negara yang diutamakan, dengan 
argumentasi apabila kepentingan negara terpelihara atau terpenuhi 
dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga 
negara akan menjadi baik (paham kolektivitas). Pandangan Aristoteles 
mengenai susunan dan hakikat negara adalah merupakan suatu 
kesatuan, suatu organisme yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-
dasar hidup sendiri.145   
 Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan 
konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles mengatakan bahwa: 
”Constitutional rule in a state is slosely connected, also with the requestion 
whwther is better to be rulled by the best men or the best law, since a 
government in accordinace with law, accordingly the supremacy of law is 
accepted by Aristoteles ae mark of good state and not merely as an 
unfotunate neceesity”.146 (artinya, aturan konstitusional dalam suatu 
negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali 
apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum 
yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, 
supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang 
baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak).  
                                               
145 Soehino, Op.Cit, h. 24-25 
146 George Sabine, A History of Political Theory, (London, George G.Harrap & 
Co. Ltd, London, 1945), h. 92. 
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 Aristoteles berpandangan, suatu sistem pemerintahan yang 
berdasarkan konstitusi mengandung tiga unsur, yakni; (1) Pemerintahan 
dilaksanakan untuk kepentingan umum; (2) Pemerintahan dilaksanakan 
menurut hukum yang berdasar ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum 
yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi 
dan konstitusi; (3) Pemerintahan berkonstitusi, berarti pemerintahan yang 
dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan maupun 
tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis. Bahkan, ketiga 
unsur tersebut dapat ditemukan pada semua negara yang meng-
identifikasikan dirinya sebagai negara hukum.147  
 Mukthie Fadjar menulis tentang pengertian negara hukum, bahwa: 
“Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-
baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-
alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh 
bertindak sendiri-sendiri menurut semaunya yang bertentangan 
dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi 
bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (state the hot 
governed by men, but by laws). Karena itu, didalam negara hukum, 
hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap 
negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan 
pemerintah dan undang-undang negara.”148 
 
 Sedangkan Sudargo Gautama, memberikan pengertian bahwa:  
“Suatu negara hukum ialah suatau negara, dimana perseorangan 
mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia 
diakui oleh undang-undang, dimana untuk merealisasikan 
perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga 
                                               
147 Askari Razak, Hakikat Penyelenggaraan Otonomi Daerah Terhadap 
Peningkatan Pelayanan Publik, Disertasi PPS-UNHAS, 2009, hal. 27. Lihat juga Iriyanto 
A.Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Makamah Konstitusi (Telaah 
Terhadap Kewenangan Makamah Konstitusi), (Bandung: PT. Alumni, 2008) h. 5. 
148 Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, (Malang: Bayumedia, 2005), h. 6.   
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badan penyelenggara, badan pembuat undang-undang dan badan-
badan peradilan berada pada pelbagai tangan, dan dengan susunan 
badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi 
perlindung-an semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-
haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara 
sendiri.”149 
 Konsepsi Negara hukum Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, 
secara normatif seharusnya menempatkan posisi Pekerja Rumah Tangga 
sebagai bagian dari Pekerja dan pekerjaan rumah tangga sebagai suatu 
profesi atau pekerjaan yang memperoleh perlindungan oleh hukum 
Negara. Dengan demikian hak-hak dasar dari Pekerja Rumah Tangga 
dilindungi oleh hukum Negara, dan bahwa pemerintah bertanggungjawab 
bukan hanya menghormati hak-hak Pekerja Rumah tangga, tetapi 
melindungi dan memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya. 
b.  Prinsip Negara Hukum 
 Esensi dari lahirnya sebuah Negara adalah lahirnya ketentraman 
dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan itu, hukum ditetapkan 
sebagai pranata terhadap hak dan kewajiban anggota masyarakat serta 
keharusan untuk menaatinya. Jika ketaatan pada hukum ini hanya 
diserahkan pada kemauan bebas manusia sepenuhnya, maka tujuan 
kaidah hukum akan sulit dicapai. Oleh karena itu perlu diiringi dengan 
sanksi untuk mempengaruhi kemauan bebas itu yang berarti memaksa 
anggota masyarakat untuk taat pada hukum agar antar individu 
menghargai hak satu sama lain. Hal inilah yang menjadi esensi sebuah 
                                               
149 Sudargo Gautama, Pengertian Tentang... op. cit., h. 21. 
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negara hukum. Istilah perlindungan hukum adalah perlindungan yang 
ditujukan kepada rakyat. Rumusan ini sengaja tidak mencantumkan 
perlindungan “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak pemerintah” 
dengan alasan :150 
1) Istilah “rakyat” sudah mengandung pengertian sebagai lawan 
dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakikatnya berarti 
yang diperintah 
2) Dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau “terhadap tindak 
pemerintah” dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi 
antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah 
sebagai yang memerintah. 
 Perlindungan hukum bagi rakyat dititik beratkan pada 2 (dua), yaitu 
perlindungan hukum bagi rakyat yang preventif, dan perlindungan hukum 
bagi rakyat yang represif. Titik berat perlindungan hukum yang preventif 
“the right to be heard and access to information” ada 2 (dua) yaitu :151 
1) Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan 
hak-haknya dan kepentingannnya 
2) Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik, dan 
dapat ditimbulkan suasana saling percaya antara yang 
memerintah dan yang diperintah 
                                               
150  Philipus Hadjon,1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah 
StudyPrinsi-prinsipnya,Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 
Umum dan PembentukanPeradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.1 
151  Ibid ,hlm.4 
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 Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai 
bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat, khususnya 
perlindungan hukum represif. (Philipus Hadjon, 1987:4) 
 Menurut pandangan Prints152 bahwa Secara historis, gagasan 
tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan dengan arus 
perkembangan sejarah. Mulai dari konsepsi negara hukum liberal 
(nachwachter staat/negara sebagai penjaga malam) ke negara hukum 
formal (formele rechtsstaat) kemudian menjadi negara hukum materiil 
(materiele rechtsstaat) hingga pada ide negara kemakmuran (welvarstaat) 
atau negara yang mengabdi kepada kepentingan umum (social service 
state atau sociale verzorgingsstaat).  
 Konsep negara hukum mulai muncul kembali pada abad ke-17 yang 
berawal dari kehidupan bernegara yang mempunyai pemerintahan 
monarkhi (kerajaan) autokrasi yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh 
Raja/Ratu yang memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa 
harus bertanggung jawab kepada siapapun termasuk kepada rakyat. 
Bahkan kekuasaan seorang Raja/Ratu ini meliputi bidang pembuatan 
Undang-Undang (legislative), menjalankan Undang-Undang (eksekutif) 
dan juga bidang penegakan hukum (yudikatif). Dengan kata lain dalam 
suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang 
kedaulatan adalah raja “souvereignity of the king. 
                                               
152  Padmo Wahjono, 1991, Membudayakan UUD 1945, IND HILL-Co, Jakarta : 
hlm 73. 
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 Adanya kekuasaan yang hanya berada disatu tangan yaitu maka 
akan terjadi penindasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh 
Raja/Ratu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa 
kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang, dan kekuasaan 
mutlak, kesewenang-wenangan juga cenderung mutlak “power tends to 
corrupts and absolute power corrupts absolutly. Inilah hukum besi 
kekuasaan yang jika tidak dikendalikan dan dibatasi menurut prosedur 
konstitusional, dapat menjadi sumber malapetaka.153 Untuk melawan 
kekuasaan yang mutlak dari raja dan untuk menghindari malapetaka yang 
akan ditimbulkan oleh kesewenang-wenangan tersebut maka diperlukan 
suatu pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam konstitusi, hukum 
menjamin adanya hak-hak dan kebebasan warga negara dan menuntut 
supaya Raja taat kepada hukum. Agar terwujudnya hak dan kebebasan 
warga negara dan hak asasi manusia serta ketaatan raja kepada hukum, 
maka kekuasaan raja harus dibatasi dalam suatu hukum konstitusi. Untuk 
membatasi kekuasaan raja tersebut, Montesquieu mengemukakan konsep 
yang disebut dengan Trias politica. Dalam konsep trias politica ini, 
kekuasaan dipisahkan (separation of power) menjadi tiga kekuasaan, 
yaitu: Kekuasaan legislatif; Kekuasaan eksekutif; dan Kekuasaan 
yudikatif. 
 Penggunaan istilah negara hukum bagi kalangan ilmuwan sering 
dimaksudkan untuk menyamakan pengertian Negara hukum dengan 
                                               
153  Jimly Asshidiqqie, 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta: hlm. 138.   
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konsep Rechtsstaat maupun the Rule of Law. Istilah Negara hukum dalam 
kepustakaan Indonesia merupakan terjemahan langsung dari Belanda 
disebut Rechtsstaat. Sedangkan Prancis mempergunakan istilah etat de 
droit, dan Jerman memperguna-kan istilah yang sama dengan Belanda. 
Istilah etat de droit atau Rechtsstaat yang digunakan di Eropa Kontinental 
adalah istilah-istilah yang tidak tepat dalam sistem hukum Inggris, 
meskipun ungkapan legal state atau state according to law atau the Rule 
of Law mencoba mengungkap suatu ide yang pada dasarnya sama. 
Dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan the state according to 
law atau according to the Rule of Law.154  
 Sementara Djokosoetono menyebutnya dengan istilah negara hukum 
yang demokratis, namun sebagian kalangan menganggap bahwa 
sesungguhnya istilah ini adalah tidak tepat, sebab jika dikaitkan dengan 
istilah democratische rechtsstaat, maka yang dimaksud adalah 
Rechtsstaat.155 Muhammad Yamin menggunakan kata Negara hukum 
sama pengertian dengan Rechtsstaat atau government of law156, dan juga 
Notohamidjojo menggunakan istilah Rechtsstaat dalam pengertian negara 
hukum.157 
                                               
154  Muhammad Tahir Azhary, 2007, Negara Hukum: Suatu Studi tentang 
Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara 
Madinah dan Masa Kini, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: hlm. 88-89. 
155  Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan 
Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta: hlm. 20. 
156 Muhammad Yamin, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, 
Ghalia Indonesia, Jakarta: hlm. 72.  
157  O. Notohamidjojo, 1967, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara 
dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia, Badan Penerbit 
Kristen, Jakarta: hlm. 27.  
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 Kemudian Sunaryati Hartono, menggunakan istilah negara hukum 
sama dengan the Rule of Law, dalam kalimat ”Oleh sebab itu, agar 
supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi 
seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the Rule of Law itu harus 
dalam arti materil”.158 Di sisi lain, Sudargo Gautama menyatakan ”dan jika 
kita berbuat demikian, maka melihat bahwa dalam suatu Negara hukum, 
terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perseorangan. Negara 
tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan 
negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli 
hukum Inggris dikenal dengan Rule of Law.”159 Demikian juga Ismail 
Suny160 menggunakan istilah the Rule of Law dalam pengertian Negara 
hukum, sementara Kusnardi,161 mengatakan bahwa di Inggris sebutan 
bagi Negara hukum (Rechtsstaat) adalah the Rule of Law, sedangkan di 
Amerika Serikat diucapkan sebagai ”government of law, but not man”. 
Sedangkan Mauro Capelletti.162 berpendapat, ”... it has since come to be 
consideret by many as assential to the Rule of Law (Rechtsstaat) 
anywhere ...” yang berarti bahwa Rechtsstaat sama dengan the Rule of 
Law. 
                                               
158   Sunaryati Hartono, 1976, Apakah The Rule of Law,  Alumni, Bandung:, 
hlm. 35.   
159  Sudargo Gautama, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, 
Bandung: hlm. 3 
160  Ismail Suny, 1982, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta:  hlm. 123. 
161  Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara, 
Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta:  hlm. 150. 
162  Agussalim Andi Gadjong, Op.Cit, hlm. 21 
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 Menurut M. Hadjon, penggunaan istilah Negara hukum dalam 
kepustakaan bahasa Indonesia sudah sangat populer, namun demikian 
masih belum ada kejelasan terhadap isi konsep Negara hukum yang 
dimaksud, dan sering atau bahkan kebanyakan menyamakan begitu saja 
dengan konsep Rechtsstaat, sehingga dalam mempermasalahkan apakah 
Indonesia Negara hukum sering mengkaitkan pada kreteria Rechtsstaat.163 
 Mencermati pandangan para ilmuwan di atas terhadap penggunaan 
ketiga istilah Negara hukum, Rechtsstaat maupun Rule of Law, meskipun 
terdapat persamaan dan perbedaan pandangan, namun dalam 
perkembangannya perbedaan historis tidak dipertentangkan lagi, oleh 
karena ketiga konsep atau paham ini pada hakikatnya mengarah pada 
tujuan yang sama yakni menetapkan pembatasan terhadap kewenangan 
dan kekuasaan negara untuk tidak bertindak sewenang-wenang, dan 
sekaligus memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 
asasi manusia yang merupakan tujuan utama daripada negara hukum.  
 Pemikiran sesuatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam 
segala hal, sudah didambakan sejak Plato dengan konsepnya bahwa 
penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada 
pengaturan hukum yang baik yang disebutnya dengan istilah Nomoi. 
Kemudian ide tentang Negara hukum atau Rechtsstaat mulai populer 
                                               
163 Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; 
Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam 
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban, 
Surabaya : hlm. 66. 
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pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa yang 
didominir oleh absolutisme.164   
 Ide Plato165 (429-347 SM) terhadap cita negara hukum dalam 
karyanya berjudul ”Politea” ajaran tentang negara dan hukum, memberi-
kan respon terhadap kondisi negara yang memprihatinkan karena saat itu 
dipimpin oleh orang-orang atas dasar kesewenang-wenangan. Menurut 
Plato, hakikat dari tujuan negara adalah untuk mengetahui atau mengenal 
idea yang sesungguhnya, dan untuk mencapai idea yang dimaksud hanya 
ada pada ahli-ahli filsafat. Oleh karena itu, pimpinan Negara ataupun 
pemerintahan yang ideal diserahkan kepada para filosof, dengan 
argumentasi didasarkan pada etimologinya bahwa seorang filosof adalah 
pencinta kebijaksanaan, dalam arti manusia yang bijaksana mampu 
menghargai kesusilaan dan berpengetahuan tinggi yang dalam 
menjalankan pemerintahan berpedoman pada keadilan. Namun, idea 
kepemimpinan seperti ini tidak dapat bertahan lama, karena sifat-sifat jiwa 
manusia yang selalu berubah dan lebih condong kepada keinginan untuk 
mencapai kepentingan pribadi dan kehormatan dari pada keadilan. 
Karena belum membuahkan hasil, maka Plato menulis karya berikutnya 
                                               
164 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum:.. op.cit., hlm. 88-89. 
165 Plato adalah pencipta daripada ajaran alam cita (ideenleer), karena itu aliran 
filsafatnya disebut idealisme. Menurut ajarannya, maka hakikat kebenaran itu terdapat di 
dalam idea manusia. Segala sesuatu yang ada diluar diri manusia itu sebetulnya 
hanyalah merupakan bayangan saja daripada apa yang telah ada di dalam dunia idea 
manusia. Dengan ajarannya inilah Plato menjadi ahli pemikir yang pertama yang 
menerima paham adanya alam tanpa benda dan/atau alam serba cita. Dan pikiran atau 
ajarannya timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum Sofist. Dengan demikian 
ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan yang diperoleh hanya melalui 
pancaindera itu sifatnya adalah sangat relatif, karena pengetahuan yang sempurna itu 
hanya dapat dilahirkan dari alam rohaniah. 
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”Politicos” (ahli Negara) yang menyelidiki soal-soal pemerintahan. Salah 
satu penekanan pemikiran dalam buku ini adalah dalam bernegara 
dibutuhkan adanya suatu instrumen hukum untuk mengatur dan 
mengendalikan warga Negara termasuk juga penguasa. Kemudian, ide 
pemikiran tersebut dipertegas kembali dalam karyanya ”Nomoi” (undang-
undang), mengatakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik adalah 
yang didasarkan pada pengaturan hukum. Dan dalam karya terakhir, 
kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang Negara dan hukum 
telah berbelok arah dari dunia cita-cita kepada dunia kenyataan, dari 
idealisme kepada realisme, meskipun realismenya itu tidak mampu 
mendesak seluruhnya kepada idealismenya.166  
 Pemikiran cita negara hukum dari Plato, kemudian dipertegas oleh 
muridnya Aritoteles (384-322 SM).167 Melalui karyanya ”politica” memuat 
ajaran asal mula dan perkembangan negara, menjelaskan bahwa adanya 
negara itu sudah menurut kodratnya, dan manusia sebagai makhluk sosial 
atau zoonpoliticon secara kodrati tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 
atau negara untuk mencapai kebahagiaan. Dalam perimbangan antara 
manusia dengan negara, kepentingan negara yang diutamakan, dengan 
argumentasi apabila kepentingan negara terpelihara atau terpenuhi 
dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga 
negara akan menjadi baik (paham kolektivitas). Pandangan Aristoteles 
                                               
166 Bertrand Russell, Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosial 
Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: hlm. 162. 
167  Ni’matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII 
Press,  Yogyakarta:  hlm. 1. 
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mengenai susunan dan hakikat negara adalah merupakan suatu 
kesatuan, suatu organisme yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-
dasar hidup sendiri.168   
 Suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan 
konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles mengatakan bahwa: 
”Constitutional rule in a state is slosely connected, also with the requestion 
whwther is better to be rulled by the best men or the best law, since a 
government in accordinace with law, accordingly the supremacy of law is 
accepted by Aristoteles ae mark of good state and not merely as an 
unfotunate neceesity”.169 (artinya, aturan konstitusional dalam suatu 
negara berkaitan secara erat, juga dengan mempertanyakan kembali 
apakah lebih baik diatur oleh manusia yang terbaik sekalipun atau hukum 
yang terbaik, selama pemerintahan menurut hukum. Oleh sebab itu, 
supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai pertanda negara yang 
baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tidak layak).  
c. Konsep negara hukum kesejahteraan 
 Ide dasar negara kesejahteraan dalam filsafat barat, berawal abad 
ke-18 yang dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748-1832)170.  Bentham 
adalah adalah salah seorang filosof moral dan reformer hukum yang 
memperkenalkan doktrin utilitarianisme. Gagasan utamanya adalah 
                                               
168  Soehino, Op.Cit, hlm. 24-25 
169  George Sabine, 1945, A History of Political Theory, (London, George 
G.Harrap & Co. Ltd, London, hlm. 92. 
170 Edi Suharto, “Islam dan Negara Kesejahteraan” http://www.policy.hu/ 
suharto/Naskah% 20PDF/ IslamNegaraKesejahteraan.pdf diakses tanggal 24 Februari 
2010. 
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prinsip tertinggi moralitas adalah memaksimalkan kebahagiaan, 
keseimbangan keseluruhan adalah kesenangan dari rasa sakit. Hal yang 
tepat untuk dilakukan adalah apa saja yang dapat memaksimalkan 
utilitas.171 
 Jeremy Bentham mempromosikan gagasan bahwa pemerintah 
memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau 
welfare) of the greatest number of their citizens. Bentham menggunakan 
istilah utility (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau 
kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang dikembangkan, 
sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu 
yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. 
Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk 
meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham 
mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi 
pengembangan kebijakan sosial akhirnya dikenal sebagai bapak negara 
kesejahteraan (father of welfare states).172 
 Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan 
perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Di 
dalam konsep ini tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata 
sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi 
                                               
171 Michael J. Sandel, 2010, Justice: What’s the Right Thing to Do?, Penguin 
Books, hlm. 34 
172 Edi Suharto, “Islam dan Negara Kesejahteraan” loc. cit. 
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memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan 
umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.173 
 Adanya perpaduan antara negara hukum dan negara kesejahteraan 
diistilahkan oleh Jimly Asshiddiqie dengan istilah Welfaarts-Rechsstaat 
atau negara hukum kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dalam hubungan 
yang serasi antara kebebasan dan keadilan. Jadi, nilai-nilai yang 
diidealkan dalam kehidupan kolektif umat manusia adalah kebebasan 
(freedom), keadilan (justice), dan kemakmuran atau kesejahteraan 
(posperity).174  
 Konsep negara hukum kesejahteraan yang dikemukakan Jimly 
Asshiddiqie, diistilahkan oleh Satjipto Rahardjo yaitu negara hukum yang 
membahagiakan rakyatnya, negara yang bersifat progresif, selalu aktif 
mengambil inisiatif untuk bertindak. Bukan rakyat yang harus meminta-
meminta untuk dilayani oleh negara, melainkan negaralah yang aktif 
datang kepada rakyat.175      
 Negara hukum kesejahteraan adalah suatu masyarakat yang 
pemerintahnya bertanggungjawab menjamin bahwa setiap warga 
negaranya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses 
sebesar mungkin yang mampu diraih untuk memenuhi kebutuhan 
                                               
173 Bagir Manan, Politik Perundang-Undangan dalam Rangka Mengantisipasi 
Liberalisasi Perekonomian, FH-UNILA, Bandar Lampung: hlm. 16. 
174 Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi Ekonomi,: Penerbit Buku Kompas, 
Jakarta, hlm. 372-373. 
175 Satjipto Rahardjo, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya Genta 
Publishing, Yogyakarta : hlm. 106. 
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hidupnya pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan dan 
layanan sosial personal.176 
 Piet Thoenes memberikan definisi tentang welfare state sebagai 
berikut: 
Suatu bentuk masyarakat ditandai dengan sustu sistem 
kesejahteraan yang demokratis dan ditunjang oleh pemerintah yang 
ditempatkan atas landasan baru, memberikan suatu jaminan 
perawatan sosial yang kolektif pada warga negaranya dengan 
mempertahankan secara sejalan beriringan suatu sistem produksi 
kapitalis.177 
 Negara hukum kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal 
pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui 
pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan 
pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. 
Spicker, misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “…stands for 
a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the 
state to the best possible standards.”178 
 Ada tiga kunci utama dalam memahami negara hukum 
kesejahteraan yaitu: 
1) Intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak 
pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya; 
                                               
176 Isbandi Rukminto Adi,  2005), Konsep dan Pokok Bahasan dalam Ilmu 
Kesejahteraan Sosial UI Press, Jakarta :  hlm. 102. 
177 Laode Husen, 2005, Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK 
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, CV. Utomo, (Bandung: hlm. 23. 
178 Paul Spicker, Social Policy: Themes and Approaches, Prentice Hall, London: 
hlm. 82. 
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2) Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan 
dasar masyarakat; 
3) Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.179 
 Negara hukum kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada peran 
negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian 
yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin 
ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi 
warganya. Secara umum, suatu negara dapat digolongkan sebagai 
negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utama, yaitu : (1) social 
citizenship; (2) full democracy; (3) modern industrial relation system; (4) 
rights to education and the expansion of modern mass education 
systems.180 
 Negara hukum kesejahteraan berusaha membebaskan warganya 
dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan 
kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak 
setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial 
yang disediakan oleh negara.181 
 Di dalam suatu negara hukum kesejahteraan, negara mempunyai 
tugas politik dalam semua sektor kehidupan, terutama dalam sektor 
perekonomian. Tugas negara dalam menciptakan kesejahteraan tidak 
                                               
179 Isbandi Rukminto Adi , op. cit. hlm.108. 
180 Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, 2007, Mimpi Negara 
Kesejahteraan Perkumpulan Prakarsa  Jakarta: hlm. 9. 
181 Ibid.  
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terbatas pada suatu golongan tertentu dalam masyarakat, tetapi untuk 
semua warga negara dan tidak pula untuk suatu waktu dalam kehidupan 
individu, dimulai dari dilahirkan sampai meninggal. Negara harus 
memperhatikan kesejahteraan individu dan masyarakat tersebut dan inilah 
yang dinamakan universalisme negara kesejahteraan. Seiring dengan 
lahirnya konsepsi negara hukum kesejahteraan ini, timbul pula apa yang 
dinamakan konsepsi ekonomi kesejahteraan yang memberikan dasar-
dasar teoritis ekonomis kepada konsepsi negara hukum kesejahteraan 
itu.182 
 Negara hukum kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang 
responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian 
sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin 
ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi 
warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara 
dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti 
empirik mengenai kegagalan pasar (market failure) pada masyarakat 
kapitalis dan kegagalan negara (state failure) pada masyarakat sosialis.183  
 Di dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan 
sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (the granting of social 
rights) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan 
                                               
182 Yulia Hafizah, “Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar 
Ekonomi Islam” Jurnal  Millah Vol. IV, No. 2, Januari 2005, h.  20.  
183 Imam Purwadi, “Negara Kesejahteraan dalam Pandangan Ketatanegaraan 
Islam” http://wwwgats.blogspot.com/2009/07/negara-kesejahteraan-dalam-pandangan. 
html diakses tanggal 5 Juni 2010. 
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didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya 
melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem 
perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (human 
investment) yang terencana dan melembaga.184 
d.   Fungsi Pemerintahan Dalam Negara 
 Peranan (role) yang dimaksud di sini adalah fungsi yang dimiliki oleh 
pemerintahan negara Republik Indonesia, memberikan kewenangan 
pengawasan kepada aparat pemerintahan tertentu, dan ditunjuk oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara hukum, 
sebagaimana dipaparkan F.P.C.L. Tonnaer “Overheidsbevoegdheid wordt 
in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen 
en Aldus rechtbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead 
en te schheppen”185 Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan hukum 
positif melalui kewenangan atau fungsi-fungsi yang dimiliki bersesuaian 
dengan pendapat W, Riawan Tjandra; “ Pelaksanaan fungsi pemerintahan 
dilakukan melalui penggunaan instrumen-instrumen pemerintahan untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat dilaksanakan secara efektif.186 
                                               
184 Ibid.  
185 Diterjemahkan oleh Ridwan, HR.op.cit, hlm 101 : “Kewenangan Pemerintah 
dalam  kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan 
dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga 
negara 
186 W.Riawan Tjandra 2008. hlm Hukum Administrasi Negara Universitas 
Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 23 
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 Fungsi pemerintahan negara dapat dipahami melalui dua 
pengertian:187 di satu pihak dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan 
memerintah), di lain pihak dalam arti “organisasi pemerintahan (kumpulan 
dari kesatuan-kesatuan pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara 
keseluruhan terdiri dari berbagai macam tindakan pemerintah: keputusan-
keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan 
hukum perdata, dan tindakan-tindakan nyata.188 
 Pemerintah bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk 
menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan nasional, tetapi 
merupakan kenyataan bahwa peran pemerintah sangat dominan. 
Pemerintah berfungsi antara lain untuk menjabarkan strategi 
pembangunan nasional menjadi rencana pembangunan baik jangka 
panjang, menengah, maupun jangka pendek. Aparat pemerintah pulalah 
yang harus menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan 
kepedulian dan partisipasi berbagai kelompok di masyarakat. Bahkan juga 
dalam mengalokasikan sumber daya dan untuk pelaksanaan 
pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.189 
 Salah satu aspek penting dalam negara adalah pemerintahan 
negara. Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois (Jiwa Undang-
undang) mengemukakan suatu pemisahan kekuasaan (“Separate des 
                                               
187 Philipus M. Hadjon dkk dalam Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok 
Hukum Adminiustrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 0p.cit, hlm. 43 
188  Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, op.cit, hlm. 
41 
189 Sondang P. Siagian, Administrasi Pemsbangunan, Konsep, Dimensi dan 
Strateginya op.cit hlm. 49 
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Pouvoirs”) dalam tiga kekuasaan, yakni; kekuasaan legislatif (“la 
puissance legislative”) kekuasaan eksekutif (“la puissance de executrice”) 
dan kekuasaan yudikatif (“la puissance de juger”). Masing-masing 
kekuasaan itu mempunyai bidang pekerjaan sendiri yang harus dipisah-
pisahkan yang satu dari yang lain. Ketiga kekuasaan (fungsi) tersebut 
dipegang oleh tiga badan kenegaraan yang berlainan. Yang menjalankan 
fungsi legislatif adalah dewan perwakilan rakyat, fungsi eksekutif adalah 
adalah raja (pemerintah) dan fungsi yudikatif adalah badan pengadilan 
(hakim).190  
 Menurut paham negara hukum formal (klasik) pada umumnya 
dikenal tipe negara liberal. Menurut Utrecht; Yang menjadi perwujudan 
tipe (jenis) negara liberal adalah negara bertindak sebagai “penjaga 
malam” (nachtwakerstaast), secara politik memiliki tugas pokok menjamin 
dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-
alat pemerintahan, yaitu ”rulling elite” yang merupakan golongan eksklusif, 
sehingga nasib mereka yang tidak termasuk dalam golongan ini 
terabaikan, sehingga menimbulkan ketimpangan dan jurang pemisah 
antara si kaya dan si miskin.191 
 Kemudian lahir ajaran negara kesejahteraan (welfare state), hal ini 
disebabkan kelemahan konsep negara klasik. Konsep negara 
kesejahteraan memperkenalkan  mengenai peranan negara yanmg lebih 
                                               
190 Utrecht, E, 1985, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan 
ke-8 Ichtiar Baru, Jakarta, hlm. 3-4 
191 Ibid. hlm. 8-9 
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luas. Menurut Utrecht; lapangan pemerintahan suatu negara hukum 
modern bertugas menjaga keamanan dalam ari seluas-luasnya, yaitu 
keamanan sosial di segala lapangan masyarakat dalam suatu “welfare 
state” pemisahan antara negara dan masyarakat ditinggalkan.192  
 Persoalan negara sebagai badan hukum menurut Hans Kelsen 
sebagai subjek pelaku dan sebagai subjek kewajiban dan hak, pada 
dasarnya merupakan persoalan yang sama dengan persoalan badan 
hukum. Negara juga sebagai badan hukum yakni sebuah komunitas yang 
dibentuk oleh tatanan norma yang melembagakan organ-organ secara 
langsung atau tak langsung diharuskan menjalankan fungsi mereka, 
berdasarkan prinsip pembagian kerja.193 
 Pembahasan tentang teori Negara hukum sebagaimana diuraikan di 
atas, memberikan gambaran tentang peran Negara hukum dalam 
memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga negaranya 
khususnya terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi kajian dalam 
tulisan ini. Negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan 
perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. Oleh karena itu, 
Negara memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan pekerja rumah tangga.  
                                               
192  W. Riawan Tjandra, HukumnAdministrasi Negara, op.cit, hlm. 3 
193  Hans Kelsen, 2007, General Theory Of Law And State (Teori Hukum 
Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif), diterjemahkan oleh Reisul Muttaqien, 
Nusamedia & Nuansa, Bandung, hlm. 320-321 
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 Hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan majikan 
yang sekalipun merupakan hubungan keperdataan, akan tetapi Negara 
memiliki tanggungjawab untuk memberikan jaminan terpenuhinya keadilan 
semua pihak dalam hubungan keperdataan tersebut. Baik dalam kondisi 
terjadinya konflik antar pihak maupun dalam kondisi normal. Negara wajib 
menyediakan fasilitas terutama regulasi dan mekanisme penyelesaian 
konflik antara keduanya. Negara juga harus menjamin terpenuhinya 
keadilan semua pihak dalam melakukan hubungan-hubungan hukum, baik 
melalui regulasi maupun melalui lembaga-lembaga penyelesaian 
sengketa. 
e.  Perlindungan Hukum 
1). Prinsip perlindungan HAM dan Hukum bagi Pekerja menurut 
Konvensi ILO 
 Menurut kepustakaan berbahasa Inggris ditemukan berbagai istilah 
seperti : natural rights, human rights dan fundamental rights, sedangkan 
dalam kepustakaan berbahasa Indonesia terdapat istilah-istilah seperti : 
hak asasi manusia, hak-hak kodrat dan hak-hak dasar. Hak kondrat 
merupakan hak asasi manusia yang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha 
Esa karena konsekwensinya sebagai manusia, sedangkan hak-hak dasar 
merupakan hak dasar yang diberikan oleh Negara karena 
konsekwensinya sebagai warga Negara. 
 112 
 Istilah “natural rights” berasal dari pikiran-pikiran natural law yang 
berperanan dalam abad 17. Apa yang merupakan hak dalam konsep ini 
adalah “what is nature” yaitu apa yang diletakkan Allah terhadap setiap 
insan manusia. Dalam konsep natural rights dikatakan bahwa “setiap 
manusia adalah sama dihadapan Tuhan”. Dalam bahasa Indonesia 
seperti “ hak kodrat” kiranya jelas merupakan terjemahan dari natural 
rights, namun istilah “hak-hak asasi manusia “ dan hak-hak dasar 
manusia” tercakup sekaligus dua istilah secara bersama-sama yaitu 
“human rights” dan fundamental rights 194. Pengaturan tentang HAM dalam 
UUD 1945 pada Bab X.A diatur pada Pasal 28 A sampai Pasal 28J. 
 Dalam Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia  
“Pasal 1 angka (1) disebutkan Hak Asasi Manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 
manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi 
oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang  demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” 
 Jika HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai 
konsekuensi ia ditakdirkan lahir sebagai manusia, maka lain halnya 
dengan hak dasar, sebagai suatu hak yang diperoleh setiap manusia 
sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara. Merujuk 
dari sumbernya, HAM berasal dari dari Tuhan sedangkan hak dasar 
                                               
194  Abdul R. Budiono, 2011. Opcit, hlm.38 
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bersifat domestik, sehingga fungsi HAM adalah mengawal hak dasar 
(legal rights)195 
 Konvensi ILO sebagai salah satu produk hukum dari Internasional 
Labour Organisation yang terbentuk bulan April 1919 terdapat empat 
prinsip pokok yang melandasi perlindungan adalah: 
a) Buruh atau pekerja bukanlah barang komoditas 
b) Kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat sangat 
diperlukan bagi kemajuan yang berkesinambungan; 
c) Kemiskinan di satu tempat merupakan ancaman bagi 
kemakmuran di mana-mana; 
d) Setiap manusia tanpa memandang ras, kepercayaan atau jenis 
kelamin berhak mengejar kesejahteraan material dan kemajuan 
spiritual dalam kondisi yang menghargai kebebasan, harkat 
martabat manusia untuk memperoleh keamanan ekonomi dan 
kesempatan yang sama.196 
2).   Prinsip perlindungan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 
 Pancasila sebagai Idiologi Bangsa Indonesia yang dirumuskan 
dalam sila-sila Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, 
menjadi landasan idiil dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan 
                                               
195 Nurul Qamar. Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Sinar 
Grafika, Jakarta. hlm. 17 
196  Asri Wijayanti 2012. Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi 
ILO, analisis kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia.Karya 
Putra Darwati. Bandung 
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bernegara. Dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan 
Indonesia Merdeka termuat hak-hak asasi manusia yang  bersifat 
universal yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak 
segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan” 
3) Penyelesaian sengketa Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan 
 Permasalahan hukum yang timbul antara Pekerja Rumah Tangga 
dengan Majikan dalam peraturan perundang-undangan tidak secara 
khusus diatur, akan tetapi tersebar dalam ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku.  
 Menurut Jaringan Nasional Advokasi untuk Pekerja Rumah Tangga 
(JALA PRT)197 bahwa sudah ada beberapa undang-undang yang 
digunakan sebagai “pertolongan pertama” terhadap berbagai kasus 
ketidakadilan yang menimpa PRT. Ada Undang-Undang Ketenagakerjaan 
Nomor 13 tahun 2003, namun undang-undang ini hanya mengatur 
hubungan industrial. Sementara kenyataan yang ada saat ini, Pekerja 
Rumah Tangga masih dianggap sebagai pekerja sektor informal. Ada pula 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ternyata undang-undang ini pun tak bisa 
digunakan sebagai payung bagi Pekerja Rumah Tangga, lantaran tidak 
                                               
197  Ken Andari dan Hani Noor Ilahi, 25 November 2010, Serba-Serbi 
Kontroversi RUU PRT, website internet : http://kenandari.blogspot.com/2010/11/serba-
serbi-kontroversi-ruu-prt.html, diakses tanggal 24 Februari 2015. 
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mengatur hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja (majikan).  
 Landasan itulah yang membuat JALA PRT merasa bahwa PRT perlu 
memiliki suatu undang-undang yang secara spesifik mengatur hubungan 
kerja PRT serta bersifat melindungi mereka dari berbagai macam kasus 
kekerasan yang selama ini kerap terjadi. PRT adalah kelompok pekerja 
perempuan terbesar secara global, banyak di antara mereka bahkan 
masih di bawah umur. Mereka yang berasal dari masyarakat kelas 
menengah ke bawah ini umumnya berpendidikan rendah, sehingga 
mudah dilecehkan. Mereka yang tidak melek hukum juga tidak mengerti 
hak-haknya, sehingga seringkali tidak melapor ketika mendapatkan 
perlakuan kasar.  
 Mantan pembantu rumah tangga (PRT), Nisa binti Muhima  melalui 
kuasa hukumnya Hartono Tanuwidjaja SH,Msi, menggugat majikannya 
keluarga Sumampouw ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sebesar 
Rp 1 miliar dengan gugatan Gugatan No: 520/Pdt.G/2014/PN Jakarta 
didaftarkan pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan dugaan perbuatan 
melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. 
Dasar gugatan yang dilayangkan ke PN Jakarta Pusat itu adalah oleh 
karena Nisa binti Muhima selama bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga 
sejak tahun 1984 sampai 2014 di rumah keluarga Sumampouw  yakni 
Benny Sumampouw, digaji sebesar Rp 500 ribu/bulan, yang sebenarnya 
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tidak layak lantaran Nisa bekerja  12 jam sehari. Nisa binti Muhima juga 
sering disiksa, dianiaya, serta distrika majikannya itu.198 
 Dalam penelitian penulis tidak menemukan kasus gugatan Pekerja 
Rumah Tangga terhadap Majikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial 
sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Akan tetapi, kasus-kasus yang tekait dengan Pekerja 
Rumah Tangga hanya dilakukan melalui : 
a) Gugatan perbuatan melawan hukum untuk perkara perdara 
perdata masih tunduk pada BW. 
b) Untuk perkara pidana tuntutan pidana tunduk pada ketentuan 
KUHP, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
ketentuan pidana lain. 
 Pasal 1 butir 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang 2002 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dirumuskan bahwa : 
Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan 
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh 
karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, 
                                               
198  Hariandialog.com, 23 February 2015, Mantan PRT Gugat Majikan 
Lantaran Sering Disiksa, Dianiaya dan Diseterika website internet : 
http://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3716:mant
an-prt-gugat-majikan-lantaran-sering-disiksa-dianiaya-dan-diseterika&catid=35:politik-a-
hukum&Itemid=2, diakses tanggal 24 Februari 2015. 
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perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan Tindak pidana 
ketenagakerjaan pada umumnya.  
 Kompetensi peradilan Hubungan Industrial ini adalah mengadili 
perselisihan dantara Buruh dengan Pengusaha, sedangkan majikan 
Pekerja Rumah Tangga disebut “Pemberi kerja” tidak dapat dikategorikan 
sebagai pengusaha. Perbedaan ini, secara yuridis memberikan batasan 
bahwa Pengadilan Hubungan Indutrial tidak memiliki kompetensi untuk 
mengadilai sengketa antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan.  
 
3. Prinsip-Prinsip Perjanjian  
a. Dasar Hukum Perjanjian pada Umumnya. 
 Hubungan hukum atau perikatan yang terjadi antara dua pihak dapat 
disebabkan karena perjanjian atau karena undang-undang. Hal ini dapat 
dilihat dalam Pasal 1233 BW yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan 
dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.  
 Hubungan hukum yang yang terjadi antara pemberi kerja/majikan 
dengan pekerja rumah tangga bukan perikatan yang lahir karena undang-
undang, tapi lahir karena perjanjian sehingga perlu dipahami  perjanjian 
secara umum dan perjanjian kerja secara khusus. 
 Terjadinya perjanjian antara pemberi kerja/majikan dan pekerja 
rumah tangga dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (1) BW bahwa semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 
yang membuatnya.. 
 Pengertian autentik tentang perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 
1313 BW, yaitu : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 
satu orang atau lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih” 
 Di samping pengertian perjanjian berdasarkan rumusan yang 
dituangkan dalam Pasal 1313 BW tersebut, para sarjana juga memberikan 
komentar atas Pasal 1313 BW tersebut serta memberikan pengertian 
yang berbeda-beda tentang perjanjian. 
 Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa 
definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan di atas adalah tidak 
lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan 
hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas 
karena dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di 
dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga 
namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan 
tersendiri sehingga Buku III BW secara langsung tidak berlaku 
terhadapnya.199 
                                               
199 Mariam Darus Badrussaman, 2001, Aneka  Hukum Bisnis, Alumni Bandung 
hlm. 65  
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 Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Setiawan menyarankan 
kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :200 
1) perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu 
perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum; 
2)  menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” 
dalam Pasal 1313. 
3) Dengan demikian, rumusannya menjadi ; “Persetujuan adalah 
suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih 
mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya”. 
 Menurut Subekti201 bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di 
mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. 
 Berbeda dengan pengertian-pengertian tersebut di atas yang tidak 
menjelaskan tentang lapangan/objek hukum perjanjian, Yahya Harahap 
memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut:202 
“Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian : suatu 
hubungan hukum kekayaan /harta benda antara dua orang atau 
lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak atau lebih, yang 
memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi 
dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan 
prestasi”. 
 Selain pengertian di atas, menurut Satrio,203 kata “perjanjian” secara 
umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu 
                                               
200 Setiawan, R.1999, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Putra Abordin Bandung 
hlm. 9 
201 Subekti, 1990, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm. 1 
202  Yahya Harahap.1986. Segi-segi Hukum Perjanjian. Alumni. Bandung 
hlm.19 
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perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum  
sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, 
termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. 
Sedangkan dalam arti sempit perjanjian di sini hanya ditujukan dalam 
hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata seperti yang 
dimaksud Buku III BW. 
 Istilah hukum kontrak dan hukum perjanjian tidak ada perbedaan, 
sehingga antara keduanya memiliki makna yang sama. Pembagian antara 
hukum kontrak dan hukum perjanjiantidak dikenal dalam BW karena 
dalam BW hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan lahir dari 
undang-undang.Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa 
hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang salin 
berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.204  
 Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum di mana 
seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang saling berjanji 
mengenai suatu hal dalam lapangan hukum kekayaan, yang menimbulkan 
hak di satu pihak sekaligus kewajiban di pihak lain untuk memenuhi 
perjanjian tersebut berupa suatu prestasi yang mengikat para pihak yang 
melakukan perjanjian tersebut. 
 
                                                                                                                                 
203  Satrio. 1992. Hukum Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti Bandung hlm. 23 
204 Ahmadi Miru, 2013. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali 
Pers, hlm. 1 
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b. Syarat sahnya perjanjian   
 Sahnya suatu perjanjian maka harus memenuhi beberapa syarat. 
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1320 BW, yaitu sebagai berikut : 
 Unsur-unsur sahnya perjanjian-perjanjian adalah diperlukan empat 
syarat secara kumulatif yaitu : 
1) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya ; 
2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; 
3) suatu hal tertentu; 
4) suatu sebab yang halal 
 Keempat syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 1320 BW, secara garis besar dapat dibagi dalam 
dua bagian, yaitu syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif dan 
syarat ketiga keempat disebut syarat objektif. 
 Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena syarat 
tersebut menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian  (subjek 
perjanjian), sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif 
karena menyangkut objek perjanjian. 
 Syarat subjektif pertama dalam syarat sahnya perjanjian yaitu 
tentang adanya kata sepakat (kesepakatan) bagi mereka yang 
mengikatkan dirinya, dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang terlibat 
dalam perjanjian harus sepakat, setuju, seia sekata, mengenai isi 
 122 
perjanjian. Jadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya harus 
terjadi kesepakatan atau persesuaian kehendak secara timbal balik. 
 Para pihak yang mencapai kesepakatan sebagaimana disebutkan di 
atas adalah pihak yang harus cakap menurut hukum. Undang-undang 
hanya menyebutkan siapa-siapa yang tidak cakap menurut hukum atau 
tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Hal ini desebabkan karena 
pada asasnya setiap orang yang telah dewasa atau akilbalig dan sehat 
pikirannya adalah cakap menurut hukum205 
 Orang-orang yang yang dianggap tidak cakap menurut hukum dapat 
dilihat pada Pasal 1330 BW sebagai berikut : 
 Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah : 
1) orang yang belum dewasa 
2) mereka yang ditaruh dibawah pengampuan 
3) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah 
melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. 
 Walaupun berdasarkan Pasal 1330 BW menentukan tiga golongan 
yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, namun 
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun !963 
tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua 
Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata bahwa Mahkamah Agung 
menganggap pasal 108 dan Pasal 110 BW tentang wewenang seorang 
                                               
205  Ibid. hlm. 17 
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istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan 
pengadilan tanpa izin dari suaminya,adalah perbuatan yang tidak adil. 
Dengan demikian sejak tahun 1963 hanya dua golongan yang dianggap 
tidak cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian, yaitu orang yang 
belum dewasa dan orang ditaruh dibawah pengampuan. 
 Syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian adalah syarat objektif 
pertama adalah mengenai suatu hal tertentu. Hal ini dimaksudkan bahwa 
setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, objeknya harus jelas 
sehingga para pihak dapat mengetahui dengan pasti apa yang menjadi 
hak dan kewajibannya yang esensial. 
 Di samping objeknya harus jelas (mengenai suatu hal tertentu), 
syarat objektif kedua suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Hal 
ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian (isi perjanjian) tidak boleh 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum206 
c.  Hak dan kewajiban para pihak 
         Perjanjian antara Pemberi kerja/majikan dengan pekerja rumah 
tangga tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian timbal balik lainnya, 
yaitu melahirkan hak dan kewajiban para pihak. 
 Hak dan kewajiban para pihak ini lahir dari bagian inti suatu 
perjanjian maupun bukan bagian inti. Bagian inti suatu perjanjian disebut 
                                               
206  Ibid. hlm. 31 
 124 
unsur esensalia, sedangkan bagian yang bukan bagian inti disebut unsur 
naturalia dan unsur aksedentalia. 
 Secara khusus kewajiban buruh/pekerja yang diatur dalam Pasal 
1603, Pasal 1603a, Pasal 1603b dan Pasal 1603c BW pada prinsipnya 
disimpulkan sebagai berikut : 
1) Buruh wajib melakukan pekerjaan. akan tetapi karena alasan-
alasan tertentu, ketentuan tersebut bisa dikesampingkan yaitu 
adanya alasan sepengetahuan dan ijin dari majikan sebelumnya 
2) Buruh wajib menaati aturan dan petunjuk dari majikan 
3) Kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda; jika si pekerja 
atau buruh dalam melakukan pekerjaannya, akibat kesengajaan 
atau kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, 
atau lain kejadian yang sifatnya tidak menguntungkan majikan, 
maka atas risiko yang timbul menjadi tanggung jawab si pekerja 
 Sedangkan kewajiban dari pihak majikan adalah :207 
1) Wajib untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, yang dalam 
keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, 
dan harus bertindak sebijaksana mungkin. 
2) Kewajiban untuk memberikan istirahat tahunan 
3) Kewajiban mengurus perawatan dan pengobatan 
                                               
207 Djumadi 2004. Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja, PT. RajaGrafindo 
Persada, Jakarta,  hlm. 49 
 125 
4) Kewajiban memberikan surat keterangan 
5) Kewajiban untuk memperlakukan sama antara pekerja pria dan 
wanita 
6) Kewajiban membayar upah 
d. Akibat-akibat Perjanjian 
 Berkaitan dengan akibat adanya perjanjian, maka di dalamnya 
mengandung pemenuhan kewajiban. Pemenuhan kewajiban yang harus 
ditunaikan para pihak itulah yang disebut prestasi. Dalam BW Pasal 1234 
Prestasi adalah kewajiban untuk : 
1) memberi sesuatu,atau; 
2) mengerjakan sesuatu, atau; 
3) tidak mengerjakan sesuatu. 
 Berdasarkan prinsip dari Pasal 1234 BW di atas, bila terjadi 
pemenuhan prestasi oleh para, pihak maka akibatnya tidak menimbulkan 
masalah. 
 Akan tetapi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak 
selamanya melaksanakan sebagaimana mestinya tentang apa yang telah 
diperjanjikan. Kelalaian untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan 
ini disebut juga dengan wanprestasi. 
 Wanprestasi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam 
perjanjian dapat terjadi baik karena tidak melakukan apa yang seharusnya 
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dilakukan atau berbuat /melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh 
dilakukan sesuai dengan perjanjian. 
 Secara rinci wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) debitur dapat 
berupa empat macam208  yaitu : 
1) tidak melakukan apa yang disanggupinya untuk dilakukan. 
2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan. 
3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 
4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya. 
e. Prinsip-Prinsip Perjanjian Kerja 
1).  Perjanjian kerja pada umumnya  
 Di dalam sejarah ketenagakerjaan hubungan kerja yang terjadi 
antara pemberi kerja dan penerima kerja diawali dengan masa 
perbudakan yang juga pernah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. 
Dalam perbudakan unsur pemberi dan penerima/pelaksana kerja 
terpenuhi, karena budak adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan 
atas perintah/permintaan pemilik budak. Meskipun terjadi hubungan kerja 
yang melibatkan pemberi kerja dan penerima kerja tetapi hubungan itu 
tidak menimbulkan hak dan kewajiban. Seorang budak sama sekali tidak 
memiliki hak karena yang berkuasa secara penuh adalah pemilik budak. 
                                               
208  Subekti  op.cit. hlm. 45 
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Kalaupun pemilik budak memberikan hal-hal tertentu pemondokan atau 
diberi makan itu dianggap bukan sebagai kewajiban tetapi hanya 
merupakan kemurahan hati sang pemilik budak. Karena seorang budak 
tidak memiliki hak sama sekali maka hubungan kerja dengan cara 
perbudakan adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.209  
 Setelah diuraikan tentang perjanjian secara umum dan sejarah 
ketenagakerjaan, maka pada bagian ini akan diuraikan tentang perjanjian 
kerja. Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-undang No 13 Tahun 2003 
dinyatakan Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 
hak, dan kewajiban para pihak. Kemudian dalam Pasal 1 Angka 15 UU 
Nomor 13 Tahun 2013 disebutkan bahwa Hubungan Kerja adalah 
hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan 
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. 
 Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian 
kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur pekerjaan, 
upah, dan perintah, sehingga perjanjian kerja harus memenuhi 3 (tiga) 
unsur, yaitu:210 
a) Ada orang di bawah Pimpinan Orang Lain, adanya unsur perintah 
menimbulkan adanya pimpinan orang lain dalam perjanjian kerja, unsur 
perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya 
                                               
209  Asri Wijayanti, 2009, Op.cit, hlm. 18 
210  F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7 
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perintah, hal ini bukanlah perjanjian kerja. Adanya unsur perintah dalam 
perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidaklah sama, yaitu 
pihak yang satu kedudukannya di atas (pihak yang memerintah), 
sedang pihak lain kedudukannya di bawah (pihak yang diperintah. 
Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan sub ordinasi. 
b) Penunaian Kerja; maksudnya melakukan pekerjaan, tidak memakai 
istilah melakukan pekerjaan sebab istilah tersebut mempunyai arti 
ganda, dapat berarti persewaan tenaga kerja atau penunaian kerja. 
Dalam persewaan tenaga kerja, yang tersangkut dalam kerja adalah 
tenaga manusia, sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari 
sudut ekonomis, sedangkan penunaian kerja, yang tersangkut dalam 
kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi 
dipandang dari sudut sosial ekonomi. 
c) Adanya Upah; Upah berdasarkan Pasal 1 Angka 30 Undang-undang 
Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau 
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu perjanjian kerja,kesepakatan atau perturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya 
atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
 Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat 
secara tertulis yang ditandatangani kedua pihak atau dilakukan secara 
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lisan. Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara tertulis maka harus dibuat 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.211 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 secara umum perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-
kurangnya memuat : 
a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b) nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; 
c) jabatan atau jenis pekerjaan; 
d) tempat pekerjaan; 
e) besarnya upah dan cara pembayaran 
f) syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pekerja dan 
pengusaha; 
g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 
i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja 
 Sedangkan suatu Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan 
beberapa syarat yaitu :212 
a) Kesepakatan kedua belah pihak; 
b) Kemampuan atau kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum 
c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
                                               
211 Maimun, 2004. Hukum Ketenagakerjaan, Suatu Pengantar. P.T Pradnya 
Bandung, hlm.37 
212  Ibid, hlm. .37 
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d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan. 
 Secara umum syarat perjanjian kerja tersebut sama dengan syarat 
sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW. 
 Dasar yang pertama pekerja/pengusaha dalam membuat suatu 
perjanjian kerja harus memiliki kemauan yang bebas dalam mengikatkan 
diri dalam perjanjian kerja. 
 Dasar yang kedua untuk membuat suatu perjanjian kerja bahwa 
antara pekerja maupun pengusaha cakap untuk melakukan perbuatan 
hukum. Pada dasarnya setiap orang dianggap mampu dan cakap untuk 
melakukan suatu pekerjaan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 
Bagi pekerja anak yang oleh undang-undang dinyatakan belum cakap 
melakukan perbuatan hukum maka yang menandatangani perjanjian 
kerjanya adalah orang \tua atau walinya. 
 Dasar yang ketiga dan keempat merupakan syarat yang berkaitan 
dengan objek yang diperjanjikan, yaitu ada pekerjaan yang diperjanjikan 
dan pekerjaan itu tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku, 
ketertiban umum dan kesusilaan. Suatu perjanjian kerja tidak dapat ditarik 
kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Namun jika 
dikaitkan dengan asas hukum perburuhan, yaitu memberikan 
perlindungan kepada buruh, maka kebatalan tidaklah tepat, karena jika 
ada klausula perjanjian kerja yang bertentangan dengan undang-undang 
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(berarti kausa tidak halal), maka tidak secara otomatis perjanjian kerja 
tersebut batal. Jika kebatalan merugikan buruh, misalnya mengurangi hak-
hak buruh, atau bahkan meniadakan hak-hak buruh, atau menambah 
kewajiban, sedangkan pengurangan atau peniadaan hak-hak buruh, atau 
penambahan beban bertentangan dengan undang-undang, maka cukup 
klausula yang bertentangan dengan undang-undang itu saja yang batal. 
Hal ini lebih konstruktif menurut hukum daripada kebatalan perjanjian 
kerja.213 
f. Macam dan Bentuk Perjanjian Kerja   
 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 diatur bahwa suatu perjanjian kerja dibuat untuk waktu 
tertentu atau untuk waktu yang tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu didasarkan atas: 
a) jangka waktu; atau 
b) selesainya suatu pekerjaan tertentu. 
 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis 
dalam huruf latin dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kewajiban 
menuangkan perjanjian kerja jenis ini kedalam bentuk tertulis adalah untuk 
melindungi salah satu pihak apabila ada tuntutan dari pihak lainnya 
setelah selesainya perjanjian kerja. Bukan tidak mungkin salah satu pihak 
menuntut tetap berlakunya perjanjian kerja, sehingga hubungan kerja 
berubah menjadi hubungan kerja untuk waktu tidak tertentu. 
                                               
213   Abdul R. Budiono, 2011. Hukum Perburuhan PT Indeks, Jakarta, hlm. 34 
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 Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu 
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 
diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Paling 
lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja jangka waktu tertentu 
tersebut berakhir, pengusaha wajib memberitahukan maksudnya untuk 
memperpanjang jangka waktu perjanjian kepada pekerja/buruh. 
 Ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kerja waktu tertentu 
sebagaimana diuraikan tersebut di atas apabila tidak dipenuhi maka demi 
hukum perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat 
mensyaratkan masa percobaan kerja, dan dalam masa percobaan kerja 
pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum yang 
berlaku:214 
 Undang-undang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa perjanjian 
kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Undang-undang memberikan 
kebebasan kepada para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian yang 
dikehendakinya, tetapi sesungguhnya prinsip yang dianut adalah prinsip 
tertulis. Perjanjian kerja dalam bentuk lisan dapat ditoleransi karena 
kondisi masyarakat yang beragam. Pasal 51 ayat (2) menentukan bahwa 
perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini 
memberikan kemungkinan bahwa untuk perjanjian kerja tertentu dapat 
                                               
214 Ibid. hlm. 20 
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disyaratkan bentuk tertulis. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan dalam 
bentuk tertulis di antaranya adalah : 
a) perjanjian kerja waktu tertentu (Pasal 57 ayat 1) 
b) antar kerja antar daerah 
c) antar kerja antar negara 
d) perjanjian kerja laut. 
 Sebagai perbandingan, BW tidak mensyaratkan bentuk tertulis untuk 
perjanjian kerja. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1601 d, yaitu: Apabila 
suatu persetujuan perburuhan dibuat secara tertulis, maka biaya akta 
serta lain-lain biaya tambahan harus dipikul majikan. 
 Berdasarkan uraian tersebut di atas, hubungan antara pemberi 
kerja/majikan dengan pekerja rumah tangga, dalam hubungan 
berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak memang berdasar pada 
perjanjian, sedangkan dari uraian tentang hubungan antara pemberi 
kerja/majikan dengan pekerja rumah tangga hubungan antara kedua pihak 
tersebut tampaknya tidaklah sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana 
dalam  undang-undang ketenagakerjaan meskipun undang-undang ini 
menetapkan hak-hak standar bagi pekerja, yang dirumuskan dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan“seseorang yang bekerja dan 
mendapatkan upah atau bentuk pengupahan lainnya” ini semestinya 
mencakup pekerja rumah tangga, namun interpretasi tentang undang-




 Istilah kontrak sering disebut dengan istilah “perjanjian” sebagai 
terjemahan dari “agreement” dalam bahasa Inggris, dalam bahasa 
Belanda disebut “overeenkomst”, dan Istilah lain yang sepadan dengan 
kontrak adalah “transaksi” yang merupakan terjemahan dari 
“transaction”.215 
 Menurut Black’s law dictionary yang dimaksud kontrak adalah “an 
agreement between two or more parties creating obligations that are 
enforceable or otherwise recognizable at law.216 (suatu kesepakatan yang 
di perjanjikan (Promissory agreement) di antara 2 (dua) atau lebih pihak 
yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan 
hukum)  
 Perbedaan kontrak menurut sistem hukum common law dengan 
kontrak menurut sistem hukum civil law dapat digambarkan di bawah ini : 
a). Common law 
 Pembuatan kontrak dalam sistem common law, para pihak memiliki 
kebebasan untuk menyepakati persyaratan yang diinginkan, sepanjang 
persyaratan tersebut tidak melanggar kebijakan publik ataupun melakukan 
tindakan yang melanggar hukum. Jika ada persyaratan tertentu yang tidak 
                                               
215 lihat Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, menata bisnis Modern di 
era global, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal : 9. Munir Fuady menambahkan bahwa 
istilah kontrak yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “contract” merupakan 
istilah paling modern, paling luas dan paling lazim digunakan termasuk dalam dunia 
bisnis. 
216 Bryan A. Garner, 1999, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul. 
Minn. West Publishing, Company. hlm. 318 
 135 
tercakup, hak dan kewajiban yang wajar akan diterapkan diambil dari 
ketetapan hukum yang ada atau praktek bisnis yang biasa dijalankan oleh 
para pihak atau industri. Biasanya kerugian di ukur dengan lost benefit of 
the bargain  manfaat/keuntunganyang harus di dapat yang hilang). 217 
 Peraturan ini memberi kesempatan kepada satu pihak untuk 
menggugat kerugian sejumlah manfaat yang bisa dibuktikan yang akan 
diperoleh pihak tersebut jika pihak lain tidak melanggar kontrak. Di 
kebanyakan jurisdiksi, salah satu pihak diminta untuk membayar ganti rugi 
akibat pelanggaran, yang dikenal sebagai konsekuensi kerugian.218 
 Kontrak menurut sistem hukum common law, memiliki unsur sebagai 
berikut :219 
(1) Bargain 
 Bargain menurut Black’s Law Dictionary adalah “An agreement 
between parties for the exchange of promises or performance.”220 
(kesepakatan antara pihak untuk pertukaran janji atau kinerja). Unsur 
bargain dalam kontrak common law dapat memiliki sifat memaksa. 
Pemikiran mengenai bargain, dalam hubungannya dengan konsep 
penawaran (offer) dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah perjanjian 
                                               
217 lihat Judhix's Blog, 2 Nopember 2009, hukum kontrak internasional 
perbedaan common law dan civil law common law dan civil law, website internet : 
http://judhix.wordpress.com/, diakses pada tanggal 10 Desember 2011. 
218 Ibid. 
219 Viktor Purba, opcit. Dikutip dari buku Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz, 
1988, Business Law Teory, St. Paul. Minn. West Publishing, Company. hlm. 5. Bahwa 
“common law is the that body of law developed from costum or judicial desicions in 
English and American Court, not attributable to a legislature”. 
220 Bryan A. Garner, opcit, hlm. 143 
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dan merupakan sumber dari hak yang timbul dari suatu kontrak.221 
Penawaran dalam konteks ini tidak lebih adalah sebuah transaksi di mana 
para pihak setuju untuk melakukan pertukaran barang-barang, tindakan-
tindakan, atau janji-janji antara satu pihak dengan pihak yang lain. Oleh 
karena itu, ukuran dari pengadilan terhadap perjanjian tersebut dilakukan 
berdasarkan penyatuan pemikiran dari para pihak, ditambah dengan 
sumber dari kewajiban para pihak, dan kemudian memandang ke arah 
manifestasi eksternal dari pelaksanaan perjanjian tersebut. Pengertian 
penawaran merupakan suatu kunci yang digunakan untuk lebih mengerti 
tentang penerapan aturan-aturan common law mengenai kontrak.222 
 Common Law system membedakan secara nyata mengenai 
mekanisme bargaining, kapan dianggap offer atau suatu ajakan untuk 
melakukan negosiasi (attempt to negotiate). Hal-hal yang berkaitan 
dengan penawaran secara obyektif, dapat dengan jelas terlihat dalam 
peraturan yang berhubungan dengan perjanjian (agreement), 
pertimbangan (consideration) dan kesalahan (mistake).223  
(2)  Agreement 
 Agreement menurut Black’s Law Dictionary adalah “A mutual 
understanding between two or more persons about their relative rights and 
duties regarding past or future performance”.224 (saling pengertian antara 
                                               
221 Viktor Purba, opcit, hlm : 34 dikutip dari Allan E. Farnsworth dalam bukunya 
yang berjudul “contract” (Boston : Little, Brown & company, 1982). 
222 Ibid, hlm : 34. 
223 Ibid, hlm : 35. 
224 Bryan A. Garner, opcit, p. 67 
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dua atau lebih orang tentang hak-hak dan kewajiban relatif mereka 
tentang kinerja masa lalu atau masa depan). 
 Suatu proses transaksi yang biasa disebut dengan istilah offer and 
acceptance, yang ketika diterima oleh pihak lainnya akan memberikan 
akibat hukum dalam kontrak. Dalam perjanjian sering ditemukan, di mana 
satu pihak tidak dapat menyusun fakta-fakta ke dalam suatu offer yang 
dibuat oleh pihak lainnya yang telah diterima sebagai acceptance oleh 
pihak tersebut. Karena penawaran dan penerimaan adalah hal yang 
fundamental, maka dalam sistem common law, sangat diragukan apakah 
suatu pertukaran offer (cross-offer) itu dapat dianggap sebagai kontrak.225  
 Menurut common Law System offer bersifat revocable (dapat ditarik 
kembali), meskipun secara tertulis dinyatakan bahwa offer tersebut 
bersifat irrevocable, kecuali sudah diperjanjikan sebelumnya bahwa para 
pihak tidak akan menarik kembali offer tersebut.226 Berdasarkan sistem 
common law, pada saat suatu kontrak dibuat, saat itulah hak dan 
kewajiban para pihak muncul, hal yang demikian itu diatur dalam statute. 
Karena bisa saja terjadi suatu kontrak yang dibuat berdasarkan keinginan 
dari para pihak dan pada saat yang sama juga kontrak tersebut tidak ada. 
Hal ini disebabkan karena aturan mengenai acceptance dan revocation ini 
memiliki akibat-akibat yang berbeda pada setiap pihak.227 
                                               
225 Viktor Purba, opcit, hlm : 35-36 dikutip dari Roger LeRoy Miller., Gaylord A. 
Jentz, 1988, Busness Law Today (St. Paul, Mn, West Publishing Company, p. 5). 
226 Ibid, hlm: 36. 
227 Ibid, hlm: 37. 
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(3) Consideration 
 Dasar hukum yang terdapat dalam suatu kontrak adalah adanya 
unsur penawaran yang kalau sudah diterima, menjadi bersifat memaksa, 
bukan karena adanya janji-janji yang dibuat oleh para pihak. Aturan dalam 
sistem common law tidak akan memaksakan berlakunya suatu janji demi 
kepentingan salah satu pihak kecuali ia telah memberikan sesuatu yang 
mempunyai nilai hukum sebagai imbalan untuk perbuatan janji tersebut. 
Hukum tidak membuat persyaratan dalam hal adanya suatu kesamaan 
nilaiyang adil. Prasyarat atas kemampuan memaksa ini dikenal dengan 
istilah consideration. Consideration adalah isyarat, tanda dan merupakan 
simbol dari suatu penawaran.228  
(4) Capacity 
 Kemampuan (capacity) termasuk sebagai syarat tentang, apakah 
para pihak yang masuk dalam perjanjian memiliki kekuasaan. Suatu 
kontrak yang dibuat tanpa adanya kekuasaan untuk melakukan hal 
tersebut dianggap tidak berlaku. Contoh : jika kontrak dilakukan oleh 
individu yang belum dewasa, walaupun transaksi dilakukan oleh melalui 
orang lain yang telah dewasa, dan dokumennya disahkan oleh notaris. 
Dalam kasus ini pengadilan menerapkan secara tegas dan kaku 
ketentuan umur untuk seseorang dapat melakukan perbuatan hukum. 
Walaupun jual beli akhirnya dilakukan oleh orang dewasa, namun fakta 
                                               
228 Ibid, hlm: 36. Dikutip dari Tidak ada definisi dan penjelasan yang 
memuaskan dari sistem common law mengenai konsep ini. Hal demikian ini telah di 
mengerti atas dasar pengalaman. 
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menunjukkan ternyata hal tersebut dilakukan dengan sengaja untuk 
melanggar ketentuan kontrak, akhirnya pengadilan dapat membatalkan 
ketentuan kontrak tersebut. 
b). Civil law 
 Kebanyakan negara yang tidak menerapkan common law, memiliki 
sistem civil law yang ditandai dengan kumpulan perundang-undangan 
yang menyeluruh dan sistematis, yang dikenal sebagai hukum yang 
mengatur hampir semua aspek kehidupan.229 Di banyak hukum dalam 
sistem civil law tidak tersedia peraturan untuk menghitung kerugian karena 
pelanggaran kontrak. Standar mengenai penghitungan kerugian ini masih 
tetap belum jelas di banyak negara dengan civil law. Meskipun demikian 
pengadilan di negara-negara ini cenderung memutuskan untuk 
menghukum pihak yang salah tidak dengan uang, tetapi dengan 
pelaksanaan tindakan kontrak tertentu.230 
 Keputusan pengadilan ini mengisyaratkan salah satu pihak untuk 
menjalankan tindakan tertentu yang dimandatkan oleh pengadilan, seperti 
mengembalikan hak milik atau mengembalikan pembayaran. Banyak 
                                               
229 Judhix's Blog, opcit. Erman Rajagukguk berpendapat bahwa meskipun teori 
mengatakan bahwa civil law berpusat pada undang-undang dan peraturan sebagai pusat 
utama dari civil law, atau dianggap sebagai jantung civil law. namun dalam 
perkembangannya civil law juga telah menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber 
hukum. Erman Rajagukguk, 2001, Arbitrase dalam Pengadilan, Chandra Pratama, 
Jakarta, hlm: 44-45. 
230 Ibid. 
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sistem dari civil law memiliki mekanisme penegakan dan pamantauan 
agar penegakan bisa dijalankan secara efektif. 231  
 Ada 4 (empat) unsur kontrak dalam civil law sistem yaitu sebagai 
berikut : 
(1) Kapasitas Para Pihak 
 Kebebasan kehendak sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau 
kemampuan seseorang yang terlibat dalam perjanjian. Kemampuan ini 
sangat menentukan untuk melakukan perjanjian sebagaimana diatur 
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas yang 
dimaksudkan dalam civil law antara lain ditentukan individu menurut umur 
seseorang. Di Indonesia, Philipina, dan Jepang yang dianggap telah 
mempunyai kapasitas untuk melakukan suatu kontrak harus telah berumur 
21 tahun.232 Civil Code Perancis yang merefleksikan pemikiran modern, 
menyatakan bahwa kehendak individu yang bebas adalah sumber dari 
sistem hukum, yang meliputi hak dan kewajiban. Namun kebebasan 
kehendak ini harus sesuai dengan hukum tertulis, yaitu hukum perdata.233 
 Di Indonesia, Jepang, Iran dan Philipina, di mana perusahaan 
sebagai subjek hukum dapat melakukan kontrak melalui pengurus 
perusahaan. Di Indonesia pengurus perusahaan terdiri dari anggota 
                                               
231 Ibid. 
232 Viktor Purba, opcit, hal : 42. Dikutip dari David E. Allan (ed), 1969, Asian 
Contract Law a Survey of Current Problems, Melbourne University Press, Melbourne, 
hlm. 59 
233 Ibid, hal : 42. Dikutip dari Piter G. Stein, 1992, “Roman Law, Common Law, 
and Civil Law, Tulane Law Review, Vol. 66, hlm.1594. 
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direksi dan komisaris. Dalam melakukan kegiatannya, maka anggota 
direksi harus memenuhi ketentuan anggaran dasar perusahaan dan 
peraturan perundang-undangan, yang memberikan kepadanya kapasitas 
dalam melakukan penandatanganan kontrak dan tindakan hukum lainnya. 
Hal inilah yang dikatakan dalam civil law merupakan the code granted 
them full capacity. 234 
 Di dalam Pasal 1320 BW dirumuskan tentang syarat sah subjektif 
yaitu, wewenang berbuat oleh orang-orang sebagai berikut : 
(a) Orang yang sudah dewasa 
(b) Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan 
(c) Wanita yang bersuami 
(d) Orang yang tidak dilarang oleh Undang-undang untuk melakukan 
perbuatan tertentu. 
 Konsekwensi yuridis dari tidak dipenuhinya salah satu dari syarat 
subjektif ini adalah bahwa kontrak tersebut “dapat dibatalkan” (voidable, 
vernietigebaar) oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila 
tindakan pembatalan tersebut tidak dilaksanakan, maka kontrak tetap 
terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. 235 
(2) Kebebasan Kehendak Dasar Dari Kesepakatan 
                                               
234 Ibid, hlm : 42-43 
235 Munir Fuady, 2002, opcit, hlm : 16. 
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 Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) merupakan 
konsekwensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. 
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa 
para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat 
atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk 
mengatur sendiri isi kontrak tersebut.236 
 Kebebasan kehendak yang menjadi dasar suatu kesepakatan, agar 
dianggap berlaku efektif harus tidak dipengaruhi oleh paksaan (dures), 
kesalahan (mistake), dan penipuan (fraud). Berkenaan dengan kebebasan 
kehendak, pengadilan di Perancis menerapkan ketentuan civil code 
sangat kaku, yaitu tidak boleh merugikan pihak lain. Dalam kenyataan 
sehari-hari, walaupun yang dianggap mampu melaksanakan kebebasan 
kehendak ada pada orang yang sudah dewasa, namun diantara mereka 
tidak boleh membuat kebebasan kehendak, yang dapat merugikan pihak 
lain.237 
 Kesepakatan di antara para pihak menjadi dasar terjadinya 
perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) BW menentukan bahwa perjanjian atau 
kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat 
dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan 
petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme. 
Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa 
                                               
236 Ibid, hlm : 12. 
237 Viktor Purba, opcit, hlm : 43. 
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kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh 
sepakat pihak lainnya. 238 
(3) Subjek yang pasti 
 Merujuk pada kesepakatan, terdapat dua syarat di hadapan juristic 
act, suatu perjanjian dapat diubah menjadi efektif yaitu harus dengan ada 
antara lain suatu subyek yang pasti. Sesuatu yang pasti tersebut, dapat 
berupa hak-hak, pelayanan (jasa), barang-barang yang ada atau akan 
masuk keberadaannya, selama mereka dapat menentukan. Para pihak, 
jika perjanjian telah terbentuk tidak mungkin untuk melakukan prestasi, 
maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.239 
(4) Suatu sebab yang diijinkan (A Premissible Cause) 
 Syarat causa yang dibolehkan yang dimaksudkan adalah bahwa 
suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai 
hukum yang berlaku. Suatu sebab yang halal merupakan salah satu 
syarat berlakunya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 ayat 4 
jo 1337 BW menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat 
perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh Undang-Undang 
atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan 
ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh 
Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan 
dengan undang-undang adalah tidak sah. 
                                               
238 Judhix's Blog, opcit. 
239 Ibid, hlm : 46. 
 144 
g. Quasi Kontrak dan Doktrin Unjust enrichment 
1). Kuasi Kontrak (Quasi Contract/Restitution) 
 Secara faktual hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dan 
majikan di Indonesia, khususnya di pedesaan atau di luar kota besar 
masih menunjukkan fenomena tanpa surat perjanjian atau perikatan. 
Bahkan dalam beberapa kasus, hubungan hukum tersebut terjadi dengan 
sendirinya, tidak jelas kapan mulai sepakat dan kapan mulai bekerja, 
tetapi berjalan alami dengan sendirinya. Fenomena seperti ini, jika terjadi 
perselisihan antara pekerja rumah tangga dengan majikan dengan 
menggunakan BW sebagai mekanismenya, maka akan ditemui kesulitan 
dalam penerapannya. 
 Fenomena sebagaimana digambarkan di atas, mirip dengan 
fenomena Quasi kontrak yang banyak dilakukan di Negara-negara yang 
menganut sistem hukum common law. Quasi kontrak (kontrak tersamar) 
yang terjadi di Negara-negara common law tersebut diakui sebagai bentuk 
kontrak yang sah. Akan tetapi, fenomena tersebut banyak terjadi di 
Indonesia, namun apakah diakui sebagai bentuk kontrak yang sah atau 
tidak perlu dikaji lebih lanjut. 
 Black Law Dictionary memberikan definisi tentang Quasi Contract 
sebagai : An obligation which law creates in absence of agreement; it is 
invoked by courts where there is unjust enrichment (Kwasi Kontrak adalah 
suatu kewajiban yang berdasarkan hukum dan tanpa adanya 
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kesepakatan; hal ini diakui oleh pengadilan bila terjadi pemupukan 
kekayaan secara tidak adil). 
 Quasi kontrak adalah : “a contract that exists by order of a court, not by 
agreement of the parties. Courts create quasi contracts to avoid the unjust 
enrichment of a party in a dispute over payment for a good or service.240  
Terjemahan lepasnya sebagai sebagai berikut yaitu :  kontrak yang ada atas 
perintah pengadilan, bukan dengan kesepakatan para pihak. Pengadilan 
membuat kuasi kontrak untuk menghindari unjust enrichment (memperkaya 
dirinya secara tidak adil) dari pihak dalam sengketa pembayaran untuk barang 
atau jasa.  
“A quasi-contract (or implied-in-law contract) is a fictional contract 
created by courts for equitable, not contractual purposes. A quasi-
contract is not an actual contract, but is a legal substitute for a 
contract formed to impose equity between two parties. The concept 
of a quasi-contract is that of a contract that should have been 
formed, even though in actuality it was not. It is used when a court 
finds it appropriate to create an obligation upon a non-contracting 
party to avoid injustice and to ensure fairness. It is invoked in 
circumstances of unjust enrichment, and is connected with the 
concept of restitution.241  
 Terjemahan lepasnya sebagai sebagai berikut yaitu:  Sebuah kuasi-
kontrak (atau tersirat-dalam-hukum kontrak) adalah kontrak fiksi yang 
diciptakan oleh pengadilan untuk keadilan, bukan tujuan kontrak. Sebuah 
kuasi-kontrak adalah bukan merupakan kontrak yang sebenarnya, tetapi 
adalah pengganti hukum bagi kontrak yang dibentuk untuk memaksakan 
                                               
240  Legal dictionary, Quasi contract, website internet : http://legal-
dictionary.thefreedictionary.com, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
241  Wikipedia, the free encyclopedia, Quasi contract, website internet : 
http://en.wikipedia.org, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
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ekuitas antara dua pihak. Konsep kuasi-kontrak adalah bahwa kontrak 
yang seharusnya telah dibentuk, meskipun dalam kenyataannya tidak. Hal 
ini digunakan ketika pengadilan menemukan hal yang tepat untuk 
menciptakan kewajiban pada pihak non-kontrak untuk menghindari 
ketidakadilan dan untuk menjamin keadilan. Hal ini kenal juga sebagai 
unjust enrichment, dan dihubungkan dengan konsep restitusi. 
 Di dalam sistem common law, perikatan dalam bentuk Quasi 
Contract diakui oleh Hakim atau Pengadilan meskipun perikatan ini bukan 
berdasarkan perjanjian. Jadi perjanjian ini pasti bersumber dari hukum, 
baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Persoalan 
dasar hukum dari adanya perikatan dalam Quasi Contract tidak pernah 
dipermasalahkan atau tidak pernah dibahas sehingga dapat 
membingungkan bagi ahli hukum dari civil law (dan juga sebenarnya bagi 
ahli hukum dari common law sendiri). Perikatan dalam Quasi Contract ini 
dapat digunakan untuk mendapatkan penggantian kerugian yang terjadi 
dalam suatu perjanjian yang tidak mengikat. Dalam sistem common law 
sumber perikatan yang berasal dari Quasi Contract ini adalah suatu 
hukum yang tidak tertulis yang berupa suatu asas hukum atau tenet law 
yang terkenal dengan sebutan Unjust Enrichment Doctrine doktrin 
memperkaya secara tidak adil.  
 Teori kontrak quasi (pura-pura). Disebut juga quasi contract atau 
implied in law, dalam hal tertentu apabila dipenuhi syarat-syarat tertentu, 
maka hukum dapat dianggap adanya kontrak diantara para pihak dengan 
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berbagai konsekwensinya, sungguhpun dalam kenyataannya kontrak 
tersebut tidak pernah ada 
 Kuasi Kontrak atau the law of god samariten dalam BW Seperti telah 
dijelaskan di atas, bahwa Quasi contract ini dikenal dalam sistem common 
law, perikatan dalam bentuk Quasi Contract diakui oleh Hakim atau 
Pengadilan meskipun perikatan ini bukan berdasarkan perjanjian. Istilah 
kuasi kontrak (Quasi Contract/ Restitution) atau biasa juga disebut dengan 
kontrak tersamar (implied contract) tidak ditemukan dalam BW. 
 Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1233 BW, bahwa perikatan lahir 
karena perjanjian atau Undang-Undang. Sedangkan perikatan dalam 
quasi contract yang dikenal dalam sistem common law adalah suatu 
hukum yang tidak tertulis berupa asas hukum atau tener law yang dikenal 
dengan sebutan unjust enrichment doctrine (Doktrin memperkaya secara 
tidak adil). 
 Pada dasarnya Quasi contract tidak diatur dalam BW dan bahwa 
suatu perjanjian sah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW. Syarat 
mengenai sepakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW 
tersebut, tidak selalu harus dibuat secara tegas tertulis, tetapi dengan 
dilakukannya syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu kontrak dapat 
mengakibatkan timbulnya kewajiban dari pihak lain untuk memenuhi hak 
orang yang telah melaksanakan syarat-syarat tersebut. 
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 Meskipun demikian, menurut Munir Fuadi242 bahwa : Tidak semua 
kontrak dapat terlihat dengan jelas adanya kata sepakat. Namun, sampai 
batas-batas tertentu bahkan suatu kontrak dianggap sudah terbentuk, 
sungguh pun kesepakatan atau kehendak-kesepakatan belum ada. Jenis 
kontrak ini yang disebut dengan” kontrak tersamar” (implied contract, 
quast contract). Kontrak tersamar ini diketemukan baik dalam tradisi 
hukum eropa kontinental, maupun dalam tradisi hukum anglo saxon. 
 Di dalam BW tidak dijelaskan secara tegas mengenai definisi 
“perikatan”. Di dalam ketentuan Pasal 1233 BW hanya dirumuskan bahwa 
perikatan selain dari Undang-undang, perikatan juga dapat lahir dari 
perjanjian. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa perikatan belum 
tentu merupakan suatu perjanjian, sedangkan perjanjian sudah barang 
tentu merupakan perikatan. Subekti memberikan batasan perbedaan 
antara perikatan dan perjanjian sebagai berikut bahwa Perikatan adalah: 
 “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 
menurut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban 
memenuhi tuntutan itu.” 243 
 Sedangkan perjanjian adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” 244 
                                               
242  Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis) 
Citra Aditrya Bakti, Bandung: hlm : 50-52. 
243  Subekti, 1990, Hukum Perjanjian. Cet ke XII PT. Intemasa, Jakarta, hlm : 
244  Subekti, 2003, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intemasa, Jakarta, hlm : 
123. 
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 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka quasi contract masuk 
dalam pengertian perikatan yang meskipun tidak ada janji sebelumnya, 
tetapi suatu pihak dapat memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak 
lain, atas prestasi yang telah dilakukan. Beberapa ketentuan di dalam BW 
yang mirip dengan konsep quasi contract ini antara lain :  
a). Pasal 1313 BW : 
 Bahwa : “Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu 
orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” 
Ketentuan di atas, dapat ditafsirkan bahwa persetujuan tidak selalu dua 
orang yang saling mengikatkan diri, tetapi satu orang mengikatkan dirinya 
terhadap orang lainpun dapat diterjemahkan sebagai persetujuan. 
Persetujuan tersebut dapat berupa ucapan maupun tindakan yang 
dilakukan untuk memenuhi suatu permintaan yang meskipun tanpa 
perintah tetapi dengan tidak menghentikan atau menolak suatu tindakan 
pemenuhan prestasi sebagai syarat suatu kontrak, tetapi dapat dianggap 
sebagai setuju secara diam-diam (diam dianggap setuju). 
b) Pasal 1256 BW : 
 Bahwa : “Suatu perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-
mata tergantung pada kemauan orang yang terikat”. Namun, jika perikatan 
tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada di dalam 
kekuasaan orang tersebut, padahal perbuatan itu sudah terjadi, perikatan 
adalah sah.” 
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 Jika dihubungkan dengan quasi contract, maka ketentuan tersebut 
juga dapat ditafsirkan bahwa suatu perikatan dengan syarat, adalah batal 
jika tergantung pada kemauan orang terikat, kecuali jika perbuatan 
tersebut di dalam kekuasaan orang yang terikat dan telah dilaksanakan. 
Dapat diartikan bahwa jika perbuatan atau syarat-syarat dari kontrak telah 
dilaksanakan maka kontrak itu telah sah dan dianggap ada. 
c) Pasal 1318 BW : 
“Jika seorang minta diperjanjikannya sesuatu hal, maka dianggap 
bahwa itu untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh 
hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah 
nyata dari sifat perjanjian itu bahwa tidak sedemikianlah 
maksudnya.” 
 Jika dikaitkan dengan quasi contract, maka makna yang dapat 
ditafsirkan dari ketentuan di atas, bahwa orang yang meskipun tidak ikut 
memperjanjikan suatu hal, tetapi ikut mengambil manfaat atau 
memperoleh hak dari perjanjian itu, juga terikat dengan perjanjian 
tersebut. 
d). Pasal 1347 BW : 
 Bahwa : “hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, 
dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak 
dengan tegas dinyatakan.” 
 Ketentuan tersebut memberikan batasan bahwa suatu perjanjian 
pada dasarnya tidak ada yang sempurna, dengan demikian suatu hal 
yang tidak diatur dalam suatu perjanjian akan tetapi menurut kebiasaan 
 151 
selalu dimuat dalam perjanjian tersebut, jika hal itu dikehendaki maka  
dianggap telah diatur secara diam-diam (tersamar).  
 Jika dihubungkan dengan quasi contrack, maka ketentuan tersebut 
juga dapat ditafsirkan bahwa kelasiman dan kebiasaan dalam dunia bisnis 
meskipun tidak secara tegas diatur dalam suatu perjanjian, dapat 
dianggap telah sepakat untuk melakukan perjanjian karena dianggap telah 
setuju secara diam-diam (kesepakatan secara diam-diam). 
e) Pasal 1354 BW (Zaakwarneming) 
“Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah 
untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa 
pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya 
untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga 
orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri 
urusan itu. 
Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia 
dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan 
tegas”. 
 Jika dihubungkan dengan quasi contract maka ketentuan tersebut 
juga dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang telah melakukan prestasi 
tertentu yang meskipun tanpa perintah atau permintaan secara tegas 
dengan surat perjanjian, dapat dianggap telah terjadi kontrak karena pihak 
yang telah melakukan prestasi tersebut dianggap secara diam-diam telah 
mengikatkan dirinya dalam suatu kontak. 
f) Pasal 1339 BW : 
“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas 
ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang 
menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, 
kebiasaan, atau undang-undang.” 
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 Jika dihubungkan dengan quasi contract maka ketentuan tersebut 
dapat ditafsirkan bahwa atas dasar keadilaan, kebiasaan dan atau karena 
Undang-undang dapat memberikan hak kepada orang lain untuk menuntut 
suatu prestasi yang telah dilakukannya dengan itikad baik, misalnya 
seorang dokter yang telah merawat orang yang kecelakaan, meskipun 
tidak dibuat suatu perjanjian sebelumnya tetapi karena prestasi yang telah 
dilakukan dengan itikad baik tersebut dapat menuntut suatu hak dari pihak 
yang telah menerima prestasi tersebut. Hal ini, karena sudah menjadi 
kebiasaan bahwa orang yang kecelakaan harus dilakukan pertolongan 
pertama dan harus segera dirawat dan tidak perlu membuat perjanjian 
atau kesepakatan terlebih dahulu.  
g) Pasal 1347 BW : 
 Bahwa “Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, 
harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak 
dengan tegas dimasukkan dalam perjanjian.”  
 Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa, syarat-syarat suatu 
perjanjian dalam kebiasaan sepanjang sesuai dengan asas kepatutan, 
keadilan dan hukum, maka dapat dianggap telah diperjanjikan meskipun 
tidak dengan tegas diatur dalam perjanjian tersebut. 
2). Unjust Enrichment 
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 Bahwa :“Unjust enrichment doctrine means no one ought to enrich 
himself at the expense of others. it has is root in the social needs, 
breathers its existence from the legal system and other social sciences.”245  
 Terjemahan lepas dari uraian di atas adalah sebagai berikut bahwa : 
doktrin unjust enrichment berarti tidak ada yang harus memperkaya diri 
dengan mengorbankan orang lain. itu adalah akar dalam kebutuhan 
sosial, eksistensinya berakar dari sistem hukum dan ilmu sosial lainnya. 
“Unjust Enrichment Doctrine diterangkan sebagai General principle 
that one person should not be permitted unjustly to enrich himself at 
expence of another but should be required to make restitution of or 
property or benefits received, retained or appropriated, where it is 
just and equitable that such restitution be made, and where such 
action involves no violation or frustration of law or opposition publik 
policy, either directly or indirectly.”246  
 Unjust Enrichment Doctrine adalah suatu prinsip yang umum bahwa 
seseorang tidak boleh memperkaya dirinya secara tidak adil yaitu dengan 
biaya dari pihak lain dan karena itu harus mengembalikan harta atau 
manfaat keuntungan yang telah diterimanya, ditahannya atau diambilnya, 
dan pengambilan ini dirasakan adil dan layak serta tidak bertentangan 
atau menghalangi hukum atau berlawanan dengan kepentingan umum 
baik secara langsung maupun tidak langsung.  
 Untuk menentukan seseorang telah memperkaya diri sendiri secara 
tidak adil atau tidak adalah sangat sukar dan karena itu dalam kasus 
                                               
245  Manoj Anand, 1995, Doctrine of Unjust Enrichment and refund under 
customs and central excise law, legal note, the management accountant, Website 
interner : https://papers.ssrn.com/, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
246  Wikipedia, Hukum perjanjian (Pertemuan ke 13), website internet : 
https://docs.google.com/, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
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Everhart vs Miles, menyebutkan tiga unsur atau elemen untuk 
menentukannya, yaitu : 247 
a) Ada suatu manfaat atau keuntungan yang diberikan atau 
diperbuat oleh penggugat kepada tergugat; 
b) Manfaat atau keuntungan ini adalah berharga atau dimengerti 
oleh tergugat; 
c) Tergugat menerima atau menahan manfaat itu adalah 
merupakan hal yang tidak patut bila tidak disertai dengan 
pembayarannya. 
 Sesuai dengan uraian unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau 
orang lain di atas, maka dapat disederhanakan unsur-unsur tersebut 
adalah : pengetahuan tentang keuntungan yang diinginkan dan tidak 
sesuai dengan kepatutan.   
“Unjust enrichment has three elements. First, the plaintiff must have 
provided the defendant with something of value while expecting 
compensation in return. Second, the defendant must have 
acknowledged, accepted, and benefited from whatever the plaintiff 
provided. Third, the plaintiff must show that it would be inequitable or 
Unconscionable for the defendant to enjoy the benefit of the plaintiff's 
actions without paying for it. A court will closely examine the facts of 
each case before awarding this remedy and will deny claims for 
unjust enrichment that frustrate public policy or violate the law.”248  
 Terjemahan lepasnya adalah bahwa Unjust enrichment memiliki tiga 
unsur. Pertama, penggugat harus memberikan tergugat dengan sesuatu 
yang bernilai sementara mengharapkan kompensasi sebagai imbalan. 
                                               
247  Ibid. 
248  Wikipedia, the free encyclopedia, Unjust Enrichment, website internet : 
http://en.wikipedia.org, diakses tanggal 30 Desember 2011. 
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Kedua, tergugat harus diakui, diterima, dan mengambil manfaat dari apa 
pun yang diberikan penggugat. Ketiga, penggugat harus menunjukkan 
bahwa itu akan tidak adil atau tidak wajar bagi tergugat untuk menikmati 
manfaat dari tindakan penggugat tanpa membayar untuk itu. Pengadilan 
erat akan meneliti fakta-fakta dari setiap kasus sebelum memberikan obat 
ini dan akan menyangkal klaim untuk unjust enrichment yang 
menggagalkan kebijakan publik atau melanggar hukum). 
 Doktrin unjust enrichment dalam hukum Perdata Indonesia (BW) 
mirip dengan ketentuan yang diatur dalam rumusan Pasal 1359 BW, yaitu 
bahwa : 
“Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa 
yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut 
kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela 
telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.” 
 Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang; apa yang 
telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap 
perikatan bebas (natuurlijke verbindtenis), yang secara sukarela telah 
dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.  
 Tuntutan ganti rugi yang terdapat dalam Kwasi Kontrak ini adalah 
Quantum Meruit yang menurut Black’s Law Dictionary adalah kewajiban 
yang bersumbar dari hukum tanpa adanya dari pihak yang terkait, dengan 
alasan untuk keadilan dan kepatutan. 
 Ketentuan lain yang mirip dengan doktrin unjust enrichment ini 
adalah tentang asas “itikad baik.” Asas itikad baik dalam suatu perjanjian 
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diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, bahwa persetujuan-persetujuan 
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun demikian, di dalam 
Pasal tersebut tidak ditentukan secara ekplisit apa yang dimaksud dengan 
“itikad baik”.  Akan tetapi dalam praktik pelaksanaan perjanjian sering 
ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan 
kepantasan dalam melaksanakan suatu kontrak.  
 Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan 
dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, 
akibat ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam 
tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini 
perjanjian belum menenuhi syarat tertentu.249 
 Subekti, menyebutkan bahwa itikad baik itu dikatakan sebagai suatu 
sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. 250 Riduan Syahrani 
menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian peranan itikad 
baik (te goeder trouw) sungguh mempunyai arti yang sangat penting 
sekali.251  
 Pengertian itikad baik secara defenisi tidak ditemukan, begitu juga 
dalam BW tidak dijelaskan secara terinci tentang maksud itikad baik, 
Pasal 1338 ayat (1) BW hanyalah mengatur bahwa perjanjian-perjanjian 
harus dilaksanakan dengan “itikad baik”. Menurut Wirjono Prodjodikoro 
                                               
249  Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Prenada 
Media, Jakarta, hlm. 5. 
250  Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta Cet VI, hlm. : 41 
251  Riduan Syahrani, 2000, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, 
Alumni Bandung, hlm : 259 
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dan Subekti, itikad baik (te goeder trouw) yang sering diterjemahkan 
sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik 
pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) 
itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
yang timbul dari hubungan hukum tersebut. 252  
 Sifat dari itikad baik dapat berupa subjektif, dikarenakan terhadap 
perbuatan ketika akan mengadakan hubungan hukum maupun akan 
melaksanakan perjanjian adalah sikap mental dari seseorang. Banyak 
penulis ahli hukum Indonesia menganggap itikad baik bersifat subjektif. 
Akan tetapi sebagaiman dikutip Riduan Syahrani  dalam bukunya Wirjono 
Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, menyebutkan para kalangan 
ahli hukum Belanda antara lain Hofmann dan Vollmar menganggap bahwa 
disamping adanya pengertian itikad baik yang subjektif,  juga ada itikad 
baik yang bersifat objektif, oleh mereka  tidak lain maksudnya adalah  
“kepatutan” (billikheid, redelijkheid).253 
 Ketentuan lain dalam BW yang mirip dengan doktrin unjust 
enrichment selain ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1359 BW, yaitu 
ketentuan dalam Pasal 1360 yaitu bahwa : “Barangsiapa secara sadar 
atau tidak, menerima suatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib 
mengembalikannya kepada orang yang memberikannya.” 
                                               
252 Ibid, hlm : 260 
253  Ibid, hlm : 262 
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 Ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa setiap orang tidak dibenarkan 
menerima sesuatu yang bukan haknya, karena hal tersebut merupakan 
bentuk usaha untuk memperkaya diri sendiri secara tidak adil, sehingga 
hal tersebut wajib dikembalikan kepada yang memberikan, dan atau bagi 
yang memberikan berhak menuntut kembali barang tersebut.  
 
4. Pekerja Rumah Tangga dari Perspektif Budaya  
 Kajian aspek budaya terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia, 
menurut ILO bahwa pandangan tentang kebiasaan yang ada pada 
Pekerja Rumah Tangga yang dikenal dengan istilah delapan mitor tentang 
pekerja rumah tangga hingga saat ini masih tetap berlangsung. Delapan 
mitos Pekerja Rumah Tangga ini pada dasarnya dapat menghambat 
upaya perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga itu sendiri, 
karena menempatkan Pekerja Rumah Tangga sebagai obyek dan bukan 
subyek sebagaimana Pekerja atau Buruh pada umumnya. 
 Sudut pandang terhadap profesi sebagai pekerja rumah tangga yang 
keliru dengan memposisikan pekerja rumah tangga bukan sebagai tenaga 
kerja pada umumnya, hingga dalam era globalisasi ini masih tergambar 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bahkan di kota-kota besar di 
Indonesia. Oleh karena itu, Human Rights Watch menulis beberapa 
persfektif tersebut dengan istilah 8 Mitos tentang Pekerja Rumah tangga.  
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 Pemahaman yang keliru terhadap pekerja rumah tangga dalam 
Kebijakan pemerintah di Indonesia lebih merupakan akibat dari kurangnya 
pengawasan pemerintah dan kurangnya penyelidikan pemerintah atas 
kerja rumah tangga atau perlakuan diskriminatif yang berkelanjutan 
khususnya mengenai kedudukan anak perempuan dan perempuan 
dewasa dalam masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan keliru yang gigih 
berdiri ini adalah faktor kunci yang menyebabkan sikap enggan 
pemerintah yang meluas untuk menangani dengan memadai masalah 
pelecehan dan eksploitasi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga 
dengan memadai, baik melalui pembuatan kebijakan-kebijakan baru, atau 
melalui penegakan hukum yang berlaku. 
 Delapan mitos yang masih bertahan yang paling mengkhawatirkan 
dan tersebar luas antara lain:254 
a. Pekerja rumah tangga adalah “pembantu” bukan pekerja  
 Pekerja-pekerja rumah tangga dalam sudut pandang pemerintah dan 
hukum yang berlaku di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai pekerja 
dalam arti sesungguhnya, tidak juga sebagai buruh dalam arti 
sesungguhnya. Dwi Untoro sebagai pejabat Dinas Ketenagakerjaan DKI 
Jakarta menyampaikan bahwa :255  
“Terlalu banyak pejabat pemerintah yang tidak menganggap pekerja 
rumah tangga sebagai pekerja sejati, sebaliknya pejabat pemerintah 
meremehkan mereka dengan memberi mereka label “pembantu.” 
                                               
254  Human Rights Watch, 2009, opcit,  hlm. 25 - 48 
255  Ibid,  hlm. 25 
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Seorang pejabat senior di Dinas Ketenagakerjaan Jakarta 
mengatakan kepada kami : 
Kami belum memasukkan pekerja rumah tangga ke dalam definisi 
pekerja… Mereka berbeda dalam hal hubungan mereka dengan 
pekerjaan mereka. Mereka tinggal di dalam rumah [majikan] mereka. 
Mereka makan apa yang dimakan oleh majikan mereka. Dan mereka 
pergi kemanapun majikan mereka pergi… Kalau Anda adalah 
pekerja, Anda memiliki gaji dengan jumlah tertentu, hak-hak tertentu, 
dan Anda tidak tinggal menetap dengan keluarga majikan. Ini agak 
rumit. Berdasarkan sejarah, pekerja seperti ini tidak dibayar sama 
sekali Pengawas yang bertanggung jawab untuk memonitor 
implementasi dari hukum ketenagakerjaan di kantor Dinas 
Ketenagakerjaan di Yogyakarta menjelaskan kepada Human Rights 
Watch mengapa ia merasa bahwa pekerja rumah tangga anak 
mendapatkan perlindungan yang berbeda dari pekerja-pekerja 
lainnya, misalnya pekerja anak yang bekerja di pabrik: “Untuk si 
pekerja rumah tangga pekerjaannya lebih menekankan kepada 
hanya membantu majikannya, bukan sebuah perusahaan, melainkan 
seseorang.” 
 Akibatnya, pekerja rumah tangga dikecualikan dari perundangan 
ketenagakerjaan nasional yang menetapkan hak-hak dasar bagi pekerja di 
sektor lain. Pekerja rumah tangga tidak dicakup regulasi mengenai upah 
minimum, jam kerja, cuti, asuransi, kontrak kerja, dan sebagainya. 
Kesemua hal ini diserahkan kepada majikan untuk menentukannya.256 
b. Pekerja rumah tangga tidak dapat dimonitor 
 Salah satu pokok Permasalahan pekerja rumah tangga adalah 
bekerja di rumah-rumah tinggal pribadi. Nur Asiah, Direktur Pengawasan 
Norma Kerja Perempuan dan Anak, Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Jakarta257 memberikan argumentasi  bahwa pekerja rumah 
tangga tidak dapat diregulasi oleh hukum atau dilindungi adalah karena 
                                               
256  ILO, 2010, Mengakui Pekerjaan Rumah Tangga Sebgai Pekerjaan, Edisi 
Khusus Pekerja Rumah Tangga, ILO, Jakarta, hlm. 5 
257  Human Rights Watch, 2009, opcit,  hlm. 29 
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mereka adalah bagian dari “sektor informal”. Meski demikian, definisi 
pekerjaan “informal” sendiri adalah pekerjaan yang belum diregulasi oleh 
hukum. 
 Selain itu, menyatakan bahwa majikan pekerja rumah tangga tidak 
wajib menaati peraturan ketenagakerjaan adalah tindakan yang salah. 
Meskipun kerangka hukum peraturan yang ada sekarang tidak cukup dan 
diskriminatif, seperti yang dijelaskan secara garis besar dalam bab IV, 
setidaknya masih ada kewajiban dasar dalam hukum bagi para majikan 
untuk memberikan pekerja rumah tangga “perlindungan yang mencakup 
kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik 
tenaga kerja.” 258  
 Meskipun kewajiban ini tidak begitu jelas dan tidak mempunyai 
standar yang jelas, sampai pemerintah menetapkan perlindungan yang 
lebih baik, polisi dan inspektur ketenagakerjaan harus menjamin bahwa 
majikan memberi setidaknya standar-standar dasar ini. Dalam Keputusan 
Menteri Ketenagakerjaan tahun 2003, mewajibkan setiap orang yang 
berusia di bawah 18 tahun untuk bekerja di antara pukul 18.00 dan pukul 
06.00, atau bekerja di dalam bangunan tempat kerja yang terkunci adalah 
sebuah kejahatan besar. 259   
                                               
258  UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan 2003, pasal 35(3). Lihat juga 
Penjelasan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
259  Keputusan Menteri (“Kepmen”) Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia (No: KEP. 235/MEN/2003), tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang 
Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, 31 Oktober 2003, I.C.(4) dan 
(9). 
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c. Kemudahan majikan untuk dapat mempekerjakan seorang pekerja 
rumah tangga, sekalipun mereka tidak mampu membayar upah minimum. 
 Nur Asiah, Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, 
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Nur Asiah, Direktur 
Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, mengatakan kepada Human Rights Watch 
bahwa260 pihaknya tidak dapat memberikan hak ketenagakerjaan kepada 
pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga anak yang setara 
dengan pekerja-pekerja lain karena sebagai akibat, mempekerjaan 
pekerja rumah tangga akan terlalu mahal bagi majikan. Kesulitan dalam 
memberi tambahan perlindungan hukum yang sudah ada adalah karena 
majikan-majikan ini bukan hanya berasal dari kelas atas dan warga kelas 
menengah, tetapi juga warga kelas menengah ke bawah.  
 Apabila menggunakan hukum ketenagakerjaan umum, majikan akan 
diwajibkan untuk membayar pekerja rumah tangga anak upah minimum, 
sedangkan kelas menengah ke bawah juga mendapat gaji upah 
minimum... Sulit untuk mengatur pemberian upah karena pekerja pabrik 
kelas bawah ini tidak bisa berangkat kerja jika tidak mempekerjakan 
pekerja rumah tangga anak untuk merawat anak-anaknya.261 
 
 
                                               
260  Human Rights Watch, 2009, opcit,  hlm. 33. 
261  Ibid, hal : 33. 
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d. Pekerja rumah tangga tidak memerlukan kontrak tertulis 
 Justina Paula Soeyatmi, Ketua, Panitia Khusus Ketenagakerjaan, 
Kantor DPRD Kota Yogyakarta, pernah menanyakan kepada salah satu 
penyusun rancangan peraturan daerah di Kota Yogyakarta, dan 
menanyakan mengapa rancangan peraturan daerahnya mengandung 
pasal yang mengatakan bahwa pekerja rumah tangga “dapat” mempunya 
kontrak tertulis dengan majikan mereka, tetapi tidak mewajibkan kontrak 
seperti itu, kemudian dijawab bahwa :262 
“Barangkali memakai kontrak tertulis bisa dilakukan untuk ibu-ibu 
rumah tangga yang berpendidikan tinggi, tapi ibu-ibu rumah tangga 
yang tidak berpendidikan mungkin akan takut… Kalau peraturan 
terlalu ketat, pekerja rumah tangga mungkin akan kehilangan 
pekerjaan mereka karena orang tidak akan mau mempekerjakan 
mereka.” 263 
 Riset Human Rights Watch di Indonesia dan negara-negara lain 
mengindikasikan bahwa negosiasi dan pengikatan diri kepada kontrak 
tertulis yang menjabarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat 
menguntungkan kedua belah pihak, karena proses ini membantu 
memperjelas hubungan kerja mereka sejak awal dan dapat dipakai 
sebagai alat referensi yang penting. Ini adalah praktik standar untuk 
kebanyakan sektor formal pekerjaan di seluruh dunia.264 
 Hasil wawancara Human Rights Watch dengan Aloysius Uwiyono, 
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,265 mengambarkan bahwa 
                                               
262  Ibid, hal : 36 
263  Ibid, hal : 36. 
264  Ibid, hal : 36 
265  Ibid, hal : 36.  
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meskipun kontrak lisan mempunyai kekuatan hukum yang sama di dalam 
hukum Indonesia, akan tetapi perjanjian tertulis, lebih mudah ditegakkan 
karena kemudian tertulis hitam di atas putih.” 
e. Pekerjaan rumah tangga bukan pekerjaan dengan jam kerja tetap  
 Beberapa pejabat pemerintah berargumen bahwa266 pekerjaan rumah 
tangga memang merupakan kegiatan yang berlangsung 24 jam sehari, 
dan oleh karenanya tidak dapat dibatasi menjadi beberapa jam kerja. 
Pernyataan ini menunjukkan sebagai sikap apatis yang diperlihatkan oleh 
beberapa pejabat Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta terwsebut. Hal ini 
mengkhawatirkan mengingat fakta bahwa Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan tahun 2003 khususnya tenaga kerja anak bahwa jelas 
melarang setiap orang di bawah 18 tahun bekerja di antara pukul 18.00 
dan pukul 06.00 karena pekerjaan yang demikian “membahayakan 
kesehatan, keselamatan, dan moral” anak. 
f. Pemberian satu hari libur   
 Pemberian waktu libur satu hari pada dasarnya tidak aman dan tidak 
bijaksana, apalagi pekerja rumah tangga anak tidak tahu bagaimana 
menggunakan hari libur. Perekrut dan penyalur pekerja rumah tangga, 
Jakarta Sejak tahun 2004, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah 
mengadvokasi pemberian libur satu hari dalam seminggu untuk pekerja 
rumah tangga khususnya anak kepada publik, tetapi mengalami masalah 
dalam mencapai rekomendasi ini dengan tidak adanya ketentuan yang 
                                               
266  Ibid, hal : 38.  
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mengikat karena pekerja rumah tangga anak masih tetap berada di bawah 
pengawasan dari majikannya.267  
g. Ini adalah budaya “ngenger,”  
 Ngenger adalah kata dalam Bahasa Jawa yang merujuk kepada 
praktik-praktik adat di pulau Jawa di mana seorang anak tinggal di rumah 
seorang saudara jauh atau terkadang seseorang yang bukan keluarga 
jauh, tetapi dianggap bagian dari keluarga. Secara tradisional, anak ini 
berasal dari keluarga yang kurang mampu dan keluarga penerima akan 
membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Sebagai imbalan, dan 
sebagai ungkapan terima kasih, anak yang bersangkutan akan melakukan 
beberapa bentuk kerja rumah tangga. 
 Tahun 2004, Rachmat Sentika, yang pada saat itu menjabat sebagai 
Deputi Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan, mengatakan kepada Human Rights Watch 
bahwa :268  
“Dalam kebudayaan kami Jawa, kami ini disebut ngenger. Kalau 
anak-anak bekerja di sebuah rumah, mereka dianggap oleh majikan-
majikan mereka sebagai anak sendiri dan disekolahkan sebagai 
imbalan mereka bekerja di rumah itu. Kadang mereka tidak 
mendapatkan gaji karena majikan mereka menyediakan makanan 
dan akomodasi.” 
 Fakta bahwa hubungan antara majikan dan pekerja rumah tangga 
sekarang umumnya jatuh di luar definisi praktik trandisional ngenger juga 
terlihat dari praktik yang menyebar luar diantara majikan yang merekrut 
                                               
267  Ibid, hal : 40. 
268  Ibid, hal : 43. 
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melalui agen perekrut dan penyalur komersil, atau bergantung terhadap 
penjual lokal yang mempergunakan koneksi pribadi. Dengan cara ini, 
hubungan keluarga atau koneksi pribadi atau hubungan apapun di antara 
majikan dengan pekerja rumah tangga telah hilang. Sebaliknya, 
kepentingan utama majikan adalah pemeliharaan rumah tangga, dan 
bukan kesejahteraan pekerja rumah tangganya. 
 Motivasi seorang majikan yang merekrut seorang pekerja rumah 
tangga terutama anak dan bukan orang dewasa adalah untuk menemukan 
seseorang yang dapat bekerja untuk bayaran lebih sedikit, yang akan 
jarang mengeluh, lebih mudah diperintah, dan mempunyai koneksi sosial 
yang lebih sedikit.269  
 Faktor-faktor ini juga mempunyai kemungkinan untuk membuat 
pekerja rumah tangga lebih rentan terhadap pelecehan dan eksploitasi 
dan lebih tidak mampu melindungi dirinya sendiri.270 Hukum yang kuat 
dibutuhkan untuk melindungi pekerja rumah tangga yang rentan terhadap 
risiko mendapatkan perlakuan tidak layak. Seperti di dalam sektor formal, 
banyak pekerja yang diperlakukan dengan baik, tetapi peraturan-
peraturan yang jelas pula yang membantu mencegah perlakuan tidak 
layak oleh majikan-majikan yang mungkin memperlakukan karyawannya 
dengan tidak layak. 
 
                                               
269  Ibid, hal : 45.  
270  Ibid, hal. 45... 
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h. Ini bukan masalah besar  
 Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pekerja rumah tangga 
diperlakukan dengan buruk oleh majikannya, meskipun menurut Justina 
Paula Soeyatmi, Ketua Panitia Khusus Ketenagakerjaan Kantor DPRD 
Kota Yogyakarta, bahwa persentasenya masih sangat kecil.271 Secara 
akurat menghitung pekerja yang tersembunyi khususnya di saat 
mempekerjakan anak di bawah umur dianggap sebagai tidak kriminal 
sangat sulit. Sebuah survei yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan 
the International Program on the Elimination of Child Labor di International 
Labor Organization pada tahun 2002-2003 memperkirakan bahwa ada 
sekitar 2.6 juta pekerja rumah tangga anak di Indonesia, dengan 
setidaknya 34 persen diantaranya, atau lebih dari 688.000 adalah anak-
anak.272 
 Di tahun 2007, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia melakukan 
Survei Angkatan Kerja Nasional yang, walaupun dirancang untuk 
memperkirakan jumlah pekerja rumah tangga anak dengan angka yang 
lebih rendah dari semestinya, tetap saja menyatakan bahwa dari 416.103 
pekerja rumah tangga yang tinggal menetap di rumah bersama dengan 
majikannya di Indonsia, lebih dari 79.529 adalah anak-anak, atau 19 
                                               
271  Ibid, hal : 47. 
272  ILO-IPEC, Bunga-bunga di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah 
Tangga Anak Di Indonesia (Jakarta: ILO, 2004). 
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persen dari total bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang tinggal 
menetap di rumah bersama dengan majikannya.273  
 
C.   Kerangka Konseptual 
 Pekerja rumah tangga merupakan sektor yang penting dan 
memegang peranan yang strategis dalam mendukung perkembangan 
ekonomi Indonesia. Semakin berkembangnya perekonomian, semakin 
terbukanya lapangan kerja menyebabkan semakin meningkat pula 
kebutuhan akan orang yang membantu bekerja dan mengurus pekerjaan-
pekerjaan dalam rumah tangga. Di sisi lain keberadaan pekerja rumah 
tangga ini tidak dibarengi dengan landasan aturan yang dapat 
memberikan perlindungan hukum dalam melaksanakan aktifitas dan 
pekerjaannya. Bahkan Undang-undang ketenagakerjaan yang ada tidak 
mencakup keberadaan pekerja rumah tangga, sehingga ini menyebabkan 
mereka tidak mendapatkan perlindungan kerja layaknya seorang pekerja. 
 Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2), diatur: Tiap-tiap 
warganegara berhak atas pekerjaan yang dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan”, dan Pasal 28 D Ayat (2) “ Setiap orang berhak untuk 
bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga 
                                               
273 Human Rights Watch, 2009, opcit, hlm. 48   Data dari Badan Pusat Statistik 
Republik Indonesia, “Survei Angkatan Kerja Nasional,” Agustus 2007.  
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sebagai warga negara berhak uintuk memperoleh perlindungan dalam 
melakukan pekerjaan guna mencapai kesejahteraan hidupnya. 
 Belum terlindunginya pekerja rumah tangga dalam melakukan 
pekerjaannya dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi tugas bersama 
untuk melakukan suatau usaha yang terus menerus sehingga ada suatu 
aturan yang secara khusus mengatur keberadaan pekerja rumah tangga. 
 Aturan khusus yang menyangkut perlindungan hukum terhadap 
pekerja rumah tangga seyogyanya memuat substansi pengaturan hukum 
yang memuat : 
1.  Tanggung jawab kelembagaan; dalam artian untuk menciptakan 
keteraturan pekerja rumah tangga dalam bekerja hendaknya ada 
lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam proses rekruitmen, 
penerimaan, dan penempatan pekerja rumah tangga. 
2.  Paradigma harmonis; dalam artian hubungan hukum/hubungan kerja 
yang terjadi antara pemberi kerja dengan pekerja rumah tangga 
berdasarkan hubungan yang harmonis atas dasar para pihak yang 
terkait saling membutuhkan dan mendukung satu sama lain.  
3.  Hubungan hukum/hubungan kerja khususnya antara pekerja rumah 
tangga dan pemberi kerja didasari oleh suatu hubungan hukum yang 
jelas yang berlandaskan perjanjian antara kedua belah pihak. 
 Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga memuat 
prinsip-prinsip antara lain :  
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1.   Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja rumah tangga di tempat 
kerja; berupa pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan 
bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa dan kerja wajib 
serta perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan 
dan kekerasan 
 2.  Memperhatikan ketentuan tentang jam kerja, pengupahan, 
keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan sosial, standar pekerja 
pekerja anak dan kondisi hidup yang layak. 
 Model hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan 
pemberi kerja; dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan perjanjian kerja 
adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha 
yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Dalam 
Pasal 56 ayat (1) Undang-undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat 
dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Berdasar 
ketentuan tersebut hubungan hukum/perjanjian kerja yang mengikat 
pekerja rumah tangga dan pemberi kerja harusnya jelas modelnya yaitu : 
1.   Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasal 1 angka (1) 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia No Kep. 100/MEN/V/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dijelaskan PKWT adalah perjanjian 
kerja antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk 
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pekerjaan tertentu. PKWT didasarkan atas jangka waktu atau 
selesainya suatu pekerjaan tertentu, dibuat secara tertulis serta 
harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin serta harus 
didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 
2.     Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT), Pasal 1 angka (2) 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia No Kep. 100/MEN/V/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dijelaskan  PKWTT adalah 
perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan 
pekerja/penerima kerja untuk melakukan perjanjian kerja yang 
bersifat tetap. PKWTT dapat dibuat secara tertulis maupun secara 
lisan dan tidak wajib mendapat pengesahan dari instansi 
ketenagakerjaan terkait. Jika PKWTT dibuat secara lisan, maka 
klausula-klausula yang berlaku diantara mereka (pengusaha dan 
pekerja) adalah klausula-klausula sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-undang Ketenagakerjaan. PKWTT dapat mensyaratkan 
masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Selama masa 
percobaan pekerja wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut 
tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. 
 Berdasarkan Pasal 15 Kepmenakertrans Nomor 100/2004 PKWT 
dapat berubah menjadi PKWTT apabila ; 
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1.  PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin 
berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja. 
2.  Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud sebagaimana jenis pekerjaan yang dipersyaratkan maka 
berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja 
3.  Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru menyimpang dari pekerjaan yang 
dipersyaratkan, maka berubah menjadi PKWTT sejak adanya 
hubungan kerja. 
4.  Dalam hal PKWT tidak melalui tenggang 30 (tigapuluh) hari setelah 
berakhirnya perpanjangan, maka berubah menjadi PKWTT sejak 
tidak dipenuhinya syarat PKWT tersebut. 
 Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga 
diperlukan peran aktif pihak-pihak yang terkait dengan 
ketenagakerjaan, yaitu; pekerja, pengusaha dan pemerintah, 
termasuk legislative harus memiliki kemauan yang kuat untuk 
menyusun suatu produk hukum yang secara khusus mengatur 
tentang pekerja rumah tangga. Jika peran dan keterlibatan semua 
pihak yang terkait dapat dilakukan secara maksimal maka 
terwujudnya suatu perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga 
yang berkeadilan dapat segera tercapai.     
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D. Kerangka Pikir 
 Teori sistem sosial digunakan sebagai landasan untuk mengkaji 
hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan 
dalam kontek sistem sosial dan persfektif budaya. Teori Hak dan 
Kewajiban menjadi landasan filosofis dalam menganalisis hubungan 
keperdataan, bentuk dan model hubungan hukum antara Pekerja 
Rumah Tangga dengan Majikan. Sedeangkan teori keadilan 
dijadikan pendekatan dan sudut pandang untuk menganalisis aspek 
perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga dalam substansi 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.  
 Penelitian terhadap sudut pandang keadilan dalam 
perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga, dilakukan 
terhadap tiga variable yang akan diteliti yaitu : 
1. Substansi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
ketenaga kerjaan, khususnya mengenai : tanggungjawab 
Negara, paradigm harmonis dan prinsip-prinsip perjanjian. 
2. Perlindungan hukum, khususnya mengenai : Perlindungan hak-
hak dasar, perlindungan hak-hak kodrat dan jaminan social. 
3. Hubungan hukum, khususnya mengenai : Model perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu, Model perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, 
dan Model perjanjian lisan. 
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 Ketiga variable dengan masing-masing tiga indikator 
sebagaimana di uraikan di atas, akan mendukung terwujudnya 
perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang berkeadilan. 
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E. Definisi Operasional 
1. Perlindungan hukum adalah jaminan hukum terhadap 
terpenuhinya hak-hak dasar pekerja rumah tangga dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat 
3. Pekerja rumah tangga adalah orang yang berkerja dalam 
lingkup kegiatan rumah tangga yang diberi upah oleh majikan 
pemberi kerja. 
4. Buruh/Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan 
menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. 
5. Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan 
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang 
perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. 
6. Organisasi Pekerja/Buruh adalah organisasi buruh 
dimaksudkan sebagai sebagai wadah untuk memperjuangkan 
hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan 
sewenang-wenang oleh pengusaha, karena itulah kaum 
pekerja menghimpun dirinya dalam suatu wadah/organisasi. 
7. Organisasi Pengusaha adalah eksistensi organisasi pengusaha 
ditekankan sebagai wadah untuk mempersatukan para 
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pengusaha dalam upaya turut serta memelihara ketenangan 
kerja dan berusaha, atau lebih pada hal-hal teknis menyangkut 
pekerjaan/kepentingannya. 
8. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja 
antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha untuk 
mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk 
pekerjaan tertentu. 
9.   Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT) adalah 
perjanjian kerja antara pemberi kerja/pengusaha dengan 
pekerja/penerima kerja untuk melakukan perjanjian kerja yang 
bersifat tetap. 
10. Keadilan adalah terpenuhinya hak-hak pekerja rumah tangga 
sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dimiliki serta 
perlakuan sebagai pekerja pada umumnya.  
11. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan yang disediakan 
dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui 
berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang 
dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, 
kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. 
12. Tanggungjawab Negara adalah kewajiban Negara dalam 
rangka menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar 
dan asasi bagi pekerja rumah tangga. 
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13. Harmonisasi adalah keserasian hubungan antara pekerja 
rumah tangga dengan majikan dalam lingkungan Pekerjaan  
Rumah Tangga yang didasarkan pada perasaan kekeluargaan. 
14. Hak-hak dasar adalah hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh 
Negara dalam peraturan perundang-undangan sebagai 
konsekwensi menjadi warga Negara. Untuk Pekerja Rumah 
Tangga diantaranya adalah untuk mendapatkan imbalan yang 
setimpal dengan beban kerja yang diterima, hak untuk 
diberikan tunjangan, cuti, berobat, serta hak-hak lain 
sebagaimana Pekerja pada umumnya. 
15. Hak-Hak Kodrat adalah hak-hak asasi yang dimiliki oleh 
seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena 
konsekwensinya sebagai manusia. Diantaranya seperti : hak 
untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk diperlakukan 
manusiawi, hak untuk cuti hamil dan melahirkan bagi 




A. Jenis dan Tipe Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan dua tipe penelitian yaitu penelitian 
hukum empiris (sosio legal study) dan penelitian hukum normatif 
(normative legal study). Penelitian hukum empiris disebut juga dengan 
penelitian non doctrinal, yaitu suatu proses pencarian terhadap suatu 
pola-pola keajegan atau pola-pola hubungan baik yang korelasi maupun 
yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya 
hukum di alam kenyataan,274 Penelitian hukum empiris digunakan dalam 
rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu berkenaan 
dengan adanya hubungan hukum antara pekerja rumah tangga dengan 
majikan dalam melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun 
permasalahan kedua dan ketiga diterapkan Penelitian hukum normatif 
(normative legal study) Penelitian hukum ini disebut juga kajian doctrinal 
yaitu “kajian hukum yang obsesinya adalah upaya untuk membuktikan 
kesalahan atau kebenaran suatu putusan akal”.275 Pembahasan terhadap 
kedua permasalahan berkaitan dengan doktrin atau asas-asas yang 
dipraktekkan dalam Negara-negara dalam pengaturan perlindungan 
pekerja rumah tangga, termasuk juga pembahasan mengenai konsep-
                                               
274 Soetandyo Wignjosoebroto. 2009. Ragam-ragam Penelitian Hukum. Yayasan 
Obor Jakarta hlm 132 
275 Ibid. hlm. 131 
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 Pendekatan dalam penelitian ini adalah dominan pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif dikembangkan untuk mengungkapkan 
gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh 
masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri tanpa diintervensi 
(naturalistis).276 
 Oleh sebab itu, sesuai dengan permasalahan dan tujuan 
penelitian, melalui penelitian ini akan melihat adanya fenomena pekerja 
rumah tangga dan majikan dalam kaitannya dengan pengaturan 
hubungan hukum  dapat dipahami dan memberikan makna dengan 
menggunakan pendekatan interpretatif yang bersifat alamiah. Selanjutnya 
dilihat dari sifatnya, jenis penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian 
deskriptif analitis. 
 
C. Lokasi Penelitian 
 Lokasi Penelitian di kota Makassar, sebagai ibukota provinsi 
Sulawesi Selatan, Jakarta dan Yogyakarta. Alasan pemilihan Kota 
                                               
276 Soetandyo Wignjosoebroto, 2009.  Ragam-ragam penelitian hukum, dalam 
Sulistyowati Irianto & Shidart (Ed).Metode Penelitian Hukum:Konstelasi dan Refleksi, 
JHMP-FHUI, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta hlm 140 
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Makassar berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh JALA PRT sebuah 
Lembaga Swadaya Masyarakat pada tahun 2008 terdapat kurang lebih 
30.000 pekerja rumah tangga yang dominan adalah perempuan ada di 
kota Makassar dan belum memiliki Perda tentang Pekerja Rumah Tangga. 
Sedangkan alasan memilih DKI Jakarta dan Yogyakarta karena kedua 
lokasi penelitian tersebut telah memiliki Peraturan Daerah tentang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 
 
D. Jenis dan Sumber Data 
 Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu 
data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum. Data primer 
adalah data empiris yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan 
metode wawancara dan quisioner. Sumber data empiris yang menjadi 
target dalam penelitian ini mencakup responden dari pekerja rumah 
tangga, majikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli 
terhadap perlindungan pekerja rumah tangga. 
 Sedangkan bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum 
primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari 
peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam 
pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. 
Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 
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merupakan dokumen yang tidak resmi. Terkait dengan penelitian ini 
adalah semua publikasi hukum yang terkait dengan objek penelitian yang 
terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 
putusan hakim. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum. Kamus 
bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan black Law Dictionary. 
 
E. Populasi dan Sampel 
 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kajian 
empiris terhadap populasi dan sampel. Oleh karena perlindungan hukum 
pekerja rumah tangga menjadi objek kajian maka fokus sebagai populasi 
tertuju pada pihak-pihak yang terkait dengan pekerja rumah tangga dan 
majikan selaku pemberi kerja. 
 Adapun teknik yang digunakan dalam penentuan sampel 
adalah teknik pengambilan Sampel Acak Distratifikasi (stratified Random 
Sampling) yaitu teknik yang menggambarkan secara tepat mengenai sifat-
sifat populasi yang heterogen, maka populasi yang bersangkutan harus 
dibagi-bagi dalam lapisan-lapisan (strata) yang seragam, dan dari setiap 
lapisan dapat diambil sampel secara acak. Dalam sampel berlapis, 
peluang untuk terpilih antara satu strata dengan yang lain mungkin sama, 
mungkin pula berbeda. Syarat untuk menggambarkan stratanya yaitu : 
kriteria yang jelas dalam penentuan variable, harus ada data pendahuluan 
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dari popolasi yang akan distratifikasi, mengetahui jumlah jumlah elemen 
dari strata tersebut.277  
 Populasi dan sampel dalam penelitian ini dibagi dalam stara 
Pekerja Rumah Tangga dan Majikan. Kedua populasi tersebut dibedakan 
juga dengan strata LSM pemerhati Pekerja Rumah Tangga yang dianggap 
lebih obyektif dibanding Pekerja Rumah Tangga dan Majikan dalam 
memberikan pandangan. Pemilihan sampel pada semua Populasi juga 
tidak didasarkan pada jenis kelamin, dengan pertimbangan bahwa yang 
diteliti mengenai aspek perlindeungan hukum dan jaminan sosial dari 
Pekerja Rumah Tangga yang tidak membedakan jenis kelamin. Rincian 
Populasi dan sampel sebagai berikut : 
1. Pekerja rumah tangga : 50 orang, yaitu :  
a.  Makassar  20 Orang 
b. Jakarta                                 15 Orang 
c. Yogyakarta  15 Orang  
  Jumlah :  50 Orang   
Penentuan sampel dalam populasi Pekerja Rumah Tangga dilakukan 
secara acak (random sampling) dengan pertimbangan bahwa populasi 
Pekerja Rumah Tangga bersifat homogen khususnya mengenai jenis 
pekerjaan, permasalahan yang dihadapi seperti Upah, jam kerja, 
perlindungan hukum dan jaminan sosial. Dengan demikian, penentuan 
jumlah sampel pada masing-masing lokasi penelitian dianggap mewakili 
                                               
277  Masri Singarimbun dan Sofian Efendi.1989. Metode Penelitian Survei LP3ES, 
hlm, 162 
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populasi. Perbedaan jumlah sampel pada tiga lokasi penelitian, dilakukan 
dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian pada DKI Jakarta dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta dianggap memiliki kesamaan karena pada 
kedua lokasi penelitian tersebut masing-masing telah memiliki Peraturan 
Daerah tentang Pekerja Rumah Tangga, sehingga masing-masing lokasi 
penelitian dipilih 15 orang sampel. Pada lokasi penelitian Makassar belum 
memiliki Peraturan Daerah tentang Pekerja Rumah Tangga sehingga 
dipilih sampel sebanyak 20 orang, dibandingkan dengan 30 orang pada 
dua lokasi penelitian lainnya. 
2. Majikan  50 Orang, yaitu : 
a.  Makassar  : 20 Orang 
b. Jakarta                               : 15 Orang 
c. Yogyakarta  : 15 Orang  
  Jumlah                               : 50 Orang   
Seperti halnhya dengan Populasi Pekerja Rumah Tangga, maka  
penentuan sampel dalam populasi Majikan juga dilakukan secara acak 
(random sampling) dengan pertimbangan bahwa populasi Pekerja Rumah 
Tangga bersifat homogen khususnya mengenai perssepsi Pekerja Rumah 
Tangga, sehingga penentuan jumlah sampel pada masing-masing lokasi 
penelitian dianggap mewakili populasi. Selanjutnya, penentuan jumlah 
sampel pada tiga lokasi penelitian, dilakukan dengan pertimbangan untuk 
mengimbangi jumlah sampel Pekerja Rumah Tangga Pada masing-
masing lokasi penelitian, agar sumber penelitian bersifat obyektif. 
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3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati, 3 Lembaga  yaitu : 
a.  Makassar 1 Lembaga 
b. Jakarta                              1 Lembaga 
c. Yogyakarta 1 Lembaga  
Jumlah : 3 Lembaga  
 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dari responden dilakukan melalui tehnik-
tehnik sebagai berikut : 
1. Interview (wawancara). Wawancara dilakukan untuk memahami 
dan mendalami beberapa sumber permasalahan yang 
diformulasikan berdasarkan masalah utama.  
2. Kuisioner (daftar pertanyaan), yaitu menyebarkan daftar 
pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini. 
 
G. Teknik Analisis Data 
Pada dasarnya, analisis kualitatif merupakan metode utama yang 
digunakan untuk mengolah data primer yang diperoleh dari lapangan. Ada 
tiga tahapan yang dilakukan yaitu : 
1. Tahapan mengelola data. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan 
adalah mengidentifikasi data, melabeling, dan mengelompokkan data 
 185 
sesuai dengan tema-tema atau konsep-konsep permulaan, termasuk 
melakukan ringkasan atau mensintesis data 
2. Tahapan deskripsi, yang mencakup kegiatan identifikasi dimensi-
dimensi kunci dan memetakan tingkatan dan keragaman setiap 
fenomena yang ada, termasuk membentuk tipologi dari masing-
masing kategori 
3. Tahapan penjelasan, yang meliputi penemuan pola-pola yang 
menyatu di dalam data, menemukan jawaban mengapa terjadi pola 
yang demikian, memberikan penjelasan dengan menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya dan terakhir 
menjelaskan penerapannya terhadap teori yang lebih luas atau 
strategi kebijakan yang ada. 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pekerja Rumah Tangga, dalam kehidupan domestik masyarakat di 
Indonesia sesungguhnya memiliki peran sosial yang sangat penting, 
namun strata kelas menghambat publikasi gerak sosial kaum Pekerja ini 
untuk melakukan gerakan budaya, konsolidasi kekuatan daya tawar 
politik maupun membentuk habitat dan way of life-nya. Hanya pekerja 
rmah tangga-lah satu-satunya pekerjaan yang tidak memiliki daya 
realitasnya di Indonesia.278 Pekerja rumah tangga tidak bisa disamakan 
dengan buruh yang merupakan kelas paling bawah dalam sistem 
ekonomi dan sosial di Indonesia, kehadirannya secara sosial kaum 
pekerja rumah tangga ini ibarat udara ia tidak kelihatan tapi bisa 
dirasakan dan sangat penting. Sepanjang sejarahnya pekerja rumah 
tangga di Indonesia belum pernah membentuk asosiasi profesi. Ide 
asosiasi itu pernah muncul pada tataran komedi di tahun 70-an dengan 
ketuanya Zus Doris Callebout dimana mendapat sponsor dari Djalal 
Gendut lewat film ‘Inem Pelayan Seksi’.279  
 Pekerja rumah tangga memiliki pengaruh sosial yang luar biasa 
dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, ini bisa dilihat dari beragam 
nama yang dinisbahkan pada kaum  ini, dari mulai Babu, Bedinde, Batur, 
                                                            
278  Anonim, 21 September 2013, Pembantu Rumah Tangga Dalam Perspektif 
Sejarah Budaya, Website Internet : http://kluget.com/berita-pembantu-rumah-tangga-
dalam-perspektif-sejarah-budaya.html#ixzz2gFjD5r6s, diakses tanggal 17 Juli 2014. 
279  Ibid. 
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Jongos, Kacung sampai Pembokat. Budaya lokal yang paling banyak 
memanfaatkan tenaga PRT adalah Budaya Jawa. Itu tak lepas dari 
struktur priyayi. Dalam budaya Jawa dikenal istilah Magersari dan 
Ngenger.280 Magersari adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di 
lahan milik priyayi kemudian juga bekerja pada Priyayi itu sementara 
Ngenger adalah bekerja secara ikhlas dan tidak bayar kepada suatu 
rumah tangga orang yang kedudukannya jauh lebih tinggi secara 
martabat, derajat dan pangkat dibanding dirinya.281 Mantan Presiden RI, 
Suharto pernah merasakan budaya Ngenger ini di rumah keluarga 
Harjowiyono di Wonogiri, Suharto muda bekerja membersihkan rumah, 
menguras dan mengisi air dan kegiatan domestik rumah tangga yang 
mirip dengan pekerjaan seorang kacung –makannyapun dari makanan 
sisa sang majikan, Namun dari keluarga Harjowiyono, Suharto muda 
mengenal Kyai Daryatmo yang kelak menjadi penasihat spiritual setelah 
Suharto menjadi ‘orang’. Disinilah tanggung jawab Harjowiyono 
membentuk Suharto, mengenalkan dunia pertanian yang kelak sektor 
pertanian merupakan pusat perhatian dan prestasi tertinggi Suharto 
dalam mengelola negara.282 
  Meskipun semakin banyak Peraturan Pemerintah yang mengatur 
masalah pekerja perempuan dan laki-laki sebagai pekerja rumah tangga 
(PRT) di luar negeri, sebagian besar dari 2,6 juta orang Indonesia yang 
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menjadi PRT di dalam Indonesia283 masih berada di luar sistem 
perundangan formal. Sebagai gantinya, hubungan kerja antara para PRT 
dan majikan umumnya hanya diatur berdasarkan kepercayaan saja. 
Sebagian besar para pekerja rumah tangga ini, kepercayaan sudah 
cukup; mereka diperlakukan sebagai anggota keluarga, mengalami 
pengalaman baru dan menarik, dan dapat kembali pulang suatu saat 
nanti dengan pendapatan yang tidak akan mereka peroleh pada 
kesempatan lain. Namun, bagi sejumlah pekerja ini, kepercayaan 
merupakan pengganti yang buruk untuk perlindungan formal, dan 
tiadanya peraturan berujung pada pelecehan dan eksploitasi fisik, mental, 
emosional atau seksual. 284 
  Jenis Pekerjaan dari Pekerja Rumah Tangga adalah jenis 
pekerjaan yang Khas (spesifik), sehingga meskipun secara yuridis 
memenuhi unsur-unsur  tenaga kerja atau buruh pada umumnya 
sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, akan tetapi Pekerjaan Rumah Tangga memiliki 
kekhasan tersendiri oleh karena, selain berada dalam sector domestik 
privat, Pekerja Rumah Tangga juga menjadi bagian dari Keluarga Majikan 
serta masuk dalam anggota keluarga sebagaimana ketentuan Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pekerja Rumah 
                                                            
283  ILO-IPEC, 2004, Bunga-bunga di Atas Padas: Fenomena Pekerja Rumah 
Tangga Anak di Indonesia, Flowers on the Rock: the Phenomenon of Child Domestic 
Workers in Indonesia, ILO Jakarta, hlm. 21. 
284  Organisasi Perburuhan Organisasi Perburuhan Internasional 2006, 
Cetakan Pertama, Internasional 2006, Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di 
Indonesia Perundangan yang ada, Standar Internasional dan Praktik Terbaik, Cetakan 
Pertama,, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, hlm. 1 
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Tangga juga tidak memiliki jam kerja yang tetap, beban kerja yang tetap, 
serta berbeda antara rumah tangga yang satu dengan yang lain. Dengan 
demikian, tidak bisa dilakukan pengaturan secara seragam, akan tetapi 
diserahkan pada kesepakatan masing-masing Pekerja Rumah Tangga 
dengan majikannya. 
 Pemerintah Indonesia dianggap gagal dalam melindungi sebagian 
pekerja rumah tangga di Indonesia dari pelecehan dan eksploitasi.285 
Indikator kegagalan pemerintah menurut Human Rights Watch adalah 
adanya ratusan ribu anak-anak perempuan di Indonesia, bahkan 
beberapa diantara pekerja rumah tangga tersebut baru berusia 11 tahun,  
menjalankan tugas-tugas seperti memasak, membersihkan rumah, 
mencuci pakaian, mengasuh anak, dan terkadang bekerja untuk usaha 
majikan mereka. Anak-anak perempuan ini hidup dan bekerja di bawah 
bayang-bayang masyarakat: tersembunyi di belakang pintu-pintu terkunci 
rumah majikan mereka, terisolasi dari keluarga dan teman-teman sebaya 
mereka, dan dengan hanya sedikit pengawasan regulasi oleh pemerintah. 
Kenyataannya, banyak pejabat pemerintah Indonesia yang bahkan tidak 
mengakui bahwa anak-anak ini memang benar-benar pekerja.286  
                                                            
285  Human Rights Watch, 2009, Pekerja di Dalam Bayang-Bayang Pelecehan 
dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. Printed in the 
United States of America, New York, hlm. 1 
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 Riset dari JALA PRT, yang merupakan jaringan di tingkat nasional, 
287 bahwa di tahun 2005-2006, menunjukkan berbagai situasi pelanggaran 
hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja. Riset yang melibatkan 
405 Pekerja Rumah Tangga sebagai subjek, di tujuh wiilayah, yakni: 
Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, DIY, Surabaya dan 
Mataram, antara lain mengemukakan bahwa 85% Pekerja Rumah 
Tangga bekerja 14 jam lebih seharinya, dan 95% menyatakan bahwa 
mereka tidak memiliki libur kerja mingguan. 
 “Pekerja Rumah Tangga adalah salah satu pekerjaan tertua dan 
terbesar paling dibutuhkan di berbagai belahan dunia. Lebih dari 100 juta 
Pekerja Rumah Tangga di dunia mengisi sebagian besar angkatan kerja, 
terutama di Negara-negara berkembang, dan jumlahnya semakin 
meningkat,” jelas JPPRT. 
 Di Indonesia, berdasarkan rapid assessment dari JALA PRT,288 
diperkirakan ada 10.744.887 Pekerja Rumah Tangga dengan 
memperhitungkan 67% dari rumah tangga kelas menengah dan 
menengah ke atas mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga 30% 
diantaranya adalah Pekerja Rumah Tangga Anak. Sementara jumlah 
Pekerja Rumah Tangga migrant Indonesia ke Timur tengah dan Asia 
Pasific, dan juga Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Brunei dan 
Singapura, kurang lebih sebanyak 6 juta. 
                                                            
287  Odi Shalahuddin, 21 Februari 2014, Lindungi Pekerja Rumah Tangga 
Indonesia, Website internet : http://m.kompasiana.com/post/read/636922/2/lindungi-
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 Sejak tahun 2004, Human Rights Watch telah mewawancarai lebih 
dari 200 orang di Indonesia mengenai permasalahan pekerja rumah 
tangga anak. Investigasi lapangan dilakukan di Jawa dan Sumatera di 
daerah perkotaan Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta, Medan, Pamulang, 
Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan di daerah pedesaaan di mana 
pekerja rumah tangga anak direkrut, satu di luar Medan, dan satu di luar 
Yogyakarta. Kami telah berbicara dengan 78 pekerja rumah tangga anak 
atau mantan pekerja rumah tangga anak yang berusia 11 tahun keatas.289 
 Pada tahun 2005 Human Rights Watch merilis Selalu Siap Disuruh, 
sebuah laporan sepanjang 74 halaman yang mendokumentasikan 
eksploitasi dan pelecehan endemis pekerja rumah tangga anak di 
Indonesia. Anak-anak perempuan ini bercerita tentang bagaimana 
mereka dibujuk dengan janji-janji palsu mengenai upah yang lebih tinggi 
di kota tanpa mendapatkan perincian mengenai tugas-tugas yang akan 
mereka jalankan, jam bekerja yang ditentukan bagi mereka, atau tidak 
adanya kesempatan mereka untuk bersekolah. Kebanyakan anak-anak 
perempuan ini bercerita bahwa mereka umumnya bekerja 14 sampai 18 
jam per hari, tujuh hari dalam seminggu, tanpa hari libur. Banyak diantara 
mereka yang mengatakan kepada kami bahwa majikan-majikan mereka 
melarang mereka meninggalkan rumah di mana mereka bekerja, 
mengisolasi mereka dari dunia luar dan dengan demikian memposisikan 
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mereka dalam keadaan dengan risiko pelecehan yang lebih tinggi dengan 
sedikit pilihan untuk mendapat bantuan.290  
 Berdasarkan hasil penelitian Human Rights Watch diperoleh 
gambaran bahwa banyak di antara majikan-majikan yang menahan 
pembayaran dan upah apapun sampai anak yang bersangkutan telah 
kembali ke rumah majikan, dan banyak majikan yang tidak membayar 
anak tersebut sama sekali atau membayar kurang dari jumlah yang 
mereka janjikan. Taktik menahan gaji mencegah pekerja rumah tangga 
anak yang tinggal jauh dari rumah mereka sendiri untuk meninggalkan 
situasi yang eksploitatif. Dalam kasus-kasus terburuk, bahkan anak-anak 
perempuan dilecehkan secara fisik, psikologis, dan seksual oleh majikan 
mereka atau anggota keluarga majikan mereka, selain eksploitasi atas 
tenaga kerja mereka.291  
 Mitos-mitos tentang perlakuan tidak adil bagi pekerja rumah tangga 
tetap bertahan hingga di era globalisasi saat ini, karena kurangnya 
pengetahuan secara umum mengenai kondisi-kondisi yang dihadapi oleh 
banyak pekerja rumah tangga, yang merupakan akibat dari kurangnya 
pengawasan pemerintah dan penyelidikan ke mengenai kehidupan 
pekerja-pekerja rumah tangga, dan dari pandangan diskriminatif yang 
berkelanjutan mengenai kedudukan anak perempuan dan perempuan 
dewasa dalam masyarakat. Kondisi yang dapat mencerminkan rendahnya 
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perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga dapat menjadi 
hambatan dalam penegakan hukum itu sendiri, karena sekotor rumah 
tangga yang merupakan wilayah privasi dengan data based yang tidak 
tersedia secara akurat menjadi hambatan dalam proses pembuktian, dan 
memposisikan Pekerja Rumah Tangga pada posisi yang lemah. 
 Walaupun Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang 
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, dan telah memulai 
inisiatif-inisiatif untuk menyediakan perlindungan bagi mereka, usaha-
usaha ini masih mengandung banyak kontradiksi, tidak tuntas dan, yang 
paling menonjol, tidak diimplementasikan dengan layak.  
 Indikator lain dari kegagalan Pemerintah Indonesia yang terus-
menerus dalam melakukan reformasi hukum ketenagakerjaan yang 
diskriminatif mengakibatkan pekerja rumah tangga rentan terhadap 
pelecehan dan eksploitasi. Pengecualian semua pekerja rumah tangga 
dari hak-hak dasar pekerja yang diberikan kepada pekerja formal oleh 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, undang-
undang ketenagakerjaan Indonesia misalnya upah minimum, upah 
lembur, delapan jam kerja per hari, dan empat puluh jam kerja per 
minggu, satu hari libur dalam seminggu, liburan, dan jaminan sosial-
mempunyai pengaruh diskriminatif terhadap perempuan dan anak 
perempuan, yang merupakan mayoritas dari pekerja rumah tangga. 
Pengecualian dalam hukum tersebut juga mendorong berlanjutnya 
pelecehan nilai pekerjaan rumah tangga dan pekerja rumah tangga.  
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 Dua undang-undang yang berpotensi memberikan perlindungan 
kepada pekerja rumah tangga anak adalah Undang-Undang No. 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan 
hukuman yang lebih berat dari yang ditetapkan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana untuk eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap 
anak, dan untuk tindak kekerasan terhadap anak-anak. Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga melarang kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap 
pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah majikan. Undang-undang ini 
juga menurunkan standar pembuktian yang diperlukan untuk 
membuktikan kejahatan-kejahatan tersebut di pengadilan.  
 Ada beberapa contoh dari perkembangan yang dilakukan untuk 
memperbaiki situasi yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga anak. 
Salah satunya adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang walaupun tidak 
memenuhi standar internasional, dapat merepresentasikan kontribusi 
dalam perlindungan pekerja rumah tangga anak tetapi hanya apabila 
pemerintah menindaklanjuti kampanye kesadaran masyarakat yang 
sesuai dan menuntut orang yang dituduh bertanggung jawab melakukan 
tindak pidana perdagangan orang ke pengadilan.  
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 Kepolisian adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk 
melindungi pekerja rumah tangga anak dan untuk menuntut pelaku-
pelaku yang melakukan kejahatan terhadap Pekerja Rumah Tangga 
anak. Banyak korban dan saksi mata yang enggan mendatangi Polisi, 
memberi kepercayaan kepada Polisi, atau menyediakan informasi kepada 
Polisi atas dasar kehawatiran bahwa Polisi akan bersikap tidak simpatik, 
tidak kooperatif, tidak efektif, atau korup. Adalah kewajiban polisi untuk 
memperbaiki persepsi-persepsi ini melalui kinerja yang lebih baik dan 
lebih sensitif terhadap masalah gender dan anak. Polisi juga seringkali 
mengambil pendekatan yang sangat pasif dalam menangani kasus-kasus 
yang melibatkan pekerja rumah tangga, contohnya, dengan 
menempatkan beban untuk mencari saksi mata atau alat bukti pendukung 
kepada korban, dan tidak secara pro-aktif melakukan investigasi kasus 
pelecehan, termasuk kasus eksploitasi ekonomi. Eksploitasi tenaga kerja 
dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga adalah masalah pidana, 
dan Polisi berkewajiban untuk menginvestigasi tuduhan pelecehan, dan 
Jaksa menuntut pelaku apabila ada bukti kuat bahwa seorang majikan 
melakukan pelanggaran walaupun para pihak telah berusaha melakukan 
penyelesaian informal melalui pemberian sejumlah uang dari majikan ke 
korban.  
 Prosedur tindakan Kepolisian adalah untuk merespon tuduhan 
pelecehan dan eksploitasi yang diadukan oleh pekerja rumah tangga. 
Secara khusus, Polisi berkewajiban menyediakan perlindungan 
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sementara bagi korban dalam waktu 24 jam sejak menerima laporan 
kekerasan di dalam rumah tangga yang bersangkutan,  
 Baik Polisi maupun pejabat ketenagakerjaan berkewajiban 
melakukan tugas-tugas perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah 
Tangga dalam menegakkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang 
berlaku. Kejaksaan juga memiliki kewajiban untuk merespon dengan cara 
yang lebih sensitif terhadap masalah gender dan anak menyangkut 
permasalahan dan kebutuhan pekerja rumah tangga yang menjadi korban 
pelecehan. Menindak tindakan kriminal yang dilakukan terhadap pekerja 
rumah tangga anak secara hukum menyampaikan pesan yang penting 
bahwa masyarakat tidak akan memberi toleransi saat anak-anak mereka 
dilecehkan dan diekspoitasi dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan 
rumah tangga. Rencana Aksi Nasional Indonesia dalam Penghapusan 
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak mengidentifikasi anak-
anak yang dieksploitasi secara fisik atau ekonomi sebagai “pembantu 
rumah tangga”, bersama dengan 12 sektor kerja anak lainnya, sebagai 
salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pada tahun 2008, 
rencana ini memasuki fase kedua berjangka waktu lima tahunnya, di 
mana melalui rencana aksi nasional ini pemerintah berkomitmen untuk 
menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak di sektor ini. 
Tetapi evaluasi tingkat berberhasilan fase pertama dari rencana aksi 
nasional beragam, dan komite aksi di tingkat propinsi dan kota yang telah 
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dibentuk untuk menjalankan rencana ini sepertinya beragam dalam 
tingkat efektivitas dan antusiasme kerja mereka.  
 Biaya pendidikan langsung dan tidak langsung seringkali memaksa 
anak-anak untuk berhenti sekolah dari Sekolah Dasar dan Sekolah 
Menengah Pertama sebelum mereka menyelesaikan pendidikan wajib 
sembilan tahun mereka, dan ini adalah salah satu faktor dalam 
mendorong masuknya anak-anak ke dalam angkatan kerja. Meningkatkan 
kesempatan anak-anak kurang mampu dalam mengakses pendidikan dan 
pelatihan kejuruan lainnya akan menurunkan dengan sangat jumlah anak-
anak yang didorong menjadi pekerja rumah tangga di usia muda.  
 Perubahan adalah mungkin jika dilakukan saat pejabat-pejabat 
pemerintah yang relevan memilih untuk memprioritaskan perlindungan 
yang lebih kuat bagi pekerja rumah tangga anak. Pada tahun 2010, para 
anggota International Labor Organization (ILO) [Organisasi Buruh 
Internasional], termasuk Indonesia, akan mengadakan pertemuan untuk 
membahas usulan sebuah perjanjian internasional baru yang mengatur 
kondisi kerja yang layak bagi pekerja rumah tangga. Fakta bahwa warga 
negara Indonesia merupakan sebagian dari puluhan ribu pekerja rumah 
tangga yang dilecehkan di di negara-negara lain diakui oleh pemerintah, 
antara lain melalui pendirian sebuah klinik kepolisian khusus bagi 
perempuan yang pulang ke Indonesia dengan luka-luka yang disebabkan 
oleh pelecehan. Meski demikian, advokasi untuk perlindungan bagi 
pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri hanya akan mempunya 
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kredibilitas apabila Indonesia juga terlihat mengakui danmengambil 
tindakan terhadap pelecehan pekerja rumah tangga di dalam Indonesia 
sendiri, termasuk pekerja rumah tangga anak. Indonesia harus bertindak 
cepat untuk memperbaiki keadaan di rumah sendiri, daripada mengambil 
risiko dengan mendapatkan reputasi sebagai salah satu negara dengan 
perlindungan pekerja rumah tangga anak terburuk. 
 
A. Substansi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah 
Tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan 
Ketenagakerjaan Ditinjau dari Perspektif Keadilan 
 
 Pengaturan tentang Pekerja Rumah Tangga dalam ketentuan 
hukum positif di Indonesia, belum diatur, sehingga secara substansial 
Pekerja Rumah Tangga masih mengikuti ketentuan dalam UU 
ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 Tahun 1999 tentang Ketenagakerjaan. 
Meskipun pada dasarnya sebagaian pihak masih memandang Profesi 
sebagai Pekerja Rumah Tangga ini bukan sebagai profesi yang 
disejajarkan dengan buruh atau tenaga kerja. 
 Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 
perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga belum secara 
yuridis diakui di negara ini. Demikian juga pengaturan terhadap Pekerja 
Rumah Tangga juga belum seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. 




 Kondisi tersebut di atas menggambarkan selain tidak adanya 
perlindungan hukum yang kuat, juga menggambarkan tidak adanya 
kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini 
berdampak pada lemahnya bargaining Pekerja Rumah Tangga 
berhadapan dengan majikannya di depan hukum. Bukan tidak mungkin 
mempengaruhi tingginya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan terhadap 
pekerja rumah tangga itu sendiri. 
 Oleh karena itu, menarik dikaji kembali eksistensi Profesi Pekerja 
Rumah Tangga dalam kajian hukum yang ada guna merumuskan 
bagaimana konsep perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang 
ideal dalam suatu negara khususnya Indonesia. Kajian ini tentu dapat 
dilakukan dengan mengabstraksi konsep-konsep hukum yang tekait 
dengan eksistensi pekerja rumah tangga, sehingga dapat memberikan 
gambaran tentang substansi hukum terutama perlindungan terhadap 
pekerja rumah tangga. 
 
1. Tanggung jawab Negara 
 Hasil survey organisasi buruh internasional (ILO) menunjukkan 
bahwa di tahun 2002 jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia lebih dari 
2, 6  juta dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan gadis 
muda, sementara itu dari hasil rapid assessment dari Jaringan Nasional 
Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) tahun 2009 menyebutkan 
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sekitar 10-16 juta rumah tangga kelas menengah dan menengah atas di 
Indonesia mempekerjakan pekerja rumah tangga. Organisasi Buruh 
Internasional (ILO) mencatat bahwa  jumlah Pekerja Rumah Tangga di 
Indonesia diperkirakan sebanyak 2.593.399 (Studi ILO-IPEC 2002) 
mereka melayani sekitar 2,5 juta rumah tangga. Sementara itu setiap 
tahunnya sekitar 600.000 – 700.000 perempuan bermigrasi ke luar negeri 
untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Laporan Amnesty 
International yang mengutip dari data Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak menyebutkan bahwa PRT banyak di dominasi oleh 
pekerja anak yang berusia sekitar usia 12 atau 13 tahun.  
 Distingsi publik–privat, mensegmentasikan posisi dan peran 
perempuan dan laki-laki. Pekerjaan rumah tangga seringkali dilabelkan 
sebagai pekerjaan perempuan. Budaya patriarkhal memberikan pelabelan 
negatif bahwa peran dan posisi perempuan berada di wilayah domestik. 
Pekerjaan di wilayah domestik ini dianggap sebagai pekerjaan  rendah, 
tidak membutuhkan keterampilan (skill), tidak bernilai ekonomis, tidak 
dianggap dan tidak dihitung memberi kontribusi pada kehidupan publik, 
baik sosial, ekonomi dan politik, bahkan tidak dianggap sebagai 
pekerjaan.  
 Sementara itu Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-undang Ketenagakerjaan) 
yang saat ini berlaku tidak mengakui dan mengatur jaminan perlindungan 
dan pemenuhan hak-hak  dan kewajiban  pekerja yang bekerja di sektor 
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domestik/rumah tangga. Karena sifat pekerjaannya memilki kekhasan 
dalam relasi antara Pekerja Rumah Tangga-Pengguna jasa, lingkup kerja 
dan tempatnya, masih menguatnya anggapan pekerja rumah tangga 
sebagi pekerjaan non-ekonomis sehingga Pekerja Rumah Tangga 
ditempatkan pada posisi yang tidak layak dan jauh dari standard  seorang 
pekerja. Standard pekerja yang dimaksud mencakup, ruang lingkup kerja, 
jam kerja, upah, cuti dan penyelesaian perselisihan bagi Pekerja Rumah 
Tangga. Pengertian mengenai tenaga kerja dalam undang-undang 
Ketenagakerjaan  hanya membatasi pada orang yang mampu 
menghasilkan barang atau jasa bagi orang lain maupun diri sendiri. 
Melihat ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut, 
menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga bukanlah tenaga kerja karena 
bidang pekerjaan rumah tangga yang berbayar masih tidak dianggap 
sebagai bidang pekerjaan, karena pekerjaan mereka tidak menghasilkan 
suatu benda atau jasa yang berwujud dan memberikan tambahan nilai. 
Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilakukan dalam rumah 
tangga pengguna jasa yang mempekerjakannya.  
 Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, terbatasnya  
lapangan kerja dan kemiskinan menyebabkan pekerjaan sebagai Pekerja 
Rumah Tangga membentuk proporsi yang signifikan dalam angkatan 
kerja nasional. Kaum perempuan yang mendominasi pekerjaan sebagai 
Pekerja Rumah Tangga memberikan kontribusi tambahan bagi ekonomi 
keluarganya, bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Namun 
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demikian hingga kini, ketiadaaan perlindungan dan pengakuan terhadap 
keberadaan sektor pekerjaan pekerjaan rumah tangga menyebabkan 
pekerja rumah tangga berada dalam kondisi yang mudah untuk dijadikan 
obyek eksploitasi dan kekerasan serta menjadikan pekerjaan rumah 
tangga menjadi salah satu jenis kerja yang paling termarjinalkan. 
Kenyataan inilah yang menyebabkan kebutuhan untuk melakukan 
perlindungan terhadap keberadaan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia 
perlu dilakukan.  
 Upaya untuk melakukan pengakuan dan perlindungan tehadap 
keberadaan Pekerja Rumah Tangga tidak hanya dilakukan di tingkat 
nasional namun telah dilakukan pula di tingkat internasional, hal ini 
ditunjukkan dengan  disetujuinya Konvensi mengenai Kerja Layak bagi 
Pekerja Rumah Tangga oleh organisasi Perburuhan Internasional (ILO). 
Perbaikan kondisi pekerjaan telah menjadi perhatian ILO sejak tahun 
1948 dengan mengadopsi resolusi mengenai kondisi kerja pekerja rumah 
tangga, berlanjut pada tahun 1965 ILO juga mengadopsi resolusi 
mengenai seruan aksi normatif di bidang kondisi kerja bagi pekerja rumah 
tangga. Dimana Pemerintah Indonesia dan Presiden Republik Indonesia 
memberikan Pidato Kenegaraan di depan Forum ILC untuk memberikan 
dukungan bagi pengesahan Konvensi tersebut. 
 Pengesahan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
menjadi hal yang sangat dibutuhkan, karena disamping mempunyai 
tujuan utama melindungi Pekerja Rumah Tangga yang bekerja di dalam 
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negeri, berguna untuk peningkatan perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dengan adanya Undang-undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, kondisi psikologis pemerintah 
Republik Indonesia dalam bernegosiasi dan berdiplomasi untuk 
peningkatan perlindungan Pekerja Rumah Tangga dengan Negara 
penempatan akan semakin kuat.  
 Kelengkapan jaminan perlindungan di dunia Internasional dan 
Nasional serta pada akhirnya di tingkat daerah mempunyai kewajiban 
berdasarkan amanat Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah 
Tangga membuat Perda merupakan regulasi penting dalam menciptakan 
situasi kerja layak Pekerja Rumah Tangga sehingga situasi kerja layak 
Pekerja Rumah Tangga tidak dipahami dalam arti sempit hanya di tempat 
kerja. Cakupan situasi kerja layak haruslah difahami secara meluas 
mengingat Pekerja Rumah Tangga bekerja dalam rumah pengguna jasa 
namun menjangkau lintas daerah, nasinal dan Internasional sehingga 
jaminan perlindungan mencakup dari rumah hingga pulang kembali ke 
rumah karena sifat kekhasaannya. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang tanggungjawab Negara untuk melindungi hak-hak pekerja rumah 
tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat ini 




Tabel 1 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang tanggungjawab 
Negara dalam menjamin hak-hak Pekerja Rumah Tangga dalam 
Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
 
 Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa tanggungjawab 
Negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah 
Tangga khususnya dalam peraturan perundang-undangan Tenaga kerja, 
dari pandangan Pekerja Rumah Tangga pada tiga lokasi penelitian dalam 
table 1 di atas, adalah hanya sebanyak 12 orang atau sebesar 24 % yang 
menyatakan bahwa perlindungan hukum dari aspek substansi hukum 
sudah terjamin,292 akan tetapi sebanyak 23 orang atau sebesar 46 % yang 
menyatakan tidak terjamin dan sebanyak 15 orang atau sebesar 30 % 
yang tidak tahu. 
 Data penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas para pekerja rumah 
tangga yaitu sebanyak 35 orang atau sebesar 70 % memahami 
Tanggung jawab Negara untuk melindungi hak-hak pekerja rumah 
                                                            
292 Hasil wawancara peneliti terhadap 3 orang responden Pekerja Rumah 
Tangga pada tanggal 17 September 2014 diperoleh penjelasan bahwa jaminan sebagian 
perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga tersebut diantaranya : 
Perlindungan tenaga kerja anak, perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, dan 
perlindungan terhadap eksploitasi seksual. Berbagai hak-hak prinsip Tenaga kerja belum 
terlindungi seperti Jaminan sosial tenaga kerja, hak cuti, libur, penyesuaian upah 
minimum, dan sebagainya. 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
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tangga, sedangkan hanya 15 orang atau sebesar 30 % yang tidak 
memahami tanggung jawab Negara untuk melindungi hak-hak mereka.  
 Dari 35 orang pekerja rumah tangga tersebut, mayoritas 
mengatakan bahwa Negara belum bertanggung jawab atas perlindungan 
hak-hak para pekerja rumah tangga, dan minoritas meyakini bahwa 
Negara sudah bertanggung jawab atas hak-hak mereka sebagai pekerja 
rumah tangga, sebab mereka diperlakukan dan dipenuhi hak-haknya. 
Majikannya memperlakukan dan memenuhi hak-hak mereka sesuai 
dengan kehendak dari para pekerja rumah tangga tersebut. 
 Pandangan responden Pekerja Rumah Tangga terhadap 
tanggungjawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap 
pekerja rumah tangga bukan hanya diukur dari adanya ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang mengakomodir Pekerja Rumah 
Tangga sebagai bagian dari tenaga kerja, akan tetapi wujud kepedulian 
nyata dari pemerintah terhadap eksistensi Pekerja Rumah Tangga 
tersebut. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Majikan tentang 
tanggungjawab Negara untuk melindungi hak-hak pekerja rumah tangga 
dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat ini dapat 





Tabel 2 : Pandangan Majikan tentang tanggungjawab Negara dalam 





 Berdasarkan data dalam table 2 di atas, maka penilaian responden 
Majikan, dari 50 orang responden pada tiga lokasi penelitian di atas, 
menunjukkan bahwa sebanyak 10 orang atau sebesar 20 % menyatakan 
bahwa tanggungjawab Negara dalam memberikan perlindungan hukum 
kepada Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan sudah terlindungi; sebaliknya sebanyak 19 orang atau 
sebesar 38 % menyatakan belum terlindungi; dan sebanyak 21 orang 
atau sebesar 42 % menyatakan tidak tahu. Berdasarkan data tersebut 
menunjukan bahwa tanggungjawab Negara dalam peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan yang berlaku belum memberikan jaminan  
perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga. 
 Data penelitian ini juga menunjukan bahwa Negara tidak 
bertanggung jawab atas hak-hak pekerja rumah tangga sebagaimana 
mayoritas sebanyak 19 orang atau sebesar 38 % para majikan yang 
mengakui hal tersebut.  Pekerja Rumah Tangga terutama Perempuan 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
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dan anak, pada umumnya berada pada posisi yang sangat rentan 
menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seperti pelecehan seksual, 
eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, serta tindak kekerasan 
lainnya. Sementara itu, akses untuk mengetahui data dan informasi 
tentang Pekerja rumah tangga sangat terbatas, kecuali data pada 
Lembaga Perekrut Pekerja Rumah tangga yang pada dasarnya hanya 10 
% dari jumlah pekerja rumah tangga pada suatu daerah. Oleh karena itu, 
pekerja rumah tangga berada pada posisi yang sangat rawan. 
 Mencermati posisi dari pekerja rumah tangga sebagaimana 
diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa pekerja rumah tangga 
sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum dari Negara secara 
khusus yang berbeda dengan pekerja pada sektor lainnya. Pandangan ini 
tentu didasari dengan alasan bahwa pekerja pada sektor-sektor lain 
bekerja di ruang publik yang dengan mudah dapat diawasi atau dikontrol 
oleh masyarakat, serta memiliki jam kerja tertentu yang selebihnya bisa 
pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan pekerja rumah tangga 
bekerja pada ruang privat yang tertutup sehingga sangat tertutup untuk 
akses control dan pengawasan lingkungannya, selain itu pekerja rumah 
tangga pada umumnya tinggal dalam lingkup keluarga dan tidak 
ditentukan jam kerja tertentu. 
 ARUM dari ILO di Jakarta menjelaskan bahwa :293 
                                                            
293 wawancara dengan ibu ARUM dari ILO di Jakarta tanggal 10 Juni 2014 
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Bahwa pekerja Rumah Tangga membutuhkan perlindungan hukum dari 
Negara oleh karena : 
a. Pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai sebuah profesi. 
 Bahwa oleh karena Pekerja Rumah tangga tidak dianggap sebagai 
sebuah profesi sehingga Pekerja Rumah tangga tidak mendapatkan hak-
hak konstitusional dan hak-hak hukum sebagaimana layaknya sebuah 
profesi. Dengan demikian, sebagai tenaga kerja maka Pekerja Rumah 
tangga pun tidak mendapatkan jaminan perlindungan hukum 
sebagaimana tenaga kerja pada umumnya. 
b. Pekerja rumah tangga sudah banyak yang tidak memiliki hubungan 
keluarga dengan majikan. 
 Khususnya di daerah-daerah perkotaan pada umumnya pekerja 
rumah tangga direkrut dari berbagai daerah-daerah dengan tidak 
mendasarkan pada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Biasanya 
daerah-daerah yang menyediakan tenaga kerja sebagai Pekerja Rumah 
tangga ini adalah daerah-daerah yang kondisi social ekonominya rendah 
atau lemah.  
c. Pekerja Rumah tangga banyak keunikan. 
 Oleh karena pekerja Rumah tangga tidak memiliki struktur kerja, 
program dan sistematika yang baku dan teratur, sehingga jenis pekerjaan 
ini memiliki keunikan tersendiri. Karena keunikan inipun sehingga tidak 
diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 
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 Keunikan Pekerja Rumah tangga adalah karena hubungan hukum 
yang terjadi antara PRT dengan majikan kebanyakan didasarkan atas 
hubungan kekeluargaan atau hubungan darah, dengan demikian akan 
sangat rentan terjadinya eksploitasi ekonomi, atau tidak terpenuhinya 
hak-hak dasar dari PRT sebagai pekerja. 
d. Belum ada standar ketenagakerjaan untuk Pekerja Rumah Tangga 
sebagai pekerja. 
 Banyak pihak tidak memandang Pekerja Rumah tangga bukan 
sebagai pekerja, bahkan dalam data statistik yang secara resmi tidak 
menghitung Pekerja Rumah tangga sebagai bagian dari data tenaga kerja 
di Indonesia. Fakta ini membuktikan bahwa pemerintah sendiri pun belum 
mengakui Pekerja Rumah tangga sebagai bagian dari Tenaga kerja, 
bahkan mungkin data Pekerja Rumah tangga menjadi bagian dari data 
pengangguran yang ada di Indonesia. 
 
2. Paradigma Harmonis 
 Situasi tenteram dan damai dalam sebuah rumah tangga merupakan 
prasyarat utama terwujudnya kondisi yang harmonis dalam kehidupan 
rumah tangga tersebut. Ketenteraman dan kedamaian di dalam 
kehidupan rumah tangga mengharuskan adanya pergaulan dalam 
konteks persahabatan antar anggota keluarga dalam rumah tangga 
tersebut. Antara anggota keluarga yang satu dengan yang lain 
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merupakan sahabat sejati dalam segala hal. Dalam hal hubungan 
harmonis antara pekerja rumah tangga dengan majikan dalam rumah 
tangga, maka persahabatan yang dibangun oleh keduanya adalah 
persahabatan yang dapat memberikan kedamaian satu sama lain. 
 Cara untuk membangun harmonisasi hubungan antara majikan 
dengan pekerja rumah tangga, adalah bahwa maswing-masing pihak 
harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
a. Saling memahami. 
 Saling memahami antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan 
harus dibangun di atas kesadaran dan pemahaman bahwa masing-
masing pihak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
Masing-masing pihak memiliki latar belakang dan kepentingan yang 
berbeda-beda. Seorang Majikan dengan pendidikan yang lebih memadai 
dibandingkan dengan Pekerja Rumah Tangga yang mungkin tidak tamat 
Sekolah Menengah Pertama, tentu berbeda sudut pandang dalam 
memahami suatu permasalahan. Karenanya antara majikan dengan 
Pekerja Rumah Tangga perlu saling memahami kelebihan dan 
kekurangan masing-masing, serta menerimanya dengan lapang dada 
tanpa ada penyesalan yang berkepanjangan. 
b. Komunikasi 
 Komunikasi yang dimaksud adalah hubungan komunikasi yang sejuk 
dan bersahabat, empati dan simpatik antara Majikan dengan Pekerja 
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Rumah Tangga, bukan komunikasi yang kaku dan tegang. Membangun 
komunikasi yang efektif antara Majikan dengan Pekerja Rumah Tangga 
dalam suasana kekeluargaan, akan menumbuhkan rasa saling 
menghargai dan saling melindungi sehingga selain mencegah terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan ketersinggungan, juga 
akan membangun solidaritas yang kuat antar anggota keluarga dengan 
Pekerja Rumah Tangga. Pekerja Rumah Tangga akan merasa 
diperlakukan seperti anggota Keluarga lainnya.  
c. Saling mengasihi karena Allah SWT. 
 Saling mengasihi karena Allah (mahabbah fillâh) antara Majikan 
dengan Pekerja Rumah Tangga merupakan salah satu perekat 
persahabatan di antara keduanya. Munculnya rasa mengasihi karena 
Allah SWT. disebabkan karena keduanya memiliki keimanan dan 
melakukan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. 
d. Saling menerima dan memberi. 
 Salah satu cara untuk mewujudkan persahabatan antara pekerja 
Rumah Tangga dengan Majikan adalah keduanya melaksanakan 
kewajibannya masing-masing sekaligus memenuhi hak-hak yang lain. 
Keduanya saling berlomba untuk menunaikan kewajiban yang akan 





e. Penghargaan dan penghormatan 
 Harmionisasi tidak akan terwujud tanpa didasari oleh rasa saling 
menghargai dan menghormati satu sama lain antara Majikan dengan 
Pekerja Rumah Tangga. Penghargaan dan penghormatan ini tanpa 
melihat latar belakang dan posisi masing-masing, tetapi tulus semata-
mata melihat harkat dan martabat sebagai manusia.  
 Untuk mengetahui pandangan Responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang jaminan harmonisasi hubungan antara pekerja rumah tangga 
dengan majikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
Tabel 3 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang Jaminan 
Harmonisasi hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga 
dengan Majikan. 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
 
 Berdasarkan data dalam table 3 di atas menggambarkan bahwa 
Jaminan Harmonisasi hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga 
dengan Majikan, dari pandangan Pekerja Rumah Tangga pada tiga lokasi 
penelitian dalam table di atas, adalah sebanyak 32 orang atau sebesar 
64% yang menyatakan bahwa terjamin hubungan hukum antara Pekerja 
Rumah Tangga dengan Majikan sudah harmonis; sedangkan sebanyak 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  
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15 orang atau sebesar 30 % yang menyatakan bahwa belum terjamin 
hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan belum 
harmonis dan sebanyak 3 orang atau sebesar 6 % yang tidak tahu. 
 Data penelitian ini menunjukan bahwa sebanyak 47 orang dari 50 
pekerja rumah tangga memahami hubungan antara mereka dengan 
majikannya. Sedangkan hanya 3 orang yang tidak memahami hubungan 
mereka dengan majikannya. Dari 47 orang tersebut  mayoritas yaitu 
sebanyak 32 mengakui adanya jaminan hubungan yang harmonis dengan 
majikannya. Harmonisnya hubungan tersebut diyakini hak dan kewajiban 
masing-masing pihak terlaksana dengan baik. Tetapi sebanyak 15 
memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan majikan, hal ini tentu 
dipengaruhi beberapa ketidak sepahaman dan pemenuhan antara hak 
dan kewajiban masing-masing pihak. 
 Untuk mengetahui pandangan Responden Majikan tentang jaminan 
harmonisasi hubungan antara pekerja rumah tangga dengan majikan 
dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
Tabel 4 : Pandangan Majikan tentang Jaminan Harmonisasi 
hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan.  
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
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 Berdasarkan data dalam table 4 di atas, maka penilaian responden 
Majikan dari 50 orang responden pada tiga lokasi penelitian menunjukkan 
bahwa sebanyak 34 orang atau sebesar 68 % yang menyatakan bahwa 
terjamin hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dengan 
Majikan secara harmonis; sebaliknya sebanyak 13 orang atau sebesar 26 
% yang menyatakan belum harmonis; dan sebanyak 3 orang atau 
sebesar 6  % menyatakan tidak tahu. 
 Data penelitian ini juga membenarkan bahwa mayoritas para 
majikan juga memahami hubungan mereka dengan para pekerja rumah 
tangga, serta yang memahami tersebut mayoritas membenarkankan 
bahwa hubungan mereka dengan pekerja rumah tangga harmonis. 
sedangkan hanya 13 orang dari 50 orang yang menganggap 
hubungannya tidak harmonis dengan pekerja rumah tangganya. 
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas, disimpulkan bahwa sebanyak 32 orang atau sebesar 68 
% yang menyatakan bahwa harmonisasi hubungan hukum antara Pekerja 
Rumah Tangga dengan Majikan pada dasarnya sudah terjamin, meskipun 
berpariasi diantara tiga lokasi penelitian yaitu Pekerja Rumah Tangga : 10  
orang pada lokasi penelitian Makassar, 8 pada lokasi penelitian Jakarta 
dan 14 orang pada lokasi penelitian Yogyakarta. Kemudian untuk Majikan 
: masing-masing lokasi penelitian adalah 10 untuk makasar, 10 untuk 
Jakarta dan 14  untuk Jogjakarta yang jumlah keseluruhannya 34 orang 
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yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara  Pekerja Rumah 
Tangga dengan Majikan sudah harmonis. 
 Kondisi tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa bisa jadi 
disebabkan oleh beberapa faktor seperti : adanya hubungan kekerabatan 
atau kekeluargaan antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan; 
penerapan nilai-nilai budaya ketimuran yang sopan santun, gotong 
royong dan saling menghargai; atau mungkin saja hubungan harmonis 
tersebut hanya di permukaan, akan tetapi pada hakekatnya Pekerja 
Rumah Tangga merasa tidak diperlakukan adil dengan Upah rendah yang 
diberikan dan sebagainya. Data ini juga dapat menunjukkan bahwa 
tingkat pendidikan formal dan kesejahteraan berupa Upah bagi Pekerja 
Rumah Tangga tidak mempengaruhi tingkat harmonisasi hubungan 
antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan. 
3. Prinsip-Prinsip Perjanjian 
 Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa hubungan hukum antara 
Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan di Indonesia terutama di daerah-
daerah dan sebagaian di perkotaan, pada umumnya didasarkan pada 
hubungan kekeluargaan dan tidak dilakukan dalam konteks Pekerja 
secara profesional. Oleh karena itu, sangat jarang dijumpai Pekerja 
Rumah Tangga yang bekerja didasarkan pada kontrak perjnajian antara 
Pekerja Rumah Tangga tersebut dengan Majikannya. Bahkan dalam 
bahkan berdasarkan hasil penelitian penulis, diperoleh gambaran bahwa 
sebagian besar responden menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan 
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antara majikan dengan Pekerja Rumah Tangga kebanyakan secara lisan 
dan tanpa memperjanjikan mengenai berapa upah perbulan, apa saja 
bidang kerjanya serta berapa jam perhari harus bekerja. Perjanjian yang 
dilakukan hanya menyepakati siap untuk bekerja dan siap 
mempekerjakan, sedangkan mengenai upah, jam kerja dan beban kerja 
dilakukan sambil berjalan. 
 Jika dibandingkan dengan syarat-syarat sah suatu perjanjian 
sebgaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 
empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : 
a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya  
 Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa 
ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-
pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila 
perjanjian dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau kekhilafan.  
 Kesepakatan antara Majikan dengan Pekerja Rumah Tangga 
seharusnya menyepakati hal-hal mengenai hak dan kewajiban masing-
masing dalam kontrak, sehingga ada ukuran untuk mengukur adanya 
wanprestasi salah satu pihak. 
b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan  
 Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat perjanjian 
haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek 
hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk 
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membuat perjanjian. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang 
ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di 
bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.  
 Anak-anak294 adalah mereka yang belum dewasa yang menurut 
Pasal 330 KUH Perdata belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. 
Meskipun belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, apabila seseorang 
telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk 
membuat perjanjian. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) bahwa 
: “(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”  
  Hasil penelitian ILO sebagaimana diuraikan dalam Bab sebelumnya 
menunjukkan bahwa masih banyak yang mempekerjakan anak di bawah 
                                                            
294  Anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989, Pasal 1 bahwa : Untuk 
tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan 
belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan 
dicapai lebih awal. Kemudian pada Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) bahwa 
: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan; dan Pasal 1 butir 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bahwa : 
“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang 
telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana.”  
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umur sebagai pekerja rumah tangga. Dengan semikian, bertentangan 
dengan syarat sah adanya perjanjian 
c. Suatu Hal Tertentu  
 Hal tertentu maksudnya obyek yang diatur perjanjian tersebut harus 
jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. 
Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para 
pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif, misalnya dalam perjanjian 
pekerja rumah tangga, maka harus jelas dan tegas mengenai berapa gaji 
atau upah dari pekerja rumah tangga perbulannya, berapa jam harus 
bekerja, tambahan penghasilan, hari libur, beban pekerjaan yang harus 
dikerjakan dan sebagainya.  
 Pada umumnya kersepakatan antara majikan dengan pekerja rumah 
tangga hanya menyepakati siap menjadi Pekerja Rumah Tangga tapi 
tidak jelas mengenai jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawab 
Penerka Rumah Tangga. Dengan demikian upah Pekerja Rumah Tangga 
pun  dalam kebanyakan kasus tidak ditentukan berapa penghasilan atau 
upah dari Pekerja Rumah Tangga tersebut. 
 Jenis pekerjaa dalam Perjanjian Kerja antara Pekerja Rumah 
Tangga dengan Majikan antara lain : 
1) Membersihkan rumah bagian dalam yang meliputi dapur; kamar 
tidur, kamar Mandi, Ruang Tamu, Ruang Keluarga dan Ruang 
kerja dan pelatporm rumah. 
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2) Menata dan merapikan perabot rumah pada ruangan dapur; kamar 
tidur, kamar Mandi, Ruang Tamu, Ruang Keluarga dan Ruang 
kerja; 
3) Belanja Kebutuhan dapur atas permintaan Majikan; 
4) Mencuci Pakaian dengan menggunakan fasilitas yang ada dalam 
rumah tangga; 
5) Memasak untuk keperluan sarapan Pagi, Makan siang, makan 
malam dan makanan tambahan sesuai dengan kebutuhan; 
6) Setrika pakaian sesuai dengan kebutuhan; 
7) Menggunakan dan menjaga keamanan dan keutuhan perabot dan 
fasilitas yang ada dalam rumah tangga 
d. Suatu Sebab yang Halal  
 Maksudnya isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan 
perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau 
kesusilaan. Oleh karena dalam perjaniian pekerja rumah tangga tidak 
tertulis secara jelas apa yang disepakati, maka akan sulit untuk diukur 
apakah beban pekerjaan tersebut justru melanggar kesusilaan atau 
melanggar nilai-nilai sosial masyarakat. KUH Perdata memberikan 
kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian 
secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis maupun lisan mengikat, 
asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata. Jadi, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis.  
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 Suatu perjanjian syah jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW. 
Syarat mengenai sepakat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 
1320 BW tersebut, tidak selalu harus dibuat secara tegas tertulis, tetapi 
dengan dilakukannya syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu kontrak 
dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban dari pihak lain untuk 
memenuhi hak orang yang telah melaksanakan syarat-syarat tersebut. 
 Meskipun demikian, menurut Munir Fuadi bahwa ”Tidak semua 
kontrak dapat terlihat dengan jelas adanya kata sepakat. Namun, sampai 
batas- batas tertentu bahkan suatu kontrak dianggap sudah terbentuk, 
sungguh pun kesepakatan kehendak- kesepakatan kehendak dalam jenis 
kontrak yang disebut dengan ”kontrak tersamar” (implied contract, quasi 
contract). Kontrak tersamar ini diketemukan baik dalam tradisi hukum 
eropa kontinental, maupun dalam tradisi hukum anglo saxon.295 
 Di dalam kebanyakan kontrak pekerjaan rumah tangga antara 
pekerja rumah tangga dengan Majikan, justru memenuhi unsur-unsur 
quasi contract sebagaimana diuraikan di atas.  Bahwa di dalam BW tidak 
dijelaskan secara tegas mengenai definisi “perikatan”. Namun di dalam 
ketentuan Pasal 1233 BW hanya dirumuskan bahwa perikatan selain dari 
Undang-undang, perikatan juga dapat lahir dari perjanjian. Dengan 
demikian dapat ditafsirkan bahwa perikatan belum tentu merupakan suatu 
perjanjian, sedangkan perjanjian sudah barang tentu merupakan 
                                                            
295  Munir Fuady, 2001, Hukum Kontrak (Dari sudut pandang Hukum Bisnis) 
Citra Aditrya Bakti, Bandung: hal : 50-52. 
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perikatan. Subekti memberikan batasan perbedaan antara perikatan dan 
perjanjian sebagai berikut bahwa Perikatan adalah: 
“Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua 
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak 
menunut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban 
memenuhi tuntutan itu.” 296 
 Sedangkan perjanjian adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau 
dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” 297 
 Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka quasi contract masuk 
dalam pengertian perikatan yang meskipun tidak ada janji sebelumnya, 
tetapi suatu pihak dapat memiliki hak untuk menuntut suatu hal dari pihak 
lain, atas prestasi yang telah dilakukan. Demikian juga dengan pekerja 
rumah tangga yang kebanyakan tidak dilakukan dengan perjanjian tertulis 
atau perjanjian lisan tetapi tidak secara rinci diperjanjikan, maka 
berdasarkan teori quasi contract tersebut maka sudah terjadi kontrak 
antara Majikan dengan Pekerja Rumah Tangga apabila pekerja rumah 
tangga telah bekerja pada majikan tersebut, sehingga timbul hak dan 
kewajiban masing-masing.  
 Untuk mengetahui pandangan responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang jaminan keadilan bagi pekerja rumah tangga dari penerapan 
                                                            
296  Subekti, 1990, Hukum Perjanjian. Cet ke XII PT. Intemasa, Jakarta, hal : 




prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-undangan 
ketenagakerjaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel 5 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang Jaminan 
keadilan dari prinsip-prinsip perjanjian dalam perundang-undangan 
ketenagakerjaan. 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
 
 Berdasarkan data pada tabel 5 tersebut di atas menggambarkan 
bahwa jaminan keadilan bagi pekerja rumah tangga dari penerapan 
prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-undangan 
ketenagakerjaan, dari pandangan Pekerja Rumah Tangga pada tiga 
lokasi penelitian sebanyak 50 responden, menunjukkan bahwa hanya 
sebanyak 25 orang atau sebesar 50 % yang menyatakan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-
undangan ketenagakerjaan yang ada telah memberikan jaminan keadilan; 
sebanyak 8 orang atau sebesar 16 % yang menyatakan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-
undangan ketenagakerjaan tidak memberikan jaminan keadilan; 
kemudian sebanyak 17 orang atau sebesar 34 % yang masih ragu-ragu 
apakan sudah ada jaminan keadilan bagi pekerja rumah tangga dari 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  



















































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
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penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-
undangan ketenagakerjaan. 
 Data penelitian ini dapat dikatakan bahwa mayoritas para pekerja 
rumah tangga memiliki posisi dan kedudukan yang sama dalam membuat 
perjanjian kerja, sehingga terdapat prinsip-prinsip perjanjian yang 
memenuhi rasa keadilan mereka. Namun sebagian kecil yang merasakan 
ketidakadilan atas perjanjian kerja yang ada. Hal ini dipastikan sebagai 
akibat ketidak setaraannya atau kedudukannya sebagai pekerja dengan 
majikan. Hal ini disebabkan atas kebutuhan mendesak atau terpaksa 
menyetujuai perjanjian kerja yang dibuat karena membutuhkan uang. 
Serta yang menariknya adalah bahwa pekerja yang ragu-ragu tersebut 
memahami bahwa apa yang telah dikerjakan dan apa yang diterima 
sebagai pekerja rumah tangga sudah memenuhi kondisinya sebagai 
pekerja rumah tangga dan kebutuhan majikan di sisi yang lain.  
 Untuk mengetahui pandangan responden Majikan tentang jaminan 
keadilan bagi pekerja rumah tangga dari penerapan prinsip-prinsip 
perjanjian dalam substansi perundang-undangan ketenagakerjaan dapat 







Tabel 6 : Pandangan Majikan tentang Jaminan keadilan dari prinsip-
prinsip perjanjian dalam perundang-undangan ketenagakerjaan.  
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
 Berdasarkan data dalam tabel 6 di atas, penilaian responden 
Majikan menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada 
tiga lokasi penelitian, tidak satu orangpun yang menyatakan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-
undangan ketenagakerjaan yang ada telah memberikan jaminan keadilan; 
sebaliknya sebanyak 14 orang atau sebesar 28 % yang menyatakan 
bahwa penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-
undangan ketenagakerjaan yang ada sudah menjamin keadilan dan 
sebanyak 9 orang atau sebesar 18 % yang menyatakan penerapan 
prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-undangan 
ketenagakerjaan yang ada tidak memberikan jaminan keadilan; kemudian 
sebanyak 27 orang atau sebesar 54 % yang masih ragu-ragu tentang 
adanya jaminan keadilan dalam penerapan prinsip-prinsip perjanjian 
dalam substansi perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  
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 Data penelitian ini justru terbalik dengan apa yang dikatakan oleh 
majikan yang mayoritas ragu-ragu apakah sudah ada keadilan dalam 
perjanjian tersebut. Keraguan para majikan ini dapat dilihat dari dua sudut 
pandang yaitu pertama bisa jadi majikan merasa pemberian dan 
pemenuhan hak para pekerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang 
diberikan baik melebihi dari porsi pekerjaan atau justru kurang dari porsi 
pekerjaan, sedangan sudut pandang kedua dapat dipahami bahwa apa 
yang diberikan sebenarnya tidak layak namun keterbatasan yang dimiliki 
majikan sehingga tidak bisa memenuhi standar layak yang seharusnya. 
 Selain itu para majikan juga membenarkan apa yang dipahami dan 
dikatakan para pekerja kalau perjanjian tersebut memenuhi unsure 
keadilan baik sebagai pekerja maupun sebagai majikan. Kemudian yang 
mengatakan tidak adil dapat dipastikan bahwa apa yang dikerjakan para 
pekerja rumah tangga masih kurang dari apa yang dipenuhi majikan 
terhadap pekerjanya. 
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah 
Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa hanya 
sebanyak 39 orang atau sebesar 39 % yang menyatakan bahwa 
penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi perundang-
undangan ketenagakerjaan yang ada telah memberikan jaminan keadilan, 
sebanyak 17 orang atau sebesar 17 % yang menyatakan tidak 
memberikan keadilan.  
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 Sebanyak 44 orang atau sekitar 44 % masih ragu-ragu adanya 
jaminan keadilan penerapan prinsip-prinsip perjanjian dalam substansi 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, dapat ditafsirkan 
sebagai pandangan yang cenderung menyatakan belum adanya jaminan 
keadilan dalam perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Hal 
ini dimungkinkan karena pandangan umum yang memposisikan 
Pekerjaan Rumah Tangga bukan sebagai profesi, sehingga perlindungan 
hukum dan keadilan yang ada dalam sistem perundang-undangan 
ketenagakerjaan hanya berlaku bagi tenaga kerja atau pekerja dalam 
sektor Formal dan tidak termasuk Pekerja Rumah Tangga. Pandangan ini 
tentu berdampak pada implementasi penerapan perundang-undangan di 
bidang ketenagakerjaan tersebut. 
 Perbedaan pandangan responden Pekerja Rumah Tangga pada tiga 
lokasi penelitian Makassar, Yogyakarta dan Jakarta, juga didasarkan 
pada perbedaan aspek psikologis responden terhadap perlindungan 
hukum baik Negara maupun Daerah terhadap Pekerja Rumah Tangga. 
Pandangan Responden Pekerja Rumah Tangga pada lokasi penelitian di 
Yogyakarta lebih cenderung menyatakan bahwa perlindungan hukum 
sudah menjamin, dibandingkan dengan responden di Makassar dan 
Jakarta yang belum memiliki Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 
tentang Pekerja Rumah tangga.  
 Berdasarkan data hasil penelitian tersebut di atas, diperoleh 
gambaran bahwa indikator prinsip-prinsip perjanjian dalam ketentuan 
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peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan hanya berlaku bagi 
Pekerja atau buruh formal, akan tetapi bagi Pekerja Rumah Tangga yang 
digolongkan sebagai Pekerja Informal tidak berlaku, sehingga sengketa 
Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan tidak tunduk pada BW dan tidak 
tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. 
 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga 
Ditinjau dari Perspektif Keadilan 
 
 Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau 
aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid 
Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 
menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat 
universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh 
dipisahkan. 
 Menurut Von Thomas Aquinas bahwa hukum alam adalah cerminan 
dari undang-undang abadi (lex naturalis). Aliran hukum alam tidak hanya 
disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-
prinsip dasar dalam perundang-undangan. Bahwa sesungguhnya hakikat 
kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup 
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banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum 
bermunculan dari masa ke masa.298 
 Menurut Fitzgerald, bahwa teori pelindungan hukum bertujuan 
mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam 
masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 
terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara 
membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.299 Kepentingan hukum 
adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum 
memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang 
perlu diatur dan dilindungi.300 
 Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan 
hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum 
yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 
kesepakatan masyarakat. Kesepakatan tersebut untuk mengatur 
hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan 
masyarakat.  
 Menurut Satijipto Raharjo301 perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 
dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat 
                                                            
298  Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 
: 116. 
299  Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 
hal : 53. 
300  Ibid, hal : 69. 
301  Ibid, hal : 54. 
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agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 
Satjipto Rahardjo302 mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah: 
adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara 
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam 
rangka kepentingannya tersebut. Kemudian Setiono303 mengemukakan 
bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak 
sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan 
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 
martabatnya sebagai manusia.  
 Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra304 berpendapat bahwa 
hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya 
tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan 
antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum 
dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, 
ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.305  
        Selanjutnya, Muchsin306 mengemukakan bahwa: perlindungan 
hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan 
                                                            
302 Satjipto Rahardjo, 2003,Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, 
Jakarta, hal : 121: . 
303 Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum),Magister Ilmu Hukum 
Program  Pascasarjana  Universitas Sebelas Maret,Surakarta, hal : 3: . 
304  Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993,Hukum Sebagai Suatu Sistem, 
Bandung, Remaja Rusdakarya, hal : 118. 
305  Ibid, hal : 118. 
306 Muchsin,2003, Perlindungan  dan Kepastian Hukum bagi Investor di 
Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana  Universitas Sebelas 
Maret,Surakarta, hal : 140 . 
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menyerasikan hubungan nilai-nilai atau  kaidah-kaidah yang menjelma 
dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 
pergaulan hidup antar sesama  manusia. Lili Rasjidi dan B. Arief 
Sidharta307 mengemukakan bahwa  ungsi  hukum untuk memberi 
perlindungan adalah hukum itu ditumbuhkan  dan dibutuhkan manusia 
justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi 
yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta  untuk 
memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan  
martabatnya. 
 Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon308 perlindungan hukum bagi 
rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. 
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 
sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati 
dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan 
yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, 
termasuk penangananya di lembaga peradilan.309 
 Pandangan Philipus Hadjon310 bahwa perlindungan hukum adalah 
segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan dan 
mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh hukum. Perlindungan 
                                                            
307 Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi. 
PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal : 64. 
308  Philipus M. Hadjon 1987.  Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia 
Sebauh Study Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. PT. Bina Ilmu : 
Surabaya, hal : 2 
309 Ibid, hal : 2: . 
310 Ibid, hal : 20 . 
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hukum adalah segala sesuatu yang memungkinkan seseorang dapat 
melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya yang ditentukan oleh 
hukum. Dengan tindakan pemerintah sebagai titik sentral jika dikaitkan 
dengan perlindungan hukum bagi rakyat maka Philipus M. Hadjon, 
mengemukakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum bagi 
rakyat, yaitu : 
1. Perlindungan hukum yang preventif 
 Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan 
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang difinitif. Dengan 
demikian, perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya 
sengketa. 
2. Perlindungan hukum yang represif 
 Perlindungan hukum yang represif, rakyat diberikan kesempatan 
mengajukan keberatan setelah adanya akibat dari suatu keputusan 
pemerintah yang definitif dalam arti bahwa perlindungan represif bersifat 
menyelesaikan masalah. 
        Di samping jenis perlindungan hukum preventif dan represif dikenal 
juga perlindungan hukum formal dan substantif. Perlindungan hukum 
formal adalah: perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan 
hak-hak dan secara formal diterapkan dalam peraturan perundang-
undangan dan atau perjanjian. Perlindungan hukum subtantif adalah 
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perlindungan hukum yang mengacu pada pelaksanaan hak-hak yang 
secara subtantif melekat pada hukum. Artinya meskipun tidak diterapkan 
dalam undang-undang namun pelaksanaannya melekat pada 
orang/aktivitasnya.311  
 Pandangan ILO tentang pentingnya pembentukan Perda tentang 
Pekerja Rumah tangga adalah bahwa sangat diperlukan adanya jaminan 
perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah tangga baik dalam bentuk 
Undang-Undang maupun secara tehnis dalam bentuk Perda. Hal yang 
utama diatur dalam Perda tersebut  antara lain:  
a. mekanisme sistem rekruitmen Pekerja Rumah tangga, baik 
menyangkut prosedur, persyaratan, maupun kelembagaan atau 
Rekruitmen agency. 
b. Menghilangkan ketergantungan Pekerja Rumah tangga kepada 
Majikan yang dapat mengakibatkan eksploitasi, tetapi membangun 
hubungan yang seimbang dan harmonis. 
c. Peningkatan Profesionalitas Pekerja Rumah tangga itu sendiri. 
d. Pengaturan tentang masa cuti bagi Pekerja Rumah tangga, yang 
menjadi kewajiban majikan untuk memberikan cuti. 
 Hambatan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi 
Pekerja Rumah tangga menurut pandangan ILO adalah terletak pada 
                                                            
311 Muhammad Tahir Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis 
Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI-Press, Jakarta, hal : 1 . 
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kemauan dari semua stakeholders untuk mengangkat harkat dan 
martabat Pekerja Rumah tangga. 
 Pandangan ILO dari berbagai aturan di beberapa Negara 
diantaranya : 
a. Jam kerja Pekerja Rumah tangga di Filifina : yang dilindungi adalah 
jam istirahat minimal 8 jam. 
b. Upah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan direvisi tiap 
tahun. 
c. Isu LSM terhadap perlindungan Hukum. Bahwa banyaknya LSM-
LSM yang memperjuangkan eksistensi dan perlindungan hukum 
terhadap pekerja rumah tangga. 
d. Kementerian Tenagakerja dan Transmigrasi cenderung lebih 
memihal kepada Majikan dibandingkan kepada Pekerja Rumah 
tangga. 
e. Negara seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap 
pekerja rumah tangga dan tidak melakukan pembiaran terhadap 
pelakuan tidak adil, kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja 
rumah tangga. 
 Kerjasama ILO dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 
Indonesia dapat melakukan langkah-langkah: 
a. Membuat standar ketenagakerjaan 
b. Mendorong pemerintah untuk melaksanakan konvensi ILO. 
c. Memberikan tehnik asistensi terhadap Pekerja Rumah Tangga. 
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Mekanisme kerjasama : 
a. Meratifikasi konvensi internasional tentang ketenagakerjaan 
(khususnya mengenai Pekerja Rumah Tangga). 
b. Melaporkan pelaksanaan perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
kepada ILO. 
c. Pelaksanaan konvensi dimonitor oleh ILO . 
 ILO juga mendorong Negara-negara untuk melakukan reformasi 
hukum untuk mendorong terlaksananya perlindungan hukum terhadap 
Pekerja Rumah tangga.  
 Pemerintah Indonesia belum pernah meminta asistensi terkait 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah tangga, 
terutama tenaga kerja Indonesia di Luar negeri. 
 
1. Perlindungan Hak-Hak Dasar 
 Hak adalah suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak ini 
dimiliki oleh seseorang dan dapat dinikmati keberadaannya. Apabila 
seseorang memiliki hak tersebut, maka orang tersebut dengan bebas 
menggunakan haknya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak 
manapun. Untuk melindungi agar seseorang benar-benar mempunyai 
kebebasan dalam menggunakan haknya dan adanya perlindungan agar 
seseorang tetap dapat menikmati haknya, maka disepakati adanya HAM 
(Hak asasi manusia). HAM ini telah diatur sejak 10 Desember tahun 1948 
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dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang 
didalamnya termuat kandungan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial 
budaya. Kemudian pada tahun 1966, PBB membuat dua instrumen 
terpisah yaitu Convenant Internasional tentang Hak-hak Sipil politik dan 
convenant internasional tentang hak-hak Ekonomi, sosial dan Budaya. 
Adanya convenant ini hak asasi manusia tidak hanya sebagai pernyataan 
moral yang tidak mengikat secara hukum akan tetapi dengan adanya 
convenant ini dapat mengikat secara legal hukum atas pelaksanaan hak 
asasi manusia.312 
 Hak-hak Pekerja berbeda dengan Hak asasi pekerja. Hak asasi 
adalah hak yang diberikan sebagai kodrat oleh Tuhan Yang Maha Esa 
yang melekat pada diri setiap manusia sebagai konsekwensinya sebagai 
manusia, sedangkan Hak-hak dasar sebagai pekerja adalah hak yang 
melekat pada diri setiap pekerja sebagai konsekwensi menjadi pekerja. 
Hak buruh lahir sebagai konsekwensi (akibat) adanya hubungan kerja 
antara buruh dengan pengusaha/instansi. Hak buruh di Indonesia diatur 
dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  
 Setidaknya ada 8 hak dasar pekerja yaitu antara lain :313 
                                                            
312 Komunitas Pekerja Kota Tasikmalaya, 18 Desember 2012, Website internet  
: 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=628735520499620&story_fbid=646336595
406179, diakses tanggal 17 Oktober 2014 . 
313 Anonim, Undang undang ketenagakerjaan, 15 Oktober 2013, Wubsite 
internet  
https://www.facebook.com/permalink.php?id=628735520499620&story_fbid=646336595
406179, diakses tanggal 17 Oktober 2014 . 
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a.  Hak dasar pekerja dalam hubungan kerja Setiap tenaga kerja 
berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan mengembangkan 
potensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 
Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 
atas : 
1)  Keselamatan dan kesehatan kerja; 
2) Moral dan kesusilaan;dan 
3).  perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan 
nilai-nilai agama. 
4). Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 
pekerja. (Dasar hukum, UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh). 
b.  Hak dasar pekerja atas jaminan sosial dan keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3). 
 Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan 
sosial tenaga kerja yang meliputi : 
1) Jaminan Kecelakaan Kerja; 
2) Jaminan kematian; 
3) Jaminan Hari Tua; 
4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 
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 Keselamatan dan kesehatan kerja berhak meminta kepada 
pengusaha untuk dilaksanakannya semua Syarat-syarat Keselamatan 
dan kesehatan kerja; 
 Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat 
keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang 
diwajibkan diragukan olehnya. (Dasar Hukum ,UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Kepres 
Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan 
Kerja, PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja, Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1993 
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Peraturan Menteri Tenaga 
Kerja Nomor 01 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan 
Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja). 
c. Hak Dasar Pekerja Atas Perlindungan Upah.  
 Setiap pekerja berhak untuk memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah minimum 
hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 
(satu) tahun. Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih 
dari 1 (satu) tahun. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh 
mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk 
pekerjaan yang sama nilainya. 
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 Pengusaha wajib membayar upah kepada buruh, Jika buruh sendiri 
sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Pengusaha wajib 
membayar upah kepada buruh, Jika buruh tidak masuk bekerja karena 
hal-hal sebagaimana dimaksud dibawah ini, dengan ketentuan sebagai 
berikut  : 
1) Pekerja menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; 
2) Menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
3) Menghitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
4) membabtiskan anak, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; 
5) Isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 
2 (dua) hari; 
6) Suami/Isteri, Orang tua/Mertua atau anak/menantu meninggal 
dunia, dibayar untuk selama 2 (dua) hari dan; 
7) Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar 
untuk selama 1 hari. 
 Pengusaha wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada 
buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang 
menjalankan kewajiban negara, jika dalam menjalankan pekerjaan 
tersebut buruh tidak mendapatkan upah atau tunjangan lainnya dari 
pemerintah tetapi tidak melebihi 1 (satu) tahun. Pengusaha wajib untuk 
tetap membayar upah kepada buruh yang tidak dapat menjalankan 
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pekerjaannya karena memenuhi kewajiban ibadah menurut agamanya 
selama waktu yang diperlukan, tetapi tidak melebihi 3 (tiga) bulan. 
Pengusaha wajib untuk membayar upah kepada buruh yang bersedia 
melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan, akan tetapi pengusaha tidak 
mempekerjakan baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang 
seharusnya dapat dihindari pengusaha. 
 Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai hari keempat sampai 
hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah 
tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. 
Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk 
tiap  hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 
(satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang 
seharusnya dibayarkan.  
 Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak 
lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang harus didahulukan 
pembayarannya. (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP 
No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah dan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor : 01 Tahun 1999 tentang Upah Minimum). 




 Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja 
sebagaimana berikut :  
1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  
2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 
minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 
kerja harus memenuhi syarat : 
1).  Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 
2). waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) 
jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) 
minggu. 
 Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu 
kerja wajib membayar upah kerja lembur. Pengusaha wajib memberi 
waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh yang meliputi : 
1). istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam 
setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu 
istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;  
2).  istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 




3).  cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) 
bulan secara terus menerus; dan 
4).  istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan 
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 
(satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 
(enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama 
dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas 
istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya 
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. 
 Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 
kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 
agamanya. (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). 
e. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 
 Serikat pekerja/Serikat buruh, federasi dan konfederasi Serikat 
pekerja/Serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan 
berhak : Membuat Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha. 
Penyusunan perjanjian kerja bersama dilaksanakan secara musyawarah. 
Perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin 
dan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam 1 (satu) perusahaan hanya 
dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang berlaku bagi seluruh 
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pekerja/buruh di perusahaan. Masa berlakunya perjanjian kerja bersama 
paling lama 2 (dua) tahun. 
 Perjanjian kerja bersama dapat diperpanjang masa berlakunya 
paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara 
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. Perundingan 
pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling 
cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang 
sedang berlaku. 
 Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka 
perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling 
lama 1 (satu) tahun. Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat : 
1) Hak dan kewajiban pengusaha; 
2) Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta 
pekerja/buruh; 
3) Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja 
bersama; 
4) Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. 
Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
 Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi 
hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan. 
 Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan 
perjanjian kerja bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang 
berlaku. (UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 21 
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh). 
f. Hak dasar mogok 
 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai 
akibat gagalnya perundingan. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) 
hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat 
pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada 
pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan setempat. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh 
pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh, 
maka pemberitahuannya ditandatangani oleh perwakilan pekerja/ buruh 
yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab mogok 
kerja. 
 Dalam hal mogok kerja dilakukan pemberitahuannya kurang dari 7 
(tujuh) hari kerja, maka demi menyelamatkan alat produksi dan aset 
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perusahaan, pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan 
cara : 
1) melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi 
kegiatan proses produksi; atau 
2) bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja 
berada di lokasi perusahaan. 
 Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/ buruh dan 
serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang 
dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Siapapun dilarang melakukan 
penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/ buruh dan pengurus 
serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, 
tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan, 
pengusaha dilarang : 
 Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh 
lain dari luar perusahaan; atau  memberikan sanksi atau tindakan balasan 
dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat 
pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. 
 Pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam 
melakukan tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh 
pengusaha, pekerja/buruh berhak mendapatkan upah. (Dasar hukum UU 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan  Keputusan Menteri 
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Tenagakerja dan Transmigrasi Nomor : 23 Tahun 2003 tentang Akibat 
Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah). 
g. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan 
 Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan 
belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00. 
Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil 
yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan 
keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 
23.00 s.d. pukul 07.00. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh 
perempuan antara pukul 23.00 s.d. pukul 07.00 wajib : 
1).  memberikan makanan dan minuman bergizi; dan 
2).  menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. 
 Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi 
pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara 
pukul 23.00 s.d. pukul 05.00. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja perempuan dengan alasan menikah, 
hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya.  
 Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit 
dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari 
pertama dan kedua pada waktu haid. Pekerja/buruh perempuan berhak 
memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya 
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melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan 
menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. 
 Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan 
berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai 
dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Pekerja/buruh 
perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan 
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama 
waktu kerja. (Dasar hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor : 03 Tahun 1989 
tentang tentang Larangan PHK bagi Pekerja Wanita Karena Menikah, 
Hamil/Melahirkan dan Peraturan Menteri Tenagakerja Nomor : 224 Tahun 
2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh 
Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00).  
h. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan PHK. 
 Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan 
pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan 
terjadi pemutusan hubungan kerja. Dalam hal segala upaya telah 
dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka 
maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha 
dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila 




 Dalam hal perundingan benar-benar tidak menghasilkan 
persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja 
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permohonan penetapan 
pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang 
menjadi dasarnya.  
 Permohonan penetapan dapat diterima oleh lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundingkan. Penetapan 
atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata 
maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi 
perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan. Pengusaha 
dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : 
1).  Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut 
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) 
bulan secara terus-menerus; 
2).  Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena 
memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
3).  Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;  
4).  Pekerja/buruh menikah;  
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5).  Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, 
atau menyusui bayinya; 
6). Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan 
perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu 
perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 
perusahan, atau perjanjian kerja bersama; 
7).  Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus 
serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan 
serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam 
kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan 
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama; 
8).  Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang 
berwajib  mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan 
tindak pidana kejahatan; 
9).  Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; 
10)  Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan 
kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat 
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum 
dapat dipastikan. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 
dengan alasan sebagaimana dimaksud diatas batal demi hukum 
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dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang 
bersangkutan. 
 Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial batal demi hukum. Selama putusan 
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, 
baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala 
kewajibannya. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap 
ketentuan tersebut berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang 
sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib 
membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima 
pekerja/buruh. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga 
dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku 
dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel 7 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang jaminan 
terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  



































 Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut di atas menggambarkan 
bahwa pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang jaminan 
terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku pada tiga lokasi 
penelitian sebanyak 50 responden, menunjukkan bahwa hanya sebanyak 
11 orang atau sebesar 22 % yang menyatakan setuju bahwa ada jaminan 
terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku; sementara itu 
sebanyak 13 orang atau sekitar 26 % yang menyatakan tidak setuju 
bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku 
sudah menjamin terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga; 
selanjutnya sebanyak 26 orang atau sebesar 52 % yang menyatakan 
ragu-ragu adanya jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah 
Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 
berlaku. 
 Data penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas para pekerja rumah 
tangga meyakini bahwa perlindungan hak-hak dasar mereka dalam 
peraturan perundang-undangan belum terakomodir, pemahaman ini 
didasarkan pada data bahwa mayoritas meragukan jaminan tersebut dan 
kebanyakan juga mengatakan kalau tidak ada jaminan hak-hak dasar 




 Pandangan responden terhadap perlindungan hak-hak dasarnya 
pada tiga lokasi tersebut di atas, sangat mungkin dipengaruhi oleh tingkat 
pendidikan responden terutama mengenai pengetahuannya tentang 
perlindungan hukum dan hak-hak dasar yang menjadi haknya. Secara 
psikologis responden memberikan pendapat sesuai dengan fakta yang 
dialami terutama, perhatian, keberpihakan serta penyediaan sarana 
hukum oleh Pemerintah dalam membantu Pekerja Rumah Tangga untruk 
memperjuangkan hak-hak dasarnya. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Majikan tentang jaminan 
terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dapat dilihat dari 
tabel di bawah ini: 
Tabel 8 : Pandangan Majikan tentang jaminan terlindunginya hak-
hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-




 Berdasarkan data dalam table 8 di atas, Penilaian responden 
Majikan menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  



















































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
252 
 
tiga lokasi penelitian, sebanyak 12 orang atau sebesar 24 % yang 
menyatakan setuju bahwa sudah ada jaminan terlindunginya hak-hak 
dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan yang berlaku, sedangkan sebanyak 11 orang atau 
sekitar 22 % yang menyatakan tidak setuju bahwa telah ada jaminan 
terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku; kemudian sebanyak 
27 orang atau sebesar 54 % yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan 
terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 
 Data dari majikan sedikit berbeda, walaupun masih mayoritas yang 
ragu bahwa ada jaminan hak-hak dasar para pekerja dalam peraturan 
perundang-undangan, namun mayoritas para majikan memahami bahwa 
sudah ada jaminan perlindungan hak-hak dasar pekerja rumah tangga, 
hal ini berbanding terbalik dengan keyakinan dan pemahaman dari para 
pekerja rumah tangga. 
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah 
Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 23 orang atau sebesar 23 % yang menyatakan setuju adanya 
jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, 
sedangkan sebanyak 24 orang atau sebesar 24 % yang menyatakan 
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tidak setuju adanya jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah 
Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 
berlaku. 
 Pandangan Penulis terhadap data tersebut di atas, adalah bahwa  
dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku 
khususnya dari sudut pandang Pekerja Rumah Tangga sesungguhnya 
belum dapat memberikan jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja 
Rumah Tangga yaitu 13 orang atau sekitar 26 %, dan yang setuju 
sebanyak 11 atau sekitar 22 % saja. Sudut pandang Pekerja Rumah 
Tangga terhadap keadilan dan jaminan terhadap hak-haknya tentu 
berbeda dengan sudut pandang Majikan, sesuai dengan peran dan 
fungsinya serta kepentingannya masing-masing. 
 Sebanyak 53 orang atau sekitar 53 % yang masih ragu-ragu tentang 
adanya jaminan terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga 
dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, 
dapat ditafsirkan sebagai pandangan yang cenderung menyatakan belum 
adanya jaminan. Hal ini dimungkinkan karena sistem rekruitmen Pekerja 
Rumah tangga yang belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah dan 
masih diserahkan kepada swasta cenderung memposisikan Pekerja 
Rumah Tangga pada bargaining yang tidak menguntungkan di hadapan 
Majikannya. Belum dikelolanya dengan baik sistem rekruitmen Pekerja 
Rumah Tangga, pandangan terhadap Pekerjaan rumah tangga bukan 
sebagai profesi, serta pengelolaan data Pekerja Rumah tangga yang 
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tidak jelas, berdampak pada rendahnya perlindungan hukum termasuk 
hak-hak Pekerja Rumah Tangga.  Dengan demikian perlindungan hukum 
terkait indikator hak-hak kodrat belum terjamin dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan, karena hanya menjamin pekerja 
formal, akan tetapi tidak mengakomodir eksistensi Pekerja Rumah 
Tangga sebagai bagian dari Pekerja formal. 
 Jaminan perlindungan hak-hak dasar pekerja rumah tangga dapat 
dilihat dari besaran upah yang diterima oleh pekerja rumah tangga. Oleh 
sebab itu perlu diketahui besaran upah tersebut di lokasi penelitian 
sehingga menjadi factor pendukung analisis terhadap jaminan 
perlindungan hak-hak dasar pekerja rumah tangga. 
 Data penelitian yang diperoleh atas penghasilan pekerja rumah 
tangga di lokasi penelitian dapat dilihat dalam table sebagai berikut : 
Tabel  9  : Besarnya penghasilan Pekerja Rumah Tangga dan 






Sumber : Data Primer tahun 2014 
 
 Tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat penghasilan Pekerja 
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5-10 Juta 
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orang atau sekitar 45 % yang memiliki penghasilan antara 1 juta sampai 
dengan 5 juta Rupiah perbulan; dan sebanyak 11 orang atau sebesar 55 
% yang memiliki penghasilan di bawah 1 juta Rupiah perbulan. 
 Secara keseluruhan data tersebut menggambarkan bahwa rata-rata 
penghasilan Pekerja Rumah Tangga di Makassar adalah di bawah satu 
juta Rupiah. jika dibandingkan dengan Upah Minimum Kota (UMK) 
Makassar tahun 2014 sebanyak Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ribu 
rupiah) 314 dan UMP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 1.800.000,- 
untuk tahun 2014.315 Hal tersebut dapat menggambarkan tingkat 
kesejahteraan pekerja rumah tangga tersebut secara normative masih 
sangat rendah. Pekerja Rumah Tangga secara umum tidak dibebani 
pengeluaran untuk kebutuhan makan minum, pakaian dan tempat tinggal, 
oleh karena pekerja rumah tangga kebanyakan memiliki hubungan 
keluarga dengan Majikan sehingga tinggal bersama-sama dengan 
majikan. Akan tetapi, upah Pekerja Rumah Tangga tersebut jauh lebih 
rendah dari UMK Makassar dan UMR Provinsi Sulawesi Selatan. 
 Berdasarkan  hasil  penelitian   dari   data   kuisioner,   maka  
                                                            
314 Suriani Mappong, 1 Januari 2014, Upah Minimum Kota Makassar mulai 
diberlakukan, Website Internet : http://www.antaranews.com/berita/412006/upah-
minimum-kota-makassar-mulai-diberlakukan, diakses tanggal 17 Januari 2015. UMK 
Makassar diberlakukan 1 Januari 2014 sebesar Rp. 1,9 lebih besar dari UMK tahun 
2013 sebesar Rp. 1,5.  
315 Makassar Terkini, 06 November 2013, Standar Gaji Buruh di Makassar Rp 
1,9 Juta, Website Internet : 
http://www.makassarterkini.com/index.php/component/k2/item/627-standar-gaji-buruh-di-
makassar-rp-19-juta diakses tanggal 17 Januari 2015. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin 
Limpo menetapkan UMP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2014 sebesar Rp1,8 
juta sesuai usulan dewan pengupahan. UMP Sulsel pada 2013 hanya Rp1,4 juta, 
sedangkan tuntutan buruh yakni menginginkan kenaikan UMP sebesar 50 %.  
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diperoleh data bahwa dari 40 orang responden yang terdiri dari 20 orang 
Pekerja rumah tangga dan 20 orang Majikan, maka sebanyak 15 orang 
atau sekitar 37,50 % yang menyatakan bahwa jenis dan waktu pekerjaan 
tidak ditentukan sebelum dilakukan hubungan kerja antara majikan dan 
pekerja rumah tangga dan sebanyak 25 orang atau sekitar 62,50 % yang 
menyatakan bahwa jenis dan waktu kerja ditentukan sebelum dilakukan 
hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga. 
Tabel  10  :  Besarnya penghasilan Pekerja Rumah Tangga dan 





Sumber : Data Primer tahun 2014 
 
 Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat penghasilan 
Pekerja Rumah tanggal di lokasi penelitian di Yogyakarta khususnya 
penelitian pada Responden, adalah bahwa dari 15 orang pekerja rumah 
tangga yang diteliti semua responden sebanyak 15 orang atau 100 % 
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 Jika data tersebut dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak 
(KHL)316 yang jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis dalam 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 menjadi 60 jenis 
KHL dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012, maka 
data tersebut menggambarkan kondisi yang masih jauh lebih renda dari 
Kebutuhan Hidup Layak. 
 Secara keseluruhan data tersebut menggambarkan bahwa rata-rata 
penghasilan Pekerja Rumah Tangga di Yogyakarta adalah antara 1 juta 
sampai dengan 5 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan penghasilan 
Pekerja rumah tangga di Lokasi Penelitian di Makassar, maka 
penghasilan pekerja rumah tangga di Yogyakarta cenderung lebih tinggi 
yaitu sebanyak 11 orang atau sekitar 73,67 % yang memiliki penghasilan 
antara 1 juta sampai dengan 5 juta Rupiah perbulan sedangkan 
penghasilan Pekerja Rumah tangga di Makassar sebanyak 11 orang atau 
sekitar 55 % berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 
 Berdasarkan hasil penelitian dari data kuisioner, maka diperoleh 
data bahwa dari 30 orang responden yang terdiri dari 15 orang Pekerja 
                                                            
316  KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang 
pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk 
kebutuhan 1 (satu) bulan. Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur 
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan 
Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Namun, Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja No. 17 tahun 2005 direvisi oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 
2012 tentang Perubahan Penghitungan KHL. Gajimu.com, Standar Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL), website internet : http://www.gajimu.com/main/gaji/gaji-
minimum/komponen-khl, diakses tanggal 17 Januari 2015.  
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rumah tangga dan 15 orang Majikan, maka sebanyak 20 orang atau 
sekitar 66,70 % yang menyatakan bahwa jenis dan waktu pekerjaan 
ditentukan sebelum dilakukan hubungan kerja antara majikan dan pekerja 
rumah tangga dan sebanyak 10 orang atau sekitar 33,30 % yang 
menyatakan bahwa tidak ditentukan jenis dan waktu kerja sebelum 
dilakukan hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga. 
Tabel  11  :  Besarnya penghasilan Pekerja Rumah Tangga dan 





Sumber : Data Primer Tahun 2014  
 
 Data pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat penghasilan 
Pekerja Rumah Tanggal di lokasi penelitian di DKI Jakarta khususnya 
pada Responden yang diteliti adalah bahwa dari 15 orang Pekerja Rumah 
Tangga yang diteliti, sebanyak 6 orang atau sekitar 40 % yang memiliki 
penghasilan di bawah 1 juta dan sebanyak 11 orang atau sebesar 60 % 
yang memiliki penghasilan antara 1 sampai dengan 5 juta Rupiah 
perbulan. Kemudian tingkat penghasilan Majikan sesuai data Responden 
yang diteliti adalah bahwa dari 15 orang Majikan yang diteliti, hanya 
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1 – 5 juta rupiah perbulan, sebanyak 8 orang atau sekitar 53,30 % yang 
memiliki penghasilan antara dan sebanyak 5 – 10 juta rupiah perbulan 
dan sebanyak 5 orang atau sekitar 33,40 % yang memiliki penghasilan di 
atas 10 juta Rupiah perbulan. 
 Jika dilihat dari tingkat penghasilan rata-rata Pekerja Rumah Tangga 
pada lokasi penelitian dibandingkan dengan rata-rata penghasilan 
Majikan maka hal ini menunjukkan rendahnya upah Pekerja Rumah 
Tangga pada lokasi penelitian terutama jika dibandingkan dengan kedua 
lokasi penelitian sebelumnya yaitu Makassar dan Yogyakarta yang 
masing-masing rata-rata penghasilan Majikan di bawah 5 juta akan tetapi 
tingkat pengupahan  di atas 1 juta rupiah perbulan.  
 Berdasarkan hasil penelitian dari data kuisioner, maka diperoleh 
data bahwa dari 30 orang responden yang terdiri dari 15 orang Pekerja 
rumah tangga dan 15 orang Majikan, maka sebanyak 22 orang atau 
sekitar 73,30 % yang menyatakan bahwa jenis dan waktu pekerjaan 
ditentukan sebelum dilakukan hubungan kerja antara majikan dan pekerja 
rumah tangga dan sebanyak 8 orang atau sekitar 26,70 % yang 
menyatakan bahwa tidak ditentukan jenis dan waktu kerja sebelum 
dilakukan hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga. 
 Data penelitian yang diperoleh dari ketiga daerah penelitian tersebut, 
menunjukan bahwa penghasilan pekerja rumah tangga di ketiga daerah 
tidak sama, disesuaikan dengan  upah minimum provinsinya. Namun 
umumnya pekerja rumah tangga menerima upaya berkisar Rp. 1.000.000 
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– Rp.1.500.000, namun masih ada juga pekerja rumah tangga yang 
menerima upah dibawah 1 juta dan ada yang mendapat di atas 1 juta 5 
ratus ribu, tentu pemberian upah tersebut disesuaikan dengan 
penghasilan dari majikan. 
 
2. Perlindungan hak kodrat 
 Pada prinsipnya pekerja atau tenaga kerja merupakan aset yang 
sangat berharga sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas 
dan kinerja suatu unit usaha/perusahaan/instansi tempat kerja termasuk 
mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga tempat bekerja. Oleh 
karena itu Pekerja wajib mendapatkan perlindungan, baik pada pekerja 
laki-laki maupun pekerja perempuan. Tetapi, dalam kenyatannya 
perlindungan pekerja banyak belum dilakukan secara memadai 
khususnya pada pekerja non formal atau sektor informal serta pada 
pekerja perempuan.317 
                                                            
317  Pekerja dapat dikelompokkan menjadi pekerja formal dan pekerja informal 
sesuai dengan kategori tempat kerjanya, sektor formal atau informal. BPS 
mendefinisikan sektor informal sebagai Perusahaan Non Direktori (PND) dan Usaha 
Rumah Tangga (URT) dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang. Sedangkan 
menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri dari UI, dalam Nofita (2010) menyebutkan 
ciri-ciri tenaga kerja sektor informal, yaitu 1) tenaga kerja bekerja pada segala jenis 
pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan paja 
k, 2) pekerja tidak menghasilkan pendapatan yang tetap, 3) tempat beker ja tidak 
terdapat keamanan kerja (job security), 4) tempat bekerja tidak ada status permanen 
atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Ciri-
ciri kegiatan informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja 
masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya lokal, biasanya usaha 
milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar sistem 
formal sekolah dan tidak diatur dan pasar yang kompetitif, antara lain pedagang kaki 
lima (PKL), becak, penata parkir, pengamen dan anak jalanan, pedagang pasar, buruh 
tani dan lainnya. Selamat Riyadi, Paradigma Perlindungan Terhadap Perempuan 
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 Pekerja merupakan kata generik yang berlaku untuk berbagai status 
pekerjaan318 yang dilakukannya sebagai konsekuensi dari kedudukan 
seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan baik 
yang berlangsung rutin maupun temporer. Status sebagai pekerja inilah 
yang pelu dilindungi oleh Negara dalam sistem peraturan perundang-
undangan yang berlaku tanpa membedakan jenis dan status 
pekerjaannya. Akan tetapi perlindungan hukum tersebut melekat kepada 
profesinya sebagai pekerja.  
 Seperti telah diurikan pada sub bab sebelumnya bahwa hak-hak 
dasar pekerja harus dibedakan dengan hak kodrat pekerja. Hak kodrat 
berkenaan dengan Hak Asasi Manusia bagi pekerja rumah tangga karena 
kodratnya sebagai manusia. Peraturan perundang-undangan baik 
Nasional maupun internasional yang memberikan jaminan terhadap 
pekerja atau buruh dapat diuraikan di bawah ini : 
                                                                                                                                                                     
Pekerja Di Dunia Kerja Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Islam, Kebijakan 
Negara Dan Realitas, Makalah diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Islam 
Komprehansif pada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012, 
Website Internet : http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-content/uploads/ downloads/ 
2013/03/Artikel-Pekerja-Perempuan-Perspeksit-Agama.pdf, diakses tanggal 13 Oktober 
2014. 
318 Ibid BPS, membedakan status pekerjaan menjadi 7 kategori, yaitu 1) 
Berusaha sendiri, 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, 3) Berusaha 
dibantu buruh tetap/buruh dibayar, 4) Buruh/Karyawan/Pegawai, 5) Pekerja bebas di 
pertainan, meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, 
perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian, 6) Pekerja bebas di non 
pertanian yang meliputi usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, 
sektor konstruksi/bangunan, sektor perdagangan, sektor angkutan, pergudangan dan 
komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa 
perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, 7) Pekerja tak dibayar, 
dapat terdiri dari anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak 
yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah; bukan anggota rumah tangga 
tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti family yang membantu melayani 
penjualan di warung; bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang 
membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetanggan ya.  
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a.    UUD 1945 
1) Pasal 27 (2) UUD 1945 : “Setiap warga Negara berhak 
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan” 
2)    Pasal 28 UUD 1945 : “Kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan dijamin oleh 
undang-undang.” 
b.   UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
1). Pasal 76 : 
Pekerja perempuan dilarang dipekerjakan pada jam 23.00 s/d 
07.00 bila : 
a) Berumur kurang dari 18 tahun. 
b) Hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan 
dan keselamatan kandungan maupun dirinya. 
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara jam 
23.00 s/d 07.00 wajib: 
a) Memberikan makanan dan minuman yang bergizi 
b) Menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja 
Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja 
perempuan yang berangkat dan pulang antara jam 23.00 s/d 05.00. 
2). Pasal 77 
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Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang 
meliputi : 
a) 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja seminggu 
b) 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja seminggu. 
3). Pasal 78 
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 
harus memenuhi syarat : 
a) Ada persetujuan dari pekerja yang bersangkutan 
b) Waktu lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam sehari 
dan 14 jam seminggu 
c) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 
wajib  membayar upah kerja lembur 
4). Pasal 79 
Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada 
pekerja meliputi : 
a) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam 
setelah bekerja 4 jam terus-menerus. 
b) Istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu dan 2 
hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. 
c) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja 
bekerja 12 bulan secara berturut-turut. 
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d) Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan yang dilaksanakan 
pada tahun ketujuh dan kedelapan dan masing-masing 1 bulan 
bagi pekerja yang telah bekerja 6 tahun terus-menerus. 
5).  Pasal 80 
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya 
kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh 
agamanya. 
6).  Pasal 81 
Pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan 
memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari 
pertama dan kedua waktu haid. 
7). Pasal 82 
a) Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan 
sebelum melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. 
b) Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan 
berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat 
keterangan dokter kandungan/bidan. 
8).  Pasal 83 
Pekerja perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberikan 
kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus 
dilakukan selama waktu kerja. 
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9). Pasal 84 
Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat 
sebagaimana dimaksud dalam psl 79 (2) huruf b,c & d dan pasal 80 
dan pasal 82 berhak mendapat upah penuh. 
10) Pasal 85 
a) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari libur resmi, kecuali jenis dan 
sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan secara terus-menerus 
atau berdasarkan kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha. 
b) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi 
wajib membayar upah kerja lembur. 
11)  Pasal 88 : “Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” 
c. UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja : 
 Pasal 85 : “Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan 
atas : 
1) Keselamatan dan kesehatan kerja 
2) Moral dan kesusilaan 
3) Perlakuan yang sesuai harkat dan martabat manusia serta nilai-
nilai agama. 
 Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang terintegrasi 
dengan sistim menejemen perusahaan. 
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d.     UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
1). Pasal 99 dan Setiap pekerja dan keluarga pekerja berhak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja meliputi : 
a) Jaminan kecelakaan kerja 
b) Jaminan kematian 
c) Jaminan hari tua 
d) Jaminan pemeliharaan kesehatan 
2). Pasal 137 : “Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat
 pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat 
 gagalnya perundingan.” 
3). Pasal 151 : “Pengusaha, pekerja, SP dan pemerintah dengan 
segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK, 
apabila tidak  bias dihindarkan wajib dirundingkan oleh pengusaha 
dan SP atau  pekerja.” 
4). Pasal 153 : “Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan : 
a) Pekerja tidak masuk kerja karena sakit selama tidak melampaui 12 
bulan secara terus-menerus 
b) Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi 
kewajiban Negara 
c) Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya 
d) Pekerja menikah 
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e) Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandung/menyusui 
bayinya 
f) Pekerja mempunyai pertalian darah/ikatan perkawinan dalam satu 
perusahaan kecuali telah diatur dalam PP, PK/PKB 
g) Pekerja mendirikan/menjadi anggota/pengurus SP, pekerja 
melakukan kegiatan SP diluar jam kerja/dalam jam kerja atas 
 kesepakatan pengusaha/ketentuan yang diatur dalam PP,PK/PKB 
h) Pekerja mengadukan pengusaha kepada yang berwajib karena 
 melakukan tindak pidana kejahatan 
i) Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, 
 golongan, jenis kelamin, kondisi fisik/status perkawinan 
j) Pekerja dalam keadaan cacad tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, 
 sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter 
 jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. 
f.    UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh :  
5).  Pasal 5 : “Pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat 
pekerja.” 
6). Pasal 14 : “Seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari 
satu serikat pekerja.” 
6). Pasal 28 : “Siapapun dilarang menghalang-halangi/memaksa 
pekerja untuk membentuk/tidak membentuk, menjadi 
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pengurus/tidak, menjadi anggota/tidak dan atau menjalankan/tidak 
menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara : 
a) Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan 
jabatan/melakukan mutasi 
b) Tidak membayar/mengurangi upah pekerja 
c) Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun 
d) Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja 
7). Pasal 29 : “Pengusaha harus memberi kesempatan kepada 
pengurus dan atau anggota Serikat Pekerja untuk menjalankan 
kegiatan Serikat Pekerja dalam jam kerja yang disepakati oleh 
kedua belah pihak dan atau yang diatur dalam Perjanjian Kerja 
Bersama.” 
8). Pasal 44 : “Barang siapa menghalang-halangi/ memaksa pekerja 
sebagaimana psl 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling 
singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling 
sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 500 juta. 
c.   Konvensi ILO No 87 Tahun 1948 (Keppres No 83 Tahun 1998) : 
“Kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.” 
d. Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 (UU No 18 Tahun 1956) : 
“Penerapan azas-azas hak untuk bernegosiasi dan berunding bersama.” 
e. Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 (UU No. 80 Tahun 1957) : 
“Pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan perempuan.” 
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 Mencermati substansi ketentuan perundang-undangan sebagaimana 
diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa aspek perlindungan 
terhadap pekerja pada umumnya dan Pekerja Rumah Tangga khususnya 
telah dijamin hak-hak dasar dan hak kodratnya oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, perlindungan hukum 
secara substansial tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan 
secara empiris, terutama terhadap pekerja rumah tangga yang masih 
digolongkan sebagai profesi informal. Bahkan sebagian pihak dan justru 
pemerintah sendiri masih memandang  pekerjaan rumah tangga bukan 
sebagai profesi sebagaimana telah diuraikan dalam delapan mitor pekerja 
rumah tangga di atas. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang jaminan terlindunginya hak-hak Asasi Pekerja Rumah Tangga 
dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku 
dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
Tabel 12 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang jaminan 
terlindunginya hak-hak asasi pekerja rumah tangga dalam aturan 
hukum yang terkait ketenagakerjaan. 
 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  



















































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
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 Berdasarkan data pada tabel 9 tersebut di atas menggambarkan 
bahwa pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang jaminan 
terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku pada tiga lokasi 
penelitian sebanyak 50 responden, menunjukkan bahwa hanya sebanyak 
10 orang atau sebesar 20 % yang menyatakan setuju bahwa ada jaminan 
terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku; sementara itu 
sebanyak 12 orang atau sekitar 24 % yang menyatakan tidak setuju 
bahwa peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku 
sudah menjamin terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah Tangga; 
selanjutnya sebanyak 27 orang atau sebesar 54 % yang menyatakan 
ragu-ragu adanya jaminan terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah 
Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 
berlaku. 
 Data penelitian tersebut menunjukan bahwa mayoritas para pekerja 
ragu bahwa hak-hak asasi mereka sudah dilindungi peraturan perundang-
undangan atau belum, namun sebagian yang lain meyakini kalau 
peraturan perundangan-undangan atau hukum belum memberikan 
perlindungan atas hak asasi mereka, akan tetapi ada sebagian yang 
memahami kalau sudah ada jaminan dan perlindungan atas hak-hak 
asasi mereka sebagai pekerja rumah tangga. 
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 Untuk mengetahui pandangan responden Majikan tentang jaminan 
terlindunginya hak-hak Asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dapat dilihat dari 
tabel di bawah ini : 
Tabel 13 : Pandangan Majikan tentang jaminan terlindunginya hak-
hak asasi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait 
ketenagakerjaan.  
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
 Berdasarkan data dalam table 10 di atas, Penilaian responden 
Majikan menunjukkan bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada 
tiga lokasi penelitian, sebanyak 12 orang atau sebesar 24 % yang 
menyatakan setuju bahwa sudah ada jaminan terlindunginya hak-hak 
asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan yang berlaku, sedangkan sebanyak 11 orang atau 
sekitar 22 % yang menyatakan tidak setuju bahwa telah ada jaminan 
terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku; kemudian sebanyak 
27 orang atau sebesar 54 % yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  



















































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
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terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 
 Data penelitian dari majikan juga masih dominan ragu atas 
pengaturan hak asasi para pekerja dalam peraturan perundang-
undangan, namun data ini berbeda pengakuan dengan para pekerja 
rumah tangga, justru mayoritas para majikan mamahami bahwa hak-hak 
asasi para pekerja sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan 
dan lebih kecil yang mengatakan kalau belum diatur hak-hak asasi para 
pekerja rumah tangga. 
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah 
Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 22 orang atau sebesar 22 % yang menyatakan setuju adanya 
jaminan terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah Tangga dalam 
peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, 
sedangkan sebanyak 23 orang atau sebesar 23 % yang menyatakan 
tidak setuju adanya jaminan terlindunginya hak-hak asasi Pekerja Rumah 
Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang 
berlaku. 
 Pandangan Penulis terhadap data tersebut di atas, adalah bahwa  
adanya perbedaan pandangan antara Pekerja Rumah Tangga pada 
lokasi penelitian di Makassar sebanyak 3 orang (15%) yang setuju dan 
sebanyak 9 orang (45%) yang tidak setuju, dengan dua lokasi penelitian 
273 
 
lainnya yaitu Jakarta sebanyak 3 orang (20%) yang setuju dan 1 orang 
(6,67%) yang tidak setuju, sementara Yogyakarta sebanyak 4 orang 
(26,67%) yang setuju dan 2 orang (13,33%) yang tidak setuju, adalah 
disebabkan oleh karena pada kedua lokasi penelitian yaitu Jakarta dan 
Yogyakarta telah diterapkan Peraturan Daerah tentang Pekerja Rumah 
Tangga, sedangkan di Lokasi Penelitian Makassar belum ada Peraturan 
Daerah terkait Pekerja Rumah Tangga. Dampak dari diberlakukannya 
Peraturan Daerah terhadap Pekerja Rumah tangga ini cenderung 
memberikan jaminan perlindungan hak-hak Pekerja Rumah tangga, 
sehingga mempengaruhi pandangan responden pada kedua lokasi 
penelitian tersebut. 
 Kemudian sebanyak 55 orang atau sekitar 55 % yang masih ragu-
ragu tentang adanya jaminan terlindunginya hak-hak asasi Pekerja 
Rumah Tangga dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 
yang berlaku, tidak dapat ditafsirkan sebagai pandangan yang cenderung 
menyatakan setuju atau tidak setuju Hal ini dimungkinkan karena adanya 
dampak dari pengaturan Pekerja Rumah Tangga ini dalam Peraturan 
daerah pada lokasi penelitian tertentu, dan bahwa tingkat pengetahuan 
Pekerja Rumah Tangga dalam memahami penerapan peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
 Keraguan responden terhadap jaminan hak-hak asasi Pekerja 
Rumah Tangga ini menggambarkan bahwa indikator jaminan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak kodrat ini belum terpenuhi, oleh 
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karena pengalaman responden yang selalu terjamin hak-hak asasinya 
dalam bekerja akan membentuk persepsinya yang tidak lagi ragu-ragu.  
 
3. Jaminan Sosial 
 Membahas tentang Jaminan sosial, maka dapat ditelusuri dalam 
ketentuan perundang-undaangan yang berlaku diantaranya : Pasal 28 H 
UUD 1945 (amandemen kedua) menyatakan bahwa: “Setiap orang 
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya 
secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”, kemudian Pasal 
34  ayat (2) UUD 1945 (amandemen keempat), bahwa: “Negara 
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan 
memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 
dengan martabat kemanusiaan”.  
 Di samping itu, Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 tentang Laporan 
Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang 
Tahunan MPR RI Tahun 2001 juga menugaskan kepada Presiden untuk 
membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberi 
perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu. 
 Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2002 yang bertujuan 
untuk menyusun suatu Undang-undang SJSN. Tim SJSN menyusun 
suatu naskah akademik dan telah diserahkan kepada DPR dalam rangka 
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pengajuan RUU SJSN. Cakupan naskah akademis tersebut meliputi 
jaminan sosial dengan pendekatan skema asuransi yang mewajibkan 
pekerja formal untuk mengikuti jaminan sosial pada aspek jaminan 
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, 
jaminan hari tua, pensiun dan kematian. Sedangkan bagi tenaga kerja 
informal dan masyarakat miskin belum tercantum. 
 Jika Pekerja Rumah Tangga dikategorikan sebagai bagian dari 
pekerja informal, maka jelas bahwa Pekerja Rumah Tangga tidak belum 
diwajibkan untuk mengikuti jaminan sosial pada aspek jaminan 
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, 
jaminan hari tua, pensiun dan kematian sebagaimana diwajibkan bagi 
pekerja formal tersebut. 
 Sejak tahun 2002 Bappenas telah melakukan kajian awal mengenai 
sistem perlindungan dan jaminan sosial yang pada intinya berupaya untuk 
menuju ke arah pembentukan suatu Sistem Perlindungan dan Jaminan 
Sosial (SPJS) yang  ditujukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Bappenas 
juga telah melakukan kajian yang lebih mendalam dengan output suatu 
rekomendasi “Desain Sistem Perlindungan Sosial (SPS) Terpadu”. Dalam 
implementasi SPS tersebut, masyarakat yang bekerja, dunia usaha dan 
pemerintah diharapkan dapat bersama-sama menanggung pendanaan 
sistem tersebut. Salah satu rekomendasi kajian menyatakan perlunya 
suatu SPS yang dikaitkan dengan sistem administrasi penduduk (unique 
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number system). Dengan demikian, identifikasi penduduk yang layak 
memperoleh perlindungan sosial akan lebih tepat dan efisien. 
 Pembentukan suatu SPS memerlukan waktu yang panjang dan 
lama. Oleh karena itu, implementasi SPS dilakukan secara bertahap. 
Tahap awal adalah membentuk kebijakan SPS berikut perangkat 
pendukung baik dari aspek hukum dan kelembagaan. SPS tersebut 
harusnya menyeluruh untuk seluruh penduduk Indonesia dan terintegrasi. 
Namun demikian pada tahap selanjutnya adalah diperlukan strategi 
pelaksanaan (termasuk master plan) SPS di beberapa daerah yang 
disesuaikan dengan kemampuan pemerintah, dunia usaha, masyarakat 
serta sasaran khusus penduduk miskin. 
 Berdasarkan uraian di atas, maka Pekerja rumah tangga, mendapat 
jaminan perlindungan sosial dalam kapasitasnya sebagai warga Negara 
atau penduduk pada umumnya, tetapi bukan dalam kapasitasnya sebagai 
perkerja. Karena itu, perlindungan jaminan sosial tersebut tentu tidak 
maksimal dan tidak menjamin hak-haknya dalam hubungan hukumnya 
dengan majikannya. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum 






Tabel 14 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang adanya 
jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang 
terkait ketenagakerjaan saat ini. 
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
 
 
 Berdasarkan data pada tabel 11 tersebut di atas menggambarkan 
bahwa pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang jaminan sosial bagi 
pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait ketenagakerjaan 
saat ini, pada tiga lokasi penelitian sebanyak 50 responden, menunjukkan 
bahwa sebanyak 13 orang atau sebesar 26 % yang menyatakan setuju 
bahwa ada jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan 
hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini; sementara itu sebanyak 14 
orang atau sekitar 28 % yang menyatakan tidak setuju adanya jaminan 
sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait 
ketenagakerjaan saat ini; selanjutnya sebanyak 23 orang atau sebesar 46 
% yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan sosial bagi pekerja rumah 
tangga dalam aturan hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini. 
 Data penelitian menunjukan bahwa para pekerja rumah tangga 
dominan merasa ragu kalau ada jaminan sosial terhadap mereka. 
Keraguan ini dimungkinkan ketidak pemahaman mereka. Namun 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  



















































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
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sebagian lebih banyak dari yang setuju kalau ada jaminan sosial meyakini 
kalau tidak ada jaminan sosial terhadap mereka.  
 Untuk mengetahui pandangan responden majikan tentang jaminan 
sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait 
ketenagakerjaan saat ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel 15 : Pandangan Majikan tentang adanya jaminan sosial bagi 
pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait 
ketenagakerjaan saat ini.  
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
 Penilaian responden Majikan dalam tabel 12 di atas menunjukkan 
bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada tiga lokasi penelitian, 
sebanyak 13 orang atau sebesar 26 % yang menyatakan setuju bahwa 
sudah ada jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan 
hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini, sedangkan sebanyak 10 
orang atau sekitar 20 % yang menyatakan tidak setuju bahwa telah ada 
jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang 
terkait ketenagakerjaan saat ini; kemudian sebanyak 27 orang atau 
sebesar 54 % yang menyatakan ragu-ragu adanya jaminan sosial bagi 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  
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pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang terkait ketenagakerjaan 
saat ini. Data ini juga menunjukan bahwa majikan juga ragu atas jaminan 
social terhadap pekerja rumah tangga, namun selalu berbanding terbalik 
dengan pekerja rumah tangga kalau mayoritas para majikan selalu setuju 
kalau jaminan social terhadap para pekerja sudah ada dalam peraturan 
perundang-undangan. 
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah 
Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 26 orang atau sebesar 26 % yang menyatakan setuju adanya 
jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan hukum yang 
terkait ketenagakerjaan saat ini, sedangkan sebanyak 24 orang atau 
sebesar 24 % yang menyatakan tidak setuju adanya jaminan 
terlindunginya hak-hak dasar Pekerja Rumah Tangga dalam peraturan 
perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. 
 Pandangan Penulis bahwa data dalam tabel tersebut di atas 
menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Pekerja Rumah 
Tangga dengan Majikan. Perbedaan pandangan ini dimungkinkan karena 
perbedaan kepentingan dalam kedua pihak.  Akan tetapi, pihak yang 
paling merasakan aspek perlindungan sosial dalam hal ini adalah Pekerja 
Rumah Tangga yang dalam tabel 18 di atas adalah menunjukkan bahwa 
lebih banyak yang menyatakan tidak setuju bahwa dalam aturan hukum 
yang terkait ketenagakerjaan saat ini telah ada jaminan sosial bagi 
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Pekerja Rumah Tangga yaitu hanya sebanyak 13 orang atau sekitar 26 
%, dan yang setuju sedangkan yang tidak setuju sebanyak 14 atau 
sekitar 28 %.  
 Sebanyak 50 orang atau sekitar 50 % yang masih ragu-ragu tentang 
adanya adanya jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga dalam aturan 
hukum yang terkait ketenagakerjaan saat ini, dapat ditafsirkan sebagai 
pandangan yang cenderung menyatakan belum adanya jaminan sosial 
khusus bagi Pekerja Tumah Tangga. Hal ini dimungkinkan karena 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) hanya diperuntukkan untuk 
tenaga kerja formal, sedangkan bagi Pekerja Rumah Tangga sepanjang 
masih digolongkan sebagai Pekerja pada sector non formal, maka 
jaminan sosial bagi Pekerja Rumah Tangga ini cenderung sangat lemah. 
Jaminan Sosial bagi Pekerja Rumah Tangga, idealnya harus diatur dalam 
perundang-undangan tersendiri, selain memasukkan norma umumnya 
dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, oleh karena Pekerjaan rumah 
tangga berada pada sektor privat keluarga yang tentu pengaturannya 
 arus bersifat privat. Akan tetapi, asas-asas dan norma umum 
ketenagakerjaan seperti mekanisme perekrutan, upah minimum, 
mekanisme kontrak kerja, jam kerja, upah lembur, serta hak-hak Pekerja 
pada umumnya.  
 Hal-hal yang bersifat prifat maksudnya seperti ketentuan internal 
masing-masing rumah tangga yang berbeda-beda, misalnya larangan 
memasuki ruangan tertentu, sikap tertentu dalam pergaulan rumah 
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tangga, jam sibuk dan jam istirahat dan sebagainya. Hal ini dapat 
disesuaikan dengan norma-norma umum yang dituangkan dalam 
kesepakatan kontrak kerja.  
 Indikator perlindungan hukum khususnya jaminan sosial tenaga 
kerja belum terpenuhi, mengingat perundang-undangan tenaga kerja 
hanya mengatur tenaga kerja formal, demikian juga dengan persepsi 
masyarakat secara umum yang memposisikan Pekerja Rumah Tangga 
sebagai pekerja informal mengakibatkan jaminan sosial bagi Pekerja 
Rumah Tangga tidak terakomodir. 
 
C. Model Hubungan Hukum Antara Pekerja Rumah Tangga dan 
Majikan yang Berkeadilan 
 Hubungan hukum yang dimaksud dalam sub bab ini adalah 
hubungan hukum keperdataan antara pekerja rumah tangga dengan 
majikannya. Hubungan hukum keperdataan antara Pekerja Rumah 
tangga dengan Majikan adalah hubungan perikatan dimana keduanya 
mengikatkan diri baik dalam kontrak tertulis maupun kontrak lisan yang 
disepakati bersama. Kontrak kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan 
Majikan ini baik dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). 
 Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara 
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pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat 
syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 
 
1.     Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 
 Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu,  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian 
kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan 
kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu 
 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pekerjanya sering 
disebut karyawan kontrak adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan 
pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau 
untuk pekerja tertentu. Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang 
menjadi pihak dalam perjanjian adalah pekerja secara pribadi dan 
langsung  dengan pengusaha. 
 Isi dari PKWT bersifat mengatur hubungan individual antara pekerja 
dengan perusahaan/pengusaha, contohnya : kedudukan atau jabatan, 
gaji/upah pekerja, tunjangan serta fasilitas apa yang didapat pekerja dan 
hal-hal lain yang bersifat mengatur hubungan kerja secara pribadi. PKWT 
tidak dapat dibuat secara lisan. PKWT  wajib dibuat secara tertulis dan 
didaftarkan di instansi ketenagakerjaan terkait. Apabila dibuat secara 
lisan, akibat hukumnya adalah kontrak kerja tersebut menjadi PKWTT. 
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 PKWT dapat diadakan paling lama 2 (dua) tahun.  Apabila 
pengusaha ingin melakukan perpanjangan kontrak, maka pengusaha 
wajib memberitahukan maksud perpanjangan tersebut secara tertulis 
kepada pekerja paling lama 7 (tujuh) hari sebelum kontrak berakhir. 
 Menurut Ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya 
boleh dilakukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 
1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. 
Pengusaha/perusahaan yang bermaksud memperpanjang PKWT 
tersebut, harus memberitahukan  maksudnya untuk memperpanjang 
PKWT secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan, paling lama 7 
(tujuh) hari sebelum PKWT berakhir. Jika pengusaha tidak 
memberitahukan perpanjangan PKWT ini dalam wakktu 7 (tujuh) hari 
maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja 
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), seperti yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 59 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003. 
 Hal ini juga ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 3 ayat (2)  Keputusan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 
100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu, bahwa PKWT hanya  dibuat untuk paling lama 3 (tiga) 
tahun. 
 PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka 
 perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja 
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Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut 
menjadi karyawan permanen (Pasal 59 ayat (7)UU No.13 Tahun 2003). 
 Terkait dengan pembaruan perjanjian kerja dalam PKWT menurut 
Pasal 59 ayat (6) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa 
pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 
2 (dua) tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari 
sejak berakhirnya PKWT . Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat 
diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT 
tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, 
maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT. 
 Pembaruan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat 
berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi 
tertentu maka pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan (Pasal 3 ayat 
(5) Kepmenakertrans Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004) 
 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berbeda dengan Outsourcing. 
Outsourcing adalah Perjanjian Pemborongan Pekerjaan. Perusahaan 
pemberi kerja memborongkan sebagian dari pekerjaan kepada 
perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia tenaga kerja melalui 
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. 
Hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan 
pemborong pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja dapat dengan status 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu. Undang-undang tidak mengatur tentang hal ini. 
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 Baik pekerja yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan maupun 
pekerja dari perusahaan pemborong outsourcing akan bekerja di lokasi 
kerja perusahaan tersebut. Status hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu apakah pekerja yang dipekerjakan langsung atau pekerja yang 
melalui outsourcing boleh saja dilakukan sepanjang sesuai dengan 
ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003. 
 Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap, ada 2 (dua) 
kategori, yakni : 
a. Pekerjaan yang sifatnya terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak 
 dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses 
 produksi dalan satu perusahaan, atau 
b. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan musiman (Penjelasan Pasal 59 
 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003). 
 Dengan perkataan lain, apabila suatu pekerjaan walau bersifat terus-
menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu namun bukan 
merupakan bagian dari suatu proses produksi pada satu perusahaan, 
dalam arti hanya merupakan kegiatan jasa penunjang yang tidak 
berhubungan langsung dengan proses produksi atau kegiatan pokok 
(core business) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) UU 
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dianggap bukan 




 Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan jasa penunjang, walaupun 
pekerja dapat dipekerjakan dengan hubungan kerja melalui PKWT, akan 
tetapi untuk “perusahaan outsourcing”, ada persyaratan 
tambahan sebagai amanat Putusan MK Register Nomor 27/PUU-IX/2011, 
bahwa PKWT harus memuat prinsip pengalihan tindakan 
perlindungan bagi pekerja atau Transfer of Undertaking Protection 
Employment (TUPE) yang mengamanatkan : 
a. Pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh (termasuk 
 berlanjutnya hubungan kerja dengan perusahaan outsourcing yang 
 baru) yang objek kerjanya tetap ada walaupun terjadi 
 pergantian perusahaan outsourcing. 
b. masa kerja pekerja/buruh harus diperjanjikan (dalam PKWT) untuk 
 dibuat experience letter 
c. experience letter menentukan masa kerja dan menjadi salah satu 
 dasar penentuan upah pada perusahaan outsourcing berikutnya. 
PKWT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Didasarkan atas jangka waktu paling lama tiga tahun atau 
 selesainya suatu pekerjaan tertentu 
b. Dibuat secara tertulis dalam 3 rangkap : untuk buruh, pengusaha 
 dan Disnaker (Permenaker No. Per-02/Men/1993), apabila dibuat 




c. Dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin atau dalam Bahasa 
 Indonesia dan bahasa asing dengan Bahasa Indonesia sebagai 
 yang utama; 
d. Tidak ada masa percobaan kerja (probation), bila disyaratkan 
 maka perjanjian kerja BATAL DEMI HUKUM (Pasal 58 UU No. 13 
 Tahun 2003). 
 Jenis pekerjaan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pekerjaan 
Waktu Tertentu antara lain : 
a. Pekerjaan yang selesai sekali atau sementara sifatnya  yang 
 penyelesaiannya paling lama tiga tahun : 
1) Apabila pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang 
diperjanjian maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut putus 
demi hukum pada saat selesainya pekerjaan. 
2) Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  harus mencantumkan 
batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai. 
3) Apabila pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat 
dilakukan pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 
4) Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dilakukan setelah 
masa tenggang waktu 30 hari setelah berakhirnya Perjanjian Kerja. 
Selama tenggang waktu 30 hari tersebut, tidak ada hubungan kerja 
antara pekerja dan perusahaan/pengusaha. 
b. Pekerjaan Musiman 
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1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan untuk 
satu jenis pekerjaan pada musim tertentu. 
2) Pekerjaan – pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi 
pesanan/ target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu sebagai pekerjaan musiman. 
3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan musiman tidak 
dapat dilakukan pembaruan. 
c. Pekerjaan yang terkait dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan : 
1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk jenis pekerjaan ini hanya 
dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk satu kali paling lama 1 tahun. 
2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerjaan ini tidak dapat 
dilakukan pembaruan 
3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya boleh diberlakukan bagi 
pekerja yang melakukan pekerjaan di luar kegiatan atau di luar 
perkerjaan yang biasa dilakukan perusahaan.         
d. Pekerjaan harian/ Pekerja lepas 
1) Perjanjian Kerja Waktu Terntu dapat dilakukan untuk pekerjaan – 
pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan 
volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran. 
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2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk pekerja harian lepas 
dilakukan dengan ketentuan pekerja bekerja kurang dari 21 hari 
dalam 1 bulan. 
3) Apabila pekerja harian bekerja selama 21 hari atau lebih selama 3 
bulan berturut-turut maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah 
menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. 
4) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja harian/lepas wajib 
membuat perjanjian kerja secara tertulis 
5) Perjanjian Kerja tersebut harus memuat sekurang – kurangnya : 
Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja, nama/alamat 
pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan dan bersarnya upah 
dan/atau imbalan lainnya. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi 
Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel 16 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang Penggunaan 
Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Pekerja Rumah 
Tangga. 
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
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 Berdasarkan data pada tabel 13 tersebut di atas menggambarkan 
bahwa pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang penggunaan Model 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Pekerja Rumah Tangga, 
pada tiga lokasi penelitian sebanyak 50 responden, menunjukkan bahwa 
sebanyak 22 orang atau sebesar 44 % yang menyatakan setuju 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Pekerja 
Rumah Tangga; sedangkan sebanyak 9 orang atau sekitar 18 % yang 
menyatakan tidak setuju penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) bagi Pekerja Rumah Tangga; dan sebanyak 19 orang 
atau sebesar 38 % yang menyatakan ragu-ragu. 
 Data penelitian ini menunjukan bahwa mayoritas para pekerja rumah 
tangga setuju menggunakan Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT), kemudian baru sebagian yang masih ragu, dan hanya beberapa 
yang tidak setuju dengan model tersebut.  
 Untuk mengetahui pandangan responden majikan tentang 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Pekerja 










Tabel 17 : Pandangan Majikan tentang Penggunaan Model Perjanjian 




 Penilaian responden Majikan dalam tabel 14 di atas menunjukkan 
bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada tiga lokasi penelitian, 
sebanyak 23 orang atau sebesar 46 % yang menyatakan setuju 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Pekerja 
Rumah Tangga, sedangkan sebanyak 9 orang atau sekitar 18 % yang 
menyatakan tidak setuju penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) bagi Pekerja Rumah Tangga; kemudian sebanyak 18 
orang atau sebesar 36 % yang menyatakan ragu-ragu. 
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah 
Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 45 orang atau sebesar 45 % yang menyatakan setuju 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Pekerja 
Rumah Tangga, sedangkan sebanyak 18 orang atau sebesar 18 % yang 
menyatakan tidak setuju penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
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Tertentu (PKWT) bagi Pekerja Rumah Tangga; dan sebanyak 37 orang 
atau sekitar 37 % yang menyatakan ragu-ragu.. 
 Pandangan Penulis bahwa kecenderungan lebih besarnya 
responden menyatakan setuju penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) bagi Pekerja Rumah Tangga didasarkan pada 
pengalaman Pekerja Rumah Tangga yang pada umumnya bekerja 
dengan Waktu tidak tentu. Pengaturan jam kerja dengan waktu tertentu 
ini dinilai lebih memberikan kepastian hukum, yang pada dasarnya lebih 
memudahkan dalam hal perlindungan hak-hak Pekerja Rumah tangga 
dan perlindungan hukum pada umumnya. Pengaturan sistem pekerjaan 
dengan waktu tertentu idealnya dibuat dalam sebuah kontrak tertulis yang 
disepakati antara Pekerja Rumah Tangga dengan Majikan. 
 
2.    Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 
 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 Tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, pengertian 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu adalah perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja 
yang bersifat tetap. Pekerjanya sering disebut karyawan tetap 
 Selain tertulis, PKWTT dapat juga dibuat secara lisan dan tidak wajib 
mendapat pengesahan dari intstansi ketenagakerjaan terkait. Jika 
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PKWTT dibuat secara lisan maka perusahaan wajib membuat surat 
pengangkatan kerja bagi karyawan yang bersangkutan. PKWTT dapat 
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja (probation) untuk paling 
lama 3 (tiga) bulan, bila ada yang mengatur lebih dari 3 bulan, maka demi 
hukum sejak bulan keempat, si pekerja sudah dinyatakan sebagai pekerja 
tetap (PKWTT). Selama masa percobaan, Perusahaan wajib membayar 
upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah 
minimum yang berlaku. 
 Sekarang kita telah mengetahui dasar-dasar mengenai jenis kontrak 
kerja. Yang paling sering ditanyakan adalah mengenai Perjanjian Kerja 
Waktu Tertentu (PKWT) untuk para pekerja kontrak.  
 Substansi yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Tidak Tertentu 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dituangkan 
dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Tenagakerja dan 
Transmigrasi No. 19 Tahun 2012, khususnya PKWT pada perusahaan 
penyedia jasa pekerja, bahwa PKWT-nya, sekurang-kurangnya memuat : 
a. jaminan kelangsungan bekerja; 
b. jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan; dan 
c. jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian 
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah; 
 Demikian juga memuat hak-hak lainnya, seperti 
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a. Hak atas cuti (tahunan) apabila telah memenuhi syarat masa kerja; 
b. Hak atas jamsostek; 
c. Tunjangan Hari Raya (THR), 
d. Istirahat mingguan; 
e. Hak atas ganti-rugi (kompensasi diakhirinya hubungan kerja PKWT); 
f. Penyesuaian upah berdasarkan -akumulasi- masa kerja; dan 
g. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
dan/atau perjanjian kerja (PKWT) sebelumnya. 
 Di dalam praktek Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, biasanya 
perusahaan atau majikan tempat bekerja melakukan penahanan ijazah 
karyawan sebagai jaminan selama terjalinnya hubungan kerja antara 
pekerja dengan Majikan. Peraturan perundang-undangan di bidang 
ketenagakerjaan, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan tidak mengatur boleh tidaknya perusahaan menahan 
surat-surat berharga milik karyawan, seperti misalnya ijazah. 
 Penahanan ijazah pekerja/karyawan oleh perusahaan, 
diperbolehkan, sepanjang memang menjadi kesepakatan antara kedua 
belah pihak. Kesepakatan antara pekerja dan pengusaha biasa 
dituangkan dalam perjanjian kerja yang mengikat pekerja dan pengusaha 
dalam hubungan kerja. Artinya, penahanan ijazah oleh pengusaha 
diperbolehkan sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak.  
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 Penahanan ijazah sebagai jaminan dalam hubungan kerja harus 
dikembalikan kepada pemilik ijazah atau pekerja setelah selesai kontrak 
kerja. Apabila ijazah tetap ditahan dan tidak dikembalikan setelah 
berhenti bekerja, maka pekerja dapat mengupayakan cara-cara 
kekeluargaan terlebih dahulu. Misalnya, dengan mendatangi perusahaan 
tersebut untuk meminta kembali ijazahnya. Namun, apabila pihak 
perusahaan tidak mau mengembalikan ijazah tersebut, maka pekerja 
dapat menggugat perusahaan tersebut atas dasar perbuatan melawan 
hukum atau melaporkan ke Polisi atas tuduhan penggelapan dokumen 
penting atau akta autentik. 
  Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP dan yang termasuk 
dalam kategori penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik 
orang lain sebagian atau seluruhnya, dan barang itu berada di tangan 
pelaku bukan karena kejahatan. Penguasaan atas barang (Ijazah) sudah 
ada pada pelaku secara sah.  
 Pada dasarnya, perjanjian kerja tidak harus dilakukan secara tertulis. 
Berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja 
antara pengusaha dan pekerja/buruh, perjanjian kerja tersebut dapat 
dibuat secara tertulis atau lisan. Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam 
hal perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT). Dalam Pasal 57 UU 
No.13 Tahun 2003 ditegaskan bahwa PKWT harus dibuat secara tertulis 
serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang 
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dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak 
tertentu (PKWTT).  
 Perjanjian lisan hanya dapat dilakukan dalam model PKWTT. Dalam 
hal perusahaan tidak membuat perjanjian kerja secara tertulis dalam hal 
penerapan PKWTT dengan pekerjanya, maka pengusaha wajib membuat 
surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 63 UU 
No. 13 Tahun 2003). 
  Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT), memang tidak 
harus dilakukan dengan perjanjian kerja tertulis, akan tetapi perusahaan 
wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerjanya. Surat pengangkatan 
tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan: 
a.    Nama dan alamat pekerja/buruh; 
b.    Tanggal mulai bekerja; 
c.    Jenis pekerjaan; dan 
d.    Besarnya upah. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 
(PKWTT) bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dapat dilihat dari 






Tabel 18 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang penggunaan 




 Berdasarkan data pada tabel 15 tersebut di atas menggambarkan 
bahwa pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang penggunaan Model 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi Pekerja Rumah 
Tangga, pada tiga lokasi penelitian sebanyak 50 responden, 
menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang atau sebesar 22 % yang 
menyatakan setuju penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu (PKWTT) bagi Pekerja Rumah Tangga; sedangkan sebanyak 17 
orang atau sekitar 34 % yang menyatakan tidak setuju penggunaan 
Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi Pekerja 
Rumah Tangga; dan sebanyak 22 orang atau sebesar 44 % yang 
menyatakan ragu-ragu. 
 Data penelitian ini menunjukan bahwa ada para pekerja rumah 
tangga tidak konsisten dengan jawaban dan pemahaman mereka atas 
model PKWT dan model PKWTT, namun sebagian konsisten dengan 
jawabannya bahwa pada model ini mayoritas tidak setuju, sedangan pada 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
Sumber  : Data Primer diolah Tahun 2014 
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model PKWT mayoritas pekerja setuju. Model ini juga membuat pekerja 
yang ikut ragu bertambah. 
 Untuk mengetahui pandangan responden Majikan tentang 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi 
Pekerja Rumah Tangga di Indonesia dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel 19 : Pandangan Majikan tentang penggunaan Model Perjanjian 
Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi Pekerja Rumah Tangga.  
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
 
 Penilaian responden Majikan dalam tabel 16 di atas menunjukkan 
bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada tiga lokasi penelitian, 
sebanyak 17 orang atau sebesar 34 % yang menyatakan setuju 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi 
Pekerja Rumah Tangga; dan sebanyak 16 orang atau sekitar 32 % yang 
menyatakan tidak setuju penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu (PKWTT) bagi Pekerja Rumah Tangga; sedangkan sebanyak 17 
orang atau sebesar 34 % yang menyatakan ragu-ragu. 
 Data penelitian dari majikan untuk model ini menujukan bahwa 
hamper seimbang antara yang setuju, tidak setuju dan yang ragu-ragu 
No Penilaian  
Responden 
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dengan model ini, namun data ini juga menunjukan ketidak konsistenan 
para majikan dalam menggunakan salah satu model, namun hal ini bisa 
jadi bagi para majikan yang memilih kedua model tersebut dengan 
pertimbangan tidak menjadi kendala bagi mereka untuk menerima para 
pekerja rumah tangga. Namun yang konsisten dengan satu model tentu 
sudah mempertimbangkan keuntungannya. Namun yang ragu-ragu bisa 
saja menerima model apapun atau juga belum menemukan model yang 
ideal. 
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah 
Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 28 orang atau sebesar 28 % yang menyatakan setuju 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi 
Pekerja Rumah Tangga; sedangkan sebanyak 33 orang atau sebesar 33 
% yang menyatakan tidak setuju penggunaan Model Perjanjian Kerja 
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi Pekerja Rumah Tangga; dan 
sebanyak 39 orang atau sekitar 39 % yang menyatakan ragu-ragu. 
 Pandangan Penulis bahwa terhadap data tersebut di atas bahwa 
kecenderungan Populasi Majikan lebih banyak setuju terhadap 
penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bagi 
Pekerja Rumah Tangga dibanding Populasi Pekeerja Rumah Tangga, 
dapat disebabkan oleh pertimbangan antara lain : 
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a. Jenis pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan yang tidak 
 tetap setiap hari atau dapat berubah setiap harinya sesuai dengan 
 kebutuhan rumah tangga masing-masing, sehingga sulit untuk 
 diukur dan ditentukan. 
b. penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) 
bagi Pekerja Rumah Tangga, menguntungkan  bagi Majikan karena 
Pekerja Rumah tangganya tidak terikat hanya pada pekerjaan yang 
diperjanjikan. 
c. Perjanjian lisan lebih flexible dalam lingkup rumah tangga. 
d. Hubungan antara Majikan dengan Pekerja Rumah Tangga tidak 
kaku. 
 Sudut pandang Responden Pekerja Rumah Tangga lebih banyak 
tidak setuju dengan penggunaan Model Perjanjian Kerja Waktu Tidak 
Tertentu (PKWTT) bagi Pekerja Rumah Tangga, dengan pertimbangan 
beberapa hal antara lain : 
a.  Membutuhkan surat perjanjian atau kontrak kerja secara tertulis 
yang dapat memberikan kepastian hukum bagi Pekerja Rumah 
tangga. 
b.  Memberikan jaminan untuk pembayaran upah, tambahan upah,    
dan THR. 
c.  Perjanjian kerja tertulis dapat dijadikan acuan untuk mengukur 
kinerjanya atau profesionalitasnya. 
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d.  Dapat menyesuaikan dengan jadwal untuk pekerjaan pribadi atau 
untuk kepentingan sendiri. 
 
3. Model Perjanjian Lisan 
 Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap 
sah atau tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 
menyatakan bahwa : 
 Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
c. Suatu pokok persoalan tertentu 
d. Suatu sebab yang tidak terlarang 
 Menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa : 
Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 
a. Kesepakatan kedua belah pihak 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
302 
 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 Jenis kontrak kerja menurut bentuknya antara lain : 
a.     Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis 
1) Meskipun kontrak kerja dibuat secara tidak tertulis, namun kontrak 
kerja jenis ini tetap bisa mengikat pekerja dan pengusaha untuk 
melaksanakan isi kontrak kerja tersebut. 
2) Tentu saja kontrak kerja jenis ini mempunyai kelemahan fatal yaitu 
apabila ada beberapa isi kontrak kerja yang ternyata tidak 
dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah dituangkan 
secara tertulis sehingga merugikan pekerja. 
b. Berbentuk Tulisan 
1) Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai 
sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan 
industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan 
pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan 
yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh. 
2) Dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum yang 
sama, masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat 




 Pada mulanya, perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan diatur 
oleh Undang-undang No. 21 Tahun 1954 tentang perjanjian perburuhan 
antara serikat buruh dan majikan. Undang-undang tersebut bertujuan 
melindungi pekerja/buruh yang tidak mempunyai daya tawar apabila 
pekerja/buruh secara sendiri-sendiri mengikatkan diri dengan 
pengusaha/majikan, sehingga Pemerintah mewajibkan kepada setiap 
pengusaha/majikan untuk membuat perjanjian perburuhan dengan serikat 
pekerja/serikat buruh yang mempunyai daya tawar. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No.13 Tahun 2003 tentang 
ketenagakerjaan, Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang 
kurangnya harus memuat : 
a.  Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 
b.  Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh 
c.  Jabatan atau jenis pekerjaan 
d.  Tempat pekerjaan 
e.  Besarnya upah dan cara pembayarannya 
f.  Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh 
g.  Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
h.  Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para 
pihak dalam perjanjian kerja. 
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 Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 1954, 
perjanjian perburuhan harus dibuat dengan surat resmi yang ditanda 
tangani oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/majikan. 
Sehingga secara tidak langsung, Pemerintah turut mendorong 
pengusaha/majikan untuk mengijinkan setiap pekerja/buruh membentuk 
serikat pekerja/serikat buruh, karena apabila tidak ada serikat 
pekerja/serikat buruh, maka pengusaha/majikan tidak dapat membuat 
perjanjian perburuhan yang diwajibkan oleh Pemerintah. 
 Lahirnya Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan sebagai pengganti dari UU No. 21 Tahun 1954, 
mengatur mengenai 2 (dua) macam perjanjian kerja, yaitu dapat dibuat 
secara perorangan maupun dengan serikat pekerja/serikat buruh. UU No. 
13 Tahun 2003, juga turut memberikan peluang adanya ketidakwajiban 
pengusaha/ majikan untuk membuat perjanjian kerja perorangan secara 
tertulis, dengan alasan kondisi masyarakat yang beragam yang 
memungkinkan perjanjian kerja secara lisan. Ketentuan ini sesungguhnya 
telah bertentangan dengan prinsip sebuah perjanjian yang harus dibuat 
secara tertulis. 
 Pembenaran oleh UU No. 13 Tahun 2003 mengenai perjanjian 
secara lisan, akan membuat pekerja/buruh tidak mengetahui hak dan 
kewajibannya dalam menjalani hubungan kerja dengan 
pengusaha/majikan, berupa syarat-syarat kerja. Sehingga, pekerja/buruh 
tidak dapat menghindari sebuah larangan/tata tertib yang diberlakukan 
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oleh pengusaha/majikan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan 
pemutusan hubungan kerja. Bahkan akibat hukum yang timbul dari 
putusnya hubungan kerjapun tidak dapat diketahui oleh pekerja/buruh 
tersebut. 
 Perjanjian yang dibuat secara lisanpun dapat menyulitkan 
pekerja/buruh dalam membuktikan kebenaran dirinya sebagai 
pekerja/buruh yang bekerja pada pengusaha/majikan, dalam proses 
penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan 
Hubungan Industrial. 
 Ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, yang 
mewajibkan pengusaha/majikan membuat surat pengangkatan bagi 
pekerja/buruh yang perjanjian kerjanya dibuat secara lisan, tidaklah efektif 
dan banyak pengusaha/majikan yang tidak menjalankannya, bukan hanya 
karena tidak ada sanksi yang mengaturnya, juga karena dengan tidak 
dibuatnya perjanjian kerja secara tertulis dan surat pengangkatan, akan 
dapat menguntungkan pengusaha/majikan, yaitu diantaranya tidak 
jelasnya kapan hubungan kerja kedua belah pihak dimulai, kapan selesai 
pekerjaan, masa kerja dan upah sebagai akibat tidak adanya perjanjian 
kerja. 
 Perjanjian kerja secara perorangan, jelas tidak akan menguntungkan 
pihak pekerja/buruh, tetapi sebaliknya dapat menguntungkan 
pengusaha/majikan. Karena, daya tawar seorang pekerja/buruh lebih 
tinggi daya tawar pengusaha/majikan. Hal ini disebabkan, jumlah 
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pengangguran yang terus meningkat tajam, sehingga jumlah lapangan 
kerja dan tenaga kerja yang tidak seimbang, yang kemudian 
mengakibatkan daya tawar terhadap syarat-syarat kerja seperti upah 
lebih banyak ditentukan oleh pengusaha/ majikan. 
 Peran Pemerintah yang sangat penting dalam membuat kebijakan, 
penting bagi pekerja/buruh untuk mendapatkan perlindungan. Namun, 
Pemerintah sekarang ini semakin melepaskan peranannya dalam 
menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha/majikan. Pemerintah semakin melepaskan campur 
tangannya dalam melindungi pekerja/buruh yang tidak atau mempunyai 
daya tawar rendah dengan pengusaha/majikan. 
 Sehingga perjanjian kerja secara lisan, akan mengakibatkan 
hubungan konflik antara pekerja/buruh dengan pengusaha/ majikan 
semakin terbuka lebar, dan yang diuntungkan dari akibat perjanjian kerja 
lisan adalah pengusaha/majikan. Oleh karenanya, perjanjian kerja lisan 
tidaklah relevan diterapkan di negara berkembang seperti Indonesia, 
karena kondisi masyarakat Indonesia telah berubah, dan bukankah setiap 
perjanjian kerja harus dibuat dalam bahasa Indonesia. 
 Sebagai solusinya, pengusaha/majikan dengan serikat 
pekerja/serikat buruh, wajib membuat perjanjian kerja bersama/perjanjian 
perburuhan, yang mengatur mengenai syarat-syarat kerja. Kemudian, 
setiap pekerja/buruh dibuatkan perjanjian kerja perorangan sebagai 
turunan dari perjanjian kerja bersama/perjanjian perburuhan tersebut. 
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Dalam hal tersebut, peran Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, wajib 
memeriksa isi perjanjian kerja bersama/perjanjian perburuhan yang telah 
dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha/ majikan. 
 Untuk mengetahui gambaran responden Pekerja Rumah Tangga 
tentang penggunaan Model Perjanjian Lisan antara Pekerja Rumah 
Tangga dengan Majikan di lokasi penelitian dapat dilihat dari tabel di 
bawah ini : 
Tabel 20 : Pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang Penggunaan 
Model Perjanjian Lisan bagi Pekerja Rumah Tangga. 
Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
 
 Berdasarkan data pada tabel 17 tersebut di atas menggambarkan 
bahwa pandangan Pekerja Rumah Tangga tentang Penggunaan Model 
Perjanjian Lisan bagi Pekerja Rumah Tangga, pada tiga lokasi penelitian 
sebanyak 50 responden, menunjukkan bahwa sebanyak 11 orang atau 
sebesar 22 % yang menyatakan setuju penggunaan Penggunaan Model 
Perjanjian Lisan bagi Pekerja Rumah Tangga; sedangkan sebanyak 17 
orang atau sekitar 34 % yang menyatakan tidak setuju penggunaan 
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
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Penggunaan Model Perjanjian Lisan bagi Pekerja Rumah Tangga; dan 
sebanyak 22 orang atau sebesar 44 % yang menyatakan ragu-ragu. 
 Data tersebut di atas menunjukkan bahwa paling banyak Responden 
yang memilih ragu-ragu dimungkinkan karena tingkat pemahaman hukum 
dari responden, maupun tingkat pendidikan, selain itu, kepedulian 
Pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap komunitas Pekerja 
Rumah Tangga sangat kurang, sehingga komunitas ini benar-benar 
diposisikan sebagai kelompok marginal. Data ini juga menunjukan bahwa 
mayoritas pekerja rumah tangga masih tidak setuju dengan model ini 
namun ada juga yang setuju dengan model ini. Tetapi sebagian para 
pekerja tidak konsisten dengan satu pilihan medel perjanjian, namun ada 
yang konsisten dengan satu pilihan model perjanjian, hal ini dimungkinkin 
karena pemahaman dan pendidikan dari pekerja rumah tangga tersebut.  
 Untuk mengetahui gambaran responden majikan tentang 
penggunaan Model Perjanjian Lisan antara Pekerja Rumah Tangga 
dengan Majikan di lokasi penelitian dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
Tabel 21 : Pandangan Majikan tentang Penggunaan Model Perjanjian 
Lisan bagi Pekerja Rumah Tangga.  
No Penilaian  
Responden 
Jumlah 
Makassar Jakarta Yogyakarta  































 Jumlah 20 100 15 100 15 100 50 100 
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Sumber : Data Primer diolah Tahun 2014 
 
 Penilaian responden Majikan dalam tabel 18 di atas menunjukkan 
bahwa dari 50 orang responden yang diteliti pada tiga lokasi penelitian, 
sebanyak 24 orang atau sebesar 48 % yang menyatakan setuju 
penggunaan Penggunaan Model Perjanjian Lisan bagi Pekerja Rumah 
Tangga; dan sebanyak 12 orang atau sekitar 24 % yang menyatakan 
tidak setuju penggunaan Penggunaan Model Perjanjian Lisan bagi 
Pekerja Rumah Tangga; sedangkan sebanyak 14 orang atau sebesar 28 
% yang menyatakan ragu-ragu. 
 Data ini menunjukan bahwa mayoritas para majikan menyukai model 
perjanjian lisan ini karena pemahaman majikan akan hukum dan 
berpendidikan sehingga lebih cenderung untuk model ini, namun masih 
ada juga majikan yang ragu dengan model ini. Tetapi ada juga yang tidak 
setuju dengan model ini, hal ini bukan berarti majikan tersebut tidak 
memahami hukum dan tidak berpendidikan, justru sebaliknya karena 
pendidikan dan pemahaman hukumlah yang menyebabkan majikan 
tersebut tidak memilih model ini.  
 Berdasarkan data dari hasil penelitian pada tiga lokasi penelitian 
tersebut di atas yang terdiri dari 50 responden dari Pekerja Rumah 
Tangga dan 50 responden dari Majikan, dapat disimpulkan bahwa 
sebanyak 35 orang atau sebesar 35 % yang menyatakan setuju 
penggunaan Penggunaan Model Perjanjian Lisan bagi Pekerja Rumah 
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Tangga; sedangkan sebanyak 29 orang atau sebesar 29 % yang 
menyatakan tidak setuju penggunaan Penggunaan Model Perjanjian 
Lisan bagi Pekerja Rumah Tangga; dan sebanyak 36 orang atau sekitar 
36 % yang menyatakan ragu-ragu. 
 Pandangan Penulis bahwa terhadap data tersebut di atas bahwa 
kecenderungan Populasi Majikan lebih banyak setuju terhadap 
penggunaan Model Perjanjian Lisan dibanding Populasi Pekerja Rumah 
Tangga. Hal ini disebabkan oleh pertimbangan antara lain : 
a. Tidak ada dasar pembuktian jika terjadi sengketa antara Majikan 
dengan Pekerja Rumah Tangga. 
b. Penentuan jumlah upah menjadi flexibel relative mengikuti 
perkembangan pekerjaan. 
c. Tidak ditentukan mengenai mulai dan berakhir pekerjaan; jenis 
pekerjaan tertentu; besaran upah; beban kerja; dan waktu kerja. 
 Sudut pandang Responden Pekerja Rumah Tangga lebih banyak 
tidak setuju dengan penggunaan model Perjanjian Lisan bagi Pekerja 
Rumah Tangga dibanding Populasi Pekerja Rumah Tangga, dengan 
pertimbangan beberapa hal antara lain: 
a. Tidak ada kepastian hukum mengenai jam kerja; upah; jenis dan 




b. Tidak ada dokumen yang dapat dijadikan alat bukti jika terjadi 
perselisihan dengan Majikan. 
c. Pekerja rumah tangga berada pada posisi lemah dalam hal 
bargaining dengan Majikan sehingga perjanjian antara Pekerja 
Rumah Tangga dengan Majikan harus dibuat dalam bentuk tertulis.  
d. Agar Pekerja Rumah Tangga tidak terikat oleh Pekerjaan sepanjang 
waktu, tetapi jelas mengenai jam kerja, dengan demikian Pekerja 
Rumah Tangga dapat melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan 







1. Perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga baik dari 
segi Substansi hukum perundang-undangan maupun dari 
hubungan kerja melalui perjanjian belum sepenuhnya 
terakomodasi prinsip-prinsip keadilan. Hal ini disebabkan 
pengaturan secara konstitusional perlindungan Pekerja Rumah 
Tangga, belum diakomodasi secara tegas dalam peraturan, 
juga makna perlindungan hukum bagi pekerja yang dilindungi 
secara konstitusional dalam Pasal 28 UUD 1945 belum 
dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 
demikian, substansi hukum ketenagakerjaan tersebut pada 
dasarnya belum dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum 
bagi pekerja rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena 
tanggungjawab Negara belum terimplementasi dalam substansi 
hukum yang ada; paradigm harmonisasi, dan  prinsip-prinsip 
perjanjian dalam substansi peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan belum secara implisit menjamin Pekerja 
Rumah Tangga sebagai bagian dari Tenaga Kerja pada 
umumnya. 
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga 
belum memperoleh legalitas hokum melalui peraturan 
perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada belum 
terwujudnya  keadilan substantif bagi eksistensi Pekerja Rumah 
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Tangga. Hal ini juga disebabkan oleh Pandangan terhadap 
profesi Pekerja Rumah Tangga yang diposisikan sebagai 
pekerja informal sehingga berimplikasi pada tidak 
terlindunginya hak-hak dasar, hak-hak kodrat dan Jaminan 
sosial Pekerja Rumah Tangga. 
3. Model hubungan hukum antara Pekerja Rumah Tangga dan 
majikan dalam bentuk Perjanjian lisan yang dikategorikan 
sebagai Perjanian Kerja Waktu tidak tertentu. Bentuk perjanjian 
ini tidak menjamin  rasa keadilan dan kepastian hukum, 
sehingga dengan sendirinya melemahkan posisi Pekerja 
Rumah Tangga yang berhadapan dengan Majikan yang 
memiliki posisi dan status sosial dan ekonomi yang lebih kuat 
disbanding dengan pihak PRT yang status hukumnya kurang 
memperoleh legitimasi yang kuat untuk menuntut hak-haknya, 
jika thak-haknya dirugikan oleh Majikan. 
   
B. Saran 
1. Perlunya  memberikan penguatan hokum bagi profesi Pekerja 
Rumah Tangga, melalui tercitapnya ruang bagi terlaksananya 
kebebasan berkontrak dalam menjalin hubungan hokum antara 
PRT dengan pihak majikan. Hal ini sangat penting untuk 
menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun bagi pihak 
pengguna jasa PRT, untuk memenuhi hak-hak dasar yang 
dijamin secara konstitusional bagi pekerja informal. Sebagai 
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pekerja informal, menjadi bagian dari Tenaga Kerja pada 
umumnya, atau sebagai tenaga kerja khusus karena 
kekhususannya bekerja di sektor domestik Rumah Tangga. 
Dengan demikian, hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga 
dan Majikan menjadi jelas dan dilindungi oleh Undang-undang. 
Perlunya dilakukan langkah-langkah sosialisasi secara terus 
menerus bukan hanya kepada Pekerja Rumah tangga tetapi 
kepada Majikan dan Masyarakat secara umum, untuk 
menyamakan persepsi terutama sudut pandang mengenai 
Eksistensi Profesi Pekerja Rumah Tangga, serta jaminan 
perlindungan sosial baik oleh Pemerintah maupun oleh 
Masyarakat melalui serikat Pekerja dan LSM. 
2. Hendaknya bentuk perlindungann hokum terhadap PRT dan 
pihak Majikan diwadahi dalam bentuk hukum Peraturan 
Daerah. Hal ini sangat urgen mengingat kebijakan keberlakuan 
otoinomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteran 
bagi masyarakat daerah dengan mendekatkan pelayanan 
pemerintahan pada masyarakat daerah. Di samping itu, 
memberikan pengakuan terhadap kebhineekaan atau 
keberagaman nilai adat dan budaya. Oleh karena itu 
pengaturan pekerja informal termasuk PRT tidak perlu diatur 
secara nasional tetapi didelasikan pengaturannya kepada 
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daerah masing-masing sesuai prinsip otonomi bahwa daerah 
dikembangkan sesuai kondisi dan karakteristek daerah. 
3. Hendaknya kewenangan pengaturan keberadaan PRT kepada 
pemerintah daerah, perlu diikuti Pengawasan yang dilakukan 
dengan intensitas yang terpola baik melalui pengawasan dari 
lembaga DPRD maupun pengawasan internal pemerintah 
termasuk pengawasan dari Tokoh-tokoh masyakarat dan 
pemerhati masalah social kemasyarakatan (LSM). Dalam 
konteks ini maka akan tercipta model hubungan yang 
didasarkan pada  prinsip harmoni, keselarasan, kekeluargaan 
sebagai salah satu budaya hokum bangsa bahkan oleh 
masyarakat tertentu dijadikan mitos positif  dalam kehidupan 
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